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PEMBAHASAN
DHAMAN! (PENJAMINAN)

Penjelasan: Secara bahasa kata &)t merupakan kata
jadian dari kalimat 43 J) 43 ¢ (menggabungkan dzimmah kepada
dzimmah [yang lain]).

Dalam A/ Basith dikatakan: Kata &l merupakan kata
jadian dari ‘zesadt. Artinya adalah menjadikan utang dalam jaminan
orang yang tidak memiliki utang.

Telah keliru seseorang yang mengatakan bahwa kata $taZalt
diambil dari kata g<alt, karena huruf Nun dalam kata &Gt adaleh
asli. Dalam kata fJ‘aJ! lam fiilnya adalah huruf Miim, sementara
dalam kata 84l /am fiifnya adalah huruf Muun. Kata 4 juga
disebut Jus dan H6"

1 Dhaman menurut kami merupakan pembahasan khusus. Sebagian ulama
Malikiyyah menjadikannya bab khusus dalam pembahasan Ghashab, sebagaimana
vang dilakukan oleh Ibnu Rusyd dalam Bidayat Al Mujtahid.
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Sedangkan secara terminologi, dilal adalah mewajibkan

sesuatu (membebankan utang) kepada orang mukallaf berakal yang
tidak terhalang karena kedunguan, sebagaimana vyang akan
diuraikan nanti.

Hukum-Hukum:
Hukum asal kebolehan &ualt adalah dari Al Qur'an,
Sunnah dan ijmak. |

Dalil Dari Al Qur*an:
Adapun dalil dari Al Qur*an adalah firman Allah &,
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“ Penyeru-penveru itu berkata, ‘Kami kehilangan piala raja,
dan siapa vang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya’”
(Qs. Yuusuf [12]: 72)

lbnu Abbas berkata, “Maksud za’im adalah orang yang
menjamin (menanggung).”

Contoh lainnya adalah seperti sabda Nabi £,
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“Aku menjamin (Za'im) istana di pelataran Surga bagi orang
Yvang meninggalkan debat meskipun dia benar.”

Dalam ayat ini ada enam permasalahan:

Masalah Pertama: Para ulama berkata, “Avat dalam
surah Yuusuf di atas merupakan dalil tentang bolehnya Kafalkah.”

Qadhi Abu Ishag Al Marwadzi berkata, “Dhaman tidak
termasuk Kafalah, karena di dalamnya tidak ada penjaminan oleh
seseorang terhadap utang orang lain. Yang ada adalah orang yang
mewajibkan dirinya sendii dan menjaminnya. Hukumnya
dibolehkan secara bahasa dan menjadi lazim secara syariat.”

Penvair berkata:
Aku tidak menyuruh damai di dalamnya
Akan tetapi aku menjamin diriku sendliri

Penyair lainnya berkata:
Aku menjamin bila aku kembali lewat di jalanan
Engkau akan melihat burung bangau berkeliaran

Imam Abu Bakar bin Al Arabi berkata, “Apa yang
dikatakan Qadhi Abu Ishaq adalah benar. Akan tetapi masalah

penjaminan tetap ada dalilnya.”
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Apabila seseorang berkata, “Aku menjadi penjamin,”
maksudnya adalah “Aku mewajibkan diriku sendiri.” Lalu apa
bedanya antara perkataan “Aku mewajibkan diriku sendiri” dengan
perkataan “Aku mewajibkan diriku sendiri untuk orang lain"?

w- - Masalah Kedua: FirmamAllah, X.c5 .4 UGS “Dan atas- -

menjamin terhadapnya,” adalah berlaku dalam hak-hak yang boleh
digantikan. Adapun setiap hak yang tidak bisa digantikan oleh
orang lain seperti Hudud, maka tidak ada Aafalah di dalamnya.
Berdasarkan hal ini maka ada permasalahan, vaitu:

Masalah Ketiga: Apabila seseorang berkata, “Aku
menjamin dirimu di hadapan si fulan,” maka menurut Malik
hukumnya wajib baginya. Sedangkan menurut Asy-Svafi’i
hukumnya tidak wajib karena ada unsur penipuan, mengingat dia
tidak tahu apakah orang tersebut mengingkarinya atau tidak. Dalil
vang menunjukkan kebolehannya adalah bahwa yang dimaksud
penjaminan adalah bahwa orang yang menjamin menduduki posisi
asalnya, dan yang dimaksud hadirnya asal adalah harta. Maka
begitu pula dengan orang yang menjamin.

Masalah Keempat: Redaksi dalam ayat di atas
merupakan dalil tentang penjaminan, maka maknanya juga
merupakan dalil tentang /i ‘a/ah yang merupakan jenis Jarah. Akan
tetapi perbedaan antara Ji‘alah dengan Jiarah adalah bahwa dalam
ljarah kompensasi dan sesuatu yang dikompensasikan ditentukan

nilainya, sementara dalam Jialah upah dan pekerjaannya tidak
ditentukan.

Dalilnya adalah bahwa Allah & mensyariatkan jual-beli
dalam harta benda untuk untuk tujuan yang berbeda-beda dan
kondisi yang berubah-ubah. Ketika berpindahnya kepemilikan
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diperlukan maka Dia mensyariatkan cara jual-beli dan menjelaskan
hukum-hukumnya. Mengingat jasa sangat diperlukan khususnya
vang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, karena semua
orang tidak bisa mengelola seluruh hartanya, maka Allah
mensyariatkan Jiarah (sewa-menyewa) dengan adanya kompensasi
dari kontrak tersebut sesuai dengan tujuannya.

Masalah Kelima: Apabila hal ini telah tetap, maka
pekerjaan bisa ditentukan dengan waktu, seperti dengan
mengucapkan, “Engkau bisa melayaniku malam ini.” Bisa pula
dengan berkata, “Engkau bisa menjahitkan pakaianku.” Jadi
pekerjaan bisa ditentukan dengan dua bentuk ini. Terkadang
pekerjaannya tidak ditentukan, misalnya dengan berkata, “Siapa
saja yang datang dengan membawa barangku yang hilang maka
dia akan mendapatkan anu.” Salah satu dari kompensasi ini tidak
sah dan harus ditentukan, karena sesuatu yang gugur karena hal
vang darurat tidak menyebabkan gugumya sesuatu yang tidak
darurat. Landasannya adalah hadits yang menjelaskan tentang
pengambilan upah untuk budak dalam pekerjaan yang tidak
ditentukan. Jarah dan Ji‘alah memang telah ada sebelum Islam lalu
keduanya diakui oleh syariat dengan meniadakan unsur penipuan
dan ketidak-jelasan dalam keduanya.

Masalah Keenam: Pada hakikatnya yang menyeru dalam
ayat di atas bukanlah raja, akan tetapi wakil Yusuf dan utusannya.
Dia menjanjikan bahwa Nabi Yusuf # akan memberikan hadiah
bahan makanan seberat (beban) unta bagi siapa saja yang berhasil
menemukan piala raja. Dalam kasus ini dia bertanggung jawab
atas nama Yusuf. Dengan demikian maka ada tiga faidah dalam
masalah ini:
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Pertarna: Ji'alah. Yaitu akad yang di dalamnya harga (upah)
ditentukan, tapi sesuatu yang dinilai tidak ditentukan harganya.

Kedua: Kafalah. Disini ia disandarkan pada sebab yang
mewajibkannya dengan menggantungkan syaratnya. Para ulama
berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut ulama Malikiyyah,
ini merupakan dalil tentang dibolehkannya Kafalah karena
dilakukan oleh Nabi, sehingga merupakan sesuatu yang
disyariatkan.

Para imam juga berselisih pendapat tentang Kafalah.
Pengikut Abu Hanifah membolehkannya dengan sebab, misalnya
perkataan “Apa saja yang wajib dilakukan si fulan terhadapmu
maka ia juga wajib terhadapku,” atau perkataan, “Apabila bulan
sabit telah muncul, maka aku akan menanggung bebanmu
terhadapnya.” Hal ini berbeda bila ia digantungkan dengan syarat
murni, seperti perkataan “Apabila si fulan datang” dan “Jika
engkau berbicara dengan Zaid.” Sedangkan menurut Asy-Syafi’i,
hukumnya tidak dibolehkan. Ayat ini merupakan dalil tentang
kebolehannya yang ada sebab wajibnya.

Ketiga: Orang vang berpiutang tidak diketahui. Menurut
ulama Malikiyyah, hukumnya dibolehkan meskipun sesuatu yang
dijamin tidak diketahui. Hal ini bertentangan dengan pendapat
sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Svafi'iyyah yang juga
disepakati oleh kalangan ulama Hanafiyyah bahwa Kafalah tidak
dibolehkan bila orang yang berpiutang tidak diketahui. Akan tetapi
pengikut Abu Hanifah mengklaim bahwa hadits tersebut telah di-
nasakh dari ayat itu saja. Sedangkan menurut imam-imam dari
kalangan ulama Syafi'iyyah, ayat tersebut merupakan dalil
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dibolehkannya Jialah dan ia merupakan syariat sebelum kita
(Syar'u Man Qablana).

Mereka  (ulama  Syafi'iyyah) juga  mengatakan:
Sesungguhnya dalam masalah mengetahui orang yang berutang
dengan orang yang berpiutang ada tiga kondisi:

Pertama: Keduanya harus diketahui. Adapun mengetahui
orang yang berutang (yang dijamin), maka harus diketahui dulu
apakah dia orang vang layak disedekahi atau tidak. Sedangkan
berkenaan dengan orang yang berpiutang, harus diketahui apakah
dia orang yang layak bermuamalah atau tidak.

Kedua: Yang perlu diketahui adalah orang vang
berpiutang saja, karena muamalahnya hanya dilakukan dengannya.

Ketiga: Tidak perlu mengetahui salah satu dari keduanya.
Inilah pendapat yang benar berdasarkan hadits Abu Qatadah
bahwa Nabi £¢ menjamin orang yang telah wafat. Dalam hal ini
Nabi & tidak menanyakan tentang orang yang berpiutang dan
orang yang berutang.

Avat di atas merupakan dalil bahwa orang yang berpiutang
tidak perlu diketahui, dan begitu pula dengan orang yang berutang.

Al Qurthubi berkata, “Apabila dikatakan, ‘Bagaimana dia
mau menjamin (dengan memberikan hadiah) seberat muatan unta
padahal tidak diketahui? Sedang menjamin sesuatu yang tidak
diketahui itu tidak sah?’, Maka dikatakan kepadanya, ‘Barang
seberat muatan unta adalah sesuatu yang diketahui jelas menurut
mereka, seperti Wasag, sehingga sah menjamin dengannya.
Hanya saja dia memberikan harta kepada pencuri padahal pencuri
tersebut tidak halal mendapatkannya. Mungkin ini hukumnya sah
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menurut mereka, atau bisa jadi ini merupakan Jiakh dan

r M

memberikan harta kepada orang yang mencarinya’.

Kemudian Al Qurthubi mengatakan bahwa sebagian ulama
berkata, “Ayat ini mengandung dua dall. Pertama, boleh
memberikan upah, dan ia memang dibolehkan dalam kondisi
darurat. (Kemudian dia menyebutkan perkataan imam Asy-Syafi’i
vang berkaitan dengan masalah ini). Aedua, boleh menjamin
seseorang, karena dalam hal ini yang mengizinkan dan memberi
jaminan adalah bukan Yusuf.”

Al Qurthubi mengatakan lebih lanjut bahwa para ulama
berpendapat, apabila seorang laki-laki berkata, “Aku
menanggung,” “Aku menjamin,” “Aku menjadi penanggungmu,”
“Aku menjadi penjaminmu,” “Apa vang menjadi bebanmu aku
tanggung atau aku jamin,” maka semua ucapan ini merupakan
Hamalah yang bersifat lazim. Penjaminan itu tidak berlaku kecuali
dalam hak-hak yang boleh digantikan yang berkaitan dengan
tanggungan harta dan bersifat tetap. Oleh karena itu tidak sah
menjamin dengan tulisan karena ia bukan utang yang tetap,
karena seorang budak yang tidak mampu, statusnya tetap sebagai
budak dan angsuran yang dibayarkannya untuk membebaskan
status budaknya menjadi batal. Adapun setiap hak yang tidak bisa
digantikan orang lain seperti Hudud, maka tidak ada penjaminan
di dalamnya, dan dalam kasus ini orang yang divonis harus
dipenjara sampai dia membayar tannggungannya.

Abu Yusuf dan Muhammad memiliki pendapat yang lain
dalam masalah ini. Keduanya membolehkan Kafalah dalam Hudud
dan Qishash. Keduanya berkata, “Apabila orang yang dituduh zina
atau orang yang menuduh mengatakan ‘Saksiku hadir’, maka dia
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harus menanggung kebutuhan hidupnya selama beberapa hari.”
Ath-Thahawi berargumen dengan hadits riwayat Abu Hamzah bin
Amr dari Umar, Ibnu Mas’ud, Jarir bin Abdullah dan Al Asy’ats
bahwa mereka menetapkan, bahwa jiwa harus dijamin. Mereka
menetapkannya di hadapan para sahabat Nabi .

Dalil Dari Sunnah

Adapun dalil dari Sunnah adalah hadits Abu Hurairah yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi yang telah dinyatakan
sebagai hadits hasan oleh At-Tirmidzi. Disebutkan bahwa Nabi €&
berpidato pada hari penaklukan Makkah,

“Retahuilah, bahwa Allah & telah memberikan hak kepada
setiap orang yang berhak memilikinya. Tidak ada wasiat bagi ahli
waris. Janganlah seorang perempuan membelanjakan harta vang
ada di rumahnya kecuali atas izin suaminya. Pinjaman itu harus
dikembalikan, pemberian harus dikembalikan lagi, utang harus

dilunasi, dan orang yang menjamin adalah orang vang
menangqung ufang.”
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Seandainya jaminan tidak wajib atas orang yang menjamin,
tentunya Rasulullah g% tidak menyebutnya sebagai orang vyang
menanggung utang.

Qabishah bin Al Mukhariq Al Hilali meriwayatkan bahwa
Nabi g bersabda,
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“Tidak halal meminta-minta kecuali karena tiga hal.” Salah
satu yang beliau sebutkan adalah “Orang yang menanggung utang
orang lain; dia boleh meminta-minta sampai dia melunasinya,
kemudlian berhenti.”

Dalam hadits ini Nabi € membolehkan meminta sedekah

sampai orang tersebut membayar utang yang ditanggungnya. Ini
menunjukkan bahwa penjaminan utang menjadi wajib bagi orang
vang melakukannya.

Diriwayatkan dari Salamah bin Al Akwa,
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Seorang jenazah laki-laki pernah dibawa kepada Nabi &
untuk dishalati. Maka beliau pun bertanya, “Apakah dia punya
utang?” Orang-orang menjawab, “Ya, dua Dinar” Nabi &
bertanya, “Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk membavar
utangnya itu?” Mereka menjawab, “Tidak.” Maka Nabi pun
mundur (tidak jadi menshalatinya). Lalu beliau ditanya, “Mengapa
engkau tidak mau menshalatinya?” Nabi & menjawab, “Shalatku
tidak akan berguna baginya bila dia masih punya tanggungan,
kecuali bila salah seorang dari kalian ada yang mau menjamin
utangnya.” Maka Abu Qatadah berdiri seraya berkata, “Akulah
vang menjaminnya, wahai Rasulullah?” Maka Nabi & pun mau
menshalatinga. (HR. Al Bukhari, Ahmad dan At-Tirmidzi). At-
Tirmidzi menilainya shahih. An-Nasai dan Ibnu Majah juga
meriwayatkannya. Keduanya mengatakan: Maka Abu Qatadah
berkata, 4 JK'ﬁ 6f “Akulah vang menjamin utangnya.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan
An-Nasa‘i dari Jabir bin Abdullah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu
Hibban, Ad-Daraquthni dan Al Hakim dengan redaksi,
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“Aku lebih berhak terhadap setiap orang beriman daripada
dirinva sendiri. Barangsiapa memiliki utang, akulah yang
menangqungnya. Barangsiapa memiliki harta maka ia untuk ahli
warisnya.”

Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni
dan Al Baihaqi dari Abu Sa’id Al Khudri #&. Di dalamnya
disebutkan bahwa Ali berkata, “Akulah yang menjaminnya.” Maka
Nabi pun mendoakannya lalu bersabda,
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“ Tidaklah seorang muslim membebaskan tanggungan utang
saudaranya kecuali Allah akan membebaskan tanggungannya pada
Hari Kiamat” Akan tetapi Al Hafizh Ibnu Hajar berkata,
“Sanadnya dha if”

Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari Salman dengan
redaksi yang sama dengan hadits Abu Hurairah & dengan

tambahan,
ENLEUN FRSCRPYPIERY T o

“Dan wajib bagi para penguasa setelahku (agar
menanggung utang) dari harta kaum muslimin (Baitul Ma))” Akan
tetapi dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Sa’id Al Anshari,
seorang yang divonis matruk dan dituduh pendusta.

Hadits lainnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam
Tsigatnya dari Abu Umamah, tapi sanadnya dha if
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Adapun hikmah dari sikap Rasulullah % yang tidak mau
menshalati orang yang memiliki utang adalah sebagai upaya
mendorong manusia agar segera melunasi utang selama masih
hidup agar bebas darinya. Dalam hal ini imam kita, An-Nawawi &
telah membahasnya secara panjang lebar dalam pembahasan
Jenazah pada kitab A/ Majmu’. Silahkan baca uraiannya sebagai
referensi tambahan.

Dalil Dari Ijmak

Adapun dalil dari [jmak adalah, bahwa tidak ada seorang
pun ulama yang kontra dalam masalah sahnya Dhaman, meskipun
mereka masih berselisih pendapat dalam masalah-masalah cabang,
sebagaimana yang telah kami uraikan dalam kitab ini. Masalah ini
dalam hukum positif disebut lltizam
(pertanggungjawaban/kewajiban) dan ada beberapa kitab yang
membahasnya dengan dinamakan teori [tizam, sebagaimana yang
akan kami uraikan nanti.

Apabila hal ini telah jelas, maka istilah Dhamin, Kafil, Qabil,

Hamil, Za'im dan Shabir adalah memiliki satu arti (yaitu orang
yang menjamin, orang yang menanggung dan sebagainya).

Dalam Dhaman harus ada orang yang menjamin (Dhamir),
orang vang berutang (Madhmun Anhuy, dan orang vyang
berpiutang (Madhmun Lahy). Dan dalam hal ini orang vyang
menjamin harus rela di dalamnya. Apabila dia dipaksa untuk
menjamin utang orang lain maka hukumnya tidak sah.

Kerelaan orang yang berutang tidak jadi patokan dalam
masalah ini. Dan sejauh yang kami ketahui para ulama tidak
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berselisih pendapat dalam masalah ini. Karena seandainya orang
yang menjamin melunasi utang tanpa seizin orang yang berutang
hukumnya sah.

Kerelaan orang vang berpiutang juga tidak dijadikan
patokan. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, kerelaannya dijadikan
patokan, karena ia merupakan penetapan harta manusia sehingga
tidak berlaku tanpa kerelaannya atau wakilnya, seperti dalam jual-
beli. Wallahu A’lam.

Cabang Permasalahan

Pendapat Ulama Berkenaan dengan Definisi
Dhaman

Madzhab kami menyatakan bahwa definisi Dhaman secara
syariat adalah akad yang menetapkan iffizamn hak yang tetap pada
tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang
dibebankan, atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak
menghadirkannya.

Arti definisi di atas adalah bahwa Dhaman ada tiga macam:

Pertama: Menanggung utang. Maksudnya adalah bahwa
orang yang menanggung itu wajib membayar utang 6rang yang
ditanggung dan menjadi beban di pundaknya sebagaimana ia tetap
menjadi beban orang yang berutang. Apabila salah satu dari
keduanya telah membayar utang tersebut, maka tanggung jawab
pihak lainnya gugur. Inilah arti perkataan “Menanggung hak yang
tetap.”
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Kedua: Menanggung pengembalian barang yang dijamin,
seperti barang vang di-ghashab dan barang yang dipinjamkan.
Apabila Zaid meng-ghashab barang dagangan milik Amr, maka
Khalid boleh menanggung barang vang di-ghashab oleh Zaid
dengan mengembalikannya, dan dia tetap harus menanggungnya
selama barang tersebut masih ada. Adapun bila barang tersebut
telah rusak, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Contoh
lainnya adalah apabila seseorang meminjam ’ain (mata uang
logam).

Ketiga: Keharusan menghadirkan orang vang dijamin
utangnya. Apabila Zaid memiliki utang pada Amr, maka Khalid
boleh menjamin untuk menghadirkan orang yang berutang bila
diperlukan. Dhaman ini disebut Kafalah. Kafalah memang
termasuk jenis Dhaman, akan tetapi hanya khusus Dhaman badan.

Malik dan teman-temannya berkata, “Dhaman, Kafalah dan
Hamalah adalah satu arti. Yaitu, orang yang mempunyai hak
mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri
vang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama)
maupun pekerjaan yang berbeda.”

Penjelasannya adalah bahwa Dhaman menurut mereka
terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: Dhaman Mal (penjaminan harta). Apabila
seseorang menjamin orang lain dalam suatu harta maka
jaminannya berlaku untuk harta tersebut, dan beban pemilik harta
tersebut tetap berlaku tanpa bergantung dengan hal lain.

Kedua: Dhaman Wajh (penjaminan dengan jiwa). Yaitu
keharusan mendatangkan orang yang berutang ketika diperlukan.
Dhaman ini tidak sah pada selain harta. Orang yang menjamin
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dengan harta tidak perlu mengerjakan tanggungannya kecuali bila
orang vang berutang tidak hadir. Adapun bila dia
menghadirkannya maka tidak lazim dengan utang tersebut. Untuk
jenis ini tergantung pada pengerjaan tanggungan oleh yang berhak
untuk tidak menghadirkan orang yang ditanggung.

Ketiga: Dhaman Thalab (jaminan permintaan). Yaitu
orang yang menanggung harus mencari orang asing. Untuk jenis
ini hukumnya sah bila Dhamannya pada selain harta. Dalam hal
ini orang yang menjamin dengan harta tidak perlu mengurus
tanggungannya bila telah jelas bahwa dia melampaui batas dalam
menghadirkan orang vang ditanggung atau menunjukkannya,
misalnya dia mengetahui tempatnya lalu meninggalkannya. Jadi
pengurusan tanggungan oleh orang yang menjamin tergantung
pada sikapnya dengan tidak mendatangkan orang yang dijamin
dalam Dhaman Wajh, juga tergantung pada tindakan penjamin
yang melampaui batas dalam Dhaman Thalab. Definisi yang telah
disebutkan mencakup tiga jenis Dhaman ini.

Ahmad dan teman-temannya berkata, “Dhaman adalah
mewajibkan sesuatu yang waijib (atas diri sendiri) atau wajib atas
orang lain dengan tetapnya kewajiban tersebut atas orang yang

ditanggung, atau mengharuskan agar mendatangkan orang yang
memiliki kewajiban.”

Dhaman (menurut Ahmad beserta para pengikutnya) ada
empat macam:

Pertama: Dhaman (penjaminan) utang yang tetap. Apabila
seseorang menjamin utang orang lain maka dia harus bertanggung
jawab atas utang tersebut, layaknya beban yang ditanggung orang
aslinya yang berutang. Jadi utang tidak berpindah dari tanggungan
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orang yang ditanggung kepada orang yang menanggung, akan
tetapi sifatnya tetap, hanya saja orang yang menanggung harus
menunaikannya. Dengan demikian, maka orang yang berpiutang
boleh menagih dua orang tersebut (penjamin dan orang yang
berutang [yang dijamin]). Apabila tanggungan orang vang asli
berutang bebas baik dengan membayarnya atau memindahkan
utangnya maka tanggungan orang yang menanggung (orang yang
menjamin) juga bebas, karena dia mengikuti orang vyang
ditanggung.

Adapun bila tanggungan orang yang menjamin telah bebas,
maka orang yang dijamin tidak bebas dari tanggungannya.
Misalnya hakim memutuskan bahwa tanggungan penjamin bebas
atau dia memindahkan utangnya kepada orang yang berpiutang,
maka orang yang berutang asli tidak bebas dari tanggungannya.
Dengan demikian, maka orang yang berpiutang bisa menagih
utang tersebut kepadanya.

Adapun bila orang yang berpiutang menahan piutangnya
dari salah seorang dari keduanya, maka tanggungan keduanya
lepas. Kemudian bila penjamin menyerahkannya seraya meniatkan
akan menuntut kepada orang vang dijamin, maka dia bisa
menuntutnya. Adapun bila dia tidak meniatkannya maka dia tidak
boleh menuntutnya.

Kedua: Jaminan yang bisa menjadi wajib meskipun
awalnya tidak wajib. Seperti barang-barang yang di-ghashab dan
dipinjam. Meskipun barang-barang ini awalnya tidak wajib dalam
tanggungan orang yang meng-ghashab atau meminjamnya, tapi ia
bisa menjadi wajib karena dia wajib mengembalikannya atau
mengganti nilainya bila rusak.
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Adapun benda-benda yang sama dengan benda-benda yang
di-ghashab dan dipinjam adalah benda-benda yang diterima dalam
penawaran pembelian. Maksudnya adalah seseorang menawar
barang dagangan tapi tidak jadi membeli, baik harganya dipotong
atau diterima tapi belum dibayar, atau tidak dipotong harganya,
tapi diterima untuk ditunjukkan kepada keluarga dan teman-
temannya. Barang-barang seperti ini harus ditanggung (diganti
rugi), seperti barang pinjaman dan barang vang di-ghashab.
Apabila ia rusak, maka wajib mengembalikan yang senilai
dengannya, atau kalau tidak, maka harus mengembalikan barang
tersebut (yang sama persis).

Adapun bila seseorang mengambil barang tanpa menawar
barang-barang yang tidak dijamin, seperti barang titipan, harta
Svirkah (persekutuan;koperasi) dan barang yang disewakan, maka
tidak sah melakukan penjaminan di dalamnya, karena orang yang
telah meletakkan tangannya di atasnya tidak = waijib
mengembalikannya. Maka begitu pula dengan orang vang
menjaminnya, dia tidak wajib melakukannya. Memang benar
bahwa tidak sah penjaminan dengan melampaui batas
terhadapnya, dengan artian bahwa apabila seseoraﬁg melampaui
batas terhadap orang yang memegang barang tersebut di
tangannya, maka dia wajib menanggungnya, dan begitu pula
dengan orang yang menjaminnya.

Ketiga: Penjaminan utang yang wajib di masa mendatang.
Misalnya bila seseorang bermuamalah dengan seorang pedagang,
dia harus menanggung utang dagangan yang diambilnya sedikit
demi sedikit.
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Keempat: Menjamin untuk menghadirkan orang vang
memiliki kewajiban berkenaan dengan harta saat dibutuhkan. Ini
juga disebut Kafalah. Definisi di atas memang mencakup empat
jenis ini.

Adapun definisi Dhaman menurut Abu Hanifah dan para
sahabatnya ada dua, meskipun telah diketahui bahwa ulama
Hanafiyyah tidak membedakan antara Kafalah dengan Dhaman.

Pertama: Dhaman (jaminan) adalah menggabungkan
jaminan kepada jaminan yang lain dalam penagihan dengan jiwa,
utang, atau zat benda. Jenisnya ada tiga: Jaminan jiwa terhadap
jiwa, jaminan terhadap utang dan jaminan terhadap zat benda.

Kedua: Dhaman adalah menggabungkan dzimmah kepada
dzimmah yang lain dalam pokok (asal) utang.

Akan tetapi definisi pertama lebih benar daripada definisi
kedua, karena ia mencakup semua jenis Kafalah yang tiga tadi.

Adapun definisi pertama, ia hanya mencakup penjaminan
terhadap utang saja. Penjelasannya adalah bila seseorang memiliki
piutang pada orang lain, maka dia bisa mencari orang vang
menjamin utang tersebut untuk digabungkan pada orang yang
berutang asli. Dalam hal ini para ulama Hanafiyyah berselisih
pendapat. Ada yang mengatakan bahwa jika penjamin
digabungkan dengan orang yang berutang asli maka orang vang
berpiutang bisa menagihnya tanpa melibatkan si penjamin, karena
pada dasamnya utang tersebut ada pada tanggungan orang vang
berutang asli saja.

Bisa dikatakan kepada orang yang berpendapat seperti di
atas bahwa apabila kami berkata, “Apabila tanggungan orang yang
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menjamin digabungkan dengan orang vang berutang asli maka
akan berakibat pada pengurusan tanggungan orang yang
menjamin.” Bila demikian maka definisinya tidak mencakup semua
jenisjenis Kafalah. Karena jaminan terhadap jiwa tidak ada
pengurusan terhadap tanggungan penjamin, tanpa diperdebatkan
lagi. Orang yang berpiutang hanya perlu diminta menghadirkan
orang yang berutang saja.

Contoh yang sama adalah jaminan terhadap zat benda yang
terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: Zat benda yang dijamin dengan benda yang

Kedua: Zat benda yang dijamin dengan lainnya.
Ketiga: Zat benda yang tidak dijamin.

Adapun zat benda yang dijamin dengan benda yang sama,
bagi orang yang mengambilnya wajib mengembalikannya bila
benda tersebut masih ada. Apabila ia rusak, maka dia wajib
mengganti dengan yang sama bila memang ada barangnya.
Apabila tidak ada, maka dia harus mengganti dengan sesuatu yang
senilai dengannya. Contohnya adalah seperti barang yang di-
ghashab dan barang vang dijual dengan jualbeli yang rusak.
Apabila seseorang meng-ghashab seekor sapi dari seseorang
misalnya, dia wajib mengembalikan sapi tersebut selama masih
ada. Apabila sapi tersebut mati, dia wajib membeli sapi yang sama,
lalu memberikannya kepada pemilik sapi yang telah mati tersebut.
Begitu pula bila seseorang meng-ghashab mutiara yang tidak ada
mutiara yang sama dengannya, dia harus memberikan sesuatu
yang senilai dengannya kepada pemiliknya apabila telah jelas
bahwa mutiara tersebut hilang berdasarkan keterangan saksi atau
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pengakuan. Begitu pula bila seseorang membeli barang dengan
akad vang rusak, sebagaimana vyang akan diuraikan dalam
pembahasan tentang syarat-syarat Kafalah.

Adapun zat benda yang dijamin dengan lainnya, ia adalah
benda vang wajib diserahkan selama masih ada. Apabila benda
tersebut rusak, maka tidak wajib menyerahkan dengan benda yang
sama dengannya, karena ia dijamin dengan lainnya yaitu harganya.
Apabila seseorang membeli barang lalu memberikan harganya
(pembayarannya), tapi belum menerimanya, lalu ada orang lain
yang menanggungnya untuknya (si pembeli), maka orang yang
menanggung tidak wajib memberikan benda yang sama maupun
yang senilai dengannya. Contoh yang sama adalah barang gadaian
vang dijamin dengan lainnya, vaitu utang. Apabila seseorang
memiliki utang pada orang lain, lalu dia memberikan kepadanya
barang sebagai jaminan untuk utangnya, lalu dia menanggung
barang lain, kemudian barang tersebut rusak, maka orang yang
menanggungnya tidak wajib memberikan harganya maupun
nilainya. ’

Barang-barang yang dijamin dengan barang yang sama dan
barang-barang yang dijamin dengan lainnya sah bila dilakukan
penjaminan terhadapnya. Akan tetapi tanggungan orang vang
menjamin tidak bersifat mutlak, menurut kesepakatan ulama.
Pemiliknya hanya perlu menagih kepada orang yang menjamin
untuk menghadirkannya bila barang tersebut ada, atau
memberikan nilainya atau memberikan barang yang sama
dengannya bila ja rusak. Akan tetapi ini hanya berlaku pada
barang yang dijamin dengan barang yang sama, sedangkan untuk
barang yang dijamin dengan lainnya tidak perlu ditagih dengan
cara demikian ketika rusak. Oleh karena itulah kami berkata,
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“Kalalah adalah menggabungkan jaminan kepada jaminan yang
lain dalam penagihan.” Hal ini agar definisinya mencakup tiga
macam Kafalah tadi.

Adapun benda yang tidak dijamin baik dengan benda yang
sama maupun dengan lainnya, maka tidak wajib menyerahkannya
dan tidak sah melakukan Kafalah di dalamnya. la adalah amanah
seperti barang titipan, harta Mudharabah, harta Syirkah dan yang
sejenisnya.

Berkenaan dengan definisi kedua yaitu menggabungkan
dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam utang, masih ada yang
mengkritiknya. Alasannya adalah bahwa definisi ini mengharuskan
adanya utang vyang berbilang dan berlipat ganda. Apabila
seseorang memiliki utang senilai 1000 (dirham) pada orang lain,
lalu ada orang lain yang menanggungnya, maka masing-masing
dari keduanya memiliki tanggungan 1000 dirham. Akan tetapi
kritkan ini tidak berarti apa-apa, karena sekalipun utang telah
ditanggung oleh penjamin, orang vang berpiutang tetap harus
mengambilnya dari salah satunya saja. Apabila salah seorang dari
keduanya telah memberikannya kepadanya, maka orang yang
satunya lagi bebas dari tanggungan tersebut. Jadi adanya
tanggungan oleh dua orang tidak mengharuskan orang yang
berpiutang mengambilnya dari keduanya. Contoh yang sama
adalah ghashab dari orang yang meng-ghashab, karena Zaid yang
meng-ghashab pertama dan Khalid yang meng-ghashab kedua
sama-sama menanggungnya dan tidak ada yang berbilang di
dalamnya. Jadi orang yang berpiutang hanya boleh mengambil
haknya dari salah satunya saja. Hanya saja untuk kasus Ghashab,
tanggungan salah satu dari keduanya gugur bila pemilik barang
memilih orang kedua dan orang tersebut menjamin barangnya.
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Berbeda dengan tanggd;'xgan terhadap utang, dia tidak
membebaskan tanggungan hanya karena memilih salah satu dari
keduanya kecuali urituk menanggung utangnya. Bahkan dia tidak
membebaskan tanggungan tersebut kecuali dengan menerimanya.

Orang yang mendefinisikan Kafalah dengan mengatakan
“Kafalah adalah’ menggabungkan dzimmah kepada dzimmah lain
dalam penagihan saja,” pada prinsipnya dia mendefinisikannya
secara umum yang mencakup tiga jenis tadi.

Adapun orang vang  berkata, “Kafalah adalah
menggabungkan dalam utang itu sendiri bersama penagihan,”
sebenamya dia telah mengganti dengan beberapa argumen, di
antaranya adalah:

Bahwa orang yang berpiutang memberikannya kepada
orang vang menjaminnya maka hukumnya sah, dan orang yang
menjamin berhak menagihnya kepada orang vang berutang ash.
Seandainya tanggungan orang yang menjamin itu diurus dengan
utang, tentunya tidak sah bila orang vang berpiutang
memberikannya kepadanya, karena utang itu tidak sah diberikan
kepada orang yang tidak memiliki kewajiban atas utang tersebut,
kecuali bila dia menyuruhnya menerimanya sebagaimana yang
akan diuraikan dalam pembahasan Hibah. Ini menunjukkan bahwa
tanggungan orang vyang menjamin diurus dengan utang.
Disamping itu, apabila orang yang berpiutang membeli barang
kepada orang yang menjamin dengan jaminan piutangnya, maka
hukumnya sah meskipun pembelian dengan utang tidak sah
kecuali bagi orang yang memiliki utang. Dan lagi pula, apabila
orang yang menjamin wafat maka utangnya diambil dari harta
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peninggalannya. Seandainya tanggungannya tidak diurus dengan
utang maka penagihan menjadi gugur dengan kematiannya.

Masalah-masalah ini telah disepakati ulama. Maka
bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa ia merupakan
penggabungan dalam penagihan saja?

Jawabannya adalah, orang yang mengatakan bahwa
Kafalah merupakan penggabungan dalam penagihan, dia tidak
menafikan bahwa adakalanya penggabungan tersebut merupakan
penggabungan dalam asal utang. Dan pemberian definisi tersebut
masih kurang, karena ia tidak mencakup tiga jenis yang telah kami
sebutkan. Hal ini karena orang yang menggambarkannya sebagai
penggabungan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam asal
(pokok) utang adalah penjaminan dalam utang saja.

Adapun dua jenis terakhir, tidak ada pendapat yang
sepakat di dalamnya. Tidak bisa dikatakan bahwa orang vang
mendefinisikannya sebagai “penggabungan dzimmah dalam utang
itu sendiri” hanya melihat definisi untuk satu jenis saja, karena hal
ini tidak menghalangi bahwa definisi tersebut kurang. Yang paling
benar adalah definisi yang mencakup tiga bagian. Berdasarkan hal
ini maka perbedaannya hanya pada definisi, bukan pada hasilnya.

Adapun bahwa hasilnya akan terlihat dalam sumpabh,
karena orang vyang bersumpah tidak memiliki utang akan
melanggar sumpahnya dengan mengatakan bahwa tanggungannya
diurus dengan utang, sedangkan bila dia mengatakan bahwa
tanggungannya diurus dengan penagihan tidak dianggap
melanggar sumpahnya, maka asumsi ini tidak memiliki arti apa-
apa.
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Yang dimaksud dengan dzimmah (tanggungan) adalah
penepatan janji yang berhubungan dengan manusia. Perkataan
orangorang “Tanggungannya sekian,” maksudnya adalah
tanggungan dalam dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaannya.
Sedangkan perkataan para ulama “Menggabungkan dzimmah
kepada dzimmah yang lain,” maksudnya adalah menggabungkan
seseorang kepada orang lain dalam penepatan janji dengan benar.
Sebagian ulama ada yang berkata, “la adalah sifat yang ditetapkan
syariat yang mewujudkan kelayakan terhadap kewajiban hartanya
dan sesuatu yang menjadi tanggungannya.” Dalam hal ini
pengertian pertama lebih jelas. Sebagaimana telah kami katakan
sebelumnya bahwa Kafalah dan Dhaman memiliki satu arti
menurut ulama Hanafiyyah.

Apabila hal ini telah jelas, maka Kafalah tidak sah kecuali
bila orang yang berutang menyuruhnya, sebagaimana yang akan
diuraikan nanti. Apabila Kafalafnya dengan perintah, maka dia
mewajibkan utang dan penagihan kepada orang yang menanggung
utang tersebut setelah dilimpahkan. Dan orang yang berpiutang
hanya menagih kepada orang yang menanggung utang tersebut.
Jadi dia mewajibkan dua utang dan tiga penagihan. Walahu
A'lam.

Cabang Permasalahan
Rukun-Rukun Dhaman

Menurut kami (ulama Syafi'iyyah) rukun Dhaman ada lima.
Dalam Ar-Raudhah dikatakan:
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Rukun Pertama: Al Madhmun 'Anhu (orang vang
berutang). Dalam hal ini tidak disyaratkan keridhaannya menurut
kesepakatan ulama. Karena bila utangnya dilunasi tanpa seizinnya
dibolehkan, maka bila utangnya dijamin tentu lebih dibolehkan.
Sebagaimana para ulama sepakat bahwa menanggung utang
mayat hukumnya sah baik dia meninggalkan harta untuk
melunasinya atau tidak (maka begitu pula dengan menanggung
utang orang yang masih hidup). Menurut pendapat yang paling
kuat, tidak disyaratkan mengetahui orang yang berutang.

Aku berkata, “Baik orang yang berutang itu orang merdeka
atau budak atau orang melarat.” Wallahu A’lam.

Rukun Kedua: Al Madhmun Lahu (orang vang
berpiutang). Menurut pendapat yang paling benar, disyaratkan
mengetahuinya. Berdasarkan hal ini maka tidak disyaratkan
keridhaannya menurut pendapat yang paling benar dan menurut
pendapat mayoritas ulama. Kalaupun kami mensyaratkannya,
maka tidak disyaratkan ia diterima dengan lafazh, menurut
pendapat vang paling benar. Sedangkan bila kami tidak
mensyaratkannya, maka keridhaan harus lebih dulu ada sebelum
ada penjaminan, yaitu antara ljab dan Qabul dalam seluruh akad.

Apabila kami mensyaratkannya, maka keridhaan itu dengan
Dhaman harus ada antara ljab dan Qabul dalam seluruh akad.
Sedangkan bila kami tidak mensyaratkannya, maka keridhaan
harus lebih dulu ada sebelum Dhaman. Apabila ia ada setelah
Dhaman, maka ia merupakan pembolehan bila kami
membolehkan pemberhentian akad. Demikianlah yang dikatakan
oleh sang imam. Dia membuat cabang pemmasalahan atas
perkataan kami “Tidak disyaratkan keridhaannya” dengan berkata,
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“Apabila seseorang menanggungnya tanpa keridhaan orang vang
berpiutang,” maka harus dilihat dulu. Apabila dia menanggungnya
tanpa seizin orang yang berutang, maka orang yang berpiutang
boleh memilih; bila dia mau dia bisa menagih kepada orang yang
menanggungnya, dan bila mau dia juga boleh meninggalkannya
(tidak menagihnya). Apabila dia menanggung dengan seizinnya,
bila kami katakan “Orang yang menanggung boleh menagih
kepada orang yang berutang,” maka orang yang berpiutang bisa
dipaksa untuk menerimanya, karena apa yang dilaksanakannya itu
berkenaan dengan orang yang berutang. Sedangkan bila kami
katakan bahwa dia tidak boleh menagihnya, maka kasusnya seperti
seandainya dia mengatakan kepada orang lain “Bayarkanlah
utangku!” dan tidak mensyaratkan menagihnya. Padahal kami
mengatakan bahwa dia tidak perlu menagihnya. Lalu apakah
orang vang berpiutang dalam kondisi demikian boleh menolak
untuk menerimanya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi'iyyah
berdasarkan ketentuan bahwa orang yang menunaikannya
melakukan penebusan atau dihibahkan kepada orang vang
berutang. Apabila kami mengatakan berdasarkan ketentuan kedua,
maka dia tidak boleh menolaknya. Inilah pendapat yang paling
terkenal, dan ini bisa terjadi dengan mengetahui orang vang
berutang. Dalam hal ini ada beberapa pendapat fugaha
Syafiiyyah. Yang paling benar adalah hanya disyaratkan
mengetahui sesuatu yang difamin saja. Pendapat kedua, bahwa
disyaratkan mengetahui keduanya. Pendapat ketiga, tidak
disyaratkan  demikian. = Sedangkan pendapat  keempat,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh sang imam bahwa
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disyaratkan mengetahui orang yang berutang saja. Akan tetapi
pendapat ini aneh lagi lemah.

Menurutku: Apabila kita mensyaratkan penerimaan orang
vang berpiutang, maka orang yang menjamin harus menarik
jaminannya sebelum diterima. Demikianlah yang dikatakan dalam
Al Hawi, karena Dhamannya belum sempurna sehingga mirip
jual-beli. Wallahu A’lam.

Rukun Ketiga: Orang vang menanggung (penjamin).
Svaratnya adalah sahnya ibarat dan layak berderma.

Yang dimaksud sahnya ibarat adalah dia bukan anak kecil,
orang gila dan orang yang bicaranya tidak karuan, karena jaminan
vang dilakukan mereka tidak sah. Apabila seseorang menjamin
sesuatu lalu berkata, “Pada waktu melakukan penjaminan aku
masih kecil,” sementara ucapannya ini bisa bersifat kemungkinan,
maka ucapannya diterima dengan sumpahnya. Begitu pula bila dia
berkata, “Aku sedang gila saat melakukan penjaminan,” sementara
dia memang diketahui gila sebelumnya, atau dia mendatangkan
saksi, maka perkataannya bisa diterima. Apabila tidak, maka yang
berlaku adalah perkataan orang vyang berpiutang dengan
sumpahnya.

Adapun berkenaan dengan penjaminan orang mabuk, para
ulama berselisih pendapat berkenaan dengan tindakannya. Aku
berkata, “Ini adalah untuk mabuk karena maksiat, sedangkan
mabuk karena sesuatu yang mubah, maka hukumnya seperti orang
gila. Wallahu Alam.”

Adapun orang bisu, apabila dia tidak bisa memberi isyarat
vang dipahami dan tidak bisa menulis, maka kami tidak bisa
mengetahui jaminannya sampai kami membenarkan atau
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membatalkannya. Sedangkan bila isyaratnya bisa diketahui, maka
jaminannya sah, seperti jual-beli dan perbuatan-perbuatan lainnya.
Dalam salah satu pendapat dikatakan, “Jaminannya tidak sah,
karena tidak ada yang darurat di dalamnya. Berbeda dengan
perbuatan-perbuatan lainnya.”

Apabila penjaminannya dengan tulisan, maka ada dua
pendapat fugaha Syafi'iyyah dalam masalah ini, baik isyaratnya
bagus atau tidak. Pendapat yang paling benar adalah sah, yaitu
ketika ada sesuatu yang menunjukkan perkataan tersebut. Dua
pendapat ini juga berlaku bagi orang yang bisa berbicara dan
dalam semua perbuatan lainnya.

Adapun berkenaan dengan orang vang layak berderma,
maksudnya adalah bahwa tidak sah jaminan yang dilakukan orang
vang dicegah membelanjakan hartanya (Mahjiuy karena
kedunguannya meskipun walinga mengizinkannya. Karena
tindakan ini merupakan derma, sedang derma itu tidak sah
meskipun dengan izin wali. Demikianlah vang dikatakan oleh
imam Al Ghazali. Dia berkata, “Sesungguhnva Dhaman adalah
derma, dan ia berlaku bila tidak ditagih kembali. Apabila ditagih
kembali maka ia disebut pinjaman murni.” Dalil yang menunjukkan
hal ini adalah pendapat Asy-Syafi’i bahwa seandainya seseorang
menjamin saat sakit yang menyebabkan kematiannya tanpa seizin
orang yang berutang, maka jaminan tersebut dihitung dari
sepertiga hartanya. Sedangkan bila dia menjamin atas seizinnya
maka dari harta pokoknya, karena ahli waris bisa menagih kepada
orang yang berutang asli. Dan meskipun ia bukan derma, tetap
saja tidak bisa bila pelakunya dungu (tidak berakal sehat), seperti
dalam jual-beli dan transaksi harta lainnya. Apabila walinya
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mengizinkannya maka hukumnya seperti yang berlaku dalam jual-
beli.

Menurutku: Yang dikatakan sang imam adalah yang benar.
Para fugaha Syafi’iyyah telah menyatakan bahwa jaminan yang
dilakukan olehnya. tidak sah, tanpa membedakan apakah
mengizinkan atau tidak. Adapun tentang perkataan Ar-Rafi’i
bahwa ia bukan derma, maka pernyataannya ini tidak benar.
Karena seandainya diterima bahwa ia seperti pinjaman, maka
pinjaman itu juga derma. Sedangkan perkataannya “Apabila
walinya mengizinkan maka seperti jual-beli,” maksudnya adalah
berlaku dua pendapat fugaha Syafi'iyyah dalam masalah ini. Akan
tetapi hukumnya juga tidak sah, karena jual-beli itu hanya sah
dengan wajah, mengingat tidak ada izin di dalamnya kecuali yang
bisa menghasilkan keuntungan atau maslahat, sementara Dhaman
itu semuanya penipuan tanpa ada maslahatnya.

Adapun Dhaman vang dilakukan orang sakit, menurut
pengarang A/ Hawi, ia diambil dari sepertiga hartanya karena ia
merupakan derma. Apabila dia memiliki utang banyak, maka
Dhamannya batal. Apabila dia mengeluarkan separuhnya dari
sepertiga harta, maka hukumnya sah. Apabila dia menjamin saat
sedang sakit lalu dia mengaku punya utang maka utangnya harus
didahulukan dan tertundanya pengakuan tidak berpengaruh di
dalamnya. Wallahu A’lam

Cabang: Jaminan perempuan hukumnya sah, baik dia
telah bersuami maupun belum bersuami. Dan dalam hal ini tidak
memerlukan izin suami, seperti yang berlaku dalam tindakan-
tindakan lainnya. :
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Rukun Keempat: Hak yang dijamin. Syaratnya ada tiga
sifat: Tetap, lazim dan diketahui.

Sifat pertama adalah tetap. Dalam hal ini ada beberapa
permasalahan:

Masalah Pertama: Apabila seseorang menanggung
sesuatu yang tidak wajib dan akan menjadi wajib dengan
menghimpun dari sana sini, atau melakukan jual-beli dan vang
serupa dengan keduanya, maka dalam hal ini ada dua riwayat.
Pertama, hukumnya batal, karena ia merupakan sesuatu yang bisa
dijadikan pegangan, sehingga tidak mendahului wajibnya hak,
seperti Syahadah. Adapun pendapat yang paling masyhur ada dua
pendapat imam Asy-Syafii: Pendapat barunya (Qau/ Jadid
menyatakan batal, sedangkan pendapat lamanya (Qau/ Qadim)
menyatakan sah karena dibutuhkan.

Sang imam mengutip beberapa cabang permasalahan
berdasarkan pendapat lama imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Apabila seseorang berkata, “Aku menjamin
harga yang engkau jual kepada si fulan,” lalu dia menjual sedikit
demi sedikit, maka dia menjamin seluruhnya. Hal ini karena kata
“W (apa [sesuatu])” termasuk partikel syarat sehingga harus

mengumumkan sesuatu yang dijual pertama kali, mengingat kata
“‘3; (apabila)” itu bukan termasuk partikel syarat.

Kedua: Apabila kami mensyaratkan diketahuinya orang
yang berpiutang ketika utangnya bersifat tetap, maka disini lebih
utama. Akan tetapi bila tidak, maka ada dua pendapat fuqaha
Syafi'iyyah dalam hal ini. Begitu pula bila disyaratkan mengetahui
orang yang berutang.
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Ketiga: Orang yang menanggung tidak perlu ditagih
selama utangnya tidak wajib atas orang vang asli, dan dia tidak
perlu menagihnya setelah sifatnya lazim. Adapun sebelum menjadi
lazim, maka menurut riwayat dari Ibnu Suraij dia boleh
menagihnya, sedangkan menurut lainnya tidak wajib menagihnya
karena dia menaruhnya ketika telah menjadi lazim.

Adapun bila kami mengatakan berdasarkan pendapat imam
Asy-Svafi'i yang baru, apabila seseorang berkata, “Dia
meminjamkan sekian kepada si fulan dan sesuai jaminannya,” lalu
dia meminjaminya, maka menurut pendapat yang benar hukumnya
tidak dibolehkan. Akan tetapi Ibnu Suraij membolehkannya.

Masalah Kedua: Jaminan terhadap nafkah istri untuk
masa vang telah lalu hukumnya sah, baik nafkahnya orang kaya
atau orang miskin. Begitu pula jaminan lauk-pauk, nafkah untuk
pembantu dan biaya-biaya lainnya.

Apabila seseorang menjamin nafkah satu hari, maka
ukurannya standar, karena ia wajib ketika fajar terbit.

Adapun bila seseorang menjamin nafkah untuk esok hari
dan bulan depan, maka dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-
Svafi’i; berdasarkan ketentuan bahwa nafkah itu wajib dengan
akad atau dengan pengukuhan. Bila kami mengatakan
berdasarkan pendapat pertama vaitu Qaw/ Qadim, maka
hukumnya sah, sedangkan bila kami mengatakan berdasarkan
pendapat kedua vaitu Qau/ Jadid, maka tidak sah. Demikianlah
vang dikutip oleh mayoritas fugaha Syafi'iyyah. Akan tetapi sang
imam menyatakan bahwa yang berlaku adalah dua pendapat,
meskipun kami mengatakan bahwa menjamin sesuatu yang tidak
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wajib hukumnya batal, karena sebab wajibnya pemberian nafkah
berlaku, vaitu nikah.

Apabila kami membolehkan jaminan untuk nafkah di masa
mendatang, maka ada dua syarat:

~ =+ Pertamar Dia-menentukan untuk beberapa waktu. Apabila
dia menyebutnya secara mutlak, maka hukumnya sah untuk lusa.
Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah. Seperti halnya
bila seseorang berkata, “Upahmu setiap bulan satu dirham,”
apakah sah untuk bulan pertama?

Kedua: Yang dijamin merupakan nafkah orang miskin,
meskipun orang yang berutang merupakan orang miskin, karena
bisa saja dia menjadi miskin. Ada juga pendapat lain yang
membolehkan jaminan nafkah orang kaya dan orang kelas
menengah, karena secara zhahir kondisinya tetap demikian.

Cabang: Tidak boleh menjamin nafkah orang dekat untuk
masa mendatang. Adapun menjamin nafkah untuk satu hari,
dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah, karena
jalannya adalah berbuat baik dan bersilaturrahim. Oleh karena
itulah ia gugur bila waktunya telah lewat dan ada orang lain yang
bertamu.

Masalah Ketiga: Apabila seseorang menjual sesuatu, lalu
dia keluar sebagai orang yang berhak terhadapnya, maka dia waiib
mengembalikan harganya dan tidak perlu ada syarat dan
keharusan. Al ‘Qaffal berkata, “Di antara tindakan bodoh adalah
mensyaratkan demikian dalam pertanggungjawaban, meskipun ada

Al Majmw’ Syarah Al Muhadzdzab || 33



yang menjaminnya agar pembeli menarik harganya seandainya
" barang yang dijual keluar sebagai hak milik. Ini adalah Dhaman
dan disebut Dhaman Dark. Masalah ini akan diuraikan dalam
pasal-pasal tentang sahnya Dhaman Dark, insya Allah.

- Rukun Kelima: Shighat (akad/ijab). Dalam hal ini ada
beberapa permasalahan:

Pertama: Shighatnya harus menunjukkan pewajiban atas
diri sendiri. Misalnya dengan berkata, “Aku menjamin hartamu
atas si fulan,” atau “Aku menanggung badan si fulan,” atau “Aku
akan mendatangkan harta ini,” atau “Orang ini adalah penjamin
atau penanggung atau Za'’im atau Hamil atau Qabil.” Dalam A/
Bayan Al Ma'marani disebutkan pendapat vang menyatakan
bahwa kata Qabil tidak jelas, dan begitu pula dengan kata Hami/
dan kata-kata yang tidak terkenal dalam akad. Begitu pula
perkataan, “Biarkan si fulan dan utangmu padanya aku tanggung,”
ia tidak jelas dalam Dhaman. Seandainya seseorang berkata,
“Utang si fulan ditanggung olehku,” maka ada dua pendapat
fugaha Svafi’iyyah dalam hal ini.

Menurutku: Yang paling kuat adalah bahwa perkataan
tersebut tidak jelas. Wallahu A ’lam.

Seandainya seseorang berkata, “Aku menyerahkan harta
atau menghadirkan seseorang,” maka ini bukan mewajibkan diri
sendiri, akan tetapi janji. Seandainya dia menanggung sesuatu lalu
dibebaskan oleh orang yang berhak, kemudian dia mendapatinya
tetap berseteru, lalu dia berkata, “Bebaskan dia! Akulah yang akan
menanggungnya sebagaimana yang telah kutanggung dulu,” maka
dia telah menjadi orang yang menanggung.
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Kedua: Seandainya seseorang mensyaratkan kepada
orang Vyang menjamin atau orang vyang menanggung untuk
memilih bagi dirinya sendiri, maka Dhamannya tidak sah.
Seandainya dia mensyaratkan terhadap orang vang berpiutang,
maka tidak apa-apa, karena opsi dalam penagihan dan
pembebasan merupakan miliknya selamanya.

Ketiga: Apabila seseorang menggantungkan Dhaman
(jaminan) dengan waktu atau lainnya dengan berkata, “Apabila
datang awal bulan, aku akan menjamin,” atau “Apabila Malik tidak
membayar utangnya besok pagi, akulah vyang akan
menanggungnya,” maka perkataan ini tidak sah menurut madzhab
kami. Hukumnya juga tidak sah bila digantungkan dengan waktu
tertentu, seperti perkataan, “Aku menjamin sampai satu bulan.
Apabila telah berlalu satu bulan dan aku belum menjaminnya,
maka aku bebas.”

Diriwayatkan dari Ibnu Suraij, bahwa apabila menurut Qau/
Qadim dibolehkan menanggung sesuatu yang diketahui dan
sesuatu yang tidak wajib, maka dibolehkan pula menjamin dengan
menggantungkan waktunya.

Sang imam berkata: Berkenaan dengan menggantungkan,
lalu membebaskan diri ada dua pendapat imam Asy-Syafi’i. Karena
ia merupakan pengguguran. Apabila kami mengatakan
berdasarkan Qau/ Qadim, “Apabila kamu menjual budakmu
seharga 1000 dirham maka aku menanggung seperdelapannya,”
lalu orang tersebut menjualnya seharga 2000 dirham, maka
menurut Tbnu Suraij dia tidak menanggung apapun. Dalam
pendapat lain dikatakan bahwa dia menanggung 1000 dirham,
apabila dia menjualnya seharga 500 dirham, maka berkenaan
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dengan statusnya sebagai penjamin ada dua pendapat fugaha
Syafi'iyyah.

Apabila seseorang berkata, “Apabila kamu meminjaminya
10 dirham maka aku yang menjaminnya.” Kemudian ternyata
orang tersebut meminjaminya 15 dirham, maka dia menanggung
vang 10 dirham menurut dua pendapat fugaha Syafi’iyyah. Karena
orang yang meminjami 15 dirham, pada dasarnya dia meminjami
10 dirham, mengingat menjual dengan harga 15 tidak sama
dengan menjual dengan harga 10 dirham. Sedangkan bila dia
meminjaminya 5 dirham, maka menurut riwayat dari Ibnu Suraij
orang tersebut telah menjaminnya. Sang imam berkata, “Ini
bertentangan dengan giyasnya, karena syaratnya belum
terlaksana.” '

Apabila seseorang menggantungkan penjaminan tubuh
dengan datangnya bulan, apabila kami membolehkan
penggantungan harga, maka ia lebih utama. Akan tetapi kalau
tidak, maka ada dua pendapat fugaha Syafi'iyyah, seperti
perbedaan  pendapat dalam  penggantungan = Kafalah.
Perbedaannya adalah bahwa Kafalah itu dilandaskan pada
maslahat dan kebutuhan. Apabila dia menggantungkannya dengan
panennya tanaman, maka ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah
berkenaan dengannya. Pendapat yang paling utama adalah
melarangnya, karena adanya unsur ketidak-jelasan. Begitu pula bila
dia menggantungkannya dengan kedatangan Zaid, pendapat yang
paling utama adalah melarangnya karena asal kedatangan tidak
diketahui. Apabila kami membolehkan, lalu syarat yang
digantungkan ada, maka dia telah menjadi orang vyang
menanggung.
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Keempat: Apabila seseorang menetapkan waktu Kafalak
(Dhaman) badan dengan berkata, “Aku menanggungnya sampai
satu bulan. Apabila satu bulan telah berlalu, maka aku bebas,”
maka dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi'iyyah. Ada pula
vang mengatakan ada dua pendapat imam Asy-Syafii. Yang
paling benar dari keduanya adalah bahwa hukumnya batal, seperti
jaminan terhadap harta. Apabila dia melaksanakan Kafalah dan
mensyaratkan penundaan dalam menghadirkan sesuatu selama
satu bulan, maka hukumnya dibolehkan bila diperlukan, seperti
vang berlaku dalam Kafalah. Akan tetapi sang imam memilih tidak
berkomentar. Sementara Al Ghazali dalam A/ Wasith menjadikan
sikap No Comment’ ini sebagai pendapat tersendiri. Apabila kami
membenarkannya lalu dia menghadirkannya sebelum waktu yang
ditentukan dan menyerahkannya, tapi orang vang berpiutang
menolak menerimanya, maka harus dilihat dulu, apakah tujuannya
menolak karena saksinya tidak ada atau utangnya ditangguhkan
ataukah tidak? Hukum dua bagian ini sama dengan kasus
sebelumnya yaitu orang yang menyerahkannya di selain tempat
vang ditentukan. Apabila seseorang mensyaratkan tempo vang
tidak diketahui untuk menghadirkannya seperti waktu panen,
maka tentang sahnya Kafalah ada dua pendapat fugaha
Syafi'iyyah. Yang paling sah dari keduanya adalah melarangnya.

Kelima: Apabila seseorang menjamin utang yang langsung
secara langsung atau menjaminnya secara mutlak, maka dia wajib
menjaminnya secara langsung. Sedangkan bila dia menjaminnya
dengan ditangguhkan atau menjaminnya secara mutlak, maka dia
wajib menjaminnya sesuai yang ditangguhkan.
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Apabila dia menjamin utang yang langsung secara tempo
dengan jangka waktu tertentu, maka ada dua pendapat fugaha
Svyafi'iyyah dalam hal ini:

Pertama: Penjaminan tersebut tidak sah karena ada
perbedaan.

Kedua: Hukumnya sah karena diperlukan. Inilah pendapat
yang paling benar.

Berdasarkan hal ini, maka pendapat yang berlaku dalam
madzhab kami adalah tetapnya jangka waktu tersebut sehingga
orang vang menjamin tidak perlu ditagih kecuali sesuai yang
diwajibkan atas dirinya sendiri. Pendapat inilah yang dinyatakan
oleh Jumhur.

Akan tetapi imam Al Haramain berpendapat lain. Dia
mengklaim bahwa para fugaha Svafi'iyyah telah menyepakati
bahwa jangka waktu tersebut tidak berlaku, dan bahwasanya
berkenaan dengan rusaknya Dhaman ada dua pendapat. Pendapat
vang paling benar adalah bahwa hukumnya tidak sah. Adapun bila
seseorang menjamin barang yang ditangguhkan secara langsung
dan menyatakan dirinya akan berderma dengan menanggungnya
secara langsung dengan asal Dhaman, maka dalam hal ini ada dua
pendapat. Pendapat yang paling benar adalah bahwa hukumnya
sah. Berdasarkan hal ini, apakah jangka waktunya berlaku dalam
haknya sebagai suatu tujuan ataukah hanya mengikuti? Ada dua
pendapat berkenaan dengan hal ini. Manfaat yang bisa diambil
adalah seandainya orang aslinya wafat sementara kondisinya
demikian. Seandainya seseorang menanggung barang yang
ditangguhkan sampai dua bulan menjadi satu bulan, maka ia
seperti menanggung barang yang ditangguhkan secara langsung.

38 " Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



Keenam: Apabila seseorang melakukan Kafalah terhadap
badan seseorang atau jiwanya atau jisimnya atau rohnya, maka
hukumnya sah. Sedangkan bila dia melakukan Kafalah terhadap
anggota tubuhnya, maka dalam hal ini ada empat pendapat:

Pertama: Hukumnya _batal, seperti jual-beli dan Jarah.
Berbeda dengan memerdekakan budak dan thalak, karena
keduanya memiliki kekuatan dan pengaruhnya. Pendapat ini
dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Qadhi Abu Ath-Thayyib,
dan juga dipilih oleh Ibnu Ash-Shabbagh.

Kedua: Hukumnya sah.

Ketiga: Apabila anggota tubuhnya tidak menyisakan badan
bila dilepas, seperti kepala, jantung, limpa dan otak, maka
hukumnya sah. Sedangkan bila badan masih bisa eksis dengan
tidak adanya anggota tersebut seperti kaki dan tangan, maka
hukumnya tidak sah. Dalam At-Tahdzib dikatakan, “Pendapat
inilah yang paling benar.”

Keempat. Anggota yang mewakili seluruh tubuh seperti
kepala dan leher hukumnya sah, sedangkan vyang tidak
mewakilinya seperti tangan dan kaki hukumnya tidak sah. Al
Qaffal berkata, “Pendapat inilah yang paling benar. Adapun wajah,
hukumnya sama dengan anggota tubuh lainnya. Demikianlah yang
dikatakan oleh Jumhur.”

Sang imam berkata, “Hukumnya sah secara mutlak, karena
terkenalnya akad ini dengan Kafalh Wajh. Adapun bagian yang
terkenal seperti setengah dan sepertiga, hukumnya sama seperti
bagian yang tidak menyisakan tubuh bila ia tidak ada. Jadi dalam
hal ini ada dua pendapat.”
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Menurutku: Pengarang A/ Hawi menyatakan bahwa
Kafalah sah bila yang ditanggung kepala atau wajah atau mata
atau jantung atau limpa atau lainnya, yang seandainya organ tubuh
ini atau organ tubuh yang terkenal lainnya tidak ada maka tidak
ada kehidupan. Wallahu A lam.

Asy-Syirazi @ berkata: Menanggung utang mayat
hukumnya sah, berdasarkan hadits riwayat Abu
Qatadah bahwa dia berkata,
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“Pada masa Rasulullah & pernah ada jenazah

vang dihadapkan kepada beliau, lalu beliau bertanya,
‘Apakah teman kalian ini memiliki utang?”’ Orang-orang
menjawab, ‘Dia punya utang 2 Dinar’. Maka
Rasulullah £ bersabda, ‘Shalatilah teman kalian inil’
Lalu Abu Qatadah bertanya, ‘Utangnya vang 2 Dinar aku
- yang tanggung, wahai Rasulullah’. Maka Rasulullah pun
menshalatinya.” Menanggung utang orang vang masih
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hidup juga sah, karena ia merupakan utang vang
bersifat lazim sehingga sah bila ditanggung, seperti
utang yang dimiliki orang yang telah wafat.

- - -Penjelasan: Hadits di atas telah di-fakArij sebelumnya.

Hukum-Hukum:

Menjamin utang orang vang telah wafat hukumnya sah,
baik dia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya atau tidak.
Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Abu Yusuf dan Muhammad.
Sementara menurut Ats-Tsauri dan Abu Hanifah hukumnya tidak

sah bila orang yang telah wafat tersebut tidak meninggalkan harta
untuk melunasinya atau ada orang yang menjaminnya.

Adapun dalil kami adalah hadits riwayat Abu Hurairah
bahwa dia berkata,

/
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“Suatu ketika jenazah yang memiliki utang dibawa kepada
Nabi g, lalu beliau bertanya, ‘Apakah dia meninggalkan harta
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untuk melunasi utangnya?’ Maka ada yang menjawab, ‘Dia tidak
meninggalkannya’. Maka Nabi bersabda kepada kaum muslimin,
Shalatilah dia!” Kemudian setelah Allah & memberi banyak
kemenangan kepada kaum muslimin, Nabi & bersabda,
‘Barangsiapa vang meninggalkan harta maka dia untuk ahli
warisnya, dan barangsiapa vang meninggalkan utang maka akulah
vang akan membayarnya’.” Jadi Nabi & menanggung pelunasan
utang orang yang telah wafat.

Begitu pula hadits Jabir yang telah kami sebutkan
sebelumnya yang redaksinya sebagai berikut,
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“Rasulullah g tidak mau menshalati laki-laki yang wafat
dengan meninggalkan utang. Suatu ketika orang yang telah wafat
dihadapkan kepada beliau, lalu beliau bertanya, ‘Apakah dia punya
utang?’ Orang-orang menjawab, ‘Ya, 2 Dinar’ Sabda Nabi &,
Shalatilah teman kalian ini!.”

Hadits-hadits ini merupakan dalil tentang bolehnya
menanggung utang orang vang telah wafat. Disamping itu yang
menghalangi Nabi €% menshalatinya adalah karena dia (si mayat)

memiliki utang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya.
Jadi utanglah yang menghalangi beliau sehingga tidak mau
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menshalatinya. Dalilnya adalah hadits riwayat Anas & bahwa dia
berkata,
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“Barangsiapa yvang bisa mati tanpa meninggalkan utang,
hendaknya dia melakukannya, karena aku pernah menyaksikan
sendiri ada jenazah yang dibawa kepada Nabi g lalu orang-orang
berkata, ‘Shalatilah dia!’, lalu Nabi & bertanya, ‘Bukankah dia
memiliki utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya’ Nabi g8 bersabda,
Shalatku tidak akan berguna baginyva karena dia akan tergantung
di kuburnya. Akan tetapi bila ada salah seorang dari kalian yang
mau menanggqung ulangnya aku akan  berdii untuk
menshalatinya.”

Dalam A/ Bavan disebutkan setelah menampilkan hadits ini,
QiS5 Mo 388 “Maka shalathu akan berguna baginya.” Apabila
sah menanggung utang orang yang memiliki harta untuk
membayar utangnya, maka sah pula menanggung utangnya bila
dia tidak memiliki harta untuk membayarmya, sebagaimana yang
berlaku pada orang hidup.
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Cabang: Abu Ali Ath-Thabari berkata, “Apabila seseorang
berkata, “Aku menjamin utangmu pada si fulan,” maka hukumnya
sah. Akan tetapi bila dia berkata, “Aku menjadi (%) Qabiitnya,”
maka perkataan ini belum jelas menurut salah satu dari dua
pendapat fugaha Syafiiyyah. Pendapat ini berbeda dengan
pendapat Abu Hanifah. Hal ini karena kata (J-3) Qabiil searti
dengan (%) Qaabil seperti kata (gov) Samii’ yang searti dengan
(a\) Saami’. Dan ijab dari jaminan ini tidak tergantung pada
penerimannya sehingga tidak sah. Apabila dia berkata, “Utang si
fulan ada padaku,” maka perkataan ini belum jelas sebagai
penjaminan menurut salah satu dari dua pendapat, berbeda
dengan Abu Hanifah.

Adapun argumentasi kami adalah bahwa ucapan “Ada
padaku” bisa ditafsirkan sebagai izin dari orang yang menanggung
dan penjaminan darinya.

Apabila seseorang berkata, “Biarkan si fulan! Piutangmu
padanya jadi milikku,” maka perkataan ini belum jelas sebagai
penjaminan. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah.
Karena kata “Jadi milikku” bisa digunakan pada selain sesuatu
vang ditanggung, seperti ucapan orang-orang “Sang menteri ada
di sisi amir”.

Kaidah: Sesuatu yang sah bila digadaikan hukumnya juga
sah bila dijaminkan. Sedangkan sesuatu yang tidak sah digadaikan
hukumnya juga tidak sah bila dijaminkan.

Akan tetapi dikecualikan dari yang kedua vaitu Dhaman
‘Uhdah dan mengembalikan barang yang dijamin. Hukumnya bila
dilakukan penjaminan terhadapnya, kecuali menggadaikannya.
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Ketentuan: Menurut kami tidak ada penjaminan utang
dengan akad pada barang yang tidak berpengaruh pada barang
lainnya kecuali yang dipinjamkan untuk digadaikan.

Kaidah: Barangsiapa melakukan penjaminan dengan izin,
dia bisa menariknya.. meskipun dia melakukannya tanpa izin.
Sedangkan orang yang melakukan penjaminan tanpa izin, maka
tidak boleh menariknya meskipun dia melakukannya dengan izin.
Akan tetapi ada pengecualian, yaitu beberapa bentuk berikut ini:

Pertama: Penjaminan dengan izin telah dibuktikan dengan
keterangan saksi bahwa dia mungkar. Seperti orang yang
mengklaim memiliki uang 1000 dirham pada Zaid dan orang yang
tidak ada, dan masing-masing dari keduanya saling menjamin satu
sama lain, akan tetapi Zaid mengingkarinya, kemudian orang yang
mengklaim mendatangkan saksi lalu mengambil dari Zaid, maka
Zaid tidak boleh menagih kepada orang yang tidak ada, menurut
pendapat yang paling benar, karena dia dizhalimi dengan klaim
tersebut sehingga tidak boleh menuntut kecuali kepada selain
orang yang menzhaliminya.

Asy-Svirazi & berkata: Pasall Dhaman sah
dilakukan setiap orang yang boleh menggunakan
hartanya. Adapun orang yang terhalang
membelanjakan hartanya baik karena masih kecil atau
gila atau dungu, maka Dhaman-nya tidak sah. Karena
ia merupakan penetapan harta dengan akad, sehingga
tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan
orang dungu, seperti halnya dalam jual-beli. Adapun
orang vang terhalang karena bangkrut, maka sah
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melakukan penjaminan, karena ia merupakan
penetapan harta dalam tanggungan dengan akad,
sehingga sah bila dilakukan orang bangkrut, seperti
membeli sesuatu dengan harga dalam tanggungan.
Adapun budak, apabila dia menjamin tanpa seizin
majikannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat
fugaha Syafi’iyyah. Menurut Abu Ishaq, jaminannya sah
dan tetap berlaku bila dia telah merdeka, karena hal ini
tidak merugikan majikannya mengingat dia bisa ditagih
setelah merdeka. dJadi hukumnya sah, seperti
pengakuan akan perusakan hartanya. Akan tetapi
menurut Abu Sa’id Al Ishthakhri hukumnya tidak sah,
karena ia merupakan akad vyang mengandung
penetapan harta sehingga tidak sah bila dilakukan
tanpa seizin majikan, seperti halnya dalam pernikahan.
Apabila dia melakukan penjaminan dengan izin
majikannya, maka hukumnya sah, karena pelarangan
itu disebabkan haknya, sehingga menjadi hilang bila
majikannya mengizinkannya. Lalu dari mana dia (si
budak) membayar utang yang dijaminnya? Harus dilihat
dulu. Apabila majikannya berkata kepadanya, “Bayarlah
dengan penghasilanmu!,” maka dia bisa membayar
dengan penghasilannya. Sedangkan bila majikannya
berkata, “Bayarlah dengan uang yang kamu peroleh
dari dagangan!” Maka dia bisa membayarnya
dengannya, karena harta tersebut merupakan miliknya
dan telah mendapat izin. Sedangkan bila majikannya
tidak menyebutkan cara membayar utang tersebut,
maka dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
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Svafi’iyyah. Pertama, tetap berlaku bila dia merdeka,
karena majikannya hanya mengizinkan penjaminan dan
bukan pembayaran. Kedua, harus dibayar dari
penghasilannya bila dia memiliki hasil usaha atau
sesuatu yang dimilikinya bila dia diizinkan berdagang.
Karena jaminan itu menyebabkan adanya kerugian
seperti nikah yang menyebabkan adanya mahar.
Apabila dia diizinkan menikah, maka dia harus
membayar mahar dengan sesuatu yang dimilikinya.
Begitu pula bila majikannya mengizinkannya melakukan
penjaminan, maka dia harus menjamin sesuatu yang
telah menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan
sesuatu yang dimilikinya. Kemudian apabila orang vang
diberi izin memiliki utang sementara kami mengatakan
bahwa utang jaminan mengharuskan dibayar dengan
sesuatu yang dimiliki di tangan, apakah orang-orang
vang berutang bisa bekerjasama di dalamnya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Syalfi’iyyah.

Pertama, boleh bekerjasama di dalamnya, karena
harta tersebut milik majikan, sementara dia telah
mengizinkan pelunasannya. Adapun bila pemberian
izinnya jelas atau dari sisi hukum demikian, maka wajib
bekerjasama di dalamnya.

Kedua, tidak boleh bekerjasama di dalamnya,
karena harta tersebut berkaitan dengan orang-orang
vang berutang sehingga tidak boleh ada kerjasama
dalam harta jaminan, seperti gadai. Adapun budak
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Mukatab, dia boleh menanggung utang tanpa seizin
majikannya, karena dia seperti budak tulen. Apabila dia
menanggung dengan seizin majikannya maka hukumnya
menjadi derma. Adapun berkenaan dengan derma
budak Mukatab dengan izin majikannya, dalam hal ini
ada dua pendapat imam Asy-Syafi’i yvang akan kami
bahas dalam pembahasan Mukatab, insya Allah.

Penjelasan Hukum: Penjaminan yang dilakukan orang
vang boleh mengelola hartanya hukumnya sah. Adapun anak kecil,
orang gila dan orang dungu (akalnya kurang sehat), penjaminan
vang dilakukannya tidak sah. Karena ia merupakan penetapan
harta dengan akad sehingga tidak sah, seperti halnya jual-beli.

Adapun redaksi “Dengan akad,” adalah pengecualian dari
penetapan harta padanya karena tindakan kriminal, nafkah yang
wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan zakat
-yang merupakan penetapan terhadap orang mukallaf-. Adapun
orang vyang terhalang melakukannya karena bangkrut, maka
penjaminan vang dilakukannya, hukumnya sah, karena ia
merupakan penetapan harta dalam tanggungan dengan akad
sehingga sah bila dilakukan orang yang bangkrut, seperti
pembelian dengan harga dalam tanggungannya sebagaimana yang
telah diuraikan dalam pembahasan kebangkrutan.

Adapun perempuan, penjaminan yang dilakukan olehnya
hukumnya sah bila dia termasuk orang yang boleh mengelola
hartanya. Akan tetapi menurut Malik hukumnya tidak sah kecuali
atas seizin suaminya.

48 ” Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



Adapun argumentasi kami adalah bahwa setiap orang yang
wajib memberikan pembayaran dalam jual-beli dan pemberian
upah dalam Jarah, dia sah melakukan penjaminan, seperti halnya
vang berlaku pada laki-laki.

Cabang: Dhaman (penjaminan) tidak sah bila dilakukan
orang yang mengigau (e,<; penderita radang selaput dada

sehingga ucapannya mengigau). Yang dimaksud barsam adalah
penyakit yang menyerang saraf yang menyebabkan penderitanya
tidak berakal, karena perkataannya tidak bisa dijadikan acuan.

Adapun orang bisu, apabila dia tidak bisa memberi isyarat
vang dapat dipahami atau tulisan yang bisa dibaca, maka
penjaminan yang dilakukan olehnya tidak sah. Sedangkan bila dia
bisa memberi isyarat yang bisa dipahami atau tulisan yang bisa
dibaca, maka masing-masing bisa menggantikan kedudukan
pembicaraan selama bisa mengarahkan kepada tujuan vyang
dimaksud dari penjaminan. Demikianlah menurut salah satu dari
dua pendapat fugaha Syafi’iyyah. Apabila dia hanya bisa memberi
isyarat yang bisa dipahami sebagai penjaminan, maka hukumnya
sah. Begitu pula bila dia hanya bisa membuat tulisan yang bisa
dibaca yang bisa dipahami bahwa ia merupakan penjaminan. Akan
tetapi menurut Ibnu Ash-Shabbagh, penjaminan yang dilakukan
olehnya tidak sah, karena tulisan terkadang tujuannya hanya
sekedar main-main atau mencoba pena atau lathan menulis,
sehingga penjaminan tidak sah bila hanya berdasarkan tulisan.

Cabang: Apabila seorang budak menanggung utang milik
selain tuannya, apabila dia tidak diizinkan berdagang maka harus
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dilihat dulu. Apabila tanpa seizin majikannya, apakah penjaminan
vang dilakukan olehnya sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi'iyyah.

Pertama, penjaminan yang dilakukannya sah, karena dia
seorang mukallaf yang perkataannya bisa dibenarkan. Yang
dilarang adalah bila dia melakukan sesuatu yang merugikan
majikannya. Padahal dalam kasus ini tidak ada yang berbahaya
dalam penjaminannya, seperti halnya bila dia mengakui harta
orang lain. Berdasarkan hal ini, maka tanggungannya tetap dalam
bebannya sampai dia merdeka.

Kedua, hukumnya tidak sah; karena ia merupakan
penetapan harta anak Adam dengan akad sehingga tidak sah bila
budak melakukannya tanpa seizin tuannya, seperti halnya mahar.

Perkataan kami “Anak Adam” adalah pengecualian dari
nadzar. Sedangkan perkataan kami “Dengan akad,” adalah
pengecualian dari pengakuan karena ia merupakan pemaksaan,
dan juga termasuk pengecualian dari tindakan kejahatan terhadap
selain tuannya. Apabila dia melakukan penjaminan dengan izin
majikannya, maka hukumnya sah, karena larangan tersebut adalah
hak majikan, sementara dalam kasus ini sang majikan telah
mengizinkannya. Apabila majikan mengizinkannya untuk
membayarnya dari hasil usahanya maka dia bisa melakukannya.
Akan tetapi bila sang majikan mengizinkan secara mutlak maka
dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah:

Pertama: Dia harus membayamya dengan hasil usahanya,
seperti halnya bila majikannya mengizinkannya menikah, karena
mahar dan nafkah dibayar dengan menggunakan harta hasil
usahanya.
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Kedua: Dia tidak perlu membayarnya dengan hasil
usahanya, akan tetapi kewajiban tersebut tetap berlaku bila dia
telah dimerdekakan. Karena majikan hanya mengizinkan
penjaminan, bukan pembayaran, sehingga digantungkan dengan
tanggungan budak yang boleh melakukan penjaminan. Kemudian
mahar dan nafkah harus dipisahkan, karena keduanya menjadi
wajib sebagai kompensasi kenikmatan yang diperoleh secara
langsung. Maka begitu pula dengan sesuatu yang mirip keduanya
vang didapat secara langsung.

Abu Ali An-Sinji meriwayatkan pendapat lain bahwa
jaminan tersebut berkaitan dengan status budaknya. Apabila
seorang budak diizinkan berdagang, maka adakalanya dia
mendapat izin majikannya atau tidak. Apabila dia menanggung
utang tanpa seizin majikannya maka harus dilihat dulu. Apabila dia
mengatakan, “Aku menanggung utangmu sampai aku
membayamnya dengan harta ini,” maka penjaminan ini tidak sah.
Hal ini karena majikan hanya mengizinkan dagangan vang
menghasilkan untung dari harta yang dikelola, bukan harta yang
menjadi rusak setelah dikelola.

Apabila sang majikan memberi izin secara mutlak, apakah
penjaminannya sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat berkenaan dengan budak
vang tidak diberi izin. Apabila kami katakan bahwa hukumnya
tidak sah, maka tidak perlu dibahas lagi. Sedangkan bila kami
katakan bahwa hukumnya sah, maka dia boleh membayarmya
dengan harta yang ada di tangannya yang diperoleh dari harta
dagangan. Akan tetapi tanggungan tersebut tetap ada dalam
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pundaknya sampai dia merdeka. Apabila dia menanggung dengan
seizin majikannya maka hukumnya sah.

Apabila majikan memberi izin penjaminan secara mutlak,
maka dari mana sang budak membayar utang yang dijaminnya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah:
Pertama: Dari hasil usahanya.

Kedua: Tanggungan tersebut tetap berlaku baginya sampai
dia merdeka.

Apabila majikan mengizinkan budaknya melakukan
penjaminan dengan menggunakan harta yang ada di tangannya
lalu dia (budak) berkata, “Aku menanggung kewajibanmu pada si
fulan sampai aku membayarnya dengan harta vang ada di
tanganku,” maka hukumnya sah dan dia wajib membayarnya
dengan menggunakan harta yang ada di tangannya vang
diperdagangkan, karena larangan tersebut disebabkan karena ada
majikan, sehingga bila majikan mengizinkan maka hukumnya
dibolehkan. Sedangkan bila orang merdeka berkata, “Aku
menanggung utangmu pada si fulan dengan menggunakan harta
ini,” maka hukumnya tidak sah. Perbedaan antara keduanya
adalah bahwa budak menanggung kewajiban yang sudah menjadi
bebannya dan dia hanya menggantungkan pembayarannya dengan
harta yang ada padanya; sedangkan orang merdeka tidak
menanggung hak dalam tanggungannya, tapi hanya menanggung
dengan harta yang ada. Jadi seharusnya yang dikatakan orang
merdeka adalah, “Aku menjamin utangmu pada si fulan dan aku
mengambilnya dari harta ini.” Bila seperti ini maka Dhamannya
sah. Apabila budak memiliki utang yang menghabiskan sesuatu
vang ada di tangannya, lalu majikannya mengizinkannya
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melakukan penjaminan dengan pembayaran dari harta dagangan
vang ada di tangannya, atau kami katakan bahwa dia wajib
membayarnya menurut salah satu dari dua pendapat, apakah
orang-orang lainnya yang berutang bisa berserikat dengannya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi'iyyah:

Pertama: Mercka bisa berserikat dengannya, karena
hartanya milik majikan, sedang dia (majikan) telah mengizinkannya
membayarnya baik dengan perkataan yang jelas atau dari sisi
hukumnya.

Kedua: Mereka tidak bisa berserikat dengannya, karena
hak-hak pemilik utang tergantung dengan sesuatu yang ada di
tangannya sehingga ia menjadi seperti barang yang digadaikan
dengan hak-hak mereka. Kami berpendapat bahwa seandainya dia
hendak mengambilnya sebelum orang-orang yang berutang
membayarnya maka dia tidak boleh melakukannya.

Cabang: Apabila seorang budak memiliki utang dalam
tanggungannya, lalu ada orang lain yang menanggung utangnya
maka penjaminan tersebut sah, karena utang tersebut dalam
tanggungannya bersifat lazim. Dia tidak ditagih karena lemah saat
masih berstatus budak. Jadi penjaminannya sah, seperti utang
vang ada pada orang miskin. Ash-Shumairi berkata, “Apabila
budaknya memiliki utang dengan muamalah lalu majikannya
menanggungnya, maka penjaminan tersebut sah seperti
penjaminan yang dilakukan orang lain.”
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Cabang: Adapun budak Mukafab, apabila dia
menanggung utang majikannya tanpa seizin majikannya, apakah
penjaminannya sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi'iyyah
sebagaimana yang kami katakan berkenaan dengan selain budak
Mukatab. Apabila kami katakan tidak sah, maka tidak ada yang
perlu dibahas lagi. Sedangkan bila kami katakan sah, maka utang
tersebut tetap menjadi tanggungannya sampai dia merdeka.
Apabila dia menanggung dengan seizin majikannya, bila kami
katakan bahwa budak Mukatab boleh menghibahkan sesuatu dari
hartanya dengan izin majikannya sebagaimana vang telah kami
jelaskan hukumnya (maka berlaku sesuai yang telah dijelaskan).
Sedangkan bila kami katakan bahwa budak Mukatab tidak boleh
menghibahkan sesuatu kepada orang lain tanpa seizin majikannya,
maka yang berlaku dalam madzhab kami adalah bahwa Dhaman-
nya sah dan tetap berlaku bila dia telah merdeka, dan dia tidak
perlu membayarnya dengan harta yang ada di tangannya sebelum
pelunasan pembayaran cicilan kebebasannya. Wallahu A lam

Cabang: Menurut pakar hukum A/ Wadh’i, kewajiban
tersebut dinamakan kewajiban positif dan kewajiban negatif.
Mereka mengklaim bahwa hukum ini diambil dari syariat Islam.

Yang dimaksud, kewajiban positif adalah kewajiban
memberikan, yakni kewajiban memindahkan kepemilikan atau hak
benda.

Ada beberapa kondisi dimana masalah kewajiban ini
ditentukan, vaitu kewajiban memberikan hak dalam akad-akad
vang disiapkan untuk memindahkan kepemilikan ketika ada
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sesuatu yang menghalangi terlaksana kewajiban ini oleh dirinya.
Dan disyaratkan untuk sahnya pelaksanaan ini agar orang yang
melaksanakan memiliki sesuatu yang digunakan untuk
membayarnya (UU Perdata Mesir, Pasal 325).

Mereka berkata, “Apabila pembayarannya sesuai nilainya,
maka orang lain tidak boleh membayarnya untuk menggantikan
orang vang berutang. Dan bagi orang vang berpiutang bisa
menolaknya bila yang membayarnya selain orang yang berutang.”

Dalam pasal 208 disebutkan, “Apabila telah terjadi
kesepakatan atau telah ditetapkan bahwa orang yang berutang
akan membayarnya sendiri, maka orang yang berpiutang boleh
menolak pembayaran dari orang lain.”

Adapun kewajiban negative adalah kewajiban yang
menyebabkan orang yang berutang boleh menolak pekerjaan yang
boleh dilakukannya seandainya tidak ada kewajiban tersebut.
Kewajiban ini juga terbagi menjadi kewajiban berkenaan dengan
benda dan kewaijiban personal.

Apabila orang yang berpiutang menerima dari orang lain,
maka ada beberapa dampak vyang ditimbulkan, baik vang
berhubungan dengan orang yang berutang dengan orang vang
berpiutang atau yang berhubungan dengan orang lain bersama
orang vang berpiutang.

Dalam pasal 359 UU Perdata Mesir disebutkan, “Boleh
mewakilkan kepada orang lain untuk membayar utang, bila orang
vang berutang mendapat ridha dari orang yang berpiutang.”

Dalam pasal ini menunjukkan bahwa harus ada tiga unsur
di dalamnya: Orang yang menggantikan, orang yang digantikan
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dan orang vang diberi sesuatu oleh orang yang menggantikan.
Akad ini menurut pasal 359 merupakan satu perbuatan yang
unsur-unsumya banyak. Hanya saja perlu diketahui bahwa peran
orang vang menggantikan tidak penting, atau bisa dikatakan
bahwa dia bukan orang yang memulai hubungan antara orang
vang digantikan dengan orang yang menjadi objek dari sesuatu
yang digantikan. Yakni bahwa hubungan tersebut bisa dilakukan
tanpa perlu campur tangan orang yang menggantikan. Menurut
para pakar, adanya orang yang menggantikan sebagai sikap hati-
hati dan orang vang digantikan sebagai orang yang berutang asli.
Mereka menjadikan penggantian merupakan kewajiban baru.
Adapun berkenaan dengan teori kewajiban ini ada pembahasan
khususnya dalam pembahasan pinjaman. Akan tetapi fikih kami
lebih kuat dari fikih tersebut yang menganggap orang yang
menggantikan sebagai orang berutang asli, sementara orang yang
digantikan sebagai orang yang berutang sebagai cadangan. Dalam
teori kewajiban ada pembahasan khusus yang berhubungan
dengan pembahasan pinjaman. Wallahu A lam

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Dhaman
(penjaminan) sah meskipun tanpa keridhaan orang yang
berutang, karena bila utangnya boleh dibayarkan tanpa
keridhaannya, maka begitu pula menanggung utangnya
tanpa keridhaannya (sama-sama dibolehkan). Akan
tetapi sahabat-sahabat kami berselisih pendapat tentang
orang yang berpiutang. Menurut Abu Ali Ath-Thabari,
keridhaannya dijadikan patokan, karena Dhaman
merupakan penetapan harta dalam tanggungan dengan
akad vang lazim, sehingga harus ada keridhaannya,
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seperti harga dalam jual-beli. Akan tetapi menurut Abu
Al Abbas, keridhaannya tidak dijadikan patokan, karena
Abu Qatadah pernah melakukan penjaminan utang si
jenazah di hadapan Nabi & dan Nabi tidak menjadikan

keridhaan orang yang berpiutang sebagai patokan.

Pasal: Apakah perlu mengetahui orang yang
berpiutang dan orang yang berutang?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Syafi’iyyah.

Pertama: Perlu mengetahui orang yang berutang
‘untuk mengetahui apakah dia orang yang layak dibantu
atau tidak. Orang yang berpiutang juga harus diketahui
untuk mengetahui apakah layak bermuamalah
dengannya atau tidak. Harta yang dijadikan jaminan
juga harus diketahui untuk mengetahui apakah bisa
dijadikan jaminan atau tidak.

Kedua: Orang yang berpiutang harus diketahui,
karena dalam hal ini muamalah dilakukan dengannya.
Akan tetapi tidak perlu mengetahui orang vang
berutang karena tidak ada muamalah antara dia
dengannya.

Ketiga: Tidak perlu mengetahui salah satu dari

keduanya, karena Abu Qatadah pernah melakukan
penjaminan utang seorang jenazah dan Nabi & tidak

menanyakan tentang orang yang berpiutang dan orang
vang berutang.
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Penjelasan: Hadits tentang kisah Abu Qatadah
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i dari jalur Salamah bin
Al Akwa’. Di dalamnya ada redaksi, “Shalatilah teman kalian!”
Maka Abu Qatadah berkata, “Shalatilah dia, wahai Rasulullah.
Utangnya aku yang tanggung.” Maka Nabi pun menshalatinya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud.

Hukum-Hukum: Sah melakukan penjaminan tanpa
keridhaan orang yang berutang, karena Ali # dan Abu Qatadah
pernah menanggung utang mayat di hadapan Nabi 4§, dan
tentunya tidak mungkin mengetahui keridhaan mayat tersebut
(karena sudah wafat). Disamping itu apabila membayarkan utang
tanpa seizin orang yang berutang dibolehkan, maka begitu pula
dengan menanggung utangnya tanpa seizinnya.

Adapun orang vang berpiutang, apakah keridhaannya bisa
dijadikan patokan?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah.
Menurut Abu Ali Ath-Thabari, keridhannya dijadikan patokan. Ini
adalah pendapat Abu Hanifah, sebagaimana yang telah diuraikan
dalam penjelasan bab ini. Kecuali dalam satu permasalahan, yaitu
apabila orang yang sakit mengatakan kepada sebagian ahli
warisnya, “Tanggunglah utangku pada si fulan yang sedang
pergi!,” maka orang vang diberi wasiat boleh menanggungnya
tanpa seizin orang yang berpiutang, meskipun orang tersebut tidak
menyebut utang sebagai bentuk tindakan menganggap baik,
karena Dhaman merupakan penetapan harta milk anak Adam
sehingga tidak sah kecuali dengan keridhaannya atau keridhaan
wakilnya, seperti jual-beli.
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Adapun perkataan kami “Milikk anak Adam,” adalah
pengecualian dari yang telah kami uraikan, yaitu nadzar.

Abu Al Abbas bin Suraij berkata, “Hukumnya sah tanpa
keridhaannya.” Syaikh Abu Hamid juga tidak menyebutkan selain
pendapat tersebut. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Yusuf,
karena Ali dan Abu Qatadah pernah melakukan penjaminan di
hadapan Nabi ¢ tanpa keridhaan orang yang berpiutang.
Disamping itu Dhaman adalah penetapan hak sehingga tidak
memerlukan Kkeridhaan orang yang memiliki hak tersebut, seperti
kasus menghadirkan saksi orang yang memiliki utang, hukumnya
sah meskipun orang yang dipersaksikan tidak ridha.

Adapun tentang penjaminan yang dilakukan Abu Qatadah,
haditsnya telah diuraikan tadi. Adapun tentang penjaminan yang
dilakukan Ali, haditsnya diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari
beberapa jalur dha if dari hadits Abu Sa’id Al Khudri. Di dalamnya
disebutkan sabda Nabi &,
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“Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan
membebaskan tanggunganmu sebagaimana engkau melakukan
penjaminan terhadap saudaramu. Tidaklah seorang muslim
membebaskan beban saudaranya kecuali Allah akan membebaskan
bebannya pada Hari Kiamat.”
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Adapun berkenaan dengan apakah orang vyang
menanggung utang harus mengetahui orang yang berpiutang dan
orang yang berutang, dalam hal ini ada tiga pendapat fugaha
Svafi’iyyah:

Pertama: Tidak perlu mengetahui salah seorang dari
keduanya, karena yang dijamin itu nama dan nasab. Dalilnya
adalah bahwa Abu Qatadah dan Ali melakukan penjaminan dan
Nabi £ tidak menanyakan apakah keduanya mengenal orang
vang berpiutang dan orang vyang berutang ataukah tidak.
Seandainya hukumnya berbeda, tentunya Nabi#} akan
menjelaskannya. Disamping itu yang waijib adalah menunaikan hak
sehingga tidak perlu mengetahui selain itu.

Kedua: Tidak sah sampai orang vang menjamin
mengetahui keduanya. Karena muamalahnya dengan orang yang
berpiutang sehingga harus mengetahuinya untuk mengetahui
apakah orang tersebut layak dibantu atau tidak.

Ketiga: Hanya perlu mengetahui orang yang berpiutang,
karena muamalahnya dilakukan dengannya, dan tidak perlu
mengetahui orang yang berutang karena muamalahnya dilakukan
antara dia dengannya. Al Muhamili berkata, “Apabila kami
mengatakan  berdasarkan hal ini, maka  diperlukan
persetujuannya.” Apabila dikatakan, “Dhamannya menjadi lazim,”
bila dia menolaknya maka hukumnya batal. Apabila orang yang
menanggung menarik diri sebelum orang vyang berpiutang
menerima, maka hukumnya sah.
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Cabang Permasalahan

Pendapat Para Ulama Tentang Syarat-Syarat
Dhaman

Madzhab kami (madzhab Syafi’i) adalah bahwa syarat-syarat
Dhaman terbagi menjadi empat bagian.

Bagian Pertama: Berkenaan dengan orang vyang
menanggung. Dalam hal ini ada beberapa syarat:

Pertama: Dia harus berakal. Jadi tidak sah penjaminan
yang dilakukan orang gila. Berbeda dengan orang yang hilang
akalnya karena mabuk, karena penjaminan yang dilakukannya sah.

Kedua: Baligh. Jadi tidak sah penjaminan yang dilakukan
anak kecil.

Ketiga: Tidak dicegah mengelola hartanya karena
kedunguan. Jadi tidak sah penjaminan yang dilakukan orang yang
dicegah karena kedunguan. Adapun orang vang dicegah karena
bangkrut, maka penjaminannya sah. Begitu pula penjaminan
orang dungu yang tidak dicegah mengelola hartanya.

Keempat. Tidak sakit yang menyebabkan kematiannya.

Orang vang seperti ini tidak sah penjaminannya, dengan dua
syarat:

Pertama: Dia memiliki utang yang menghabiskan seluruh
hartanya. Apabila dia tidak memiliki utang yang menghabiskan
seluruh hartanya maka penjaminannya sah.

Kedua: Tidak mendapatkan harta baru setelah
kematiannya. Apabila dia mendapatkan harta baru setelah
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kematiannya maka penjaminannya sah dan utangnya dibayar dari
harta tersebut. Adapun orang yang sembuh dari penyakitnya,
penjaminannya sah.

Bagian Kedua: Berkaitan dengan orang yang berpiutang.
Disyaratkan agar dia diketahui dengan baik oleh orang yang
menanggung utang. Jadi tidak cukup hanya mengetahui namanya
saja, karena orang itu berbeda-beda dalam penagihan, ada yang
keras dan ada yang lunak.

Lalu apakah cukup hanya mengetahui wakil orang yang
berpiutang?

Ya, cukup hanya mengetahui wakilnya, menurut pendapat
vang dijadikan acuan.

Tidak disyaratkan keridhaan orang yang berpiutang, karena
penjaminan tidak merugikannya mengingat ia merupakan
penetapan kewajiban yang menjadikan utangnya bertambah.

Juga tidak disyaratkan mengetahui orang yang berutang
dan tidak pula keridhaannya. Jadi seseorang boleh menanggung
utang jenazah yang tidak dikenalnya. Ini adalah berkenaan dengan
selain Dhaman Nafsi Karena untuk Dhaman Nafsi disyaratkan
keridhaan orang yang ditanggung, mengingat penjamin tidak wajib
datang bersamanya untuk menyerahkannya kecuali bila orang yang
ditanggung mengizinkan untuk ditanggung. Barangsiapa vang
menjamin tanpa seizinnya maka apa yang dilakukan bersifat derma
sehingga tidak perlu dituntut.
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Bagian Ketiga: Berkenaan dengan shighat (akad/ijab).
Dalam hal ini harus ada dua syarat:

Pertama: Perkataannya menunjukkan pewajiban terhadap
diri sendiri. Misalnya dengan berkata, “Aku menjamin utangmu,
aku menanggung utangmu,” dan lain sebagainya vyang
menunjukkan bahwa dia telah mewajibkan sesuatu yang
ditanggungnya.

Adapun bila perkataannya tidak menunjukkan pewajiban
terhadap diri sendiri, misalnya dia berkata, “Aku akan
membayarkan utangmu pada si fulan dengan harta yang aku miliki
atau menghadirkan seseorang di sisinya,” maka perkataan ini
bukan penjaminan, tapi hanya sekedar janji. Kecuali bila dia
meniatkan penjaminan, maka baru menjadi penjaminan.

Kedua: Perkataan (ijabnya) tidak digantungkan atau
ditentukan waktunya (bersifat sementara). Apabila seseorang
berkata, “Insya Allah besok aku akan menjaminmu,” atau “Aku
akan menanggung harta si fulan selama satu bulan atau
menanggung tubuhnya selama satu minggu,” maka hukumnya
tidak sah. Memang benar bila dia menanggung utang si fulan yang
harus dibayar langsung untuk dibayar dengan tempo
(ditangguhkan) setelah satu bulan, hukumnya sah. Apabila
seseorang memiliki utang pada orang lain yang ditangguhkan
pembayarannya, lalu ada orang lain yang menanggungnya setelah
satu bulan maka penanggugannya sah dan jatuh tempo tersebut
berlaku bagi orang yang menanggung, bukan orang yang berutang
asli. Bahkan seandainya orang vyang berutang asli wafat,
tanggungan tersebut tidak lepas dari orang yang menanggungnya.
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Adapun bila utangnya dibayar secara tempo, lalu ada orang
vang menanggungnya untuk membayarnya secara kontan, maka
orang yang menanggung tidak wajib membayarnya secara kontan,
karena jatuh temponya tetap berlaku pada orang yang berutang
asli, dan kewajiban si penanggung mengikuti kewajiban orang yang
berutang asli. Oleh karena itu utang tersebut tidak boleh ditagih
dari salah seorang dari keduanya sebelum jatuh temponya. Apabila
orang vang berutang asli wafat, maka utang tersebut lepas dari
keduanya.

Bagian Keempat: Berkenaan dengan objek jaminan baik
utang atau harta benda atau orang. Untuk utang disyaratkan harus
bersifat lazim baik seketika atau berbentuk harta. Sedangkan
contoh utang yang lazim dalam seketika adalah pinjaman dan
harga barang dagangan yang dijual dan lain sebagainya.

Utang vang kembali pada kelaziman harga barang
dagangan selama masa memilih, meskipun ia tidak lazim dalam
seketika, akan tetapi ia lazim sebagai harta, sehingga
penjaminannya sah.

Disyaratkan pula agar utangnya diketahui, sehingga tidak
sah bila penjaminannya tidak diketahui baik kadarnya atau jenisnya
atau sifatnya. Oleh karena itu harus dijelaskan; misalnya dengan
berkata, “Aku menjamin hartamu pada Zaid berupa utang senilai
20 Pound Mesir atau 20 Dolar Australia.” Seandainya dia berkata,
“Aku menjamin hartamu berupa utang pada Zaid” lalu dia diam,
atau mengatakan “Aku menjamin 10 Pound vang ada pada Zaid”
tanpa menjelaskannya, atau mengatakan “Aku menjamin 20
Pound” tanpa menjelaskan sifatnya, maka hukumnya tidak sah.
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Akan tetapi ada pengecualian dalam hal ini, yaitu unta Diyat.
Hukumnya sah bila menjaminnya meskipun tanpa menyebut
sifatnya, karena usia dan jumlahnya diketahui, sementara sifatnya
bisa merujuk pada unta-unta lokal, sehingga tidak perlu
menyebutkan sifatnya.

Adapun berkenaan dengan harta benda, ia terbagi menjadi
dua bagian. Ada harta benda yang dijamin sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya. Untuk sahnya penjaminan harta benda
disyaratkan agar ia dijamin dan wajib diberikan kepada pemiliknya.
Jadi arti penjaminannya adalah penjaminan pengembaliannya
kepada pemiliknya.

Adapun tentang penjaminan nilainya apabila rusak,
hukumnya tidak sah, karena ia tidak rusak saat terjadi penjaminan
untuk menetapkan nilainya dalam tanggungan. Apabila ia rusak
karena suatu perbuatan, maka penjaminan nilainya sah setelah
rusak karena tetapnya ia dalam tanggungan.

Contoh harta benda yang dijamin adalah harta benda yang
di-ghashab dan harta benda yang dipinjamkan.

Adapun contoh harta benda yang tidak dijamin adalah
harta titipan, harta yang diwasiatkan dan harta yang disewakan.
Tidak sah bila ada penjaminan untuk mengembalikan harta-harta
ini, karena pengembaliannya tidak wajib atas orang vang
meletakkan tangannya. Yang wajib hanyalah melepaskan antara ia
dengan pemiliknya.

Adapun penjaminan terhadap jiwa, untuk keabsahannya
disyaratkan ada hak manusia pada orang yang dijamin badannya,
baik berupa harta atau hukuman.
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Adapun menurut ulama Malikiyyah (madzhab Maliki), dalam
penjaminan (Kafalah/Dhaman) ada beberapa syarat vyang
sebagiannya berkaitan dengan orang yang berutang, sebagiannya
berkaitan dengan orang yang menanggung utang, sebagiannya
berkaitan dengan harta yang ditanggung, dan sebagiannya
berkaitan dengan Shighat (ljab/akad).

Berkenaan dengan orang yang ditanggung (orang yang
berutang), disyaratkan agar dia bukan orang yang dicegah dalam
sesuatu yang ditanggung karena kedunguan, karena perbuatan
orang dungu (akalnya kurang) terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Dia membeli atau menjual atau membelanjakan
sesuatu yang lazim baginya dan sangat penting.

Kedua: Dia melakukan sesuatu yang tidak lazim baginya,
akan tetapi dia bisa meninggalkannya. Apabila hilang sesuatu yang
lazim baginya maka sah bila dilakukan penjaminan terhadapnya.
Apabila orang yang menanggung menyerahkannya, maka dia bisa
menuntut pada orang yang dicegah lalu hartanya diambil menurut
pendapat yang kuat. Adapun bila dia melakukan sesuatu yang
tidak dibutuhkan maka penjaminannya tidak sah dan tidak perlu
menuntut kepada orang yang dicegah.

Lalu apakah orang yang menanggung harus menyerahkan
harta yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang ataukah
tidak?

Dalam hal ini ada perinciannya, vaitu bila orang yang
menanggung mengetahui bahwa orang tersebut dihalangi, lalu dia
menanggungnya setelah itu, sementara orang vang berpiutang
tidak mengetahuinya, maka orang vang menanggung harus
menyerahkan harta yang dijaminnya menurut kesepakatan ulama
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dan apa yang telah dia serahkan menjadi sia-sia, sehingga dia tidak
boleh menuntut kepada orang yang dicegah tersebut.

Adapun bila kasusnya sebaliknya, yaitu bahwa penjamin
tidak mengetahui bahwa orang yang berpiutang tahu bahwa orang
tersebut terhalangi, atau keduahya sama-sama tidak tahu, maka
dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Sebagian mereka
berkata, “Orang yang menjamin harus menyerahkan sesuatu yang
dijaminnya,” sedangkan sebagian lainnya berkata, “Dia tidak waijib
menjamin apapun.” Apabila seseorang menjamin hak tanpa
perintah walinya maka penjaminannya sah dan si penjamin bisa
menagih apa yang telah diberikannya berkenaan dengan harta si
anak. Contohnya adalah bila seorang anak kecil memecahkan kaca
atau merusak barang lainnya, lalu ada orang yang memberikan
ganti yang senilai dengannya kepada pemilik kaca, maka dia bisa
meminta apa yang telah diberikannya dalam harta si anak. Kecuali
bila si anak masih sangat kecil, misalnya usia 6 bulan yang belum
saatnya dilarang (karena belum paham), karena apa yang
dirusaknya dalam kondisi tersebut tidak lazim baginya.

Adapun berkenaan dengan orang yang berutang, tidak
disyaratkan dia harus mampu menyerahkan barang yang menjadi
tanggungannya. Oleh karena itulah penanggungan utang mayat
vang miskin hukumnya sah. Maksudnya adalah menanggung
utangnya, bukan menggabungkan tanggungan orang vang
menanggung pada tanggungan orang vang telah wafat, karena
tanggungan orang vang telah wafat telah selesai. Kemudian bila
orang vang menanggung mengetahui bahwa si mayit tidak
memiliki harta, lalu kemudian dia (si mayit) memiliki harta yang
tidak diduga sebelumnya, maka orang yang menanggung tidak
boleh mengambil harta tersebut, karena dia telah memberikannya
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secara sukarela. Adapun bila orang yang menanggung menduga
bahwa si mayit akan memiliki harta atau ragu dalam hal tersebut
tapi kemudian si mayat memiliki harta, maka dia bisa menagihnya,
dan vang berlaku adalah ucapan orang yang menanggung, kecuali
bila ada bukti yang menunjukkan bahwa dia melakukannya secara
sukarela. o o D

Berkenaan dengan orang yang menanggung (Kafij ada
beberapa syarat:

Pertama: Dia harus baligh. Jadi tidak sah bila anak kecil
menjamin orang lain.

Kedua: Dia harus berakal. Jadi tidak sah penjaminan yang
dilakukan orang gila.

Ketiga: Dia tidak dicegah mengelola hartanya karena
kedunguan. Jadi orang dungu tidak sah menjamin orang lain.

Keempat: Dia bukan perempuan bersuami yang hendak
menanggung utang vang lebih banyak dari sepertiga hartanya
tanpa seizin suaminya. Apabila dia menanggung utang yang lebih
banyak dari sepertiga hartanya, maka suaminya berhak
membatalkan penanggungan (penjaminan) tersebut. Adapun bila
dia menanggung utang yang nilainya sama dengan sepertiga
hartanya, maka hukumnya sah meskipun suaminya tidak
mengizinkannya. Contohnya adalah bila seorang perempuan
bersedekah atau menghibahkan sesuatu atau memerdekakan
budak atau lainnya, maka perbuatannya hanya sah untuk sesuatu
vang senilai sepertiga hartanya saja. Apabila dia memberi lebih
banyak dari itu tanpa seizin suaminya, maka suami boleh
membatalkannya.
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Kelima: Dia sakit keras dan hendak menanggung utang
vang nilainya lebih besar dari sepertiga hartanya. Apabila dia
menanggung utang yang lebih besar dari sepertiga hartanya meski
hanya lebih satu Dinar maka penanggungannya tidak sah, kecuali
bila ahli warisnya mengizinkannya.

Ketahuilah, bahwa syarat keempat dan kelima termasuk
syarat berlakunya, bukan syarat sahnya, karena penjaminan tanpa
keduanya sah, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan
izin suami dan ahli waris.

Adapun syarat kedua dan ketiga adalah syarat-syarat sah.

Di antara syarat berlaku (pelaksanaan) adalah dia (orang
vang menanggung) bukan budak. Apabila seorang budak
menanggung utang tanpa seizin majikannya, maka
penanggungannya sah, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan kecuali
bila majikannya membolehkannya. Apabila seorang budak
merdeka, maka penjaminannya tetap berlaku baginya setelah dia
merdeka.

Keenam: Orang yang menjamin tidak memiliki utang yang
menghabiskan seluruh hartanya. Apabila dia memiliki utang yang
menghabiskan seluruh hartanya, maka penjaminannya tidak sah
dan dia bukan termasuk orang yang layak berderma.

Kemudian disyaratkan agar harta vyang ditanggung
merupakan utang. Oleh karena itu tidak sah melakukan
penjaminan dalam amanah-amanah, seperti harta benda vang
dipinjamkan, harta yang dititipkan, harta Mudharabah dan harta
Svirkah.
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Apabila seseorang meminjam barang kepada orang lain lalu
dia datang dengan membawa orang yang menjamin akan
mengembalikan barang tersebut, maka hukumnya tidak sah.
Begitu pula bila seseorang menitipkan barang kepada orang lain
atau menitipkan harta untuk dikelola sebagai Mudharabah.
Memang benar bahwa sah bila dia mendatangkan penjamin yang
menjamin nilainya bila barang tersebut hilang karena tindakan
zhalim atau lengah dalam menjaganya. Apabila orang yang
meminjam lengah dalam menjaga barang yang dipinjamnya atau
partner dalam Syirkah lalai dalam mengelola harta Syirkah atau
merusaknya karena tindakan melampaui batas, maka orang yang
menjamin harus mengganti dengan sesuatu vyang senilai
dengannya.

Berkenaan dengan utang, disyaratkan bersifat lazim atau
senantiasa tetap. Contoh utang yang bersifat lazim yang sah
dilakukan penjaminan terhadapnya adalah utang pinjaman dan
harga barang yang dijual. Apabila seseorang membeli barang dari
orang lain dengan harta yang ditangguhkan (secara tempo) lalu dia
membawa orang yang menjamin harganya (pembayarannya),
maka hukumnya sah dan menjadi lazim baginya. Contoh lainnya
- adalah bila seseorang menyewa tanah dengan biaya sewa yang
diketahui, lalu dia datang dengan membawa penjamin, maka
penjaminan tersebut sah dan bersifat lazim.

Adapun contoh utang vang tidak lazim yang tidak sah
dilakukan penjaminan terhadapnya adalah utang anak kecil tanpa
seizin walinya dan utang orang dungu yang dilarang mengelola
hartanya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Contoh
lainnya adalah utang budak tanpa seizin majikannya dan utang
budak Mukatab. Apabila dia datang dengan membawa penjamin,
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maka hukumnya tidak sah karena utangnya tidak lazim, karena dia
boleh membatalkan akad Kitabah. Jadi utang tersebut tidak sah
dijamin karena ia tidak bersifat tetap pada orang yang berutang
bila masih tersisa.

Contoh utang. yang tidak lazim secara langsung tapi
menjadi lazim di masa mendatang adalah utang upah. Barangsiapa
menetapkan upah untuk pekerjaan tertentu maka upah tersebut
harus dibayar setelah pekerjaan tersebut selesai. Jadi
penjaminannya sah, karena sekalipun tidak lazim secara langsung
tapi lazim di masa mendatang. Apabila seseorang berkata kepada
orang lain “Apabila kamu datang kepadaku dengan membawa
untaku yang hilang maka engkau akan mendapat upah 10 Pound”
seraya mendatangkan orang yang menjamin upah tersebut, maka
hukumnya sah meskipun pekerjaannya belum dilakukan, karena
bila dia datang dengan membawanya maka upahnya wajib
diberikan karena telah menjadi beban yang harus dibayarkan.
Begitu pula tanggungan orang yang menanggung. Akan tetapi bila
orang tersebut tidak membawanya, maka tidak berlaku ketetapan
apapun. Inilah pendapat yang kuat. Sebagian dari mereka berkata,
“Utang upah sebelum pekerjaan dilakukan adalah seperti utang
Kitabah, tidak sah melakukan penjaminan terhadapnya.”

Penjaminan utang langsung dengan ditangguhkan
hukumnya sah. Misalnya Zaid memiliki utang 10 Pound pada Amr
dan jatuh temponya habis, maka Khalid boleh mengatakan kepada
Zaid, “Berikan dia tempo lagi 1 bulan untuk membayarnya dan
akulah yang menanggung utangnya.”

Hukumnya memang sah bila terlaksana salah satu dari dua
hal:
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Pertama: Orang yang befutang dalam kondisi kaya pada
waktu saat penjaminan, dimana orang yang berpiutang bisa
mengambil darinya.

Adapun bila miskin saat penjaminan maka hukumnya tidak
sah, karena penangguhan akan menjadi pinjaman tanpa bunga
yang menghasilkan manfaat, dan hal ini dilarang. Hal ini karena
orang vang berpiutang pada kondisi pertama menjamin haknya
dan mampu mengambilnya. Apabila dia menangguhkannya
dengan seorang penanggung, maka tidak ada manfaat pada
penanggung tersebut. Jadi keridhaannya dengan memberi tangguh
lagi, sama seperti pinjaman tanpa manfaat yang kembali
kepadanya.

Adapun bila orang yang berutang dalam kondisi miskin,
maka orang vyang berpiutang tidak bisa mengambil piutang
darinya. Apabila dia memberi tempo lagi untuk pembayaran utang
tersebut karena ada penjamin, maka dia telah memberinya
pinjaman tanpa manfaat.

Kedua: Orang vang berutang tidak dalam kondisi kaya
saat penjaminan, akan tetapi penjamin menjaminnya selama
beberapa waktu tanpa ada dugaan darinya bahwa orang yang
berutang akan kaya mendadak. Justru yang ada dalam dugaannya
orang vyang berutang tersebut akan tetap miskin. Hal ini karena
orang vang berpiutang wajib menunggu orang vang berutang
sampai kondisinya mampu secara alami. Jadi penjaminannya tidak
bermanfaat baginya.

Adapun bila orang yang berutang kondisinya menjadi
mampu pada masa penangguhan tersebut, maka hukumnya tidak
boleh. Apabila seseorang memiliki utang 10 Pound pada orang
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lain dan jatuh temponya telah habis, kemudian dia meminta diberi
tempo lagi 3 bulan dengan penjaminan orang lain, apabila orang
vang berutang memiliki 10 Pound tersebut sebelum temponya
habis, maka penjaminannya sah.

Adapun bila kondisinya menjadi mampu setelah satu atau
dua bulan, misalnya dia berhak mendapatkan wakaf yang tinggal
menunggu waktu perolehannya saja, atau dia menjadi pegawai
yang tinggal menunggu penerimaan gajinya, maka penjaminan
vang dilakukan tidak sah. Karena orang yang berpiutang dalam
kondisi demikian telah menangguhkan piutangnya disamping
mengambil manfaat pada penjamin pada saat dia miskin. Ada pula
vang berkata, “Dia telah mengambil manfaat dalam bentuk
pertama dengan penjamin selama masa miskinnya seluruhnya, lalu
apakah bedanya?”

Penjaminan utang yang ditangguhkan secara kontan juga
sah. Misalnya seseorang memiliki utang pada orang lain yang
ditangguhkan pembayarannya sampai dua bulan. Lalu orang yang
berutang berkata, “Sekarang temponya tidak berlaku dan utang ini
akan dibayar kontan,” kemudian dia membawa penjamin vang
menjaminnya, maka bentuk ini sulit diterapkan, karena tidak
masuk akal bila orang vang berutang membatalkan tempo
pembayaran utangnya, lalu dia membawa penjamin karena takut
akan menunda-nunda lagi. Dalam hal ini ada beberapa perincian
vang tidak perlu disebutkan.

Berkenaan dengan objek jaminan (hutang), tidak
disyaratkan harus ditentukan. Apabila seseorang mengatakan
kepada orang lain, “Berutanglah kepada si fulan dan akulah yang
menjaminnya,” maka penjaminannya sah dengan mendatangkan
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bukti. Pengakuannya tidak bisa menjadi alasan di hadapan
penjamin. Lalu apakah penjamin wajib menjamin seluruh utang
orang tersebut seberapapun besarnya? Ataukah dia hanya wajib
menjamin sesuatu yang telah ditentukan saja? Dalam hal ini ada
dua pendapat. Dalam kasus ini penjamin bisa menarik
penjaminannya baik sebelum terlaksana, bukan sesudahnya.
Apabila dia telah melaksanakan sebagiannya maka dia hanya wajib
menjamin yang telah dilaksanakan saja.

Adapun berkenaan dengan shighat (akad/ijab), disyaratkan
agar dia menunjukkan penjaminan secara umum. Misalnya dengan
berkata, “Aku menanggung utang si fulan atau menjaminnya atau
sebagai wakilnya atau sebagai pengurusnya” atau dengan ucapan
“Utangnya aku yang jamin atau aku yang tanggung” atau dengan
kata-kata lainnya yang sejenis. Semua perkataan ini hukumnya sah
dijadikan kalimat penjaminan.

Dalam penggunaan shighat ada tiga bentuk:

Pertama: Menyebut kalimat penjaminan secara mutlak
tanpa dibatasi dengan perkataan yang menunjukkan penjaminan
terhadap harta atau jiwa. Misalnya seseorang berkata, “Aku
menanggung si fulan” tanpa berkata, “Dalam harta yang
merupakan tanggungannya” atau “Dengan menghadirkan dirinya.”
Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka
berkata, “la merupakan penjaminan terhadap harta,” sebagian
lainnya berkata, “Justru ia merupakan penjaminan terhadap jiwa.”

Kedua: Menyebut kata penjaminan dengan menyebut pula
kata yang menunjukkan sesuatu yang dijamin, misalnya dengan
berkata, “Aku menjamin utang yang menjadi beban si fulan” atau
“Aku menjamih ‘jiwa si fulan.” Para ulama tidak berselisih
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pendapat bahwa dalam kondisi ini si penjamin harus melakukan
sesuatu berkenaan shighat yang diucapkan.

Ketiga: Menyebut kata penjaminan seraya membatasinya
dengan sesuatu yang menunjukkan barang yang dijamin di
dalamnya. Misalnya dengan berkata, “Aku menjamin si fulan”
dengan meniatkan utangnya atau dirinya. Untuk kondisi ini
penjamin harus melakukan sesuai yang diniatkannya dengan
benar, karena dia merupakan orang yang bederma, dan hukum
asalnya adalah bahwa dia bebas dari tanggungan. Wallahu A’lam.

Adapun menurut madzhab Hambali, para ulama Hanabilah
berkata, “Untuk Dhaman ada beberapa syarat. Di antaranya ada
vang berkaitan dengan Dhaman. Syaratnya adalah bahwa orang
vang melakukan Dhaman (penjaminan) harus orang vang layak
mengelola hartanya. Oleh karena itu tidak sah bila Dhaman
dilakukan orang gila, anak kecil dan orang dungu. Akan tetapi
Dhaman vyang dilakukan orang bangkrut sah, karena Dhaman itu
berhubungan dengan tanggungan. Disyaratkan pula keridhaan
orang yang menjamin. Oleh karena itu sah Dhaman vang
dilakukan orang yang dipaksa. Orang yang menjamin tidak
disyaratkan mengetahui orang yang berpiutang dan juga tidak
disyaratkan mengetahui orang yang berutang. Oleh karena itu
dibolehkan menanggung orang vang tidak dikenal baik masih
hidup atau sudah mati.”

Di antaranya ada yang berkaitan dengan barang yang
dijamin yaitu utang atau harta atau jiwa. Untuk sahnya penjaminan
utang, disyaratkan utangnya bersifat lazim baik secara kontan
maupun secara tempo. Contoh yang pertama adalah seperti
pinjaman dan harga barang yang dijual yang tidak ada pilihan di
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dalamnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah seperti harga
barang yang dijual sebelum berakhirnya masa memilih, ia bersifat
lazim. Jadi tidak sah menjamin utang yang tidak lazim seperti
utang Kitabah (hutang [cicilan] untuk membebaskan diri dari status
budak), karena si budak bisa membatalkan akad dan berhenti
menvyicil utangya. Jadi utangnya tidak bersifat lazim baik secara
kontan atau tempo.

Adapun berkenaan dengan penjaminan terhadap harta
benda, disyaratkan agar ia dijamin oleh orang yang memegangnya
di tangannya, seperti harta yang di-ghashab dan harta yang
dipinjam.

Yang dimaksud penjaminan harta tersebut adalah
penjaminan untuk mengembalikannya atau mengembalikan
sesuatu yang senilai dengannya bila ia rusak. Adapun harta yang
tidak dijamin, maka tidak sah melakukan penjaminan terhadapnya,
seperti barang titipan, barang yang disewakan, harta Syirkah, harta
Mudharabah, barang yang diserahkan kepada penjahit atau tukang
celup dan lain-lainnya. Memang benar bahwa sah menjaminnya
bila melampaui batas terhadapnya, sebagaimana yang telah
diuraikan sebelumnya.

Di antaranya ada yang berkaitan dengan shighat (akad atau
ijab). Disyaratkan agar lafazhnya dapat dipahami sebagai
penjaminan secara umum. Misalnya dengan berkata, “Aku
menjamin, menanggung,” dan lain sebagainya.

Penjaminan juga sah dengan perkataan yang digantungkan
dan vyang bersifat langsung (tidak digantungkan). Seperti
perkataan, “Jika engkau memberi kepada si fulan, maka akulah
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vang menjaminnya.” Juga seperti perkataan, “Aku menjamin si
fulan.”

Penjaminan juga sah dengan perkataan yang dikaitkan
dengan waktu. Misalnya dengan berkata, “Apabila datang awal
bulan, aku akan menjamin si fulan.”

Seseorang sah menjamin utang orang lain secara kontan
sampai batas waktu yang ditentukan. Apabila Zaid memiliki utang
pada Amr yang waktu pembayarannya telah tiba, lalu Khalid
menjamin utang tersebut dengan ketentuan akan membayamya
setelah satu tahun, maka hukumnya sah dan jangka waktunya
berlaku bagi si penjamin. Jadi seandainya orang yang dijamin
wafat, maka waktu pembayaran yang ditangguhkan tetap berlaku.

Adapun menurut Abu Hanifah (madzhab Hanafi), syarat-
syarat Aafalah terbagi menjadi lima bagian:

Bagian Pertama: Berkenaan dengan orang vang
menjamin (Kafii}. Disyaratkan agar dia orang yang berakal lagi
baligh. Maka tidak sah penjaminannya orang gila dan anak kecil
kecuali dalam satu kondisi. Anak kecil sah menjamin harta, bukan
jiwa, apabila dia yatim dan walinya berutang, baik wali tersebut
ayahnya atau orang lain untuk menafkahinya guna memenuhi
keperluannya. Dalam kondisi demikian anak kecil boleh menjamin
harta tersebut atas perintah walinya. Penjaminan vang
dilakukannya hukumnya sah. Dia bisa ditagih memberikan harta
tersebut sebagaimana walinya juga demikian.

Adapun bila anak kecil tersebut disuruh menanggung
walinya untuk si pemilik harta, dengan artian bahwa si anak
menghadirkan walinya saat dibutuhkan, maka penjaminannya tidak
sah. Karena anak kecil dalam penjaminan harta yang dibelanjakan
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untuk keperluannya merupakan sesuatu yang lazim baginya.
Penjaminannya terhadap wali dalam harta tersebut semakin
bertambah kuat. Berbeda dengan penjaminan jiwa yang mumi
derma, hanya saja dia belum layak berderma.

Orang vang menjamin juga disyaratkan harus orang
merdeka. Ini adalah syarat pelaksanaan, bukan syarat sah, karena
penjaminan budak hukumnya sah, hanya tidak bisa dilaksanakan
tanpa seizin majikannya atau setelah dia dimerdekakan. Apabila
dia telah merdeka, maka wajib melaksanakan apa yang dijaminnya
saat masih berstatus budak.

Svarat lainnya adalah berkenaan dengan penjaminan yang
lebih dari sepertiga hartanya. Apabila orang sakit menanggung
utang yang lebih besar dari sepertiga hartanya, maka hukumnya
tidak sah. Apabila dia memiliki utang yang menghabiskan seluruh
hartanya maka penjaminannya batal.

Orang sakit tidak sah menjadi penjamin ahli waris atau
dijamin ahli waris. Apabila utangnya kurang dari sepertiga
hartanya, maka disyaratkan penjaminnya harus baligh dan berakal
sebagai syarat sah, dan juga syarat merdeka sebagai syarat
pelaksanaan, kemudian syarat sehat yaitu untuk penjaminan yang
lebih dari sepertiga hartanya.

Bagian Kedua: Berkenaan dengan orang yang berutang.
Disyaratkan agar dia orang yang mampu menyerahkan sesuatu
vang ditanggung baik oleh dirinya sendiri maupun wakilnya.
Apabila dia menanggung utang orang mati yang bangkrut, maka
hukumnya tidak sah, karena orang mati yang bangkrut tidak
mampu menyerahkan sesuatu yang dijamin baik dengan dirinya
maupun wakilnya, vaitu ahli waris, mengingat dia telah bangkrut.
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Akan tetapi bila orang yang telah wafat meninggalkan harta, mala
penjaminannya sah sesuai kadar harta tersebut. Inilah pendapat
yang benar.

Disyaratkan pula agar orang yang berutang dikenal. Jadi
tidak sah menjamin orang vang tidak dikenal bila penjaminannya
untuk masa mendatang yang disebut Mudhafah. Apabila seseorang
berkata kepada orang lain, “Aku menjamin sesuatu yang engkau
beli kepada masyarakat dengan cara utang (menyicil),” maka
penjaminannya tidak sah. Kasus ini bisa terjadi bila misalnya
seseorang hendak mengajari anaknya berdagang dan berusaha
menarik simpati konsumen yang membeli barangnya, dimana dia
berkata kepadanya, “Juallah kepada pembeli, meskipun dengan
utang (kredit) dan aku yang menjamin apa vang engkau jual
tersebut,” maka penjaminan ini tidak sah, karena orang-orang
vang dijamin tidak dikenal.

Contoh lainnya adalah bila dia berkata kepadanya, “Apabila
seseorang meng-ghashab  hartamu, maka aku vyang
menanggungnya.” Ini disebutkan sebagai penjaminan yang
digantungkan dengan syarat, dan ini semakna dengan Kafalah
Mudhafah (pénjaminan vang disandarkan). Yang dimaksud
disandarkan dan digantungkan adalah sesuatu yang terjadi di masa
mendatang. Lawan dari keduanya adalah penjaminan yang
dilakukan secara langsung yang terjadi pada saat itu juga. Untuk
penjaminan ini tidak disyaratkan agar orang yang berutang dikenal.
Contohnya adalah bila seseorang mengatakan kepada orang lain,
“Aku menjamin utang masyarakat padamu,” maka hukumnya sah
dan dia harus membuktikan siapa saja yang berutang, karena
dengan adanya penjaminan tersebut dia berhak meneliti siapa saja
vang berutang.
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Orang yang berutang tidak disyaratkan harus merdeka,
baligh dan berakal. Dengan demikian maka penjaminan yang
dilakukan anak kecil terhadap harta dan jiwa hukumnya sah, baik
dia sudah mumayyiz atau belum, baik dia diizinkan berdagang atau
tidak. Kemudian bila penjaminan tersebut atas perintah wali, maka
si anak bisa dipaksa untuk datang bersama orang yang menjamin
dalam penjaminan jiwa, kemudian si penjamin bisa menagih
jaminan pada harta si anak tersebut. Sedangkan bila
penjaminannya tidak atas perintah walinya, tapi atas perintah si
anak, bila dia diizinkan berdagang dan tidak dicegah mengelola
hartanya, maka si penjamin bisa menagih sesuatu yang ditanggung
pada harta si anak dalam penjaminan harta, dan si anak bisa
dipaksa datang bersamanya dalam penjaminan jiwa. Akan tetapi
bila tidak demikian maka tidak perlu melakukannya.

Bagian Ketiga: Berkenaan dengan orang vang
berpiutang. Disyaratkan agar dia dikenal. Jadi tidak sah seseorang
menanggung (utang) orang vang tidak dikenalnya. Dia juga harus
berakal, sehingga tidak sah menjamin saat sedang gila. Begitu pula
anak kecil yang belum berakal, karena orang yang berpiutang tidak
bisa melakukan penjaminan secara sempurna kecuali dengan
menerimanya, menurut pendapat yang benar. Jadi dia wajib dari
kalangan orang yang diterima. Penjaminan juga tidak sah bila yang
menerima walinya. Adapun tentang status merdeka orang yang

- menanggung, maka ini bukan syarat.

Bagian Keempat. Berkenaan dengan sesuatu yang
dijamin baik berupa utang atau harta (barang) atau jiwa. Untuk
sahnya penjaminan dalam utang ada dua syarat:
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Pertama: Utangnya sah. Yang dimaksud utang yang sah
adalah utang vang tidak gugur kecuali dengan dibayar atau
dibebaskan oleh orang yang berpiutang dengan memaafkan orang
vang berutang. Berkenaan dengan pembebasan utang, orang yang
berpiutang bisa melakukan sesuatu yang bisa menggugurkan utang
tersebut. Misalnya adalah mahar istri sebelum disetubuhi; ia bisa
gugur bila si perempuan rela bila sang anak (dari calon suami)
menciumnya dengan syahwat. Meskipun secara hakekat tidak
membebaskan tapi dengan perbuatan si perempuan tersebut bisa
membebaskannya secara hukum.

Hutang yang sah adalah utang vang tidak gugur kecuali
dengan dibayar atau dibebaskan baik secara hakikat maupun
hukum. Inilah utang vang sah bila dilakukan penjaminan
terhadapnya. Adapun selain itu, maka tidak sah. Seperti utang
Kitabah, karena orang yang berutang vaitu si budak Mukatab bisa
membatalkan akad Kifabah kapan saja dia mau. Akan tetapi ada
pengecualiannya vaitu utang yang ditanggung bersama oleh dua
orang, karena meskipun ia merupakan utang yang sah tapi tidak
sah bila salah satu dari keduanya menjaminnya.

Contohnya adalah bila seseorang membeli barang dari dua
orang yang berserikat seharga 20 Pound dengan pembayaran
secara tempo, hukumnya tidak sah bila salah satu dari keduanya
menjamin pembeli dalam harganya, karena bila dia menjaminnya
sementara Svirkahmiya masih tetap berlaku dan dia menjamin
separth yang merupakan milik bersama, maka dia hanya
menjamin untuk dirinya sendiri. Karena setiap bagian yang
diberikan oleh si penanggung atau diberikan oleh orang yang
berutang menjadi bagiannya di dalamnya. Apabila dia
menjaminnya dalam sebagian milik mitranya tanpa menjadi
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kepemilikan bersama, maka artinga ia merupakan pembagian
utang sebelum diterima, dan ini tidak dibolehkan. Karena arti
pembagian adalah agar masingmasing dari keduanya
mendapatkan bagiannya dan menjaganya, dan ini tidak bisa
terlaksana dalam utang yang belum diterima, mengingat dia sibuk
dengan menanggung orang yang berutang. Ini adalah perkara
vang bersifat maknawi. Apabila penjamin orang asing, maka
penjaminannya sah dengan tetapnya Syirkah. Barangsiapa
membeli barang dari dua pedagang, lalu mendatangkan penjamin
kepada keduanya maka hukumnya sah dan apa yang diberikan
oleh penjamin sama dengan apa yang diberikan oleh berutang asli.

Akan tetapi ada pengecualian, yaitu nafkah yang ditetapkan
dengan pengadilan atau dengan adanya saling ridha (antara kedua
pihak), karena ini bukan utang yang sah mengingat ia bisa gugur
dengan kematian atau thalak. Meski demikian, penjaminan
terhadapnya sah. Adapun bahwa nafkah tersebut gugur dengan
kematian atau thalak, maka ini terjadi bila diutangkan dengan
perintah hakim. Apabila tidak demikian, maka ia merupakan utang
sah yang tidak gugur sama sekali.

Kedua: Utang tersebut bersifat tetap. Maksudnya adalah
bahwa utang tersebut tidak gugur. Apabila seseorang memiliki
piutang pada orang mati yang bangkrut, maka tidak sah
melakukan penjaminan terhadapnya, karena orang mati vang
bangkrut utangnya gugur.

Tidak disyaratkan agar utang tersebut diketahui. Oleh
karena itu sah melakukan penjaminan pada utang yang tidak
diketahui dan belum diberikan harganya, lalu ada orang yang
menjaminnya.
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Contoh utang yang sah adalah pinjaman dan harga barang
yang dijual dengan akad yang sah. Apabila seseorang membeli
barang pada orang lain dan memberikan harganya, kemudian
ternyata akadnya rusak setelah itu, maka orang yang menanggung
boleh memilih apakah akan menarik kembali apa yang telah
diberikannya kepada penjual atau menagihnya kepada pembeli.

Adapun bila akad jual-belinya sah pada waktu penjaminan
lalu ditambahkan syarat yang merusaknya setelah itu, maka orang
yang menjamin bisa menuntut apa yang telah diberikannya kepada
pembeli saja, sementara pembeli bisa menagihnya kepada penjual.
Perbedaannya adalah bahwa penjual dalam kondisi pertama telah
menerima apa vang menjadi haknya, karena akad waktu
penjaminan telah rusak sehingga si penjamin bisa menagihnya.
Adapun dalam kondisi kedua, penjual telah menerima apa yang
menjadi haknya, karena akadnya sah dan si penjamin hanya
menagih kepada pembeli saja dan tidak perlu menagih kepada
penjual.

Adapun berkenaan dengan penjaminan terhadap harta
(Ain), disyaratkan agar ia dijamin dengan sendiri atau dengan
lainnya, sebagaimana vang telah kami uraikan dalam definisi
Kafalah. Di antara harta yang dijamin dengan sendirinya adalah
barang vang dijual dengan penawaran saat dibeli. Apabila
seseorang menawar dagangan vang dijual orang lain yang
harganya telah disebutkan kemudian dia menerimanya dengan
ketentuan keluarganya ingin melihatnya terlebih dahulu sebelum
barang tersebut dibeli, maka penjaminan ini sah. Adapun bila
harganya tidak disebutkan maka ia menjadi amanah. Dan tidak sah
menjamin sesuatu yang tidak dijamin seperti barang titipan, harta
Mudharabah dan harta Syirkah, karena harta-harta ini tidak
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dipaksa untuk diserahkan sechingga tidak sah bila dilakukan
penjaminan terhadapnya.

Ada juga bagian lain, yaitu harta yang wajib diserahkan
akan tetapi merupakan amanah, seperti barang pinjaman dan
barang yang disewa oleh orang yang menyewa. Penjaminan
terhadapnya hukumnya sah. Akan tetapi bila ia rusak, si penjamin
tidak wajib mengganti dengan yang senilai dengannya. Apabila
seseorang menyewa binatang tunggangan pada orang lain, lalu ada
orang lain yang menjaminnya, kemudian binatang tersebut mati di
tangan orang yang menyewa, maka si penjamin tidak wajib
mengganti dengan yang senilai. Kemudian, meskipun penjaminan
tidak sah dengan barang yang sama yang tidak dijamin, akan
tetapi sah menyerahkannya. Apabila seseorang menanggung akan
menyerahkan barang titipan orang lain yang ada pada si fulan
maka hukumnya sah. Contohnya adalah bila dia menanggungnya
akan menyerahkan barang pinjaman yang ada padanya.

Adapun berkenaan dengan penjaminan terhadap jiwa,
disyaratkan agar orangnya bisa diserahkan. Jadi tidak sah
menjamin orang yang sedang pergi tanpa diketahui tempatnya,
karena dia tidak bisa menghadirkan dan menyerahkannya.
Contohnya adalah bila seseorang mengeluarkan harta kepada
orang lain untuk membangun rumah dengan syarat orang tersebut
membangunnya sendiri, maka hukumnya tidak sah. Karena
penjaminan orang yang mengurus pekerjaan sendirian tidak sah,
mengingat kemampuannya tidak sama dengan kemampuan si
penjamin untuk memaksanya bekerja. Memang benar bahwa
penjaminan terhadap jiwa dimana si penjamin bisa
menghadirkannya saat dibutuhkan hukumnya sah.
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Di antara syarat-syarat yang berkenaan dengan sesuatu
yang dijamin (hutang dan sebagainya) adalah bahwa ia bukan
merupakan Had atau Qishash. Jadi tidak sah melakukan
penjaminan terhadap keduanya karena keduanya tidak mungkin
diserahkan. Yang sah adalah penjaminan orang yang wajib
dihukum Had atau Qishash, yaitu dengan menghadirkannya ketika
telah tetap hukumnya.

Bagian Kelima: Berkenaan dengan shighat Disyaratkan
agar ia tidak digantungkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan
penjaminan. Misalnya seseorang dengan mengatakan kepada
orang lain, “Aku menanggung utangmu pada si fulan jika turun
hujan atau angin bertiup atau lain sebagainya.” Bentuk ucapan
seperti ini tidak sah dijadikan sebagai penjaminan, karena ia
berhubungan dengan syarat yang tidak terealisasi terjadinya,
mengingat tujuan penjaminan adalah menguatkan, sementara
syarat ini tidak sesuai dengannya. Adapun penjaminan yang
digantungkan pada syarat yang sesuai maka hukumnya sah.

Svarat dianggap sesuai dengan penjaminan dengan salah
satu dari tiga hal:

Pertama: Svaratnya merupakan sebab lazimnya hak.
Misalnya seseorang berkata kepada temannya, “Aku menjamin
untukmu barang vang dijual bila ternyata ia milk selain
penjualnya.” Jadi syarat disini yaitu adanya barang yang dijual
bukan milik penjual adalah merupakan sebab lazimnya hak yang
dijamin, yaitu wajibnya harga bagi penjual atas pembeli.

Contoh lainnya adalah bila seseorang mengatakan kepada
temannya, “Aku menjamin untukmu barang vang dititipkan pada si
fulan bila dia mengingkarinya.” Hal ini karena pengingkarannya
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merupakan sebab bagi wajibnya harganya atasnya. Berbeda bila
dia mengatakan kepadanya, “Berjalanlah di jalan anu! Jika kamu
dimakan binatang buas maka aku yang menanggungnya,” maka
penjaminan ini tidak sah, karena perbuatan binatang buas tidak
bisa dijamin.

Kedua: la merupakan sebab yang memudahkan orang
yang menanggung mengambil harta secara penuh dari orang yang
berutang asli. Misalnya dengan mengucapkan, “Jika Zaid datang
maka akulah yang menanggung utangnya.” Syarat dalam contoh
ini vaitu kedatangan Zaid, merupakan sebab yang memudahkan
orang yang berpiutang mengambil haknya dari orang yang datang,
vang memiliki utang, yaitu Zaid. Dan disyaratkan agar Zaid yang
datang itu merupakan orang yang berutang kepada orang vang
berpiutang, sebagaimana vyang telah kami uraikan, atau dia
seorang vang melakukan Mudharabah atau orang yang meng-
ghashab atau sejenisnya. Adapun bila dia merupakan orang lain,
misalnya dengan berkata, “Aku menjamin utangmu pada Zaid bila
Amr pulang dari perjalanannya,” maka hukumnya tidak sah,
karena Amr yang merupakan orang lain bukan orang yang
berutang dan tidak ada kaitannya dengan utang, sehingga tidak
sah menggantungkannya dengan kedatangannya.

Ketiga: la merupakan sebab vyang menyulitkan
pengambilan hak secara penuh. Misalnya seseorang berkata, “Jika
Zaid pergi dari negeri ini maka akulah yang menanggungnya.”
Syarat yang disebutkan vaitu kepergian Zaid merupakan sebab
utang tersebut tidak bisa diambil. Hukumnya sah menjamin
dengan bentuk seperti ini.
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Contoh lainnya adalah bila seseorang mengatakan kepada
temannya (misalnya), “Aku menjamin utangmu pada si fulan bila
dia mati tanpa meninggalkan apapun,” dan lain sebagainya.

Kesimpulannya adalah bahwa menggantungkan
penjaminan tersebut, sampai jangka waktu yang tidak diketahui
tapi sangat parah. Misalnya dengan berkata, “Aku menjamin
untukmu diri Zaid saat angin bertiup atau saat turun hujan.” Dalam
kondisi seperti ini Aafalah berlaku dan jangka waktunya batal.

Adapun bila jangka waktunya tidak diketahui tapi terlalu
parah, misalnya dengan berkata, “Aku menjamin Zaid untukmu
sampai waktu panen atau sampai musim Nairuz” dan lain
sebagainya, maka hukumnya sah, penjaminannya berlaku dan
jangka waktunya juga berlaku.

Adapun bila jangka waktu penjaminan ditentukan sampai
waktu tertentu, misalnya dengan berkata, “Aku menjamin Zaid
untukmu atau utangmu pada Zaid sejak saat ini sampai satu
bulan,” maka dia telah menjamin selama satu bulan, tanpa
diperselisihkan lagi. Adapun bila dia berkata, “Aku menjaminmu
satu bulan,” tanpa menyebutkan dari dan sampai kapan, maka
para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama
berkata, “Dia senantiasa menjamin.” Sebagian lainnya berkata,
“Dia hanya menjamin selama waktu yang disebutkannya dan tidak
menjamin setelah itu.” Adapun bila dia berkata, “Aku menjamin
sampai satu bulan saja” tanpa menyebutkan “sejak,” maka para
ulama juga berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan
bahwa hukumnya seperti yang pertama, sementara sebagian
lainnya mengatakan bahwa hukumnya seperti yang kedua.
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Intinya adalah bahwa shighat Kafalah (penjaminan)
disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Apabila menurut tradisi
ucapan tersebut tidak dimaksudkan kecuali untuk menangguhkan
Kafalah dengan jangka waktu yang diketahui, maka hukumnya
berlaku demikian. Tidak ada bedanya apakah dengan menyebut
kata “Sejak” dan “Hingga” atau tidak menyebut kata-kata tersebut.
Seandainya seseorang berkata, “Aku menanggungmu selama satu
bulan,” maka dia menanggungnya selama masa tersebut saja dan
tidak perlu menanggungnya setelah itu kecuali bila ada korelasi
vang bertentangan dengan tradisi tersebut, lalu diterapkan
demikian.

Sebagaimana penjaminan tidak sah bila digantungkan
dengan syarat yang tidak sesuai, maka membebaskan diri darinya
juga tidak sah bila digantungkan dengan svarat yang tidak sesuai.
Apabila orang yang berpiutang mengatakan kepada orang yang
menanggung utang, “Apabila tiba esok hari maka engkau bebas
dari utang tersebut,” maka pembebasan ini tidak sah dan orang
yang berpiutang tetap harus menagih utang tersebut kepadanya (si
penjamin) sebagaimana sebelumnya.

Yang dimaksud syarat yang tidak sesuai adalah setiap
syarat yang tidak bermanfaat apapun bagi orang yang berpiutang
sebagaimana yang telah kami jelaskan. Begitu pula perkataan,
“Kalau kamu masuk neraka maka engkau bebas dari penjaminan
tersebut,” dan perkataan-perkataan lainnya yang syarat-syaratnya
tidak sesuai dengan kebiasaan. Adapun syarat-syarat yang sesuai
dengan kebiasaan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang yang
berpiutang, maka hukumnya sah bila menggantungkan
pembebasan penjaminan tersebut dengannya. Seperti perkataan,
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“Apabila kamu membayar sebagian utang tersebut kepadaku,
maka engkau bebas dari penjaminan yang tersisa.”

Asy-Syirazi s berkata: Pasal: Apabila seseorang
menjual barang dengan syarat harganya akan dijamin
oleh seseorang, maka hukumnya tidak dibolehkan
sampai si penjamin menentukannya. Karena tujuannya
berbeda sesuai dengan perbedaan orang vyang
menjamin. Sebagaimana ia juga berbeda sesuai dengan
perbedaan barang yang digadaikan dengan jaminannya.
Apabila dia mensyaratkan agar barang tersebut dijamin
oleh orang yang bisa dipercaya, maka hukumnya tidak
dibolehkan sampai dia menentukannya, karena orang
vang bisa dipercaya juga berbeda-beda tingkatannva.
Apabila dia tidak bisa melaksanakan apa vyang
disyaratkan berupa penjaminnya, maka penjual boleh
memilih, karena dia masuk dalam akad dengan syarat
sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, tapi belum
menerima syarat tersebut sehingga berlaku baginya
untuk memilih, seperti halnya bila dia mensyaratkan
untuknya jaminan dan tidak melaksanakan jaminannya.

Apabila dia mensyaratkan agar ada dua saksi
yang menyaksikannya, maka hukumnya dibolehkan
tanpa menentukan, karena tujuannya tidak berbeda
dengan adanya perbedaan pada saksi. Apabila dia
menentukan dua saksi, maka keduanya boleh diganti
dengan yang lain? Dalam hal ini ada dua pendapat
fugaha Syafi’iyyah:
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Pertama, tidak boleh, sebagaimana tidak
dibolehkan dalam penjaminan;

Kedua, boleh, karena tujuannya tidak berbeda.

Penjelasan Hukum-Hukum: Apabila seseorang menjual
sesuatu kepada orang lain dengan harga dalam tanggungannya
dengan syarat ada orang tertentu yang menjamin harganya, maka
penjualan dan syaratnya sah, karena kondisi memang
membutuhkan syarat orang yang menjamin dalam akad jual-beli,
mengingat dia masuk dalam jualbeli dengan syarat tersebut.
Apabila pembeli tidak melaksanakan syaratnya, maka penjual
boleh memilih. Sedangkan bila pembeli mendatangkan penjamin
vang tidak ditentukan, maka penjual tidak wajib menerimanya dan
tetap boleh memilih, meskipun penjamin yang dibawa pembeli
lebih kuat dari penjamin yang ditentukan, karena bisa saja ada
tujuan tertentu dalam penjaminannya yang ditentukan. Apabila dia
mensyaratkan dalam jual-beli agar ada orang yang menjamin
harganya bersamanya maka syarat tersebut tidak sah dan jual-
belinya batal, karena orang yang bisa dipercaya itu berbeda-beda.
Apabila syaratnya tidak diketahui maka jual-belinya batal.

Cabang: Apabila seseorang menjual barang dagangan
kepada orang lain dengan harga tertentu dengan syarat ada dua
saksi yang menyaksikannya, maka hukumnya dibolehkan tanpa
penentuan. Apabila dia harus mendatangkan dua saksi tertentu lalu
dia mendatangkan dua saksi yang adil tapi tidak tertentu, maka
hak memilih pihak lainnya gugur? Dalam hal ini ada dua pendapat
fugaha Syafi’iyyah:
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Pertama: Pihak lain tidak wajib menerimanya. Dia boleh
memilih apakah akan membatalkan jual-beli sebagaimana yang
telah kami katakan berkenaan dengan penjamin tertentu.

Kedua: Dia wajib menerimanya dan tidak ada pilihan
baginya, karena tidak ada tujuan baginya dalam saksi-saksi yang
ditentukan tersebut bila keduanya merupakan orang yang adil.

Oleh karena itulah kami katakan, “Berkenaan dengan
orang vang menanggung, disyaratkan dia harus ditentukan.
Sedangkan untuk saksi, boleh mensyaratkan dua saksi adil
meskipun tidak ditentukan. Adapun pendapat yang berlaku dalam
madzhab kami adalah bahwa syarat yang berkenaan dengan saksi
ini hukumnya sah menjadi pegangan bagi masing-masing dari dua
orang vyang bertransaksi jual-beli, dan masing-masing dari
keduanya boleh memilih apabila mensyaratkan demikian kepada
vang lainnya, sementara pihak lainnya tidak melaksanakannya. Hal
ini karena penjual memiliki tujuan dalam menguatkan dengan
kesaksian, karena khawatir barang yang dijual akan dimilikinya
sehingga dia bisa menagih harganya kepada penjual.”

Asy-Syirazi @& berkata: Pasal: Sah melakukan

penjaminan semua utang vang bersifat lazim, seperti
harga, upah, kompensasi pinjaman, utang jual-beli
dengan pembayaran langsung tapi barangnya
belakangan, divat Jinayah dan jaminan barang vyang
rusak, karena ia merupakan pegangan untuk
mendapatkan hak dengan penuh. Jadi hukumnya sah
dalam setiap utang yang lazim, seperti gadai. Adapun
utang yang tidak lazim seperti utang Kitabah, maka
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tidak sah melakukan penjaminan terhadapnya, karena
budak Mukatab tidak wajib membayarnya sehingga
tidak wajib dijamin. Disamping itu penjaminan
bertujuan menguatkan utang, sedang utang Kifabah itu
tidak mungkin dikuatkan karena si budak tidak bisa
menggugurkannya bila dia mau, oleh karena tidak ada
artinya bila ia dijamin. Sedangkan berkenaan dengan
harta /i'alah dan harganya, selama masa memilih
(Khiyar) ada tiga pendapat fuqaha Syafi’iyyah:

Pertama, penjaminannya tidak sah, karena ia
merupakan utang yang tidak lazim sehingga tidak sah
dijamin, seperti utang Kitabah.

Kedua, utangnya sah, karena ia bisa menjadi
lazim sehingga penjaminannya sah.

Ketiga, penjaminan harga selama masa memilih,
hukumnya sah, akan tetapi tidak sah menjamin harta
Ji'alah, karena akad jual-beli bisa kembali menjadi
lazim, sementara akad Ji’alah tidak bisa menjadi lazim
seketika. Adapun harta yang disyaratkan dalam lomba
lari dan lomba memanah, dalam hal ini ada dua
pendapat. Pertama, ia seperti ljarah sehingga sah
melakukan penjaminan terhadapnya. Kedua, ia seperti
Ji’alah sehingga berkenaan dengan penjaminannya ada
dua pendapat fugaha Syafi’iyyah.

Penjelasan Hukum:

Para sahabat kami berkata, “Hak-hak ada empat macam:
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Pertama; hak vyang lazim seperti harga (pembayaran)
dalam tanggungan setelah diterimanya barang vang dijual, upah
dalam tanggungan setelah selesainya Jarah, harta upah setelah
selesainya Jiakh, mahar setelah bersetubuh atau separuhnya
setelah akad sebelum bersetubuh, kompensansi Qardh, benda
vang senilai dengan benda yang dirusak. Semuanya sah dijamin
karena ia merupakan utang yang lazim lagi tetap.

Kedua; Utang vang lazim tapi tidak tetap, seperti mahar
sebelum bersetubuh, harga barang yang dijual sebelum dijual, upah
sebelum Jarah selesai, dan utang jual-beli Salam. Semuanya sah
dijamin. Akan tetapi menurut Ahmad bin Hanbal dalam satu dari
dua riwayat menyatakan bahwa penjaminan seorang muslim
terhadapnya tidak sah, karena ia akan menyebabkan barang yang
diterima diambil secara penuh dari barang yang seharusnya tidak
diterima, jadi ia seperti Hiwalah. Adapun dalil yang kami jadikan
acuan adalah bahwa ia merupakan utang yang lazim sehingga sah
dijamin, seperti mahar sebelum terjadi persetubuhan.

Ketiga, Utang vang tidak lazim dan tidak bisa menjadi
lazim, vaitu utang Kitabah. Tidak sah menjamin utang ini, karena
budak Mukatab tidak bisa menggugurkannya dengan alasan dirinya
lemah. Oleh karena itu tidak sah menjaminnya. Disamping
tanggungan orang yang menanggung itu merupakan cabang dari
tanggungan orang vang ditanggung. Apabila asalnya tidak lazim,
maka cabangnya juga tidak lazim, mengingat salah satu hukum
penjaminan adalah ia harus bersifat lazim. Akan tetapi bila budak
Mukatab memiliki utang pada orang lain, maka penjaminannya
sah, karena ia merupakan utang yang lazim atasnya.
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Sedangkan bila dia memiliki utang pada majikannya selain
utang Kitabah (cicilan untuk memerdekakan dirinya), apakah sah
penjaminannya? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Syafi’iyyah:

Pertama, penjaminannya sah, karena dia dipaksa untuk
membayamya.

Kedua, tidak sah penjaminannya, karena terkadang dia
tidak bisa membayarnya sehingga tanggungan tersebut gugur. Al
Imrani mengatakan: Asal dari keduanya adalah dua pendapat
fugaha Svafi'iyyah berkenaan dengan kasus apakah utang
senantiasa tetap dalam tanggungannya terhadap majikannya
setelah menjadi miliknya? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Svafi’iyyah. Apabila kami katakan bahwa ia senantiasa tetap, maka
penjaminannya sah. Sedangkan bila kami katakan bahwa ia tidak
senantiasa tetap maka penjaminannya tidak sah.

Keempat, Utang yang tidak lazim akan tetapi bisa menjadi
lazim, vaitu harta Jialah sebelum pekerjaan dilakukan. Misalnya
seseorang berkata, “Barangsiapa mengembalikan untaku yang
hilang, maka dia akan mendapat upah satu Dinar.” Akan tetapi
bila ada orang lain yang menjaminnya sebelum unta tersebut
kembali, apakah hukumnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat
fugaha Syafi’iyyah:

Pertama, hukumnya sah, berdasarkan firman Allah &,
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“Penveru-penyeru itu berkata, ‘Kami kehilangan piala raja,
dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

7 n

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya’.
(Qs. Yuusuf [12): 72).

Dalam ayat ini penjaminan yang dilakukan penyeru
terhadap harta Jialah dan hadiah seberat beban unta adalah
sesuatu diketahui jelas.

Kedua, tidak sah, karena ia merupakan utang yang tidak
lazim sehingga tidak sah dijamin, sebagaimana harta Kitabah. Ada
pula ulama yang berkata, “Penyeru tidak menjaminnya, akan
tetapi hanya memberitahukan tentang raja yang akan memberi
upah seberat beban unta kepada orang yang bisa mengembalikan
piala raja, dan bahwasanya sang rajalah yang berkata, ‘Dan aku

r

menjamin terhadapnya’.

Adapun penjaminan terhadap harga barang yang dijual
dalam masa memilih, sahabat-sahabat kami berselisih pendapat
dalam hal ini. Di antara mereka ada yang berkata, “Ada dua
pendapat fugaha Syafi'iyyah dalam masalah ini seperti pendapat
mereka dalam harta Jialah sebelum pekerjaan dilakukan.” Ada
pula yang mengatakan, penjaminannya sah karena bisa menjadi
lazim. Demikianlah menurut satu pendapat. Disamping itu
harganya telah menjadi lazim. Dia memang boleh
menggugurkannya karena utang tersebut lazim lagi tetap, jadi ia
seperti mahar sebelum terjadi persetubuhan. Adapun sebelum
dilakukan pekerjaan, apabila orang yang mengeluarkan untuk

salah satu dari keduanya atau orang lain, apakah penjaminannya
sah?
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Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah, seperti
harta Jialah -meskipun harta untuk hadiah lomba dari salah satu
dari keduanya dan antara keduanya ada Muhalliinya-. Apabila
kami katakan bahwa ia seperti Jiarah, maka penjaminannya sah,
seperti penjaminan upah sebelum habisnya masa Jarah.
Sedangkan bila kami katakan bahwa ia seperti Jiakah, maka
tentang penjaminan harta untuk keduanya atau salah satunya ada
dua pendapat fugaha Syafi'iyyah, seperti halnya yang berlaku
dalam harta Ji alah.

Cabang: Adapun berkenaan dengan divat Jinayah (harta
tebusan karena tindak kejahatan), apabila bentuknya Dirham atau
Dinar, misalnya seseorang berbuat kriminal terhadap seorang
budak atau ada unta yang hilang, atau kami katakan bahwa divat
nya wajib dengan 1000 Mitsga/ atau 12.000 Dirham, maka
penjaminannya sah. Sedangkan bila yang wajib berupa unta,
apakah wajib menjaminnya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi'iyyah
berdasarkan dua pendapat imam Asy-Syafi’i tentang kebolehan
menjualnya.

Cabang: Adapun berkenaan dengan penjaminan nafkah
istri, apabila seseorang menjaminnya selama beberapa saat dan
telah berlalu, maka hukumnya sah, karena ia merupakan utang
yang bersifat lazim lagi tetap, jadi ia seperti mahar setelah terjadi
persetubuhan. Sedangkan bila dia menjamin nafkahnya pada hari
gilirannya, maka hukumnya juga sah, karena ia merupakan utang
yang lazim sehingga sah dijamin. Adapun bila ia tidak tetap,
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seperti penjaminan terhadap mahar sebelum terjadi persetubuhan,
maka hukumnya tidak sah. Adapun bila seseorang menjaminnya
untuk masa mendatang yang diketahui jelas, apakah hukumnya
sah? Dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-Syafi’i
berdasarkan ketentuan bahwa nafkah menjadi wajib, karena
adanya akad atau karena adanya akad dan kemampuan
bersetubuh.

Dalam pendapat lamanya (Qau/ Qadim) beliau (Asy-Syafi’i)
berkata, “la menjadi wajib karena adanya akad dan harus dibayar
secara penuh selama satu hari dan seterusnya.” Berdasarkan hal
ini maka sah menjamin nafkah untuk beberapa waktu yang
diketahui. Akan tetapi tidak perlu menjamin kecuali untuk
nafkahnya orang miskin, meskipun sewaktu terjadi penjaminan,
suami dalam keadaan kaya. Hal ini karena nafkah orang miskin
bersifat pasti, sedangkan yang lebih dari itu diragukan. Sedangkan
dalam pendapat barunya (Qau/ Jadid) beliau berkata, “Nafkah tidak
wajib kecuali karena adanya akad dan kemampuan bersetubuh.
Berdasarkan hal ini maka tidak sah menjamin nafkah untuk masa
vang akan datang.”

Masalah ini telah diuraikan dalam cabang permasalahan

tentang rukun-rukun Dhaman dalam masalah kedua dari masalah-

masalah rukun keempat yang dikutip dari Raudhatuth Thalibin
karya imam An-Nawawi 4.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Tidak boleh
menjamin sesuatu vyang tidak diketahui, karena
penjaminan merupakan penetapan harta dalam
tanggungan dengan akad terhadap manusia, sehingga
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ia tidak dibolehkan bila tidak diketahui, seperti harga
dalam jual-beli. Sedangkan berkenaan dengan unta
diyat ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah:

Pertama; Tidak boleh menjaminnya, karena ia
tidak diketahui warna dan sifatnya.

Kedua; boleh menjaminnya, karena ia diketahui
umur dan jumlahnya, sementara untuk warna dan sifat
disesuaikan dengan tradisi yang berlaku.

Pasal: Tidak sah menjamin sesuatu yang tidak
wajib. Misalnya dengan berkata, “Apabila kamu
melakukan utang-piutang dengan si fulan maka akulah
vang menjaminmu.” Hal ini karena penjaminan
merupakan penetapan hak sehingga ia tidak
mendahului hak tersebut, seperti kesaksian.

Penjelasan Hukum: Tidak sah menjamin harta yang
tidak diketahui dan harta yang tidak wajib. Abu Al Abbas Tbnu
Suraij berkata, “Ini adalah pendapat imam Asy-Syafi'i yang lama
(Qauw/ Qadim).” Dia berkata, “Sah hukumnya menjamin nafkah istri
untuk masa vang akan datang, sedangkan ini (kasus lain)
merupakan penjaminan sesuatu yang tidak wajib dan penjaminan
sesuatu yang tidak diketahui.” Ini adalah metode ulama Khurasan
bahwa ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Syaikh Abu Hamid berkata, “Sahabat-sahabat kami
berselisih pendapat dalam masalah ini. Mereka mengatakan tidak
sah, dan ini merupakan satu pendapat saja. Mengenai perkataan
Asy-Syafi'i @ dalam pendapat lamanya bahwa sah menjamin
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nafkah istri untuk masa yang akan datang, maka dia hanya
membolehkannya disebabkan nafkah itu wajib karena adanya
akad, sedang dia telah menjamin sesuatu yang wajib baginya. Dan
tidak ada yang sah darinya kecuali penjaminan sesuatu yang
diukur, tapi tidak majhul”

Adapun dalil kami bahwa tidak sah menjaminnya adalah,
bahwa penjaminan merupakan penetapan harta dalam tanggungan
dengan adanya akad yang lazim sehingga tidak sah bila yang
ditanggung itu tidak diketahui dan tidak tetap, seperti harga dalam
jualbeli dan mahar dalam pernikahan. Jadi perkataan kami
“Dalam tanggungan” adalah pengecualian dari orang yang meng-
ghashab sesuatu yang tidak diketahui. Sedangkan perkataan kami
“Dengan adanya akad” adalah pengecualian dari orang vang
merusak harta dan barang orang lain atau menyetubuhi
perempuan dengan akad yang rusak, karena vang ini berlaku
dalam tanggungannya meskipun nilainya tidak diketahui.

Cabang: Dalam A/ /banah dikatakan, bahwa apabila
seseorang tidak mengetahui nilai utang tapi dia berkata, “Aku
menjamin utangmu dari 1 Dirham sampai 10 Dirham,” sementara
kami mengatakan bahwa tidak sah menjamin sesuatu yang tidak
diketahui, apakah penjaminan tersebut sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-Syafi’i:
Pendapat yang paling terkenal adalah bahwa hukumnya sah,
karena jumlah yang dijamin itu diketahui. Sedangkan menurut
pendapat kedua yang lebih dekat dengan givas (lebih tepat) adalah
bahwa hukumnya tidak sah, karena ukuran hak tersebut tidak
diketahui.
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Cabang: Adapun bila seorang laki-laki mengatakan
kepada orang lain, “Aku menjamin apa yang engkau berikan
kepada wakilku dan apa yang dia ambil darimu,” maka hukumnya
menjadi lazim, tidak dari sisi penjaminan, tapi dari sisi mewakilkan
tersebut, karena wakil itu merupakan representasi dari orang yang
mewakilkan.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Tidak boleh
menggantungkan penjaminan dengan syarat, karena ia
merupakan penetapan harta anak Adam dengan akad,
sehingga tidak boleh digantungkan dengan syarat,
seperti jual-beli. Apabila seseorang berkata, “Buanglah
barang-barangmu ke laut dan akulah yang akan
menanggungnya,” maka hukumnya sah. Apabila dia
telah membuangnya, maka penjamin  wajib
melaksanakan apa vyang dijaminnya, karena dia
menyuruh merusak dengan kompensasi untuk tujuan
vang benar. Ucapan ini mirip dengan perkataan
“Ceraikan istrimu atau merdekakan budakmu seharga
1000 Dirham!” Apabila dia berkata, “Juallah budakmu
kepada Zaid dengan harga 500 Dirham dan aku yang
akan menanggung uang 500 Dirham vang lain,” lalu
orang yang disuruh menjualnya, maka dalam hal ini ada
dua pendapat fugaha Syafi’iyyah:

Pertama; dJual belinya sah dan dia berhak
menerima gantinya, karena harta tersebut diberikan
sebagai ganti dari penghilangan kepemilikan sehingga

100 | 41 Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



mirip dengan perkataan, “Ceraikan istrimu atau
merdekakan budakmu dengan harga 1000 Dirham!”

Kedua; Hukumnya tidak sah, karena ia
merupakan penyerahan harta untuk tujuan yang tidak
benar sehingga tidak dibolehkan. Hal ini berbeda
dengan sesuatu yang diberikan dalam perceraian dan
pembebasan budak, karena ia merupakan penyerahan
harta untuk tujuan yang benar vyaitu melepaskan
perempuan dari suaminya dan melepaskan budak dari
majikannya.

Penjelasan Hukum:

Tidak sah menggantungkan penjaminan dengan syarat,
misalnya dengan mengatakan “Apabila datang awal bulan aku
akan menjamin utangmu pada si fulan.” Akan tetapi Al Mas’udi
meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia berkata, “Hukumnya
sah.”

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa
penjaminan merupakan penetapan harta anak Adam dengan akad
sehingga tidak sah menggantungkannya dengan syarat, seperti
jual-beli.

Adapun perkataan “Anak Adam” adalah pengecualian dari
nadzar, sebagaimana vang telah diuraikan pada pembahasan
sebelumnya. Sedangkan perkataan “Dengan akad” adalah
pengecualian dari wajibnya memberikan nafkah kepada kerabat
dan istri yang digantungkan dengan syarat.
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Cabang: Apabila seseorang mengatakan kepada orang
lain di laut saat ombak besar dan takut tenggelam, “Buanglah
barang-barangmu ke laut dan aku yang akan menanggungnya!”
lalu orang tersebut membuangnya, maka orang yang meminta
wajib menanggungnya. Akan tetapi menurut Abu Tsaur hukumnya
tidak sah menjamin sesuatu yang tidak wajib.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa orang
tersebut menyuruh merusak kepemilikan untuk tujuan yang benar
sehingga hukumnya sah. Seperti halnya bila seseorang
mengatakan, “Ceraikan istrimu dan aku akan menanggung 100
Dirham!” dengan tujuan benar untuk melenyapkan konflik atau
menolak bahaya, maka hukumnya sah. Begitu pula bila seseorang
berkata, “Merdekakan budakmu dan aku yang menanggung 100
Dirham!” maka tujuannya adalah benar, karena dengan
penjaminan tersebut seorang manusia bisa dibebaskan dari
perbudakan, dan ini juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah
dan impelementasi salah satu dari tujuan syariat yang mulia.

Apabila seorang laki-laki berkata, “Juallah budakmu kepada
Zaid seharga 1000 Dirham dan aku yang menanggung 500
Dirham!” lalu orang yang disuruh menjualnya, maka menurut Ash-

Shaidalani, apabila perkataan ini diucapkan dalam akad apakah
akadnya sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat Abu Al Abbas bin Suraij:

Pertama; sah melakukan jual-beli dan penjual berhak
mendapatkan 500 Dirham dari pembeli dan orang yang meminta
juga berhak mendapatkan 500 Dirham. Hal ini karena harta
tersebut diserahkan sebagai kompensasi dari hilangnya
kepemilikan sehingga hukumnya sah.
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Kedua; hukumnya tidak sah dan orang yang menyerahkan
tidak berhak atas apapun, karena seluruh harga menjadi wajib atas
pembeli. Apabila dia mensyaratkan sebagiannya pada orang lain,
maka hukumnya tidak sah.

. Apabila seseorang berkata, “Juallah mobilmu kepada si

fulan dan aku akan menanggung 1000 Dirham bila dia
mengizinkan 500 Dirham!” maka hukumnya dibolehkan. Akan
tetapi harus dilihat dulu, apabila dia menjamin sebelum barangnya
dijual, maka tidak wajib baginya, karena dia menjamin sebelum
wajib. Sedangkan bila dia menjaminnya setelah dijual, maka
hukumnya menjadi wajib atasnya.

Asy-Syirazi &  berkata: Pasal: Dibolehkan
menanggung utang yvang harus dibayar kontan sampai
jangka waktu tertentu, karena ini merupakan perbuatan
baik dan hukumnya disesuaikan menurut kondisi. Lalu

apakah boleh menanggung utang yang ditangguhkan
secara langsung?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Syafi’iyyah:

Pertama; boleh, sebagaimana dibolehkan
menanggung harta yang ditangguhkan.

Kedua; tidak boleh, karena penjaminan itu
merupakan cabang dari sesuatu yang ditanggung,

sehingga tidak boleh bila cabang disegerakan sementara
vang pokok ditangguhkan.
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Penjelasan Hukum: Apabila seseorang memiliki utang
pada orang lain yang harus dibayar kontan, lalu ada seseorang
yang menangguhnya sampai jangka waktu tertentu, maka
hukumnya sah dan ia harus disegerakan oleh orang yang berutang,
sementara orang yang menanggung boleh menangguhkannya,
karena penjaminan merupakan perbuatan baik dan harus sesuai
svaratnya. Begitu pula bila utangnya dibayar tempo sampai satu
bulan, lalu ada orang yang menanggungnya sampai dua bulan,
maka utang tersebut ditangguhkan selama satu bulan bagi orang
yang berutang, sementara untuk orang vyang menanggung
ditangguhkan sampai dua bulan. Apabila dikatakan, “Kalian
memiliki utang kontan yang tidak ditangguhkan, maka bagaimana
bisa ia ditangguhkan atas orang yang menanggung?” Jawabannya
adalah, bahwa utang tersebut tidak tetap atas penjamin secara
kontan, tapi yang berlaku baginya adalah pembayaran dengan cara
tempo, kemudian sejak awal utang tersebut memang ditangguhkan
pembayarannya.

Adapun bila seseorang memiliki utang yang harus dibayar
secara tempo, lalu ada orang yang menjamin akan membayarnya
secara kontan, atau ia ditangguhkan pembayarannya atas orang
vang berutang sampai dua bulan, lalu ada orang vang
menjaminnya dengan pembayaran secara tempo sampai tiga
bulan, maka dalam hal ini ada tiga pendapat fugaha Syafi'iyyah
vang diriwayatkan oleh Al Muhamili dan Ibnu Ash-Shabbagh:

Pertama; Penjaminannya sah dan penjamin waijib
membayarnya secara langsung, akan tetapi orang yang berutang
tidak wajib membayarnya secara langsung, karena si penjamin
menjamin utang dengan akad, sehingga sesuai perjanjian yang
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dibuat, seperti halnya bila dia menjamin utang yang harus dibayar
kontan secara tempo (berjangka).

Kedua; Penjaminannya tidak sah, karena orang vang
menjamin merupakan cabang dari orang yang berutang sehingga
tidak boleh bila yang hanya dituntut orang yang menjamin,
sementara orang yang berutang tidak.

Ketiga; Penjaminannya sah, akan tetapi tidak wajib
menyegerakannya sebagaimana asalnya (pokoknya).

Apabila hal ini telah jelas, maka apabila seseorang
menanggung utang yang kontan secara tempo, lalu dia wafat,
maka utang tersebut tetap berlaku baginya dan pembayarannya
harus diambil dari harta peninggalannya, dan ahli warisnya tidak
perlu menagih kepada orang vyang berutang sampai batas
waktunya habis. Akan tetapi menurut Zufar, mereka harus
menagihnya dalam utang yang dibayar kontan, karena si penjamin
menggabungkannya dengan orang yang berutang dan dia (orang
vang berutang) telah mengetahui bahwa penjaminan tersebut
berakhir dengan kematiannya.

Adapun argumentasi kami adalah bahwa orang vyang
berutang tidak mengizinkan penjaminan tersebut kecuali dengan
pembayaran sampai jangka waktu tertentu, sehingga dengan
demikian, maka dia tidak boleh dituntut untuk membayarnya
secara kontan. Apabila orang yang berutang wafat, dan jika orang
yang berpiutang memilih menagih utang tersebut pada orang yang
menjaminnya, maka dia tidak boleh menagihnya sebelum batas
waktunya habis. Apabila dia memilih menagihnya dari harta
peninggalan orang yang berutang, maka harus dengan
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pembayaran kontan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad
dan para sahabatnya.

Asy-Svirazi & berkata: Pasal: Dalam penjaminan
(Dhaman) tidak berlaku Khiyar (memilih), karena Khiyar
itu untuk mencegah terjadinya penipuan dan mencari
kepuasan (dalam memilih kualitas), sementara orang
vang menjamin itu masuk dalam akad dengan penuh
ketelitian bahwa dia ditipu dan tidak memiliki bagian
dalam akad tersebut. Oleh karena itulah dikatakan
bahwa penjaminan itu awalnya penyesalan, tengahnya
celaan dan akhirnya penanggungan.

Penjelasan: Redaksi “Penjaminan itu awalnya...,”
merupakan perkataan yang menggambarkan manusia yang
sengsara disebabkan bantuan dan pertolongan yang dilakukannya
kepada orang vang tidak bisa membayar utangnya. Perkataan ini
pada dasarmya tidak benar.

Hukum-Hukum:

Dalam penjaminan tidak boleh ada syarat Khivar (memilih).
Apabila ada syarat demikian, maka hukumnya batal. Hal ini karena
Khivar itu bertujuan untuk mencari bagian (agar puas dalam
bertransaksi), sementara orang yang menjamin telah mengetahui
bahwa dia ditipu bukan dari segi harta, tapi dari segi pahala. Oleh
karena itulah dikatakan “penjaminan itu awalnya penyesalan,
tengahnya celaan dan akhimya penanggungan.” Apabila telah jelas
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bahwa tidak ada syarat Ahivar di dalamnya, maka kami katakan
bahwa Dhaman adalah akad yang tidak memiliki Khivar syarat di
dalamnya sehingga bila ada, maka hukumnya batal, seperti Sharf
dan Salam.

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan masalah
ini:

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam Dhaman dan
Kafalah tidak ada Khivar, karena Khivar itu bertujuan untuk
mengetahui bagian, sementara orang vyang menjamin dan
menanggung itu mengetahui bahwa dia tidak memiliki bagian di
dalamnya. Disamping itu ia adalah akad yang tidak membutuhkan
penerimaan (gabuj sehingga tidak ada Khivar di dalamnya, seperti
nadzar. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad.
Dalam A/ Mughni dikatakan, “Sejauh yang kami ketahui tidak ada

seorang pun dari para ulama yang memperselisihkannya.” Wallahu
A’lam

Asy-Syirazi s berkata: Pasal: Penjaminan menjadi
batal bila syarat-syaratnya rusak, karena ia merupakan
akad yang bisa batal bila hartanya tidak diketahui. Jadi
ia batal bila syaratnya rusak, seperti jual-beli. Apabila
seseorang mensyaratkan penjaminan yang rusak dalam
akad jual-beli, apakah jual-belinya batal?

Dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-Syafi’i,
seperti dua pendapat dalam gadai yang rusak bila
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disyaratkan dalam jual-beli. Kami telah menjelaskan dua
pendapat tersebut dalam pembahasan gadai.

Penjelasan Hukum:

Penjaminan hukumnya batal karena syarat-syaratnya rusak,
karena ia merupakan akad yang bisa menjadi batal bila hartanya
tidak diketahui, sehingga hukumnya juga batal bila syarat-syaratnya
rusak, seperti jual-beli. Ini juga merupakan pengecualian dari
wasiat. Apabila seseorang berkata, “Aku menjual mobilku
kepadamu seharga 1000 Dirham dengan ketentuan si fulan
menanggung pembayarannya kepadamu dan dia boleh memilih,”
maka syarat ini rusak sehingga membuat penjaminannya ikut
rusak. Lalu apakah jual-beli juga menjadi rusak (tidak sah) bila ada
persvaratan demikian?

Dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-Syafi’i seperti
dua pendapat tentang orang yang mensyaratkan gadai yang rusak
dalam jual-beli. Masalah ini telah diuraikan dalam pembahasan -
gadai.

Asy-Svirazi & berkata: Pasal: Penjaminan utang
menjadi wajib atas orang yang menjamin, akan tetapi
utang tersebut tidak gugur dari orang yang berutang (A/

Madhmun ’Anhu). Dalilnya adalah hadits riwayat
Jabir &, dia berkata,
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“Seorang laki-laki dari kami wafat, lalu kami
mendatangi Nabi €& agar beliau menshalatinya. Maka
beliau pun melangkah satu langkah lalu bertanya,
‘Apakah mayat ini punya utang?’ Kami menjawab, ‘Dua
Dinar’. Lalu utang tersebut ditanggung oleh Abu
Qatadah. Kemudian sehari hari setelah itu Nabi &
bertanya (kepada Abu Qatadah), ‘Bagaimana dengan 2
Dinar itu?’ Abu Qatadah menjawab, ‘Dia baru saja
wafat kemarin’. Pada esok harinya Nabi & mengulangi
lagi pertanyaan tersebut, lalu Abu Qatadah menjawab,
‘Aku telah melunasinya’. Maka Nabi @ bersabda,
‘Sekarang kulitnya telah menjadi dingin (tidak lagi
disiksaf.”

Penjaminan adalah penetapan utang dalam
tanggungan sehingga utang tersebut tidak gugur dari
tanggungan tersebut, seperti gadai.
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Orang yang berpiutang boleh menagih kepada
orang vang menjamin utang tersebut dan boleh pula
menagih kepada orang vyang berutang, karena utang
tersebut berlaku dalam tanggungan keduanya, sehingga
boleh ditagih dari keduanya.

Apabila orang yang menjamin dijamin lagi oleh
orang ketiga, maka hukumnya ]uga dlbolehkan karena
ja merupakan penjaminan utang 'vang tetap, sehmgga
dibolehkan demikian, sepertl halnya pada pen]amman
pertama.

Apabila orang vang berutang menjamin si
penjamin, maka hukumnya tidak dibolehkan, karena dia
merupakan orang vang berutang asli, sementara si
penjamin merupakan c'jclxbwangnya., Oleh karena itu tidak
dibolehkan bila yang asal (pokok) menjadi cabang,
sementara vang cabang. menjadi asal (pokok).
Disamping itu dia sendiri memiliki tanggungan,
sehingga tidak ada manféatnya bila dia. menanggung
utang tersebut karena dia sendiri berutang. |

Penjelasar'l: Hadifs Jabir & 'redaksinya adalah,

\.:.:./)‘ l;‘: (3 Y L.E..‘P-/ 3 }M/ ‘)?-)
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Seorang lakilaki wafat, lalu kami memandikannya,
memberi ramuan pengawet pada tubuhnya lalu mengkafaninya.
Setelah itu kami mendatangi Nabi g% lalu berkata, “Maukah
engkau menshalatinya?” Maka beliau pun melangkah satu langkah,
lalu bertanya, “Apakah mavat ini punya utang?” Kami menjawab,
“Dua Dinar.” Maka beliau pun pergi. Lalu utang tersebut
ditanggung oleh Abu Qatadah. Kemudian kami mendatangi
Nabi €, lalu Abu Qatadah berkata, “Utangnya yang dua Dinar
ditanggung olehku.” Nabi g bertanya, “Apakah Allah telah
menunaikan hak orang yang berpiutang dan si mayat telah bebas
dari utangnya?” Abu Qatadah menjawab, “Ya.” Maka Nabi pun
menshalatinga. Kemudian sehari setelah itu Nabi bertanya,
‘Bagaimana dengan utang vang dua Dinar itu?” Abu Qatadah
menjawab, “Dia baru wafat kemarin.” Lalu Nabi kembali lagi pada
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esok harinya, maka Abu Qatadah berkata, “Aku telah
membayarnya.” Maka Nabi & bersabda, “Sekarang kulitnya
menjadi dingin. ” Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud,
An-Nasa‘i dan Ad-Daraquthni. Hadits ini juga di-shahihkan oleh
Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Adapun berkenaan dengan redaksi, &3 4 G5 & “Kami
membawanya kepada Nabi €%,” Al Hakim menambahkan, “Kami
menaruhnya di dekat tempat berdiringa malaikat Jibril .7
Sedangkan redaksi, @3a% “Lalu beliau pergi” adalah riwayat Al
Bukhari dalam hadits Abu Hurairah: Maka Nabi g bersabda, \;Lo
Fg""" & “Shalatilah teman kalian ini!”

Al Hafizh berkata dalam AfTalkhish: Hadits dengan
redaksi: Seorang jenazah dibawa kepada Nabi % untuk dishalati.
Lalu Nabi bertanya, “Apakah teman kalian ini punva utang?” Para
sahabat menjawab, “Ya, dua Dinar.” Lalu Abu Qatadah berkata,
“Utang itu aku yang tanggung, wahai Rasulullah.” Maka Nabi pun
menshalatinya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dari jalur Salamah
bin Al Akwa dengan redaksi yang panjang. Dalam redaksinya
disebutkan “Utangnya tiga Dinar.” Hadits ini juga diriwayatkan
oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa‘i dan Ibnu Hibban dari jalur
Jabir dengan redaksi, “Utangnya dua Dinar.” Ahmad, Ad-
Daraquthni dan Al Hakim menambahkan bahwa Nabi € bersabda

setelah Abu Qatadah membayar utang mayat tersebut, <35 &Y
3:0.’- && “Sekarang kulitnya menjadi dingin.” Dalam riwayat lain
disebutkan, 83 “Makamnya.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh
An-Nasa‘i dan At-Tirmidzi —dan telah di-shahifrkan olehnya- dari
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jalur Abu Qatadah tanpa menyebutkan nominal utang tersebut.
Sementara dalam riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban
utangnya disebutkan “Tujuh belas Dirham.” Dalam riwayat Ibnu
Hibban juga disebutkan, “Delapan belas Dirham.” Ibnu Hibban
juga meriwayatkan dari jalur Abu Qatadah “Utangnya dua Dinar.”
Dalam T7sigatnya juga diriwayatkan dari jalur Abu Umamah
dengan redaksi yang sama, hanya saja nama orang yang menjamin
tidak disebutkan, “Lalu berdirilah seorang laki-laki dari kaum yang
hadir seraya berkata, ‘Akulah yang akan membayar utangnya’.”
Adapun redaksi, “Ketika Abu Qatadah menanggung utang si
mayat, Nabi £ bertanya, Kamu mau menanggung hak orang
vang berpiutang dan membebaskan si mayat?’ Abu Qatadah
menjawab, ‘Ya’. Maka Nabi pun menshalatinya. Hadits ini
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan redaksi yang sama dan
Al Baihaqi dengan redaksinya, hanya saja di akhir redaksi
riwayatnya disebutkan, “Sekarang kulitnya telah dingin.”
Kemudian dia berkata, “Menurut para ulama peristiwa ini terjadi
pada masa awal Islam. Akan tetapi setelah Allah memberi banyak
kemenangan kepada kaum muslimin dengan ditaklukkannya
beberapa negeri, Nabi & bersabda,

80% %

el 2 Gaably B
‘Aku lebih berhak terhadap orang-orang beriman daripada
diri mereka sendiri’.”

Menurutku: Hadits riwayat Abu Sa’id Al Khudri @
menguatkan hadits riwayat Abu Qatadah,

f
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“Kami pernah menghadiri jenazah bersama Rasulullah £&.
Setelah jenazah tersebut diletakkan, Rasulullah bertanya, ‘Apakah
teman kalian ini punya utang?’ Para sahabat menjawab, ‘Ya, dua
Dirham’. Nabi & bersabda, Shalatilah teman kalian ini’. Maka Ali
pun berkata, ‘Wahai Rasulullah, utang dua Dirham itu aku yang
tanggung’. Maka Nabi pun berdiri lalu menshalati jenazah tersebut.
Setelah itu beliau menoleh ke arah Ali seraya bersabda, Semoga
Allah membalasmu dengan  kebaikan dan membebaskan
tanggunganmu sebagaimana engkau membebaskan tanggungan
saudaramu’.”

Hadits ini diriwayatkan. oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi
dari beberapa jalur dengan sanad-sanad dhaif Di akhir redaksinya
disebutkan,
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By &5 pled b

4
w5 g3

“Tidaklah seorang muslim membebaskan tanggungan
saudaranya kecuali Alleh akan membebaskan tanggungannya pada
Hari Kiamat” Sedangkan dalam seluruh redaksinya disebutkan, of

ohGs O G “Ufang tersebut dua Dinar.” Ada juga redaksi
tambahan,

4 t z
!

g » o
CEA °o
.MLQ‘MMH”/ J

“Apakah ini hanya untuk Ali atau untuk kaum muslimin
secara umum?” Jawab Nabi, “Unfuk kawn muslimin secara
umum.”

Hukum-Hukum: Apabila seseorang menanggung utang
orang lain maka utang tersebut berada dalam tanggungannya dan
orang yang berutang tidak bebas dari utang tersebut. Pendapat ini
dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah dan para ulama lainnya.
Sementara menurut Tbnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Daud dan
Abu Tsaur, orang yang berutang bebas dari utangnya dengan
adanya penjaminan tersebut dan tanggungan tersebut berpindah
kepada orang yang menjamin. Mereka berargumen dengan sabda
Nabi 2 kepada Abu Qatadah #, “Hak orang vang berpiutang,
engkau vang fanggung dan si mayat akan bebas dari
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tanggungannya?” Abu Qatadah, “Ya.” Juga berdasarkan sabda
Nabi kepada Ali, &= Ok Py itk @ &8 “Semoga Allah
membebaskan tanggunganmu sebagaimana engkau membebaskan
tanggungan saudaramu.”

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits riwayat

Jabir 4 yang telah kami uraikan dengan redaksi, sz &l& &35 6%

Pry

‘Sekarang kulitnya telah menjadi dingin.” Seandainya utang
tersebut berpindah dari orang yang berutang kepada orang yang
menjamin dengan adanya penjaminan tersebut, tentunya kulit si
penjamin menjadi dingin dengan penjaminan tersebut. Disamping
itu penjaminan adalah penetapan utang sehingga tidak
menggugurkan tanggungan orang yang berutang, seperti gadai dan
kesaksian.

Adapun tentang sabda Nabi kepada Abu Qatadah i,
sz %o &4 “Dan si mavat akan bebas?” maksudnya adalah
bebas sehingga tidak ditagih dari harta peninggalannya. Sedangkan
tentang sabda beliau kepada Ali 4, &isf by 888 WS &k, 4 &b
‘Semoga Allah membebaskan tanggunganmu sebagaimana
engkau membebaskan tanggungan saudaramu,” maksudnya
adalah bahwa awalnya Nabi & enggan menshalati mayat tersebut
karena utang yang ditanggungnya. Setelah Ali menjaminnya, maka
Allah membebaskan tanggungannya, karena Nabi telah
menshalatinya, sebab shalat beliau adalah rahmat.

Apabila hal ini telah jelas, maka orang yang berpiutang
boleh menagih kepada siapa saja yang dikehendakinya baik orang
yang menjamin maupun orang vang berutang. Pendapat ini
dinyatakan oleh Abu Hanifah. Sementara menurut Malik, orang
yang menjamin tidak perlu ditagih kecuali bila orang yang berutang
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tidak bisa ditagih. Adapun argumentasi kami adalah bahwa hak
tersebut berkaitan dengan tanggungan masing-masing dari
keduanya sehingga orang yang berpiutang boleh menagih kepada
masing-masing dari keduanya, layaknya dua orang yang menjamin.

Cabang: Al Imrani berkata dalam A/ Bayan, “Apabila
seorang penjamin dijamin lagi oleh orang lain, maka penjaminan
tersebut sah, karena ia merupakan utang yang bersifat lazim
atasnya, seperti penjaminan pertama. Sedangkan bila seseorang
menjamin si penjamin dan orang vyang berutang, maka
penjaminannya tidak sah, karena dalam penjaminan ada hak
menuntut, sementara dengan penjaminan tersebut tidak ada
manfaatnya karena hak tersebut telah tetap dalam tanggungan
sebelum ada penjaminan. Disamping itu penjamin adalah cabang
dari orang yang berutang (orang vang dijamin) sehingga tidak
dibolehkan asal menjadi cabang sementara cabang menjadi asal.”

Asy-Syirazi @ berkata: Pasal: Apabila seseorang
menanggung' utang orang lain tanpa seizin orang yang
berutang, maka dia tidak boleh meminta kepada orang
yang berutang agar membebaskan utangnya, karena dia
tidak masuk di dalam permasalahan dengan seizinnya
sehingga tidak wajib membebaskannya. Sedangkan bila
dia menanggung dengan seizinnya, maka harus dilihat
dulu. Apabila orang vang berpiutang menuntutnya
maka dia boleh menuntutnya agar membebaskannya;
karena apabila dibolehkan menanggung utang orang
lain maka dibolehkan menuntutnya dengan sesuatu
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yang menjadi tuntutan. Sedangkan bila dia tidak
menuntutnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat
fugaha Syafi’iyyah.

Pertama: Dia boleh menuntutnya, karena utang
tersebut ditanggung dengan seizinnya, sehingga boleh
meminta agar membebaskan tanggungannya, seperti
orang yang meminjamkan barang kepada orang lain
untuk digadaikan kemudian barang tersebut digadaikan.

Kedua: Dia tidak boleh menuntutnya. Inilah
pendapat yang benar, karena apabila dia tidak
menanggungnya sebelum orang tersebut berutang,
maka dia juga tidak boleh menuntutnya sebelum orang
tersebut dituntut. Hal ini berbeda dengan kasus apabila
seseorang meminjamkan barang kepada orang lain
untuk digadaikan, lalu barang tersebut digadaikan,
karena perbuatan tersebut membahayakan, mengingat
barangnya ditahan dan dilarang untuk digunakan.
Sedangkan bila seseorang menanggung utang, maka
tidak ada bahaya padanya bila tidak ditagih.

Adapun bila orang yang berutang menyerahkan
sejumlah harta kepada si penjamin seraya berkata,
“Ambillah harta ini sebagai ganti dari utang yang wajib
engkau bayar,” maka dalam hal ini ada dua pendapat
fugaha Syalfi’iyyah:

Pertama: Si penjamin boleh memiliki harta
tersebut, karena penuntutan itu berhubungan dengan
dua sebab; penjaminan dan kerugian. Salah satu dari
keduanya telah ada sehingga boleh didahulukan atas
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vang lainnya, seperti mengeluarkan zakat sebelum
genap satu tahun dan mengeluarkan kafarat sebelum
terjadi pelanggaran sumpah. Apabila utang telah
dibayar maka kepemilikan tersebut tetap padanya
sesuai yang diterimanya. Sedangkan bila dia dibebaskan
dari utang sebelum utang tersebut dibayar, maka dia
wajib mengembalikan apa vyang telah diambilnya,
sebagaimana wajib baginya mengembalikan zakat yang
dikeluarkan lebih awal apabila nishabnya rusak sebelum
genap satu tahun.

Kedua: Dia tidak boleh memilikinya, karena dia
mengambilnya sebagai ganti dari apa yang diwajibkan
pada vang keduanya sehingga dia tidak boleh
memilikinya. Seperti halnya orang yang memberikan
sesuatu kepadanya dari jual-beli yang tidak sah. Maka
wajib baginya mengembalikannya. Apabila barang
tersebut rusak, maka dia harus menggantinya, karena
dia menerimanya sebagai ganti, seperti halnya barang
vang diterima saat ditawar dalam jual-beli.

Penjelasan Hukum: Apabila seorang laki-laki menjamin
utang orang lain tanpa seizin orang yang berutang, maka dia tidak
boleh meminta kepada orang yang berutang agar membebaskan
tanggungannya, karena dia tidak masuk di dalamnya dengan
seizinnya. Sedangkan bila dia menanggung utang tersebut atas
seizin orang vyang berutang, apabila orang vyang berpiutang
menagih kepadanya (orang yang menanggung utang), maka dia-
bisa meminta kepada orang yang berutang agar membebaskan
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tanggungannya, karena dia melakukan penjaminan dengan seizin
orang vang berutang. Adapun bila orang vang berpiutang tidak
menagih kepada orang yang menanggung utang tersebut, apakah
orang yang menanggung boleh menuntut kepada orang vang
berutang?

Menurut Syaikh Abu Hamid harus dilihat dulu. Apabila dia
berkata, “Berikan kepadaku harta yang aku jamin untukmu, agar
ketka orang vang Dberpiutang menagihnya aku bisa
memberikannya kepadanya,” maka dia tidak boleh melakukan
demikian karena dia tidak membayar utang tersebut. Sedangkan
bila dia berkata, “Bebaskan aku dari hak orang yang berpiutang
dan bebaskan tanggunganku dari haknya, karena engkau telah
melibatkanku di dalamnya,” apakah ini boleh dilakukan?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqahaVSyafi’iyyah.

Pertama: Dia boleh melakukannya, karena dia wajib
memberikan hak tersebut atas kehendak dan perintahnya sehingga
dia boleh menuntut agar tanggungannya dibebaskan. Sebagaimana
bila seseorang meminjam buku untuk digadaikan, lalu buku
tersebut digadaikan, maka orang yang meminjamkan boleh
meminta kepada orang yang meminjam agar membayar utangnya
dan membebaskan tanggungan buku tersebut.

Kedua: Dia tidak boleh melakukannya, karena bila orang
vang berpiutang tidak menagih utang tersebut, maka tidak apa-apa
bila kewajiban tersebut ada dalam tanggungannya sehingga dia
tidak boleh menuntutnya. Kasus ini berbeda dengan buku yang
digadaikan, karena pemilik buku rugi ketika buku tersebut
digadaikan.
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Al Mas'udi berkata: Asal dua pendapat ini adalai
berdasarkan perkataan Ibnu Suraij, “Apakah sah penjaminan
antara si penjamin dengan orang vyang dijamin (orang yang
berutang)?” dimana dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-
Svafi’i. Oleh karena itulah ada lima faidah yang bisa disimpulkan:

Pertama, masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Kedua, apabila orang yang berutang menyerahkan harta
jaminan kepada orang yang menjamin utang sebagai kompensasi
dari apa yang ditanggung, apakah si penjamin boleh memilikinya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah.

a. Dia bisa memilikinya, karena penarikan harta tersebut
berkaitan dengan dua sebab, vaitu penjaminan dan
kerugian, sedang salah satu dari keduanya telah ada
sehingga boleh didahulukan atas yang lainnya, seperti
mengeluarkan zakat setelah mencapai nishab sebelum
genap satu tahun. Berdasarkan hal ini, apabila hak
tersebut telah dibayarkan, maka kepemilikan tersebut
berlaku baginya sesuai yang diterimanya. Sedangkan
bila di_a membebaskannya dari utang sebelum utang
tersebut dibayar, maka dia wajib mengembalikan apa
vang telah diambilnya.

b. Dia tidak boleh memiliki apa yang telah diterimanya,
karena dia mengambilnya sebagai ganti dari apa yang
wajib pada yang kedua, sehingga dia tidak boleh
memilikinya. Seperti halnya bila dia menyerahkan
kepadanya sesuatu dari jualbeli yang belum
dilaksanakan. Berdasarkan hal ini, maka dia wajib
mengembalikannya. - Apabila barang tersebut rusak,
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maka dia harus menggantinya, karena dia menerimanya
sebagai ganti, sehingga dia harus menggantinya, seperti
barang yang diterima dengan penawaran dalam jual-beli.

Ketiga, apabila orang yang menjamin membebaskan
tanggungan orang yang berutang, apakah hukumnya sah? Dalam
hal ini ada dua pendapat fugaha Svafi'iyyah.

Keempat, apabila orang yang menjamin dijamin lagi oleh
orang lain yang menjamin orang yang berutang, apakah
hukumnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Svafi'iyyah. Berdasarkan giyas ini, apabila orang yang berutang
menggadaikan kepada orang yamg menjamin, apakah hukumnya
sah. Dalam hal ini juga ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah.
Berdasarkan givas ini, apabila seseorang menjaminnya dengan
seizinnya dengan syarat dia menggadaikan sesuatu yang diketahui
kepadanya, apakah hukumnya sah? Dalam hal ini ada dua
pendapat fugaha Syafi'iyyah. Wallahu Alam.

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan masalah

Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi berkata dalam Mukhtashar-
nya, “Tidak boleh melakukan Kafalah, Dhaman dan Hamalah, dan
juga tidak wajib menurut Abu Hanifah, kecuali setelah orang yang
berpiutang menerimanya. Kecuali dalam satu hal. Karena Abu
Hanifah membolehkan penjaminan meskipun orang vang
berpiutang tidak menerimanya. Yaitu bila seorang laki-laki wafat,
lalu mengatakan kepada ahli warisnya, ‘Aku memiliki utang, maka
tanggunglah utangku’, kemudian mereka bersedia menanggungnya
tanpa dihadiri anggota keluarga yang lain, lalu dia wafat. Dalam
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kasus seperti ini penjaminannya sah karena dianggap baik.
Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad &, keduanya
membolehkan penjaminan meskipun orang yang berpiutang tidak
menerimanya, dalam semua kasus yang telah kami uraikan.” Ath-
Thahawi berkata, “Pendapat inilah yang kami anut.”

Asy-Syirazi s berkata: Pasal: Apabila orang yang
berpiutang telah menerima haknya dari orang yang
berutang, maka si penjamin bebas dari tanggungannya.
Karena penjaminan merupakan penetapan hak yang
menjadi lepas bila hak tersebut telah diterima oleh
pemiliknya, seperti gadai. Apabila orang vyang
berpiutang telah menerima haknya dari orang yang
menjamin, maka orang yang berutang juga bebas dari
tanggungannya, karena dia telah mengambil haknya
dari penetapan tanggungan tersebut sehingga orang
vang berutang bebas dari tanggungannya, seperti
halnya bila dia membayar utang dari harga gadai.
Apabila orang yang berutang dibebaskan dari utangnya,
maka orang vang menjamin juga bebas dari
tanggungannya, karena orang yang menjamin sekedar
menguatkan utang tersebut. Apabila orang vyang
berpiutang telah membebaskan piutangnya, maka
penetapan tanggungan tersebut berakhir, sebagaimana
gadai menjadi berakhir bila orang yang menggadaikan
dibebaskan dari utangnya. Sedangkan bila orang vang
menjamin dibebaskan dari tanggungannya, orang vang
berutang tidak bebas dari tanggungannya, karena
pembebasannya merupakan pengguguran penetapan
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tanggungan tanpa adanya penerimaan (piutang),
sehingga orang vyang berutang tidak bebas dari
tanggungannya, seperti pembatalan gadai.

Penjelasan Hukum: Apabila orang yang berpiutang telah
menerima haknya dari orang yang berutang, maka orang yang
menanggung utang tersebut bebas dari tanggungannya. Karena
penjaminan utang itu merupakan penetapan hak yang menjadi
lepas bila hak tersebut telah diberikan kepada pemiliknya, seperti
halnya bila orang yang menerima gadai telah menerima haknya
dari selain gadai. Apabila dia telah menerima haknya dari orang
yang menjamin, maka orang yang berutang juga bebas dari
tanggungannya, karena dia telah menerima haknya dari penetapan
hak tersebut sehingga orang vang berutang ikut bebas dari
tanggungannya; seperti orang yang menerima gadai yang telah
menerima haknya dari harga gadai. Apabila orang yang berpiutang
membebaskan orang yang berutang, maka orang yang berutang
bebas dan orang yang menjamin utang tersebut juga ikut bebas,
karena orang yang berutang merupakan asal (pokok), sedang
orang yang menjamin merupakan cabang, sehingga bila asalnya
bebas, maka cabangnya juga ikut bebas.

Adapun bila orang yang menjamin dibebaskan dari
tanggungannya, maka dia bebas, tapi orang yang berutang tidak
bebas dari tanggungannya. Seperti orang yang menerima gadai
vang menggugurkan haknya dari gadai, maka orang vang
menggadaikan tidak bebas dari tanggungannya.

Al Mas'udi berkata, “Apabila orang yang berpiutang
berkata kepada orang yang menjamin utang, ‘Aku menghibahkan
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hakku kepadamu atau aku menyedekahkannya kepadamu’, maka
ini merupakan pembebasan utang kepada orang yang menjamin

”

utang.” Sedangkan menurut Abu Hanifah, hal tersebut sama
seperti orang yang telah menerima haknya dari orang lain yang

wajib memberikannya kepadanya.

Adapun argumentasi kami adalah, bahwa pengambilan hak
tersebut adalah bila orang vang menjamin membayar
tanggungannya berupa utang, sedang dalam kasus ini dia tidak
membayar tanggungannya.

Cabang: Apabila orang yang menjamin utang dijamin lagi
oleh orang kedua, lalu orang kedua dijamin lagi oleh orang ketiga,
lalu orang ketiga dijamin lagi oleh orang keempat maka hukumnya
sah. Apabila orang yang berpiutang menerima haknya dari salah
seorang dari mereka, maka semuanya terbebas dari tanggungan
tersebut, karena dia telah menerima haknya dengan penuh.
Apabila orang yang berpiutang membebaskan utang dari orang
vang berutang pertama, maka semuanya bebas dari tanggungan
tersebut. Apabila salah seorang penjamin dibebaskan dari
tanggungannya, maka dia bebas dari tanggungan tersebut dan
cabangnya serta cabang lainnya juga ikut bebas. Akan tetapi orang
vang berutang asli tidak bebas dari tanggungan tersebut,
berdasarkan penjelasan kami dalam masalah sebelumnya.
Disamping itu penjaminan adalah penetapan hak yang menjadi
lepas meskipun hak tersebut belum diterima. Jadi tanggungan
orang vang berutang asli tidak lepas, seperti gadai yang dibatalkan
meskipun belum diterima. Apabila ada salah seorang penjamin
vang telah membayar tanggungan tersebut, maka semuanya bebas
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dari tanggungan terhadap orang vyang berpiutang, karena ia
merupakan satu hak. Semua pendapat ini dinyatakan oleh
sahabat-sahabat Ahmad. Wallahu A’lam.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila orang yang
menanggung utang membayar utang vyang
ditanggungnya, maka harus dilihat dulu. Apabila dia
menanggungnya atas seizin orang yang berutang dan
membayarnya atas seizinnya pula, maka dia bisa
menagih kepadanya, karena orang yang berutang telah
mengizinkannya untuk menjamin utang dan
membayarnya. Sedangkan bila dia menanggung utang
tanpa seizin orang yang berutang dan membayar utang
tersebut tanpa seizinnya, maka dia tidak boleh
menagihnya (kepada orang yang berutang), karena
perbuatannya merupakan derma sehingga tidak boleh
menagihnya.

Adapun bila dia menanggung utang tanpa seizin
orang yang berutang, tapi membayarnya atas seizinnya,
maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha
Svafi'iyyah. Ada yang berpendapat bahwa dia boleh
menagihnya karena dia membayarnya dengan
seizinnya. Sedangkan pendapat kedua mengatakan
bahwa dia tidak boleh menagihnya. Inilah pendapat
vang berlaku dalam madzhab kami, karena penjaminan
tersebut dilakukan tanpa seizinnya sehingga tidak
berpengaruh terhadap pembayarannya.
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Adapun bila dia menanggung utang dengan seizin
orang vang berutang, tapi membayarnya tanpa
seizinnya, maka menurut pendapat yang berlaku adalah
bahwa dia boleh menagihnya. Ini adalah pendapat Abu
Ali bin Abu Hurairah, karena dia menanggung utang
tersebut atas seizin orang yang berutang, sehingga bila
dia telah membayarnya maka dia bisa menagihnya,
seperti halnya bila dia meminjamkan harta kepadanya,
lalu harta tersebut digadaikan untuk membayar
utangnya dan dijual untuk membayar utangnya.

Abu Ishaq mengatakan: Apabila dia bisa meminta
izin kepada orang yang berutang, maka dia tidak boleh
menagihnya, karena dia membayarnya dengan
keinginannya sendiri. Sedangkan bila dia tidak bisa
meminta izin, maka dia boleh menagihnya karena dia
membayarnya dengan selain kehendaknya. Apabila
orang Vvang menanggung utang memindahkan
tanggungannya kepada orang lain yang memiliki utang,
maka tanggungan orang yang berutang bebas, karena
pemindahan utang merupakan jual-beli, seperti halnya
bila dia memberikan kepadanya kompensasi dari utang.
Sedangkan bila dia memindahkannya kepada orang
vang tidak memiliki utang dan orang yang dilimpahi
utang tersebut menerimanya, sementara kami
mengatakan bahwa hukumnya sah, maka orang yang
menanggung utang bebas dari tanggungannya, karena
dengan adanya pemindahan utang, apa vang
ditanggungnya telah berpindah tangan. Dan dia tidak
perlu menagih kepada orang yang berutang karena
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orang tersebut belum membayar utangnya. Akan tetapi
bila dia menerimanya darinya, lalu menyerahkannya
kepadanya, apakah dia boleh menagih kepada orang
vang menanggung utang? dalam hal ini ada dua
pendapat fugaha Syafi’iyyah berdasarkan dua pendapat
Asy-Syafi’i tentang perempuan yang diberi mahar oleh
suami, lalu sang suami menceraikannya sebelum
menyetubuhinya.

Pasal: Apabila orang yang menanggung utang
menyerahkan pakaian kepada orang yang berpiutang
untuk membayar utang yang ditanggungnya di suatu
tempat dengan ketentuan dia bisa menagihnya, maka
dia boleh menagihnya dengan yang paling ringan dari
dua hal dari nilai pakaian tersebut atau sesuai nilai
utang tersebut. Apabila nilai pakaian tersebut 10
(dirham) sementara utangnya 20 (dirham), maka dia
tidak boleh menagih yang lebih dari 10, karena dia
belum membayar utangnya. Sedangkan bila nilai
pakaian tersebut 20 (dirham) sementara utangnya 10
(dirham), dia juga tidak boleh menagih yang lebih dari
10, karena dia telah mendermakan yang lebih sehingga
tidak boleh menagihnya. Apabila utang vyang
ditanggungnya dibayar secara tempo (dengan jangka
waktu tertentu) lalu dia menyegerakan pembayarannya,
maka dia tidak boleh menagihnya sebelum jangka
waktunya habis, karena dia telah berderma dengan
menyegerakan pembayarannya.
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Penjelasan Hukum: Apabila orang yang menanggung
utang membayar utang yang ditanggungnya, apakah dia boleh
menagih kepada orang yang berutang? Dalam hal ini ada empat
permasalahan:

Pertama, apabila orang vyang berutang berkata,
“Tanggunglah utangku ini atau bayarkanlah untukku!” maka orang
vang menanggung boleh menagihnya kepadanya. Sedangkan bila
dia berkata, “Tanggunglah utang ini atau bayarkan utang ini!”
tanpa berkata, “Utangku!” maka orang yang menanggung tidak
boleh menagih kepadanya, kecuali bila keduanya merupakan
sahabat. Misalnya salah satunya menitipkan barangnya kepadanya
atau meminjam sesuatu kepadanya atau memiliki hubungan
kekerabatan atau perbesanan, maka sebagai bentuk perbuatan
baik dia boleh menagihnya kepadanya. Karena dia menjaminnya
atas perintahnya dan membayar atas perintahnya sehingga boleh
menagih kepadanya. Seperti halnya bila seseorang berkata,
“Tanggunglah utangku!” Atau bila antara keduanya terdapat
hubungan kekerabatan.

Kedua, apabila orang yang menjamin melakukan
penjaminan -tanpa perintah orang vyang berutang dan
membayarnya tanpa seizinnya, maka dia tidak boleh menagihnya
kepadanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. Sementara
menurut Malik dan Ahmad 4, dia boleh menagihnya.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa
Nabi & tidak mau menshalati orang yang memiliki utang,
kemudian Ali dan Abu Qatadah menjamin utang dua mayat di
hadapan Nabi g tanpa seizin keduanya, lalu Nabi £ menshalati
dua mayat tersebut. Disamping itu Nabi g bersabda kepada Abu
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Qatadah, “Sekarang kulimya telah menjadi dingin.” Seandainya
setelah utang si mayat dibayar si penjamin harus menagihnya,
tentunya kulit si mayat tidak akan menjadi dingin. Disamping itu si
penjamin melakukan penjaminan tanpa seizin si mayat dan
membayar utangnya tanpa seizinnya sehingga tidak perlu ditagih,
seperti orang yang memberi makan binatang tunggangannya atau
memberi makan pembantunya.

Ketiga, apabila si penjamin melakukan penjaminan tanpa
seizin orang yang berutang, lalu membayar utang tersebut dengan
seizinnya, apakah dia boleh menagihnya kepadanya? Dalam hal ini
ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah.

a. Dia tidak boleh menagihnya. Inilah pendapat yang
berlaku dalam madzhab kami, karena dia wajib
menanggungnya tanpa seizinnya. Sedangkan berkenaan
dengan perintahnya untuk membayar utang tersebut,
maka ini berkaitan dengan tanggungan yang wajib
ditunaikannya.

b. Dia boleh menagihnya, karena dia melakukannya atas
perintahnya sehingga boleh menagihnya, seperti halnya
bila dia menanggung utangnya atas seizinnya. Asal dua
pendapat ini adalah berkenaan dengan kasus orang
vang mengatakan kepada orang lain, “Bayarlah
utangku!” lalu orang yang disuruh tersebut membayar
utangnya. Dalam kasus ini apakah dia boleh menagih
kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Syafi’iyyah.

Al Mas’'udi dan Ash-Shumairi berkata, “Akan tetapi yang

paling benar disini adalah bahwa dia boleh menagihnya.
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Sedangkan yang paling benar untuk pendapat pertama adalah dia
tidak boleh menagihnya. Perbedaan antara keduanya adalah
bahwa dalam penjaminan wajib melakukan penjaminan meskipun
tanpa seizin orang yang berutang, sedangkan dalam pembayaran
utang tidak berhubungan dengan tanggungannya, akan tetapi
pembayaran tersebut dilakukan karena seizinnya.” Apabila
seseorang berkata, “Bayarlah utang tersebut!” tanpa berkata,
“Hutangku!” apabila kami mengatakan bahwa dia tidak boleh
menagih kepadanya, maka dalam kasus ini yang lebih utama
adalah tidak boleh menagihnya. Sedangkan bila kami katakan di
tempat lain bahwa dia boleh menagihnya, maka dalam hal ini ada
dua pendapat fugaha Syafi'iyyah vang diriwayatkan oleh Ash-
Shumairi, yaitu bahwa yang benar adalah bahwa tidak perlu
menagihnya.

Sedangkan bila dia berkata, “Bayarlah utangku dan nanti
engkau bisa menagihku!” lalu orang yang disuruh membayar utang
tersebut, maka dia (orang vang disuruh) boleh menagihnya.
Demikianlah menurut satu pendapat. Hal ini berdasarkan sabda
Nabi &, sgbiys ds b3apidt “Orang-orang beriman itu tergantung
dengan syarat vang mereka buat” Sementara bila dia berkata,
“Bayarlah utang si fulan!” lalu orang yang disuruh membayar utang
si fulan, maka menurut Al Mas’udi dia tidak boleh menagihnya.
Demikianlah menurut satu pendapat. Karena tidak ada tujuannya
di dalamnya.

Keempat, apabila seseorang melakukan penjaminan utang
atas perintah orang yang berutang, lalu membayar utang tersebut
tanpa perintahnya, apakah dia boleh menagihnya kepadanya?
Dalam hal ini ada tiga pendapat fugaha Syafi'iyyah vang
diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid:
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a. Dia boleh menagihnya. Inilah pendapat yang berlaku dalam
madzhab kami. Karena ia merupakan utang yang lazim atas
seizin orang yang berutang sehingga boleh ditagih, seperti
halnya bila dia melakukan penjaminan dengan seizinnya
dan membayar utang dengan seizinnya.

b. Dia tidak boleh menagihnya, karena dia telah
menggugurkan utang tersebut tanpa seizin orang yang
berutang sehingga tidak boleh menagihnya, seperti halnya
bila dia melakukan penjaminan tanpa seizinnya.

c. Apabila si penjamin terpaksa membayar utang tersebut,
misalnya dia ditagih oleh orang yang berpiutang sementara
orang yang berutang sedang pergi atau ada di tempatnya,
tapi kondisinya sedang tidak mampu, maka si penjamin
boleh menagihnya, karena dia membayar utang tersebut
dengan terpaksa. Sedangkan bila dia tidak terpaksa
membayarnya, misalnya orang yang berutang sedang ada di
tempatnya dan dalam kondisi mampu, sehingga orang yang
menjamin bisa meminta kepadanya agar membebaskan
penjaminannya, lalu dia (orang yang menjamin) membayar
utang tersebut, maka dia tidak boleh menagihnya, karena
dia telah membayarmya secara sukarela. Setiap kondisi
dimana orang yang menjamin boleh menagih kepada orang
yang berutang, lalu orang yang menjamin memindahkan
utang tersebut kepada orang lain yang memiliki utang,
maka dia boleh menagihnya kepada orang yang berutang
saat itu juga, karena pemindahan utang hukumnya seperti
penerimaan utang. Apabila dia memindahkan utang
tersebut kepada orang yang tidak memiliki utang dan orang
tersebut menerimanya, sementara kami katakan bahwa
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hukumnya sah, maka orang yang menjamin dan orang yang
berutang sama-sama bebas, dan orang yang menjamin tidak
boleh menagih apapun kepada orang yang berutang,
karena dia tidak membayar utangnya. Apabila orang yang
berpiutang telah menerima dari orang yang membayar
utang tersebut, lalu orang yang membayar utang tersebut
menagihnya kepada orang yang menjamin utang tersebut,
maka si penjamin boleh menagihnya kepada orang yang
berutang. Apabila orang yang berpiutang membebaskan
utang tersebut (dengan mengatakan), “Piutangku kulepas
dariku!” tapi orang vang dilimpahi pemindahan utang tetap
membayamya, apakah dia boleh menagihnya? Dalam hal
ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah.

Al Mas’udi dan Ash-Shumairi berkata, “Akan tetapi yang
paling benar disini adalah bahwa dia boleh menagihnya.
Sedangkan yang paling benar untuk pendapat pertama adalah dia
tidak boleh menagihnya. Perbedaan antara keduanya adalah
bahwa dalam penjaminan wajib melakukan penjaminan meskipun
tanpa seizin orang yang berutang, sedangkan dalam pembayaran
utang tidak berhubungan dengan tanggungannya, akan tetapi
pembayaran tersebut dilakukan karena seizinnya.” Apabila
seseorang berkata, “Bayarlah utang tersebut!” tanpa berkata,
“Utangku!” apabila kami mengatakan bahwa dia tidak boleh
menagih kepadanya, maka dalam kasus ini yang lebih utama
adalah tidak boleh menagihnya. Sedangkan bila kami katakan di
tempat lain bahwa dia boleh menagihnya, maka dalam hal ini ada
dua pendapat fugaha Svafi'iyyah vang diriwayatkan oleh Ash-
Shumairi, yaitu bahwa yang benar adalah bahwa tidak perlu
menagihnya.
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Sedangkan bila dia berkata, “Bayarlah utangku dan nanti
engkau bisa menagihku!” lalu orang yang disuruh membayar utang
tersebut, maka dia (orang vang disuruh) boleh menagihnya.
Demikianlah menurut satu pendapat. Hal ini berdasarkan sabda
Nabi &, wgbiy> L S3430 “Orang-orang beriman itu tergantung
dengan syarat yang mereka buat” Sementara bila dia berkata,
“Bayarlah utang si fulan!” lalu orang yang disuruh membayar utang
si fulan, maka menurut Al Mas’udi dia tidak boleh menagihnya.
Demikianlah menurut satu pendapat. Karena tidak ada tujuannya
di dalamnya.

Keempat, apabila seseorang melakukan penjaminan
utang atas perintah orang yang berutang, lalu membayar utang
tersebut tanpa perintahnya, apakah dia boleh menagihnya
kepadanya? Dalam hal ini ada tiga pendapat fugaha Syafiiyyah
yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid.

a. Dia boleh menagihnya. Inilah pendapat yang berlaku dalam
madzhab kami. Karena ia merupakan utang yang lazim atas
seizin orang yang berutang sehingga boleh ditagih, seperti
halnya bila dia melakukan penjaminan dengan seizinnya
dan membayar utang dengan seizinnya.

b. Dia tidak boleh menagihnya, karena dia telah
menggugurkan utang tersebut tanpa seizin orang yang
berutang sehingga tidak boleh menagihnya, seperti halnya
bila dia melakukan penjaminan tanpa seizinnya.

c. Apabila si penjamin terpaksa membayar utang tersebut,
misalnya dia ditagih oleh orang yang berpiutang sementara
orang yang berutang sedang pergi atau ada di tempatnya,
tapi kondisinya sedang tidak mampu, maka si penjamin
boleh menagihnya, karena dia membayar utang tersebut
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dengan terpaksa. Sedangkan bila dia tidak terpaksa
membayarnya, misalnya orang yang berutang sedang ada di
tempatnya dan dalam kondisi mampu, sehingga orang yang
menjamin bisa meminta kepadanya agar membebaskan
penjaminannya, lalu dia (orang yang menjamin) membayar
utang tersebut, maka dia tidak boleh menagihnya, karena
dia telah membayarnya secara sukarela. Setiap kondisi
dimana orang yang menjamin boleh menagih kepada orang
yang berutang, lalu orang yang menjamin memindahkan
utang tersebut kepada orang lain yang memiliki utang,
maka dia boleh menagihnya kepada orang yang berutang
saat itu juga, karena pemindahan utang hukumnya seperti
penerimaan utang.

Apabila dia memindahkan utang tersebut kepada orang
vang tidak memiliki kewajiban membayar utang, lalu orang yang
dilimpahi utang tersebut (yang harus membayar utang tersebut)
menerimanya, sementara kami katakan bahwa hukumnya sah,
maka si penjamin bebas dan orang yang berutang juga bebas. Dan
si penjamin tidak boleh menagihnya kepadanya orang yang
berutang pada saat itu, karena orang tersebut tidak membayar
utangnya. Apabila orang yang berpiutang menerima piutang
tersebut dari orang yang wajib membayar utang, lalu dia (orang
yang wajib membayar utang) menagih kepada si penjamin, maka si
penjamin boleh menagihnya kepada orang yang berutang. Apabila
orang vang berpiutang membebaskan tanggungan orang yang
wajib membayar utang dari pemindahan utang tersebut, maka
orang yang wajib membayar utang tidak boleh menagihnya kepada
orang vyang memindahkan utang, vaitu si penjamin, dan si
penjamin juga tidak boleh menagihnya kepada orang vang
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berutang, karena salah satu dari keduanya belum membayar
utangnya. Apabila orang yang berpiutang telah menerima haknya
dari orang vyang wajib membayar utang, kemudian dia
menghibahkannya kepadanya, atau orang yang berpiutang telah
menerima haknya dari si penjamin, lalu dia menghibahkannya
kepadanya, apakah keduanya boleh menagihnya?

- Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Svafi’iyyah
berdasarkan dua pendapat imam Asy-Syafi’i tentang perempuan
vang menghibahkan maharnya kepada suaminya, lalu si suami
menceraikannya sebelum menyetubuhinya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki memiliki piutang pada
dua orang laki-laki senilai 1000 Dinar, lalu masing-masing dari
keduanya ada orang yang menjaminnya, maka dia boleh menagih
uang 1000 Dinar tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya.
Apabila dia telah menerima uang tersebut dari salah satunya, maka
keduanya bebas, sementara orang yang telah memberikan uang
tersebut boleh menagihnya kepada temannya (vang tidak
membayarnya) apabila dia menjaminnya dengan seizinnya dan
membayamya dengan seizinnya. Sedangkan bila dia menerima
500 Dinar dari salah satunya, apabila orang yang memberi uang
tersebut berkata, “Ambillah uang ini yang merupakan
tanggunganku!” maka orang vyang memberi tidak boleh
menagihnya kepada temannya. Sedangkan bila dia berkata,
“Ambillah uang ini sesuai jaminanku!” maka keduanya sama-sama
bebas, dan berkenaan dengan kebolehan menagih kepada
temannya adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
Apabila dia memberikan kepadanya secara mutlak (tidak
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merincinya), lalu orang yang menyerahkan dan orang yang
menerima  berselisih  pendapat, kemudian orang vyang
menyerahkan berkata, “Aku menyerahkannya dan menentukannya
untuk orang vang aku jamin atau aku meniatkannya untuknya!”
lalu orang yang berpiutang berkata, “Justru aku menentukannya
atau meniatkannya untuk sesuatu yang merupakan‘ pokok atas
dirimu,” maka vang berlaku adalah ucapan orang vyang
menyerahkan dengan sumpahnya, karena dia lebih mengetahui
ucapan dan niatnya. Sedangkan bila keduanya sepakat bahwa dia
tidak menentukannya untuk salah satu dari keduanya dan tidak
meniatkan demikian, lalu keduanya berselisih pendapat dalam sisi
penyerahannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Svafi’iyyah.

1. Uang tersebut diberikan kepada keduanya dengan dibagi
dua (separuh-separuh).

2. Orang vyang menyerahkannya boleh memberikannya
kepada siapa saja yang disukainya dari keduanya. Dalil dua
pendapat ini telah diuraikan dalam pembahasan tentang
gadai.

Apabila orang yang berpiutang membebaskan 500 Dinar,
lalu keduanya berselisih pendapat tentang siapa yang dibebaskan,
maka dalam masalah ini yang berlaku adalah ucapan orang yang
berpiutang dalam apa yang dibebaskannya apabila keduanya
berselisih pendapat tentang penentuannya atau niatnya.
Sedangkan bila dia menyebutkannya secara mutlak, maka dalam
hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah.

a. Diberikan kepada keduanya.
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b. Orang yang berpiutang bisa menentukannya untuk
orang yang dikehendakinya.

Cabang: Apabila seseorang menanggung 1000 Dirham
untuk orang lain.

Al Imrani berkata dalam A/ Bayan, “Apabila uang 1000
Dirham tersebut mulanya pecahan, lalu dia memberikan
kepadanya 1000 secara bulat dimana dia bisa menagihnya kepada
orang yang berutang, maka dia tidak boleh menagihnya dalam
bentuk bulat, karena dia telah memberikannya secara sukarela. Dia
hanya boleh menagihnya dalam bentuk pecahan.”

Dia berkata lebih lanjut: Apabila dia menanggung 1000
Dirham dalam bentuk bulat, lalu dia memberikannya 1000 Dirham
dalam bentuk pecahan, maka dia tidak boleh menagih kecuali
dalam bentuk pecahan, karena dia tidak membayar utang tersebut
dengan selain itu. Sedangkan bila orang yang menjamin
menawarkan uang 1000 Dirham tersebut dalam bentuk pakaian,
maka dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah:

a. Dia boleh menagih kepada orang vang berutang dengan
meminta yang paling ringan dari dua hal, apakah nilai
pakaiannya ataukah uang yang 1000 Dirham tersebut.
Karena bila nilai pakaian tersebut lebih kecil, maka dia tidak
boleh menagih kelebihannya karena dia tidak membayar
dengan selain itu, sedangkan bila nilai pakaian lebih besar
dari 1000 Dirham, maka dia juga tidak boleh menagih yang
lebih dari 1000 Dirham, karena dia telah berderma dengan
kelebihan tersebut. Inilah pendapat yang terkenal.
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b. Dia boleh menagih uang 1000 Dirham tersebut. Pendapat
ini diriwayatkan oleh Al Mas’udi dan Syaikh Abu Nashr Al
Marrudzi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu
Hanifah #. Seperti halnya bila seseorang membeli
sepotong kain dengan harga 1000 Dirham, lalu si penjual
memberikan kepadanya pakaian yang senilai 500 Dirham
sebagai ganti dari harga 1000 tersebut, maka si pembeli
bisa menagih uang 1000 tersebut kepada orang yang
punya hak membeli lebih dulu. Adapun bila si penjamin -
bermnegosiasi dengan orang vyang berpiutang dengan
memberikan 500 Dirham sebagai ganti dari 1000 Dirham,
sementara kami katakan bahwa hukumnya sah, maka si
penjamin dan orang yang berutang sama-sama gugur dari
uang 1000 Dirham tersebut. Seperti halnya bila dia
mengambil pakaian seharga 500 Dirham, padahal dia telah
memberikan 1000 Dirham. Al Mas’udi berkata, “Si
penjamin tidak boleh menagih kepada orang yang dijamin
(orang vyang berutang) kecuali 500 Dirham saja.
Demikianlah menurut satu pendapat. Karena dia tidak
membayar utang tersebut dengan selain itu.”

Cabang: Apabila seorang muslim memiliki utang 1000
Dirham pada orang kafir Dzimmi, lalu utang tersebut ditanggung
oleh orang kafir Dzimmi (yang lain), kemudian orang yang
menanggung bernegosiasi dengan orang yang berpiutang tentang
utang vang ditanggungnya bahwa tanggungan tersebut diberikan
dalam bentuk khamer atau babi, apakah negosiasi ini sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah:
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1. Hukumnya tidak sah dan salah satu dari keduanya tidak
bebas dari tanggungannya terhadap orang yang berpiutang,
karena tanggungan tersebut berhubungan dengan hak
seorang muslim.

2. Hukumnya sah, karena ia merupakan muamalah antara dua
tanggungan.

Apabila kami berpendapat seperti ini, lalu bagaimana si
penjamin menagih kepada orang muslim? Apabila kami katakan
bahwa bila terjadi negosiasi dengan memberikan pakaian, bisa
ditagih dengan yang paling ringan dari dua hal, maka disini dia
tidak bisa menagih apapun. Sedangkan bila kami katakan bahwa
dia bisa menagih 1000 Dirham, maka dia bisa menagihnya.

Cabang: Apabila seseorang menanggung utang orang lain
dengan pembayaran berjangka (secara tempo) dengan seizin orang
yang berutang, lalu dia menyegerakan pembayaran utang tersebut
kepada orang vyang berpiutang sebelum jatuh tempo, maka dia
tidak boleh menagih kepada orang yang berutang sebelum jatuh
tempo, karena apa yang dilakukannya merupakan derma. Apabila
seseorang menanggung mahar seorang perempuan lalu dia
memberikannya kepadanya, lalu perempuan tersebut murtad
sebelum disetubuhi maka mahamya gugur.

Al Mas'udi berkata, “Perempuan tersebut harus
mengembalikan mahar tersebut kepada suami, lalu oleh suami
dikembalikan kepada si penjamin.”
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Cabang: Apabila seseorang menanggung utang orang lain
sebesar 1000 Dirham dengan seiizin orang yang berutang, lalu dia
mengklaim bahwa dia telah membayarkan utang tersebut kepada
orang vang berpiutang, akan tetapi orang yang berpiutang
mengingkarinya tanpa ada saksinya, maka yang berlaku adalah
ucapan orang yang berpiutang dengan sumpahnya. Karena hukum
asalnya uang tersebut belum diterima. Apabila orang yané
berpiutang telah bersumpah, maka dia bisa menagih kepada siapa
saja yang dikehendakinya dari keduanya (orang yang berutang dan
orang vang menjamin), karena haknya masih tetap pada
keduanya. Apabila dia telah mengambil uang tersebut dari orang
yang berutang, maka tanggungan orang tersebut bebas dan
tanggungan orang yang menjamin juga bebas. Lalu apakah orang
vang menjamin boleh menagihnya kepada orang yang berutang?
Harus dilihat dulu, apakah uang tersebut diberikan dengan dihadiri
orang vang berutang ataukah tidak. Apabila yang tersebut
diberikan dengan dihadiri olehnya, maka harus dilihat pula apakah
ada saksi yang melihat pemberian tersebut atau tidak, dan dalam
hal ini harus dilihat pada orang yang berutang.

Apabila si penjamin membenarkan bahwa orang yang
berutang telah memberikannya, apakah dia boleh menagih
kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah
yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh.

Pertama, dia boleh menagihnya, karena dia telah
membenarkan bahwa orang yang berutang telah membebaskan
tanggungannya dengan memberikan uang tersebut, seperti halnya
bila dia memberikannya di hadapannya. Ini adalah pendapat Abu
Ali bin Abu Hurairah.
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Kedua, dia tidak boleh menagihnya. Pendapat ini
dinyatakan oleh Abu Ishaq dan inilah pendapat yang terkenal. Dan
Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini tidak menyebutkan pendapat lain.
Karena dia berkata, “Apabila engkau telah memberikannya, maka
engkau tidak memberikan sesuatu yang dapat membebaskanku
dari haknya, karena engkau tidak menggugurkan penagihan dariku
sehingga aku tidak berhak menagihnya.”

Pengarang A/ Bayan mengatakan: Kasusnya berbeda
apabila dia memberikannya dengan dihadiri olehnya, karena yang
melampaui batas untuk orang yang berutang. Apabila orang yang
berutang mengingkarinya, apakah dia harus bersumpah? Bila kami
katakan “Apabila dia membenarkannya maka dia boleh
menagihnya,” maka orang yang berutang harus bersumpah bahwa
dia telah memberikannya. Sedangkan bila kami katakan “Apabila
dia membenarkannya, maka dia tidak boleh menagihnya,” maka
orang yang berutang tidak perlu bersumpah.

Apabila orang vyang berpiutang (A/ Madhmun Lahu)
memilih menagih piutangnya pada si penjamin, maka tanggungan
orang vang berutang dan tanggungan si penjamin sama-sama
bebas. Lalu apakah si penjamin boleh menagih kepada orang yang
berutang bila dia membenarkan hal tersebut? Apabila kami
katakan berdasarkan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah bahwa si
penjamin bisa menagihnya kepada orang yang berutang bila orang
yang berpiutang telah menagihnya pada orang yang berutang,
maka si penjamin boleh menagihnya kepada orang yang berutang,
dan dia tidak boleh menagihnya untuk kedua kalinya, karena dia
telah mengakui bahwa orang yang berpiutang telah zhalim dengan
mengambilnya sehingga dia tidak boleh menagih kepada selain
orang yang menzhaliminya.
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Sedangkan bila kami katakan berdasarkan saksi-saksi
bahwa dia tidak boleh menagihnya pada yang pertama, apakah dia
boleh menagihnya disini? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Svafi’iyyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh.

Pertama, dia . tidak boleh menagihnya. Adapun vyang
pertama, kami telah menjelaskannya dengan dalilnya. Sedangkan
vang kedua, dia tidak boleh menagihnya, karena dia mengakui
bahwa orang vang berpiutang telah berbuat zhalim dengan
mengambilnya sehingga dia tidak boleh menagih kepada selain
orang yang menzhaliminya.

Kedua, Dia ‘boleh menaglhnya Dan Syaikh Abu Hamid
tldak menyebut pendapat lainnya, karena dia telah membebaskan
orang vang berutang dengan menyerahkannya secara lahir dan
batin sehingga dia bisa menagih kepadanya, seperti halnya bila dia
menyerahkannya dengan bukti.

Apabila kami mengatakan berdasarkan hal ini, manakah
dari keduanya yang dia tagih? Dalam hal ini ada tiga pendapat
fugaha Syafi’iyyah.

a. Dia boleh menagih yang kedua, karena menuntut kepada
orang vang berutang menggugurkannya secara zhahir.

b. Dia boleh menagih dengan yang pertama, karena bebasnya
tanggungan akan tercapai dengannya secara batin.

. ¢. Dia boleh menagih dengan yang paling ringan dari
keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Ash-
Shabbagh. Karena bila dia mengklaim bahwa dia telah
memberikan pada kali pertama berupa pakaian yang senilai
(dengan 1000 Dirham) tanpa memberikan uang 1000
Dirham tersebut, sementara pada kali kedua dia
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memberikan 1000 Dirham, maka dia telah mengaku bahwa
untuk yang kedua dia telah dizhalimi oleh orang yang
berpiutang, sehingga dia tidak boleh menagihnya kepada
selain orang yang menzhaliminya.

Sedangkan bila dia mengklaim bahwa pada kali pertama dia
telah menyerahkan 1000 Dirham, lalu pada kali kedua dia
menyerahkan pakaian yang senilai dengannya, maka dia tidak
boleh menagih kecuali nilai pakaian tersebut, karena dia tidak
berhak menagih dengan yang pertama sehingga hanya berhak
menagih nilai pakaian tersebut. Apabila ketika si penjamin
menyerahkan uang 1000 Dirham vang pertama tersebut tidak
dihadiri oleh orang yang berutang yang menjadi saksinya, apabila
ada buktinya maka yang berlaku adalah perkataan orang yang
berpiutang dan sumpahnya tidak diterima, kemudian si penjamin
bisa menagih kepada orang yang berutang. Sedangkan bila
buktinya (saksinya) tidak ada dan dibenarkan oleh orang yang
berpiutang bahwa si penjamin telah memberikannya, maka harus
dilihat dulu.

Apabila dia memiliki dua saksi adil, tapi keduanya sedang
pergi atau sudah wafat atau keduanya menjadi fasik, maka bila
orang yang berpiutang bersumpah dia bisa menagihnya kepada
orang vang dikehendakinya dari keduanya. Apabila dia menagih
kepada orang yang berutang, maka si penjamin juga bisa menagih
uang 1000 Dirham tersebut kepada orang yang berutang yang
telah diberikan kepadanya, karena dia telah mengakui bahwa dia
telah menolak pembebasan tersebut dan tidak ada vyang
dilakukannya berkenaan dengan uzurnya kesaksian.
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Sedangkan bila orang yang berpiutang menagih kepada si
penjamin, maka dia tidak boleh menagih dengan yang kedua
karena dia telah menzhaliminya dengannya. Akan tetapi dia harus
menagihnya dengan yang pertama, sebagaimana yang telah kami
uraikan.

Apabila orang yang menjamin mendatangkan dua saksi
kafir atau dua saksi fasik yang menampakkan kefasikannya secara
terang-terangan, maka hukumnya seperti orang yang tidak
mendatangkan saksi. Lalu apakah dia bisa menagih kepada orang
vang berutang? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Svafi'iyyah, apabila orang yang berpiutang membenarkan bahwa
dia telah menyerahkannya meskipun tanpa saksi, berdasarkan
cabang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya tentang
penagihan dengan cara yang pertama.

Sedangkan bila dia memiliki dua saksi yang secara zhahir
terlihat adil, tapi kemudian diketahui bahwa keduanya fasik, maka
dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah:

Pertama, si penjamin bisa menagih kepada orang yang
berutang, karena dia (si penjamin) tidak lengah dalam
mendatangkan saksi. Disamping itu dia tidak mengetahui batin
saksi tersebut. Berdasarkan hal ini, maka hukumnya seperti orang
yang memiliki dua saksi adil, lalu keduanya wafat.

Kedua, hukumnya seperti orang vang tidak memiliki saksi,
karena dia mendatangkan saksi yang tidak layak bersaksi. Apabila
dia memiliki seorang saksi adil yang merdeka, bila saksi tersebut
ada di tempat, maka dia harus bersaksi bersamanya, dan
hukumnya seperti orang yang memiliki dua saksi adil, dan
kesaksian ini bisa diterima. Sedangkan bila saksi tersebut sudah
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wafat atau tidak ada di tempat atau tiba-tiba menjadi fasik, maka
dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Svalfi’iyyah:

a. Hukumnya seperti orang yang memiliki dua saksi adil, lalu
: keduanya menjadi fasik, karena dia hanya membela
hujjahnya sendiri padahal sebenarnya tidak ada, seperti
tidak adanya dua saksi.
~b. Hukumnya seperti orang vang tidak memiliki saksi, karena
dia lengah disebabkan mendatangkan saksi yang
kontroversial. Jadi dia seperti orang vang tidak memiliki
saksi.

Adapun bila si penjamin memberikan uang 1000 Dirham
vang pertama dengan disaksikan oleh orang vang berutang, bila
dia mendatangkan saksi atas penyerahan tersebut, maka
hukumnya berlaku. Sedangkan bila saksinya tidak ada, maka
hukumnya seperti yvang telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan
bila dia tidak mendatangkan saksi, lalu orang yang berpiutang
bersumpah, maka dia orang yang berpiutang bisa menagih kepada
siapa saja yang dikehendakinya dari keduanya. Lalu apakah si
penjamin boleh menagih kepada orang yang berutang?

Dalam hal -ini ada dua pendapat fugaha Syafi'iyyah. Di
antara sahabat-sahabat kami ada yang berkata, “Hukumnya seperti
orang vang tidak mendatangkan saksi. Jadi penyerahan kepada
orang yang berutang seperti yang telah kami uraikan, karena dia
telah lengah dengan tidak mendatangkan saksi sehingga
hukumnya demikian.” Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa
dia boleh menagihnya, karena vyang lengah dengan tidak
mendatangkan saksi adalah orang yang berutang. Inilah pendapat
vang sesuai nash.
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Apabila si penjamin mengklaim telah menyerahkan hak
tersebut kepada orang vyang berpiutang, tapi orang vyang
berpiutang dan orang yang berutang mengingkarinya, sementara
tidak ada saksi dalam kasus ini, maka yang berlaku adalah
perkataan orang yang berpiutang dengan sumpahnya. Apabila dia
tidak mau bersumpah, maka sumpah tersebut dikembalikan
kepada si penjamin. Apabila dia bersumpah, maka kami
mengambil dua pendapat berkenaan dengan sumpahnya orang
vang mengklaim ketika orang yang diklaim menarik sumpahnya.
Apabila kami katakan bahwa dia seperti saksi, maka si penjamin
dan orang vang dijamin (orang yang berutang) bebas dari utang
terhadap orang yang berpiutang, lalu si penjamin bisa menagihnya
kepada orang yang berutang.

Sedangkan bila kami katakan bahwa sumpah si pengklaim
(pendakwa) ketika orang yang diklaim menarik sumpahnya seperti
pengakuan orang yang diklaim, maka hukumnya seperti orang
vang berpiutang yang membenarkan bahwa si penjamin telah
menyerahkannya, tapi orang yang berutang mengingkarinya.
Dalam kasus ini orang yang berpiutang tidak bisa menagih kepada
salah satu dari keduanya, karena telah berlaku padanya bahwa hak
tersebut telah diberikan.

Lalu apakah si penjamin bisa menagih kepada orang yang
berutang? Dalam hal ini ada dua pendapat Abu Al Abbas Ibnu
Suraij.

a. Yang berlaku adalah ucapan orang yang berutang dengan
sumpahnya, dan orang yang menjamin tidak boleh menagih
apapun padanya, karena dia telah mengklaim telah
memberikannya agar dia bisa menagihnya schingga tidak
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diterima karena hukum asalnya adalah tidak-adanya
pemberian tersebut. Disamping itu orang yang berpiutang
bersaksi atas perbuatan dirinya sehingga tidak diterima.

b. Si penjamin boleh menagih kepada orang yang berutang,
karena penerimaan orang yang berpiutang bisa dibuktikan
dengan saksi atau dengan pengakuan. Seandainya terbukti
bahwa dia telah menerimanya berdasarkan keterangan
saksi, maka dia bisa menagihnya. Begitu pula bila terbukti
berdasarkan pengakuan. Wallahu A lam.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Sah hukumnya
menjamin Darak menurut pendapat yang berlaku. Akan
tetapi Abu Al Abbas meriwayatkan pendapat lain
bahwa hukumnya tidak sah, karena ia merupakan
penjaminan barang yang dijual yang berhak dimiliki,
sedangkan dalam kasus ini tidak diketahui.

Pendapat yang benar adalah bahwa hukumnya
boleh. Demikianlah menurut pendapat Asy-Syafi’i.
Karena hal tersebut memang dibutuhkan, karena si
pembeli telah memberikan harganya sementara tidak
ada jaminan bahwa dia benar-benar memiliki barang
vang dijual tersebut. Dan dia tidak mungkin mengambil
gadai atas harga tersebut, karena si penjual tidak
memberikan barang yang dijual kepadanya sebagai
gadai. Dan dia juga tidak mungkin mencari kepastian
dengan saksi, karena bisa saja si penjual bangkrut
sehingga kesaksian tersebut tidak berguna, sehingga
tidak ada lagi yang bisa dijadikan bukti selain
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penjaminan. Disamping itu tidak mungkin menjadi nilai
vang menjadi hak untuk diketahui, sehingga bila sesuatu
tersebut tidak diketahui maka dimaafkan, seperti orang
vang dimaafkan karena tidak tahu pondasi dinding
(pagar rumah atau kebun dan sebagainya). Hal ini
berbeda dengan penjaminan sesuatu vyang tidak
diketahui, karena bisa saja utang tersebut diketahui lalu
dijamin.

Adapun berkenaan dengan waktu penjaminannya
ada dua pendapat fuqaha Svafi’iyyah dalam hal ini:

Pertama, hukumnya tidak sah sampai si penjual
menerima harganya. Karena sebelum menerima
harganya dia tidak wajib melakukan apapun, sedang
menjamin sesuatu yang tidak wajib adalah tidak sah.

Kedua, hukumnya sah sebelum menerima
harganya. Karena kebutuhan menyebabkan adanya
penjaminan tersebut dalam akad jual-beli sehingga
dibolehkan sebelum menerima harga. Apabila dia
membeli budak perempuan dan menanggung Darak-nya
lalu sebagiannya keluar sebagai sesuatu yang berhak
dimiliki, apabila kami mengatakan bahwa jual-belinya
sah pada sisanya, maka dia bisa menagih harga yang
berhak dimilikinya. Sedangkan bila kami katakan bahwa
jual-belinya batal dalam keseluruhannya, maka dia bisa
menagih kepada penjamin dengan harga yang berhak
dimilikinya. Lalu apakah dia boleh menagih harga yang
tersisa? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Syafi’iyyah:
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Pertama, dia boleh menagihnya, karena jual-
belinya batal disebabkan kepemilikan hak, sehingga dia
harus menanggungnya seperti orang yang berhak.

Kedua, dia tidak boleh menagihnya, karena dia
tidak menanggung kecuali yvang berhak sehingga dia
tidak menjamin selain itu. Apabila dia menanggung
Darak, lalu mendapati barang vang dijual dalam
keadaan cacat kemudian dia mengembalikannya,
apakah dia boleh menagih harganya kepada si
penjamin? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha
Syafi’iyyah:

Pertama, dia tidak boleh menagihnya. Ini adalah
pendapat Al Muzani dan Abu Al Abbas. Karena
kepemilikan tersebut telah hilang darinya, karena
sesuatu yang terjadi sehingga dia tidak bisa menagih
harganya, seperti halnya bila barang tersebut berupa
bagian yang dipotong-potong, lalu diambil oleh orang
yang melakukan Syuf’ah.

Kedua, Dia boleh menagihnya, karena dia
menagih harganya dalam artinya sama-sama melakukan
akad sehingga dia bisa menagih kepada orang yang
menjamin, seperti halnya bila dia keluar sebagai orang
vang berhak memilikinya. Apabila ditemukan cacat
padanya, ketika barang tersebut sudah ada padanya,
apakah dia bisa dituntut membayar denda cacat
tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha
Syafi’'iyyah sebagaimana yang telah kami uraikan.
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Penjelasan: Redaksi “.‘33331 (Darak)’ dengan Ra‘ber-fathah
dan bersukun adalah akibat ( 7abi ah).

Dalam Ash-Shihah dikatakan, “Darak yang ada pada
hakmu akan aku lepaskan.”

Hukum-Hukum: Sah hukumnya melakukan penjaminan
akad, berdasarkan penjelasan yang disebutkan dalam A/ Umm.
Maksudnya adalah seseorang membeli barang dengan harga dalam
tanggungannya, lalu ada orang lain yang menjamin harga yang
diberikan si penjual bila barang tersebut keluar sebagai hak milik.

Akan tetapi menurut Abu Al Abbas bin Suraij hukumnya
tidak sah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Al Qash.
Alasannya adalah karena ia merupakan penjaminan sesuatu yang
tidak wajib. Disamping itu ia adalah penjaminan sesuatu yang tidak
diketahui, karena dia tidak tahu apakah dia berhak memiliki
barang yang dijual tersebut atau hanya sebagiannya saja.

Pendapat yang benar adalah bahwa hukumnya sah, karena
penjual tidak memberikan jaminan bersama barang vang dijual
tersebut. Dan kesaksian tidak berlaku dalam hal ini, karena bisa
saja si penjual bangkrut sehingga kesaksian tidak lagi berlaku,
sehingga tidak ada yang tersisa yang dapat menguatkan si pembeli
selain jaminan.

Adapun berkenaan dengan pendapat Ibnu Al Qash bahwa
ia merupakan penjaminan sesuatu yang tidak wajib dan
penjaminan sesuatu yang tidak diketahui, maka pendapat ini tidak
benar, karena bila barang yang dijual tersebut bukan hak milik,
maka tidak ada penjaminan sama sekali Sedangkan bila ia
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merupakan hak milik, maka dia telah menjamin hak tersebut
setelah menjadi wajib. Penjaminan sah disini meskipun sesuatu
vang berhak dimiliki pembeli tidak diketahui, karena kebutuhan
memang menghendaki demikian.

Abu Yusuf berkata, “Apabila seseorang menjamin suatu
jaminan (Dhaman Darak), maka dia menjamin akibat negatif dari
suatu pembelian.” Al Mawardi mengatakan dalam A/ Hawr
Pendapat ini tidak benar, karena secara tradisi jaminan itu
merupakan gambaran dari Darak dan penjaminan terhadap harga
(pembayaran) sehingga sesuatu yang mutlak ditafsirkan demikian.
Apabila kami berkata, “Sah hukumnya melakukan Dhaman
Darak” maka hukumnya sah setelah menerima harga.
Demikianlah menurut satu pendapat. Karena ia merupakan
penjaminan hak setelah menjadi wajib. Lalu apakah sah
menjaminnya sebelum penjual menerima harganya
(pembayarannya)?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi’iyyah:

Pertama, hukumnya sah, karena kebutuhan menghendaki
penjaminan tersebut sebelum harga diterima, sebagaimana ia juga
dibutuhkan setelah harga diterima.

Kedua, hukumnya sah, karena ia merupakan penjaminan
hak sebelum menjadi wajib. Dan dia tidak menyebutkan pendapat
lain.

Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, “Redaksinya adalah
dengan mengucapkan, ‘Aku menjamin sesuatu yang dijaminnya
atau harganya atau Darak-nya’, atau mengatakan kepada pembeli,
‘Aku menjamin pembebasanmu darinya’, atau berkata, ‘Apabila
jual-belinya telah menjadi hak milik, maka aku menjamin harganya
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untukmu’. Apabila dia berkata, ‘Aku menjamin pembebasan
barang yang dijual untukmu’, maka hukumnya tidak sah, karena
perkiraannya adalah barang tersebut keluar sebagai hak milik.”

Ibnu Suraij berkata, “Tidak akan menjamin Darak barang
vang dijual kecuali orang bodoh.”

Apabila hal ini telah jelas, maka apabila seseorang
melakukan Dhaman Darak (penjaminan terhadap harga atau
pembayaran) baik berupa rumah yang dibeli atau rumah yang
dilepas hingga menjadi hak, maka dia bisa menagih harganya
kepada si penjamin, apabila dia hendak melepaskan seketika maka
dia bisa menyerahkan kepadanya. Teman-teman kami
menafsirkannya dengan dua penafsiran.

Pertama, bahwa yang dimaksud adalah “Pembebasanmu
dengannya.”

Kedua, bahwa vang dimaksud adalah “Dan
pembebasannya.” Terkadang kalimat () “Atau” searti dengan (4)
“Dan.” Allah £ berfirman,

A ’/ < s it -2 ,’/
@ 6;{93;‘ 1| R Lt i

“Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.”
(Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 147). Dan firman Allah

AR AT A

“Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang
vang kafir di antar mereka.” (Qs. Al Insaan [76]): 24).
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Adapun penjaminan vang ditulis dalam dokumen dengan
redaksi, “Si fulan penjual menjamin si fulan bin fulan sang pembeli
terhadap nilai sesuatu yang terjadi pada barang yang dijual, baik
berupa tanaman atau bangunan atau lainnya, bila ia keluar sebagai
hak milik,” maka menurut sahabat-sahabat kami (fugaha
Syafi'iyyah) penjaminan tersebut batal menurut madzhab Syafi’i,
tanpa diperselisihkan lagi. Karena ia merupakan penjaminan
sesuatu yang tidak wajib dan sesuatu yang tidak diketahui. Apabila
disebutkan lebih spesifik dengan berkata, “Dari Dirham ke Dirham
lain,” maka hukumnya tidak sah, karena ia merupakan penjaminan
sesuatu yang tidak wajib dan sesuatu yang tidak diketahui. Apabila
dikatakan demikian, lalu disebutkan, “Dari satu Dirham ke seribu
Dirham,” maka hukumnya juga tidak sah, karena ia merupakan
penjaminan sesuatu yang tidak wajib dan tidak diketahui.

Akan tetapi menurut Abu Hanifah & hukumnya sah. Imam
Abu Ja'far Ath-Thahawi dari kalangan ulama Hanafiyyah
mengatakan dalam A/ Mukhtashar, “Barangsiapa melakukan
Dhaman Darak (penjaminan terhadap harga [pembayaran]
terhadap pembeli apabila dia berhak mendapatkan barang yang
dijual atau terdapat cacat padanya) terhadap seseorang dalam
rumah yang dibelinya, maka menurut Abu Hanifah penjaminan
tersebut batal. Dia berkata, “Dhaman '‘Uhdah (Dhaman Darak)
menurutku adalah penjaminan kertas (dokumen).” Sementara
menurut Abu Yusuf dan Muhammad, penjaminan tersebut
dibolehkan, vaitu Dhaman Darak dalam rumah vang dijual.
Apabila rumah tersebut telah menjadi haknya, maka si pembeli
bisa- menagih harganya kepada penjualnya dan menagih
bangunannya bila terjadi sesuatu, yang disebabkan oleh si penjual.
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Apabila ini telah dilakukan, maka dia bisa menagihnya kepada
penjual maupun penjaminnya. Pendapat inilah yang kami ambil.

Muhammad Najib Al Muthi'i bin Syaikh Ibrahim bin
Abdurrahman bin Ahmad bin Bukhait -semoga Allah
mengampuninya dan mengampuni orang tuanya- mengatakan:
Dhaman ’'Uhdah (Dhaman Darak) menurut Ath-Thahawi adalah
penjaminan Kkertas, yakni penjaminan terhadap cek (bukti hak
milik). Hukumnya tidak dijamin oleh penjual sampai
penjaminannya sah. Apabila seseorang menjamin lepasnya barang
yang dijual atau menjamin nilai sesuatu yang terjadi pada barang
vang dijual baik berupa bangunan atau tanaman, apabila
penjaminan tersebut diluar akad jual-beli, maka harus dilihat duly,
apabila penjaminan tersebut dipisahkan dari Dhaman ‘Uhdah,
maka jual-belinya dan Dhaman 'Uhdahnya tidak batal. Yang batal
adalah penjaminan terhadap lepasnya barang vang dijual dan
penjaminan terhadap sesuatu vang terjadi padanya baik berupa
bangunan atau tanaman. Apabila penjaminannya dilakukan
bersamaan dengan Dhaman 'Uhdah, maka pelepasan barang vang
dijual tersebut dan segala yang terjadi padanya batal. Lalu apakah
Dhaman 'Uhdahnya batal? Dalam hal ini ada dua pendapat imam
Asy-Svafi'i berdasarkan dua pendapatnya tentang pemisahan
transaksi.

Apabila penjaminan tersebut disyaratkan dalam jual-beli
dengan berkata, “Juallah kepadaku tanah ini dengan harga 100
Dinar, dengan syarat ada orang yang menjaminku berkenaan
pelepasannya dan nilai dari apa yang aku buat terhadapnya baik
berupa bangunan atau tanaman bila aku telah berhak
terhadapnya,” lalu si penjual berkata, “Aku menjualnya
kepadamu,” atau syarat tersebut disebutkan pada waktu memilih,
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maka jual-belinya rusak, karena ia merupakan jual-beli dengan
syarat yang rusak.

Syaikh Abu Hamid berkata, “Ada pula pendapat lain, vaitu
bahwa jual-belinya tidak batal bila dia mensyaratkan penjaminan
nilai sesuatu yang terjadi pada tanah tersebut, sebagaimana yang .
kami katakan tentang orang vang mensyaratkan jaminan yang
rusak dalam jual-beli.”

Akan tetapi pendapat yang lebih benar adalah pendapat
pertama. '

Cabang: Apabila seorang laki-laki melakukan Dhaman
‘Uhdah terhadap laki-laki lain sementara seluruh barang yang dijual
telah menjadi hak orang yang dijamin dan dia telah memberikan
harganya kepada penjual, maka si pembeli boleh memilih. Bila dia
mau, dia bisa menagih harganya kepada penjual; sedangkan bila
dia mau, dia bisa menagihnya kepada penjamin. Apabila
sebagiannya menjadi hak, maka jual-belinya batal dan si pembeli
bisa menagih harganya kepada si penjamin sesuai nilai yang keluar
tersebut menjadi hak tersebut. Lalu apakah jual-belinya batal pada
sisanya? Dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-Svafi'i.

Apabila kami mengatakan bahwa jual-belinya batal, atau
kami mengatakan tidak batal tapi pembeli memilih membatalkan
jual-beli tersebut, apakah pembeli boleh menagih harganya kepada
si penjamin sesuai kadar tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat
fugaha Syafi'iyyah: |

Pertama, dia boleh menagihnya, karena harga tersebut
berlaku baginya disebabkan hak kepemilikan.
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Kedua, dia tidak boleh menagihnya, karena dia tidak
menjamin kecuali harga yang menjadi haknya. Jual belinya batal
karena transaksinya tidak dipisahkan dan dibatalkan oleh pembeli.

Apabila pembeli menemukan cacat pada barang yang dijual
. sehingga dia mengembalikannya, apakah dia bisa menagih
harganya kepada si penjamin? Teman-teman kami mengatakan:
Apabila si penjamin berkata, “Aku menjamin segala akibat yang
terjadi padamu pada barang yang dijual,” atau “Aku menjamin
segala akibat pada barang yang dijual dalam semua cacat yang
ada,” maka dia boleh menagih harganya kepada si penjamin.
Demikianlah menurut satu pendapat. Begitu pula bila terdapat
cacat pada barang pembeli dan sebelumnya telah ditemukan cacat
padanya, maka dia bisa menagih Divatnya kepada si penjamin,
karena penjaminnya menyebabkan harus berlaku demikian.

Apabila dia melakukan Dhaman Darak (penjaminan harga
pada pembeli bila dia berhak mendapatkan barang yang dijual atau
terdapat cacat padanya) pada barang yang dijual dan tidak
melakukan penjaminan lain, apakah dia boleh menagih harganya
kepada si penjamin, bila ditemukan cacat pada barang tersebut?
Atau menagih diyat bila terjadi cacat lain padanya? Dalam hal ini
ada dua pendapat fugaha Svafi'iyyah:

Pertama, dia boleh menagih harganya, karena harga
kembali padanya, dalam artian bahwa dia menyertai akad dengan
adanva kelalaian dari penjual, sehingga dia bisa menagih harganya
kepada penjual, sebagaimana dia berhak mendapatkan barang
yang dijual.

Kedua, dia tidak boleh menagihnya kepada si penjamin,
tapi menagihnya pada si penjual. Ini adalah pendapat Al Muzani
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dan Abu Al Abbas bin Suraij, karena kepemilikannya hilang dari
barang yang dijual tanpa adanya hak memiliki, sehingga dia tidak
boleh menagih harganya kepada penjamin. Seperti halnya bila
barang yang dijual berupa bagian tertentu, lalu diambil oleh orang
vang melakukan Syufah.

Cabang: Apabila seseorang melakukan Dhaman 'Uhdah,
lalu ternyata jual-belinya batal tanpa adanya kepemilikan barang
tersebut, apakah si pembeli boleh menagih harganya
(pembayarannya) kepada si penjamin? Dalam hal ini ada dua
pendapat fugaha Syafi'iyyah sebagaimana yang diriwayatkan
dalam A/ lbanah:

Pertama, dia boleh menagihnya kepadanya, karena dia
menagihnya disebabkan maksud yang menyertai akad jual-beli
sehingga hukumnya seperti orang yang berhak memilikinya.

Kedua, dia tidak boleh menagihnya kepadanya, karena dia
bisa menahan barang yang dijual. Kecuali bila dia menuntut harga
vang telah diberikan, tapi tetap tidak boleh menuntutnya kepada si
penjamin. Berbeda seandainya dia berhak mendapatkan barang
vang dijual di tangan penjual sebelum menerimanya atau terjadi
pembatalan pada barang yang dijual, atau barang tersebut
merupakan bagian tertentu, lalu diambil oleh orang vang
melakukan Syufah, maka si pembeli tidak boleh menagih
harganya kepada si penjamin, karena harga tersebut kembali
kepadanya dengan arti yang terjadi setelah akad dan tidak dijamin
oleh si penjamin kecuali ketika barang yang dijual tersebut berhak
dimiliki. Cabang permasalahan ini akan diuraikan lebih detail
dalam cabang permasalahan seputar Dhaman Darak dalam Ar-
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Raudhah. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mempelajarinya.
Semoga Allah memberimu Taufik.

Cabang: Al Mas’udi berkata, “Apabila seseorang membeli
- sesuatu dengan harga tertentu, lalu menerimanya, kemudian ada
orang lain yang menjamin si penjual berkenaan dengan timbangan
vang kurang atau harga yang buruk, lalu ternyata harganya kurang
atau buruk atau cacat, maka dia bisa menagih harga yang kurang
tersebut kepada si penjamin. Dia juga bisa menolak harga yang
buruk dan sesuatu yang cacat pada si pembeli dan menuntut
harganya kepada si penjamin.”

Cabang: Berkenaan dengan pendapat Abu Hanifah yang
telah disebutkan sebelumnya. Imam Ali bin Muhammad Al Isbijani
mengatakan dalam Svarah Mukhtashar Ath-Thahawi, “Apabila
pembeli membangun sesuatu dalam rumahnya, lalu ada orang lain
vang berhak memilikinya dengan adanya saksi, lalu bangunan
tersebut dirusak, maka si pembeli bisa menuntut harganya kepada
si penjual dan menuntut nilai bangunan tersebut sesuai
kerusakannya kepadanya. Apabila nilai kerugian yang rusak tidak
diberikan kepada si penjual, maka dia tidak boleh menuntut
kepadanya kecuali dengan harga saja. Diriwayatkan dari Abu
Yusuf bahwa dia berkata, “Dia bisa menagih harganya dan nilai
bangunannya.”

Ath-Thahawi berkata, “Dia boleh mengambil keduanya
sekaligus. Kalau dia mau, dia bisa mengambil keduanya dari
penjual, dan kalau mau dia bisa mengambil keduanya dari si
penjamin, lalu si penjamin bisa menagihnya kepada si penjual bila
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penjaminan tersebut atas perintahnya.” Akan tetapi pendapat Ath-
Thahawi ini tidak benar. Sedangkan menurut Muhammad dalam
riwayat yang kuat, nilai bangunan tersebut hanya ditagih pada si
penjual saja dan tidak ditagih pada si penjamin.

Dalam tempat lain setelah ini dia berkata: Penjelasannya
adalah bahwa orang yang menjamin seseorang untuk orang lain
dalam sesuatu yang rusak atau membayarkan tanggungannya atau
menjamin harga sesuatu yang dibelinya atau sesuatu yang
dipinjamkannya, atau menjamin hartanya yang rusak, maka
penjaminan ini sah meskipun tidak ada sesuatu yang menafikan
kondisinya, karena ia disandarkan pada sebab yang dijamin, orang
vang berpiutang dan orang vang berutang vang bisa
membayarnya. Apabila si penjamin berkata, “Apa yang engkau
jual kepada si fulan, nilainya aku yang tanggung,” atau
mengatakan “Setiap kali engkau menjual sesuatu kepada si fulan,”
atau “Sesuatu yang engkau jual kepada si fulan,” maka hukumnya
berlaku dalam semua vang dijual.

Seandainya penjaminan tidak menggunakan kata-kata tadi,
tapi dengan berkata, “Kalau engkau menjual kepadanya maka
nilainya aku vang tanggung,” atau berkata, “Apabila kamu
menjualnya kepadanya,” atau berkata, “Kapan saja engkau
menjualnya kepadanya,” maka si penjamin hanya ditagih harga
vang disebutkan pada awal transaksi dan tidak ditagih pada harga-
harga transaksi sesudahnya.

Apabila dia mengatakan kepadanya, “Apa saja yang rusak
karena ulah salah seorang manusia maka aku vyang
menanggungnya,” maka hukumnya tidak sah, karena sesuatu yang
dijamin tidak diketahui. Begitu pula bila dia berkata, “Apa saja
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vang rusak vyang menjadi milik seseorang, akulah yang
menanggungnya,” maka hukumnya tidak sah karena sesuatu yang
ditanggung tidak diketahui.

- Cabang-Cabang Permasalahan Tentang Masalah-
Masalah yang Berkaitan dengan Dhaman Darak
dalam Ar-Raudhah

Masalah Pertama: Di antara lafazh-lafazh dalam
Dhaman ini adalah seseorang mengatakan kepada pembeli, “Aku
menjamin  untukmu  ‘Uhdahnya atau Daraknya atau
keterlepasanmu darinya.” Apabila seseorang berkata, “Aku
menjamin untukmu terlepasnya barang vang dijual,” maka
hukumnya tidak sah, karena dia tidak independent dalam
pelepasannya apabila berhak memilikinya. Apabila seseorang
menjamin tanggungan harga dan lepasnya barang yang dijual
sekaligus, maka penjaminan pelepasan tersebut tidak sah,
sedangkan berkenaan dengan tanggungan tersebut ada dua
pendapat vyang berkaitan dengan transaksi. Apabila dia
mensyaratkan adanya penjamin dalam jual-beli agar melepaskan
barang vang dijual, maka hukumnya batal. Berbeda bila dia
mensyaratkan orang yang menjamin harganya.

Masalah Kedua: Disyaratkan agar nilai harganya
diketahui oleh si penjamin, meskipun nilai harga dalam penentuan
laba tidak diketahui.

Masalah Ketiga: Dibolehkan orang yang menyerahkan di
dalamnya melakukan penjaminan terhadap orang vyang
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menyerahkan kepadanya apabila harta pokoknya menjadi hak
milik setelah orang yang menyerahkan di dalamnya menerimanya,
karena orang yang menyerahkan di dalamnya dalam tanggungan
sementara hak milik tersebut tidak bisa digambarkan. Yang bisa
digambarkan adalah barang vyang diterima. Dalam kondisi
demikian orang yang menyerahkan bisa menuntutnya dengan
sesuatu yang sama, bukan 'dengan harta pokoknya.

Masalah Keempat: Apabila hak memiliki telah terlihat,
maka si pembeli bisa menagih kepada siapa saja yang
dikehendakinya baik si penjual atau si penjamin. Dan tidak ada
bedanya apakah barang tersebut keluar sebagai hak milik atau
hanya keluar sebagiannya saja karena ada Syufah dalam jual-beli
sebelumnya. Dalam hal ini Asy-Syafi'i berpedoman dengan sistem
jualbeli tersebut. Apabila ternyata jual-belinya rusak, maka
berkenaan dengan penagihannya kepada si penjamin ada dua
pendapat fuqaha Syafi’iyyah:

Pertama; Ya, seperti tetapnya hak.

Kedua; Tidak, karena memang tidak diperlukan
disebabkan ada kemampuan barang yang dijual tersebut ditahan
sampai dia meminta kembali harganya. Apabila barang yang dijual
keluar dalam keadaan cacat, lalu pembeli mengembalikannya,
maka berkenaan dengan penagihan kepada si penjamin ada dua
pendapat fugaha Syafi'iyyah. Yang paling utama adalah agar tidak
ditagih, karena pengembalian disini karena sebab vang terjadi
sedang dia masih bisa memilih, jadi kasus ini mirip pembatalan
karena Khivar maijlis atau saling membatalkan. Hal ini bila
cacatnya bersamaan dengan akad.
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Adapun bila cacatnya terjadi di tangan penjual setelah akad,
maka dalam At-Tatimmah disebutkan bahwa si penjamin tidak
ditagih harganya. Demikianlah menurut satu pendapat. Karena
sebab pengembalian harga tersebut tidak berbarengan dengan
akad dan si penjual tidak melampaui di dalamnya. Cacat yang ada
saat akad ada sebabnya terdapat saat akad. Apabila si penjual
melampaui batas-dengan menyembunyikannya maka penetapan
hak memang harus dilakukan menurut satu pendapat.

Aku berkata, “Pendapat’ yang paling benar dari dua
pendapat pertama adalah bahwa dia tidak ditagih. Apabila
barangnya keluar dalam keadaan cacat dan ketika dipegang
pembel juga terjadi cacat, maka berkenaan dengan penuntutan
diyat terhadap si penjamin ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah.”
Wallabu A’lam

-Cabang: Apabila barang vang dijual rusak sebelum
diterima setelah harganya (pembayaran) diserahkan (kepada
penjual) yang menyebabkan akadnya batal, apakah si penjamin
harus ditagih harganya?

Apabila kami katakan bahwa hukumnya batal sejak asalnya,
maka ia seperti munculnya kerusakan tanpa ada tetapnya hak.
Sedangkanbilakanﬁkatakanbahwaiabalalsejaksaatitu, maka
hukumnya seperti mengembalikan barang karena cacat. Apabila
sebagian barang yang dijual telah menjadi hak, maka berkenaan
dengan sahnya jualbeli pada sisanya ada dua pendapat tentang
akadnya. Apabila kami katakan bahwa hukumnya sah dan pembeli
dibolehkan, bila kami katakan bahwa dibolehkan menagih seluruh
harga, maka si penjamin tidak ditagih apapun. Sedangkan bila
kami katakan bisa ditagih dengan menyjicil, maka dia bisa ditagih
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dengan harga yang merupakan hak yang harus diambil. Apabila
terjadi fasakh (pembatalan), maka dia bisa ditagih dengan cara
menyicil. Dan penagihan barang yang tersisa adalah seperti
penagihan ketika terjadi pembatalan disebabkan adanya cacat.

Sedangkan bila kami katakan tidak sah, maka berkenaan
dengan penagihan harga kepada si penjamin ada dua riwayat:

Pertama; Hukumnya seperti kasus rusaknya akad dengan
svarat dan sejenisnya.

Kedua; Penagihan dilakukan karena kerusakan
disandarkan pada tetapnya hak. Semua ini berlaku bila shighat
Dhamannya sebagaimana yang telah kami uraikan dalam masalah
pertama. Adapun bila tetapnya hak ditentukan, misalnya dengan
mengatakan “Aku menjamin untukmu harga ini apabila barang
vang dijual telah menjadi hak milik,” maka dia tidak ditagih dengan
cara lain. Begitu pula bila shighatnya ditentukan dengan selain
tetapnya hak, maka dia tidak ditagih ketika barang tersebut sudah
menjadi hak milik.

Masalah Kelima: Seseorang membeli tanah, lalu
membangun di atasnya dan menanam tanaman, lalu tanah
tersebut keluar sebagai hak milik, kemudian orang yang berhak
memilikinya meninggalkan bangunan dan tanaman tersebut,
apakah wajib memberikan divat kekurangannya pada si penjual
ketika nilainya masih tetap atau tidak?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Svafiiyyah.
Pendapat yang paling sah adaleh bahwa hukumnya wajib.
Berdasarkan hal ini, apabila seseorang dijamin oleh penjamin,
maka harus dilihat dulu. Apabila hal tersebut terjadi sebelum
adanya hak milik atau setelahnya dan sebelum ditinggalkan, maka
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hukumnya tidak sah. Sedangkan bila hal tersebut terjadi
setelahnya, maka hukumnya sah bila kadarnya diketahui. Apabila
seorang laki-laki melakukan Dhaman ‘Uhdah pada tanah dan divat
kekurangan bangunan dan tanaman dalam satu akad, maka untuk
Divatnya tidak sah, sedangkan untuk ‘Uhdafnya ada dua
pendapat yang berkenaan dengan akad (transaksi).

Apabila barang yang dijual disyaratkan diberikan kepada
orang yang menanggungnya, maka hukumnya seperti orang yang
mensvaratkan jaminan yang rusak dalam jual-beli. Segolongan
fugaha Svafiiyyah berkata, “Penjaminan terhadap kekurangan
bangunan dan tanaman, sebagaimana ia tidak sah dilakukan oleh
selain pembeli, ia juga tidak sah bila dilakukan oleh pembeli. Hal
ini adalah maksudnya hanya main-main, seperti halnya bila
seseorang menjamin ‘Uhdah yang wajib dan pembayaran diyat
tanpa adanya kewajiban padanya. Jadi ia berlaku menurut
pendapat yang kuat dalam madzhab kami. Apabila tidak demikian,
maka ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban membayar
Divat.”

Sifat Kedua: Kelaziman. Utang yang bersifat tetap ada
dua macam:

Pertama, utang vang tidak bisa menjadi lazim secara
seketika, vaitu utang Kitabah (cicilan pelunasan agar bebas dari
status budak). Tidak sah menjamin utang ini menurut pendapat
vang benar. Apabila seseorang menjamin budak Mukatab selain
cicilannya, apabila dia menjamin untuk orang lain maka hukumnya
sah. Apabila dia telah membayar utang tersebut, maka dia bisa
menagihnya kepada si budak Mukatab bila penjaminan tersebut
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atas seizinnya. Apabila dia menjaminnya untuk majikannya, maka
boleh dilanjutkan prosesnya. Lalu apakah utang tersebut menjadi
gugur bila dia tidak mampu?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Svafi’iyyah. Apabila
kami katakan “Ya” —dan inilah pendapat yang paling benar-, maka
hukumnya tidak sah, seperti penjaminan cicilan Kifabah.

Kedua, utang vang bisa berubah menjadi lazim. Apabila ia
menjadi lazim pada saat penjaminan, maka penjaminan tersebut
sah, baik ia bersifat tetap atau tidak, seperti mahar sebelum terjadi
persetubuhan dan harga sebelum menerima barang yang dijual.
Dalam hal ini tidak perlu melihat kemungkinan gugumya
sebagaimana tidak perlu melihat kemungkinan gugurnya sesuatu
vang tetap dengan pembebasan, pengembalian barang yang ada
cacatnya dan lain sebagainya. Apabila ia tidak menjadi lazim saat
terjadi penjaminan, maka ada dua jenis:

a. Hukum asalnya adalah menjadi lazim, seperti harga
dalam masa memilih. Adapun berkenaan dengan penjaminannya
ada dua pendapat fugaha Svafi'iyyah. Yang paling sah dari
keduanya adalah bahwa hukumnya sah. Dalam At-Tatimmah
dikatakan, “Perbedaan pendapat ini terjadi apabila yang memiliki
hak memilih pembeli atau keduanya. Adapun bila hak memilih
hanya pada penjual saja, maka hukumnya sah secara pasti, karena
utangnya bersifat lazim bagi orang yang memiliki tanggungan
terhadapnya. Menurut sang imam, pembenaran tanggungan
merupakan cabang permasalahan dari hak memilih yang tidak
menghalangi berpindahnya kepemilikan dalam harga kepada
penjual. Adapun bila ia menghalanginya maka ini merupakan
penjaminan sesuatu yang tidak wajib.”
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b. Hukum asalnya adalah boleh, seperti pemberian upah
dalam Ji‘alah. Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’'iyyah
sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab Gadai.

Adapun pelaksanaan berdasarkan dua pendapat tadi adalah
setelah melakukan pekerjaan dan sebelum ia selesai, sebagaimana
vang telah dijelaskan. Adapun penjaminan harta perlombaan -bila
kita menjadikannya sebagai Jarafr, hukumnya adalah sah. Kalau
tidak, maka ia seperti upah dalam Ji'alah.

Sifat Ketiga: Diketahui. Dalam hal ini ada beberapa
bentuk:

Bentuk Pertama: Menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
Dalam hal ini ada dua riwayat dalam madzhab kami (Asy-Syafi’i),
seperti penjaminan sesuatu yang tidak wajib. Apabila kami
menganggapnya benar, maka syaratnya adalah bisa diketahui.
Misalnya dengan berkata, “Aku menjamin harga sesuatu yang
engkau jual pada si fulan,” padahal dia tidak mengetahui, karena
untuk mengetahuinya mudah. Adapun bila seseorang berkata,
“Aku menjamin untukmu sesuatu yang wajib diberikan kepada si
fulan,” maka hukumnya tidak sah. Adapun dua pendapat tentang
sahnya penjaminan sesuatu yang tidak diketahui, keduanya berlaku
dalam sahnya pembebasan daringa. Menurut mereka ada dua
pendapat yang berbeda tentang pembebasan ini:

Pertama: Perbedaan pendapat tentang sahnya syarat
bebas dari cacat, karena cacat tersebut tidak diketahui jenis dan
kadamya.
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Kedua: Apakah pembebasan itu pengguguran seperti
memerdekakan budak? Ataukah ia menjadikan tanggungan pada
orang vang berutang, lalu ketika dia memilikinga maka utang
tersebut menjadi gugur?

Dalam hal ini ada dua pendapat. Apabila kami katakan
sebagai pengguguran maka hukumnya sah. Sedangkan bila tidak
demikian, maka disyaratkan harus diketahui, seperti orang yang
menerima. Contoh lainnya adalah bila seseorang memiliki piutang
pada orang lain dan piutang lain pada orang yang lain pula, lalu
dia berkata, “Aku membebaskan utang salah seorang dari kalian
berdua.” Apabila kami katakan bahwa ia merupakan pengguguran,
maka hukumnya sah dan penjelasannya bisa diambil. Akan tetapi
bila tidak, maka hukumnya tidak sah. Sebagaimana bila dia
memiliki seorang budak pada tangan masing-masing dari
keduanya, lalu dia berkata, “Aku menjadikan budak yang ada di
tangan salah seorang dari kalian berdua sebagai miliknya.” Contoh
lainnya adalah, bila ayahnya memiliki utang pada seseorang, lalu
utang tersebut dibebaskan dan dia tidak tahu bahwa ayahnya telah
wafat. Apabila kami katakan bahwa ia merupakan pengguguran,
maka hukumnya sah. Sebagaimana seseorang berkata kepada
budak ayahnya, “Aku memerdekakanmu,” sedang dia tidak tahu
bahwa ayahnya telah wafat. Apabila kami katakan bahwa hal
tersebut merupakan tindakan menjadikan milik, maka ini
berdasarkan perbedaan pendapat tentang kasus seandainya
seseorang menjual harta ayahnya karena menduga bahwa ayahnya
masih hidup, tapi ternyata ayahnya sudah wafat. Contoh lainnya
adalah bahwa hal tersebut tidak membutuhkan penerimaan bila
kami menjadikannya sebagai pengguguran.
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Sedangkan bila kami menjadikannya sebagai tindakan
menjadikan milik, maka hal tersebut juga tidak membutuhkannya,
menurut pendapat yang benar. Apabila kami menganggap bahwa
vang berlaku adalah penerimaan, maka bisa ditolak. Akan tetapi
kalau tidak, maka ada dua pendapat fugaha Swafi'iyyah dalam
masalah ini.

Aku berkata, “Yang paling benar adalah tidak ditolak.
Wallahu A’lam.”

Masalah-masalah ini telah diuraikan dalam At7atimmah
dengan masalah-masalah yang serupa. Adapun argumentasi bagi
tindakan menjadikan milik adalah bahwa dia mengatakan kepada
orang vang berutang, “Aku menjadikan utang yang ada dalam
tanggunganmu menjadi milikkmu,” maka hukumnya sah dan
tanggungannya bebas, meskipun tanpa ada niat dan maksud
demikian. Seandainya ia bukan untuk menjadikan milik, maka
tentunya membutuhkan niat atau maksud. Seperti halnya bila dia
mengatakan kepada budaknya, “Aku menjadikan budakmu
menjadi milkmu,” atau mengatakan kepada istrinva, “Aku
menjadikanmu memiliki diri dirimu sendiri,” maka perkataan ini
membutuhkan niat.

Cabang: Apabila seseorang menggunjing orang lin, lalu
berkata, “Aku telah menggunjingmu, maka maafkanlah aku!” lalu
orang yang digunjing memaafkannya, padahal dia tidak tahu apa
yang digunjingkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Svafi’iyyah:

Pertama; orang yang digunjing bebas, karena hal tersebut
merupakan pembebasan. Seperti orang yang memotong anggota
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tubuh seorang budak, lalu majikannya memaafkannya sehingga dia
tidak dihukum Qishash, meskipun sang majikan tidak mengetahui
anggota tubuh yang dipotong, maka hukumnya sah.

Kedua; dia tidak bebas, karena tujuannya adalah
keridhaannya, sedang keridhaan tidak mungkin ada pada sesuatu
vang tidak diketahui. Kasus ini berbeda dengan Qishash vang
berdasarkan pada keumuman. Jadi hukumnya berbeda dengan
pengguguran tindakan zalim.

Bentuk Kedua: Penjaminan divat tindak pidana (Jinayah).
Hukumnya sah bila bentuknya Dirham atau Dinar. Adapun
berkenaan dengan penjaminan dengan unta divat -bila kami tidak
membolehkan penjaminan sesuatu yang tidak diketahui-, maka
dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi'iyyah. Ada pula yang
mengatakan ada dua pendapat imam Asy-Syafii dalam masalah
ini. Pendapat yang paling benar adalah bahwa hukumnya sah.

Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya sah secara
pasti, sebagaimana sah pula membebaskan darinya. Apabila dia
memberikan binatang sementara penjaminannya bisa ditagih,
apakah dia bisa menagih binatang tersebut ataukah dengan
sesuatu yang senilai dengannya? Sang imam berkata, “Para ulama
berselisih pendapat tentang meminjamkan binatang. Dan tidak
boleh menjamin divat pada agilah sebelum genap satu tahun,
karena ia tidak tetap setelahnya.”

Bentuk Ketiga: Apabila kami melarang penjaminan
sesuatu yang tidak diketahui, lalu ada orang yang berkata, “Aku
menjamin tanggunganmu pada si fulan dari satu Dirham sampai
sepuluh Dirham,” maka dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Svafi'iyyah. Ada pula yang mengatakan bahwa ada dua pendapat
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imam Asy-Svalfi'i. Pendapat yang paling benar adalah sah, karena
tidak adanya penipuan. Berdasarkan hal ini, maka dia wajib
memberikan 10 Dirham, menurut pendapat yang paling benar.
Ada pula yang mengatakan 8 Dirham. Ada pula yang mengatakan
9 Dirham.

Menurutku: Yang paling benar adalah sembilan Dirham.
Kami akan menjelaskannya dalam pembahasan tentang
pengakuan, insya Allah.

Cabang: Apabila seseorang berkata, “Aku menjamin
utangmu antara 1 Dirham dan 10 Dirham,” apabila dia
mengetahui bahwa utangnya tidak kurang dari 10 Dirham, maka
hukumnya sah dan dia bisa menjamin 8 Dirham. Tapi bila dia
tidak mengetahuinya, maka berkenaan dengan keabsahan
menjamin 8 Dirham ada dua pendapat imam Asy-Syafi'i atau dua
pendapat fugaha Svafi'iyyah. Apabila dia berkata, “Aku menjamin
utangmu beberapa Dirham pada si fulan,” padahal dia tidak
mengetahui jumlah pastinya, apakah sah menjamin 3 Dirham
karena ia masuk dalam maksud perkataan tersebut?

Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Svafi'iyyah. Seperti
halnya orang vang diberi upah satu Dirham setiap bulannya. Lalu
apakah sah pada bulan pertama? Masalah-masalah ini berlaku
dalam pembebasan.

Cabang: Sah melakukan penjaminan zakat untuk orang
yang wajib mengeluarkannya, menurut pendapat yang benar. Ada
pula yang berpendapat tidak sah, karena ia merupakan hak
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Allah &, seperti penjaminan badan saksi untuk menunaikan
kesaksian. Berdasarkan pendapat yang benar, izinnya dianggap
berlaku ketika menunaikannya, menurut pendapat yang paling
benar.

Cabang: Boleh menjamin manfaat-manfaat vang tetap
dalam tanggungan, seperti harta benda. Semuanya telah dijelaskan
oleh imam An-Nawawi @& dalam Ar-Raudhah.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: Dibolehkan
melakukan  penjaminan tubuh (Kafalah Badan
[Penjaminan Jiwa]) berdasarkan keterangan-keterangan
vang disebutkan dalam kitab-kitab. Dalam Ad-Da’awa
Wa Al Bayyinat disebutkan, “Sesungguhnya penjaminan
tubuh lemah.” Akan tetapi ada sebagian dari kalangan
fugaha Syafi’iyyah mengatakan bahwa hukumnya sah.
Dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat saja di
kalangan mereka. Sedangkan perkataan “Lemah,”
maksudnya adalah dari sisi givas. Di antara sahabat-
sahabat kami (Fugaha Syafi'iyyah) juga ada yang
mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua
pendapat imam Asy-Syafi’i.

Pertama, tidak sah, karena ia merupakan
penjaminan sesuatu yang ada dalam tanggungan
dengan akad, sehingga hukumnya tidak sah, seperti
pembelian buah kurma secara Salam (dibayar dimuka
tapi barangnya belakangan).
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Kedua, sah. Inilah pendapat yang lebih kuat. Hal
ini berdasarkan afsar riwayat Abu Ishaq As-Sabi’i dari
Haritsah bin Mudharrib, dia berkata: Aku pernah
menunaikan shalat Subuh bersama Abdullah bin
Mas’ud. Setelah dia salam, seorang laki-laki memuji
Allah dan menyanjung-Nya, lalu berkata, “Amma
Ba'du. Demi Allah, kemarin aku menginap tanpa ada
dendam terhadap seorang pun dalam diriku. Ketika itu
aku mengetuk pintu rumah seorang laki-laki dari Bani
Hanifah. Dia menyuruhku agar mendatanginya pada
saat malam masih gelap (di akhir malam). Ketika aku
tiba’' di masjid Bani Hanifah, yaitu masjid Abdullah bin
An-Nawwahah, aku mendengar muadzinnya
mengumandangkan adzan dengan bersaksi bahwa tidak
ada Tuhan selain Allah dan Musailamah Rasulullah.”
Saat itu aku masih tidak percaya, lalu aku menutup
mulut kudaku hingga aku mendengar bahwa seluruh
orang vang ada di masjid sepakat mengucapkan
demikian. Maka Abdullah bin Mas’ud berkata, “Bawa
kemari Abdullah bin An-Nawwahah!” Maka Abdullah
bin An-Nawwahah hadir dan mengakuinya. Lalu
Abdullah bin Mas’ud bertanya, “Di mana kamu saat itu?
Apakah kamu membaca Al Qur'an?” Jawabnya, “Aku
menghindari kalian dengan senantiasa membacanya.”
Abdullah bin Mas'ud berkata, “Bertobatlah!” Tapi
Abdullah bin Nawwahah tidak mau bertobat. Maka dia
pun dikeluarkan dari rumahnya, lalu dibawa ke pasar,

kemudian kepalanya dipenggal. Lalu Abdullah bin
Mas’'ud bermusyawarah dengan para sahabat Nabi &
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tentang apa yang harus dilakukan terhadap kaum
Abdullah bin An-Nawwahah yang tersisa. Maka, Adi bin
Hatim berkata, “Kutil (orang murtad) ini telah menjadi
kafir dan kepalanya telah terlihat (terpisah dari badan),
maka dia wajib dipotong.”

dJarir bin Abdullah dan Al Asy’ats bin Qais
berkata, “Suruhlah mereka bertobat. Kalau mereka mau
bertobat maka keluarga mereka harus menjamin
mereka.” Lalu keduanya pun meminta mereka bertobat
dan mereka pun mau bertobat dan keluarga mereka
menjamin mereka.

Disamping itu badan itu boleh diserahkan dengan
adanya akad sehingga penjaminan tubuh (Kafalah jiwa)
juga dibolehkan. Apabila kami katakan “Hukumnya
sah,” maka penjaminan tubuh boleh dilakukan oleh
semua orang yang wajib hadir di maijlis hakim dalam
sengketa utang, karena ia merupakan hak yang lazim
sehingga sah melakukan penjaminan tersebut, seperti
penjaminan terhadap utang. Apabila dia wajib dihukum
had, maka had tersebut berkaitan dengan hak Allah,
maka penjaminan tersebut tidak sah. Karena
penjaminan itu bertujuan untuk penetapan, sedang hak
Allah itu dilandaskan pada penolakan dan pengguguran
sehingga tidak boleh melakukannya. Sedangkan bila
hukuman had tersebut berupa Qishash atau had
Qadzaf, maka dalam hal ini ada dua pendapat fugaha

Syafi’iyyah:
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Pertama: Tidak sah. Karena penjaminan tidak sah
dalam sesuatu yang wajib atasnya sehingga tidak sah

pula menjamin dengannya, seperti orang yang berhak
mendapatkan had Allah &.

. Kedua: Sah. Karena ia merupakan hak manusia

sehingga dibolehkan melakukan penjaminan terhadap
tubuh orang yang wajib melakukannya, seperti utang.
Adapun orang yang memiliki utang yang tidak lazim,
seperti budak Mukatab, maka tidak boleh menjamin
tubuhnya, karena dia tidak wajib hadir sehingga tidak
boleh menjaminnya, seperti utang Kitabah.

Penjelasan: Hadits Abu Ishaq As-Sabi’i diriwayatkan oleh
Abu Daud dari jalur Haritsah bin Mudharrib Al Abdi Al Kufi. Dia
adalah periwayat fsigah dan termasuk thabagah kedua. Telah
keliru, orang yang mengutip dari Al Madinini bahwa dia (Al Madini)
menilainya mafruk. Demikianlah yang disebutkan dalam Az
Tahdzib karya Tbnu Hajar. Diriwayatkan di dalamnya bahwa
Haritsah bin Mudharrib mendatangi Abdullah bin Mas’ud lalu
berkata, “Aku tidak memiliki dendam (permusuhan) terhadap salah
seorang dari bangsa Arab. Tapi aku pernah melewati masjid Bani
Hanifah dan temyata mereka beriman kepada Musailamah.” Maka
Abdullah bin Mas’ud menyuruh membawa mereka kepadanya, lalu
dia menyuruh mereka bertobat kecuali bnu An-Nawwahah. Dia
berkata, “Aku mendengar Rasulullah @ bersabda, ‘Seandainva
engkau bukan utusan, tentu aku tidak akan membunubhmu’.
Sekarang engkau bukan utusan.” Lalu dia menyuruh Qurazhah bin
Ka'b agar menebas lehemnya di pasar. Lalu dia berkata,
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“Barangsiapa ingin melihat Ibnu An-Nawwahah tewas di pasar
(silahkan datang ke pasar).”

Kisah Ibnu An-Nawwahah kembali terjadi pada masa
Nabi g ketika Musailamah mengutusnya untuk menemui Nabi %
bersama orang lain, yaitu Tsumamah bin Utsal. Saat itu Nabi g8
bertanya kepada keduanya,
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“Apakah kalian berdua bersaksi bahwa aku seorang utusan
Allah?” Keduanya menjawab, “Kami bersaksi bahwa Musailamah
seorang utusan Allah.” Maka Rasulullah § bersabda, “Aku
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seandainya aku dibolehkan
membunuh utusan, pasti akan kubunuh kalian berdua.” Abdullah
berkata, “Maka berlakulah Sunnah bahwa utusan tidak boleh
dibunuh.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Al Hakim dan An-Nasa‘i
secara ringkas dari hadits Abdullah bin Mas’ud).

Dalam riwayat-riwayat ini tidak disebutkan bahwa Ibnu An-
Nawwahah masuk Islam. Akan tetapi ada salah seorang sahabat
vang bergabung dengan Musailamah dan menjadi murtad ketika
Musailamah memplokamirkan diri menjadi Nabi palsu, padahal dia
termasuk penghapal Al Quran dan seorang yang alim, akan
tetapi sayangnya berkhianat dan berbuat dosa. Dia adalah Ar-

”~ -
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Rajjal bin Unfuwah. Dialah orang yang berada di barisan terdepan
pasukan Musailamah ketika diserang oleh kaum muslimin dengan
dipimpin oleh Khalid bin Al Walid. Dalam pertempuran tersebut
dia tewas dan Allah menyegerakannya masuk neraka.

Adapun Ibnu AN-Nawwahah, kemungkinan dia masuk
Islam lalu menjadi murtad bersama Musailamah dan tetap menjadi
pendukung setianya sebagai bentuk fanatisme kesukuan, karena
orang-orang berkata, “Pendusta dari Rabi’ah lebih baik daripada
orang jujur dari Mudhar.”

Nabi € memang tidak membunuh dua utusan tersebut
vang di antaranya adalah Ibnu An-Nawwahah. Setelah perang
terhadap kaum murtad, Abdullah bin Mas’ud berjalan mengendap-
endap pada malam hari dengan kuda jantan untuk menyelidiki
orang-orang Bani Hanifah. Dia telah sepakat dengan pemilik kuda
jantan agar mendatangi mereka pada akhir malam (saat suasana
masih gelap). Setelah tiba di masjid Bani Hanifah yang dibangun
oleh Abdullah bin An-Nawwahah, dia mendengar muadzin bersaksi
bahwa Musailamah seorang rasul. Setelah dia benar-benar yakin
akan hal tersebut, dia pun meminta konfirmasi kepada orang-
orang Bani Hanifah dan mereka mengakuinya. Saat itu para
sahabat yang dimintai pendapat sepakat bahwa kutil telah
menampakkan kepalanya dan wajib untuk dipotong (dihilangkan).

Tentang redaksi “Adi bin Hatim Ath-Tha‘i,” dia adalah
salah seorang sahabat vang teguh keislamannya pada waktu
orangorang banyak vang murtad. Dia ikut bergabung dalam
perang melawan Irak dan turut serta berperang bersama Ali. Dia
wafat pada tahun 68 Hijrivah. Ayahnya, Mudharrib adalah orang
vang terkenal sangat dermawan sehingga dijadikan perumpamaan.
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Tentang redaksi “Jarir bin Abdullah,” dia adalah Ibnu Jabir
Al Bajali, seorang sahabat terkenal yang memiliki Kunyah (nama
gelar) Abu Amr. Dikatakan bahwa dia adalah Asy-Syulail bin Malik,
salah seorang keturunan Anmar bin Nizar. Para ahli nasab tidak
berselisih pendapat bahwa Bujailah adalah ibu mereka, sehingga
mereka dinisbatkan kepadanya (Al Bajali). Dia adalah Bujailah binti
Sha’ab. Jarir adalah pemimpin kabilahnya. Dia masuk Islam pada
tahun ketika Nabi & wafat dan dia sendiri berkata, “Aku masuk
Islam 40 hari sebelum Nabi & wafat.” Tentang dia Nabi &
bersabda, “Apabila datang kepada kalian pemimpin suatu kaum,
hormatilah dial”

Berkenaan dengan Jarir, seorang penyair berkata:

Seandainya tidak ada Jarir, maka Bujailah akan binasa

Dia adalah sebaik-baik pemudé
Sedang Bujailah adalah seburuk-buruk kabilah

Umar & berkata, “Tidak akan memuji orang vang
menghujat kaumnya.” Umar juga berkata, “Jarir bin Abdullah
adalah Yusuf umat ini,” karena ketampanannya.

Jarir adalah utusan Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah,
lalu dia ditahan dalam waktu lama. Di antara tokoh yang
meriwayatkannya adalah Anas bin Malik, Qais bin Abi Hazim,
Hammam bin Al Harits dan Asy-Sya’bi. Putra-putranya juga
meriwayatkan darinya, yaitu Ubaidillah, Al Mundzir dan Jorahim.

Disini akan kami kutipkan perkataan imam An-Nawawi
tentang Jarir bin Abdullah dalam Tahdzib Al Asma ‘i Wa Al-Lughat,
“Sahabat Jarir bin Abdullah. Namanya telah disebutkan berulang-
ulang dalam A/ Mukhtashar dan Al Muhadzdzab. Dia adalah Abu
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Amr Jarir bin Abdullah bin Jabir bin Malik birf Nashr bin Tsa’labah
Al Bajali Al Ahmas Al Kufi. Bujailah adalsh binti Sha’ab bin Sa’ad
Al Asyirah, Ummu Walad dari Anmar bin Arasy. Kemudian
mereka dinisbatkan kepadanya (Al Bajali). Jarir menetap di Kufah,
lalu melakukan migrasi ke Qirgisiva dan wafat disana pada tahun
51 Hijrivyah. Dia meriwayatkan 100 hadits dari Rasulullah g yang
disepakati oleh delapan periwayat hadits, sementara Al Bukhari
menyendiri dalam meriwayatkan satu hadits darinya dan Muslim
meriwayatkan 6 hadits darinya (secara menyendiri). Orang-orang
vang meriwayatkan darinya adalah Anas bin Malik, Qais bin Abi
Hazim, Asy-Sya’bi dan tiga putranya yaitu Ubaidillah, Ibrahim dan
Al Mundzir, serta lainnya.”

Ibnu Qutaibah berkata, “Jarir menemui Nabi € pada tahun
10 Hijriyah pada bulan Ramadhan, lalu dia membaiat Nabi & dan
masuk Islam.” Dia berkata lebih lanjut, “Umar bin Khaththab
berkata, “Jarir adalah Yusuf umat ini karena ketampanannya.
Postur tubuhnya tinggi hingga mencapai punuk unta dan
terompahnya sepanjang satu dzira’ Dia menyemir jenggotnya
dengan Za’faran pada malam hari dan mencucinya pada pagi hari.
Dia menjauh dari Ali dan Muawiyah. Dia menetap di Al Jazirah
dan daerah pinggirannya hingga wafat pada tahun 54 Hijriyah.”

Kami meriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih
Muslim dari Anas, dia berkata: Aku pernah bepergian bersama
Jarir dan dia melayaniku. Maka aku pun berkata, “Jangan lakukan
itu!” Dia berkata, “Aku melihat orang-orang Anshar melayani
Rasulullah g, sehingga aku bertekad untuk melayani setiap orang

Anshar yang aku temani (dalam perjalanan).” Padahal Jarir lebih
tua dari Anas ;.
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Kami juga meriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari dan
Shahih Muslim dari Jarir. Dia berkata, “Aku membaiat
Rasulullah 2 untuk menunaikan shalat, membayar zakat dan
menasehati setiap orang Islam.”

Diriwayatkan dalam Shahih A/ Bukhari dan Shahih Muslim
dari Jabir, “Rasulullah g tidak pernah mengernyitkan alisnya
kepadaku (melihat dengan mata mendelik pertanda tidak suka)
sejak aku masuk Islam. Setiap kali melihatku beliau selalu
tersenyum ke arah wajahku. Aku permnah mengadu kepadanya
bahwa aku tidak bisa kokoh di atas kuda. Maka beliau menepuk
dadaku seraya bersabda,

\,.q.. G 45 ﬁm

‘Ya Allah, kokohkanlah dia dan jadﬂﬁn dia orang yang bisa
memberi petunjuk’.”

Diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim
dari Jarir: Nabi 4 bersabda kepadaku pada waktu Haji Wada’,

I ezl

“Suruhlah orang-orang agar mendengarkan perkataanku
dengan baik!”

Diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim
dari Jarir: Pada masa Jahiliyyah ada rumah (tempat ibadah) milik
Khats’am yang bernama Dzul Khalshah dan Ka’bah Yamani.
Suatu ketika Rasulullah g% bersabda kepadaku, “Apakah kamu
mau membantuku untuk menghancurkan Dzul Khalshah dan
Ka’bah Yamani?” Maka aku pun berangkat menuju rumah ibadah
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tersebut bersama 150 penunggang kuda dari suku Ahmas, lalu
kami menghancurkan rumah ibadah tersebut dan membunuh
orang-orang vang kami temui di dalamnya. Kemudian kami
menemui Nabi & dan memberitahukan penghancuran tersebut
kepadanya. Maka beliau pun mendoakan kamni dan suku Ahmas.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi €} bersabda,
“Pergilah dan bakarlah tempat ibadah tersebut dengan api.” Lalu
Jarir mengirim utusan untuk menemui Nabi % guna mengabarkan
kepada beliau (tentang pembakaran tersebut). Maka Nabi pun
mendoakan keberkahan bagi kuda-kuda Ahmas dan para
penunggang kudanya sebanyak lima kali.

Masih banyak kisah-kisah menarik tentang Jarir. Di antara
kisah yang menarik adalah bahwa seorang wakil Jarir membelikan
untuknya seekor kuda seharga 300 Dirham. Ketika Jarir
melihatnya, dia mengkhayalkan bahwa kuda tersebut seharga 400
Dirham. Lalu Jarir berkata kepada pemilik kuda tersebut, “Maukah
engkau menjualnya kepadaku seharga 400 Dirham?” Si pemilik
kuda berkata, “Mau.” Lalu dia mengkhayal lagi bahwa harga kuda
tersebut 500 Dirham, kemudian dia berkata, “Maukah engkau
menjualnya kepadaku dengan harga 500 Dirham?” Si pemilik
kuda menjawab, “Mau.” Lalu dia mengkhayal lagi bahwa harga
kuda tersebut 600 Dirham, lalu dia mengkhayal lagi bahwa harga
kuda tersebut 700 Dirham, lalu dia mengkhayal lagi bahwa harga
kuda tersebut 800 Dirham. Akhimya dia membelinya dengan
harga 800 Dirham.

Adapun tentang Al Asy’ats bin Qais, Al Hafizh An-Nawawi
berkata dalam A#-Tahdzib: Al Asy’ats bin Qais disebut dalam kitab
Al Muhadzdzab dalam pembahasan tentang penjaminan tubuh
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(Kafalah jiwa). Namanya juga disebut dalam A/ Wasith di awal
pembahasan Nikah. Dia adalah Abu Muhammad Al Asy’ats bin
Qais bin Ma’diyakrib, kakek Muawiyah bin Jabalah bin Adi bin
Rabi’ah bin Al Harits bin Muawiyah bin Al Harits Al Ashghar bin
Muawiyah bin Al Harits Al Akbar bin Muawiyah bin Tsaur bin
Muratta’ bin Muawiyah bin Tsaur bin Ufair Al Kindi. Tsaur bin
Ufair adalah Kindah. Disebut Kindah karena dia mengingkari

nikmat yang diberikan oleh ayahnya. Berkenaan contoh kata ini
Allah & berfirman,

QB .£)55TY

“Sesungqguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima
kasih kepada Tuhannya” (Qs. Al ’Aadiyaat {100]: 6).

Al Asy’ats menjadi delegasi Kindah untuk menemui Nabi &
pada tahun 10 Hijrivah dengan rombongan berjumlah 60 orang
penunggang kuda, kemudian mereka masuk Islam, lalu pulang
kembali ke Yaman. Al Asy’ats termasuk orang yang murtad
setelah Nabi & wafat. Lalu Abu Bakar & mengirim pasukan ke
Yaman, kemudian pasukan Islam mengepung Al Asy’ats, lalu
membawanya kepada Abu Bakar, kemudian Al Asy’ats masuk
Islam kembali, lalu berkata, “Biarkan aku hidup agar bisa
membantumu dalam peperangan, dan kawinkanlah aku dengan
saudara perempuanmu.” Maka Abu Bakar pun membebaskannya,
lalu menikahkannya dengan saudara perempuannya, yaitu Ummu
Muhammad bin Al Asy’ats. Al Asy’ats ikut bergabung dalam
perang Yarmuk di Syam, lalu perang Al Qadisiyyah di Irak, Al
‘Mada‘in, Jalula dan Nahawand. Dia tinggal di Kufah dan ikut
bergabung dalam perang Shiffin bersama Ali #. Dia juga
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menghadiri proses perundingan oleh dua juru runding di Daumatul
Jandal. Utsman mengangkatnya menjadi gubernur Azerbaijan dan
Al Hasan bin Ali menikahi putrinya.

Dia meriwayatkan dari Rasulullah & sembilan hadits yang
~.satu di antaranya.disepakati ke-shahifrannya oleh Al Bukhari dan
Muslim. Adapun orang yang meriwayatkan darinya adalah Qais
bin Abi Hazim, Abu Wa'il, Asy-Sya'bi dan lainnya. Dia tinggal di
Kufah dan wafat di sana 40 hari setelah Ali bin Abi Thalib tewas.
Ada pula yang mengatakan setelah itu, yaitu tahun 42 Hijriyah.

Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim menyebutkan nasabnya
sebagai berikut: Al Asy’ats bin Qais bin Ma’diyakrib bin Muawiyah
bin Tsa’labah bin Adi bin Rabi'ah Al Kindi. Nama Aunyahnya
adalah Abu Muhammad.

Kemudian dia berkata, “Dia menjadi delegasi Kindah untuk
menghadap Nabi g% pada tahun 10 Hijrivah dengan rombongan
penunggang kuda berjumlah 60 orang.” Lalu Al Asy’ats berkata
kepada Nabi %, “Engkau termasuk golongan kami.” Maka
Nabi & bersabda, “Kami, Bani An-Nadhr bin Kinanah tidak
menuduh ibu kami berbuat lacur dan tidak mengingkari nasab ayah
kami.” Al Asy'ats berkata, “Tidaklah didatangkan kepadaku orang
vang menafikan suku Quraisy dari Bani An-Nadhr bin Kinanah
kecuali aku akan menderanya.”

Setelah Al Asy’'ats masuk Islam, dia meminang Ummu
Farwah, saudara perempuan Abu Bakar Ash-Shiddiq #, lalu
kembali lagi ke Yaman.

Dia ikut bertempur dalam perang Yarmuk hingga salah satu
matanya buta, kemudian setelah itu pergi ke Irak dan bergabung
dalam perang Al Qadisiyyah, Al Mada'‘in, Jalula dan Nahawand.
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Dia tinggal di Kufah dan ikut bergabung dalam perang Shiffin
dengan masuk ke dalam barisan Ali. Dia termasuk orang yang
memaksa Ali agar mengikuti 7ahkim dan menyaksikan
perundingan oleh dua orang juru runding di Daumatul Jandal.
Utsman mengangkatnya menjadi gubernur Adzerbaijan dan Al
Hasan bin Ali menikahi putrinya. Dikatakan bahwa putrinyalah
yang meracuninya hingga dia mati. Dia meriwayatkan dari Nabi £
beberapa hadits, sedangkan orang yang meriwayatkan darinya
adalah Qais bin Abi Hazim dan Abu Wa'il.

Tentang Al Asy’ats bin Qais, pernah turun ayat,
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“Sesungguhnya orang-orang vang menukar janji (nya
dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang
sedikit” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 77), karena dia pemah bertengkar
dengan seorang laki-laki tentang sebuah sumur. Dia wafat pada
tahun 42 Hijrivah dan dishalati oleh Al Hasan bin Ali.

Ibnu Mandah berkata, “Pendapat tersebut salah, karena Al
Hasan tidak tinggal di Kufah. Dia menyerahkan kepemimpinan
kepada Muawiyah, lalu kembali ke Madinah.”

Akan tetapi Abu Nu’aim menguatkan pendapat yang
mengatakan bahwa Al Asy’ats wafat 40 malam setelah Ali wafat
dan dishalati oleh Al Hasan.

Hukum-Hukum:

Menurut pendapat imam Asy-Syafi’'i dalam mayoritas kitab-
kitabnya, penjaminan tubuh (Kafakah jiwa) hukumnya sah.
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Dalam Ad-Da‘'wa Wa Al Bayyinat disebutkan, “Kafalah jiwa
menurutku lemah. Teman-teman kami berselisih pendapat tentang
hukumnya. Di antara mereka ada yang berkata, ‘Kafalah jiwa
hukumnya sah, menurut satu pendapat’.”

Akan tetapi pernyataan dalam Ad-Da'wa Wa Al Bayyinat
lemah, karena yang dimaksud adalah givas, meskipun kuat dalam
afsarnya. Menurut Al Muzani dan Abu Ishaq, masalah ini
berdasarkan dua pendapat imam Asy-Syafi'i tidak sah. Karena
Kafalah (penjaminan) itu terhadap harta benda sehingga Kafalah
jiwa tidak sah, seperti penjaminan terhadap istri dan tubuh saksi.
Disamping itu ia adalah penjaminan harta dalam tanggungan
dengan adanya akad sehingga tidak sah. Seperti halnya orang

vang melakukan pembelian buah kurma (pada pohon kurma)
secara Salam. '

Adapun tentang redaksi “Dalam tanggungan,” ia adalah
pengecualian dari penjual, karena dia menjamin barang yang dijual
di tangannya, bukan dalam tanggungannya. Apabila barang
tersebut rusak sebelum diterima, maka dia tidak menjaminnya
dalam tanggungannya. Sedangkan tentang redaksi “Denga akad,”
adalah pengecualian dari orang yang meng-ghashab, karena dia
menjamin barang yang di-ghashab di tangannya, bukan dalam
tanggungannya.

Adapun pendapat kedua adalah bahwa penjaminan tubuh
(kafalah jiwa) hukumnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh
Syuraih, Asy-Sya’bi, Malik, Abu Hanifah, Al-Laits bin Sa'd,
Abdullah bin Al Hasan dan Ahmad. Inilah pendapat yang benar,
berdasarkan firman Allah §&,
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“Lantaran itu ambillah salah seorang diantara kami sebagai
gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang
vang berbuat baik.” (Qs. Yuusuf [12]: 78). Juga berdasarkan hadits
riwayat Abdullah bin Mas’ud yang meminta pendapat kepada para
sahabat tentang orang-orang yang membuat gaduh di masjid Bani
Hanifah yang mengakui Musailamah sebagai Nabi. Saat itu Jarir
bin Abdullah dan Al Asy’ats bin Qais berpendapat bahwa mereka
harus disuruh tobat terlebih dahulu dengan dijamin oleh keluarga
mereka. Maka dia pun menyuruh mereka bertobat, lalu mereka
bertobat dengan dijamin oleh keluarga mereka. Ini menunjukkan
bahwa penjaminan badan (Kafalah jiwa) sudah dikenal di kalangan
sahabat Nabi g, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang
mengingkarinya. Seandainya dalam kondisi tersebut tidak
memerlukan Kafalah jiwa, tentunya tidak sah melakukan Kafalah
jiwa. Akan tetapi Abdullah bin Mas’ud dan sahabat-shabatnya
hendak menerapkan hukum demikian pada orang-orang murtad
tersebut.

Apabila kami katakan bahwa Kafalah jiwa tidak sah, maka
tidak ada lagi cabang permasalahan yang berkenaan dengannya.
Sedangkan bila kami katakan bahwa hukumnya sah, maka ia sah
dilakukan terhadap tubuh setiap orang vang hadir ke maijlis
perundingan dalam kasus utang-piutang, karena hukumnya lazim.
Oleh karena itu Kafalah jiwa hukumnya sah terhadap setiap orang
yang waijib atasnya, seperti yang berlaku dalam utang.
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Cabang: Adapun Kafalah jiwa terhadap orang wajib
dihukum dera, apabila berkenaan dengan hak Allah seperti zina
dan meminum khamer atau yang serupa dengan keduanya, maka
hukumnya tidak sah karena dua arti:

Pertama: Apabila penjaminan terhadap orang vang
memiliki tanggungan tidak sah, maka tidak sah pula melakukan
penjaminan tubuh (Kafalah jiwa) terhadap orang yang waijib
melakukannya.

Kedua: Tidak demikian, karena Kafalah merupakan
penetapan hak, sementara had Allah tidak bisa diperlakukan

demikian karena ia bisa gugur disebabkan adanya hal-hal yang
syubhat.

Apabila hukum had-nya berkenaan dengan manusia seperti
had Qadzaf dan Qishash, apakah sah melakukan Kafalah jiwa di
dalamnya? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah:

a. Tidak sah, karena Kafalah tidak sah terhadap orang yang
memiliki hak sehingga tidak sah pula melakukan Aafalah
jiwa, seperti orang vang wajib dihukum had karena
melakukan zina.

b. Sah melakukan Aafalah jiwa, karena ia merupakan hak

manusia sehingga sah melakukannya, seperti halnya orang
vang memiliki utang pada seseorang.

Cabang: Apabila seseorang melakukan Kafalah jiwa
terhadap budak Mukatab milik seorang majikan perempuan karena
harta Kitabah, maka hukumnya tidak sah. Karena hak yang ada
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padanya tidak lazim baginya sehingga tidak sah melakukan
penjaminan terhadapnya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Apabila seseorang melakukan
Kafalah jiwa terhadap anak kecil atau orang gila maka hukumnya
sah, karena haknya wajib atas keduanya. Terkadang keduanya
perlu dihadirkan sebagai saksi atas perusakan. Apabila seseorang
menggadaikan sesuatu tapi belum menerimanya, lalu ada orang
lain yang menjaminnya maka tidak sah, karena penyerahan
tersebut tidak lazim baginya, sehingga tidak sah melakukan
penjaminan terhadapnya. Apabila seseorang mengklaim hak atas
orang lain, lalu orang tersebut mengingkarinya, maka dibolehkan
melakukan penjamiﬁan jiwa terhadapnya, karena dia punya hak
hadir dan Kafalah berlaku dengan menghadirkannya.”

Cabang: Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada
laki-laki lain, “Jaminlah si fulan untuk si fulan!” lalu orang tersebut
melakukannya, maka Kafala/mya berlaku untuk orang yang
langsung melakukannya, bukan orang yvang menyuruhnya. Karena
orang vang melakukannya mengerjakannya atas kehendaknya
sendiri, dan perintah tersebut merupakan anjuran melakukan
kebaikan. Begitu pula yang berlaku dalam penjaminan. Wallahu
A’lam.

Asy-Svirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang
memiliki utang yang tidak diketahui, maka dalam hal ini
ada dua pendapat fugaha Syafi’iyyah. Abu Al Abbas
berkata, “Tidak sah melakukan Kafalah jiwa
(penjaminan tubuh), karena bisa jadi yang dijamin
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wafat, sehingga dia wajib membayar utangnya. Apabila
utangnya tidak diketahui maka tidak boleh
menagihnya.” Sedangkan pendapat kedua adalah
bahwa hukumnya sah. Inilah pendapat yang dianut
madzhab kami, karena penjaminan tubuh tidak
berkaitan dengan utang.

Pasal: Sah melakukan Kafalah jiwa (penjaminan
terhadap tubuh) terhadap si penjamin, sebagaimana sah
melakukan penjaminan utang terhadap orang yang
menjamin.

Penjelasan Hukum:

Apabila seseorang melakukan Kafalah jiwa terhadap orang
yang memiliki utang, lalu orang vang ditanggung wafat, maka
Kafalahnya batal dan orang vang menanggung tidak wajib
membayar utang yang dijamin tersebut. Pendapat ini dinyatakan
oleh Abu Hanifah #&. Sementara menurut Malik dan Abu Al
Abbas bin Suraij, orang yang menanggung wajib membayar utang
vang ditanggungnva, karena Kafalah merupakan penetapan hak.
Apabila utang tidak bisa dibayar oleh orang vyang wajib
membayarnya, maka vang wajib membayarnya adalah yang
menanggungnya, seperti halnya gadai.

Adapun argumentasi kami adalah bahwa dia menjamin
tubuhnya (melakukan Kafalah jiwa), bukan utangnya, sehingga dia
tidak wajib membayar utang tersebut, seperti halnya bila dia tidak
ada. Kasus ini berbeda dengan gadai, karena gadai itu
menggantungkan utang sehingga harus dibayar, sementara dalam
penjaminan ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan menghadirkan
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orang vang dijamin, sedang orang vang dijamin itu tidak bisa
dihadirkan karena telah wafat. Apabila kami mengatakan
berdasarkan pendapat madzhab, maka Kafalah jiwa terhadap
orang vang memiliki utang yang tidak diketahui hukumnya sah
saat dilakukan orang yang menjamin.

Sedangkan bila kami mengatakan berdasarkan pendapat
Abu Al Abbas, maka Kafalah jiwa terhadap orang yang memiliki
utang vang tidak diketahui, hukumnya tidak sah ketika dilakukan
orang yang menjamin.

Cabang: Apabila seseorang melakukan Kafalah jiwa
terhadap seseorang dengan mensyaratkan bahwa bila orang
tersebut tidak hadir, maka tanggungannya akan dijamin olehnya,
atau mengatakan “Aku wajib menanggung ini dan itu,” maka
Kafalaya tidak sah dan dia tidak wajib memberikan harta yang
dijaminnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Muhammad bin Al
Hasan. Sementara menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, apabila
hartanya tidak didatangkan (maka tidak sah).

Adapun argumentasi kami adalah, bahwa hal tersebut
merupakan larangan sehingga tidak boleh menggantungkan
penjaminan atasnya. Sebagaimana bila seseorang berkata,
“Apabila hujan datang, maka aku menjamin tubuhnya. Apabila
turun hujan, aku juga menjamin tubuhnya.” Apabila dia berkata,
“Aku menjamin tubuh Zaid bila aku datang membawanya. Tapi
kalau tidak, maka aku menjamin tubuh Amr untukmu,” maka
hukumnya tidak sah, karena dia tidak mewajibkan diri untuk
menghadirkan salah seorang dari keduanya sehingga hukumnya
seperti orang yang menjamin salah satu dari keduanya, bukan
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bendanya. Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang dengan
syarat memilih, maka hukumnya tidak sah. Abu Hanifah berkata,
“Syaratnya rusak dan penjaminannya sah.”

Adapun argumentasi kami adalah bahwa ia merupakan
. .akad yang tidak boleh ada syarat memilih di dalamnya. Apabila
ada syarat memilih, maka hukumnya rusak, seperti Sharf Apabila
seseorang membuat pengakuan dengan berkata, “Aku menjamin
untukmu tubuh si fulan dengan syarat aku memilih,” maka dalam
hal ini ada dua pendapat imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Pengakuannya diterima dalam seluruhnya
sehingga Kafala/nya dinyatakan batal. Sebagaimana bila seseorang

berkata, “Aku wajib membayar kepadanya 1000 Dirham, kecuali
500 Dirham.”

Kedua: Pengakuannya diterima untuk Kafalah, tapi tidak
diterima bahwa harus dengan syarat memilih, karena pengakuan
tersebut sampai kepada sesuatu yang menggugurkannya sehingga
tidak sah. Seperti halnya bila seseorang berkata, “Aku wajib
membayar kepadanya 1000 Dirham kecuali 1000 Dirham.”

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Boleh melakukan
Kafalah secara langsung maupun tidak langsung
(dengan ditangguhkan), sebagaimana dibolehkan
menjamin utang baik secara langsung maupun tidak
langsung. Lalu apakah dibolehkan menjamin sampai
batas waktu yang diketahui? Dalam hal ini ada dua
pendapat fugaha Syafi’iyyah:
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Pertama, boleh, karena ia merupakan demma tanpa
kompensasi sehingga dibolehkan untuk sesuatu vyang tidak
diketahui, seperti pembolehan makanan.

Kedua, tidak boleh, karena ia merupakan penetapan hak
dalam tanggungan manusia sehingga tidak boleh dilakukan sampai
batas waktu yang tidak diketahui. Ini berbeda dengan pembolehan,
karena bila dia membolehkan salah satu dari dua makanan
hukumnya dibolehkan. Adapun bila seseorang menjamin tubuh
salah seorang dari dua laki-laki, maka hukumnya tidak dibolehkan.

Penjelasan Hukum:

Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang, maka harus
dilihat dulu. Apabila dia mensyaratkan untuk menghadirkannya
secara langsung, maka dia wajib menghadirkannya secara
langsung. Sebagaimana bila dia menjamin tubuhnya secara mutlak,
maka dia boleh menghadirkannya secara langsung. Sebagaimana
vang kami katakan berkenaan dengan orang yang menjual sesuatu
dengan harga secara mutlak, maka dibolekan menjualnya secara
langsung. Apabila seseorang menjamin tubuh orang lain sampai
batas waktu tertentu, maka penjaminannya sah dan dia tidak wajib
menghadirkannya sebelum batas waktunya, seperti orang vang
menjamin utang sampai batas waktu tertentu.

Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang (melakukan
Kafalah jiwa) sampai batas waktu yang tidak diketahui, apakah
hukumnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Svafi'iyyah:
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Pertama: Sah, sebagaimana sah meminjamkan sesuatu
sampai batas waktu yang tidak diketahui. '

Kedua: Tidak sah, inilah pendapat yang benar. Karena ia
merupakan penetapan hak tanggungan manusia sehingga tidak
sah bila batas waktunya tidak diketahui, seperti penjaminan harta.
Hal ini berbeda dengan pinjam-meminjam, karena ia tidak lazim.
Oleh karena itulah bila seseorang meminjamkan sesuatu sampai
batas waktu tertentu si peminjam boleh meminta barang yang
dipinjamkan sebelum jangka waktunya habis.

Apabila seseorang menjamin tubuh orang lain sampai batas
waktu tertentu, maka dia tidak boleh ditagih sebelum batas
waktunya habis. Disamping itu pinjam-meminjam dibolehkan
meskipun tanpa menentukan batas waktunya. Oleh karena itulah
bila seseorang berkata, “Aku meminjamimu salah satu dari dua
buku ini,” maka hukumnya dibolehkan. Apabila seseorang berkata,
“Aku menjamin untukmu tubuh salah seorang dari dua lakilaki
ini!” maka hukumnya tidak dibolehkan. Wallahu A lam.

Asy-Syirazi &  berkata: Pasal: Dibolehkan
melakukan penjaminan dengan menyerahkan sesuatu
yang dijamin di tempat tertentu. Dan dibolehkan pula
melakukannya secara mutlak. Apabila penjaminannya
dilakukan secara mutlak, maka wajib menyerahkannya
di tempat akad, sebagaimana ia juga boleh dilakukan
secara langsung atau tidak langsung (secara tempo
dengan batas waktu). Apabila dilakukan secara mutlak,
maka wajib menyerahkannya pada saat akad.
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Penjelasan Hukum: Boleh melakukan Kafalah terhadap
tubuh seorang laki-laki untuk diserahkan di tempat tertentu,
sebagaimana sah melakukan Sa/am (jual-beli dengan pembayaran
dimuka) dengan syarat barangnya diserahkan di tempat tertentu.
Dibolehkan melakukan Kafalh terhadap tubuh seseorang
meskipun tidak menyebutkan tempat penyerahannya. Berdasarkan
hal ini, maka tempat penyerahannya adalah di tempat akad.

Kafalah juga sah dilakukan secara langsung atau tidak
langsung. Apabila disebutkan secara mutlak, maka sebaiknya
dilakukan secara langsung.

Apabila seseorang melakukan Aafalah jiwa terhadap tubuh
seseorang untuk diserahkan kepada orang yang diberi jaminan di
tempat tertentu, lalu ternyata diserahkan di selain tempat yang
telah ditentukan tersebut, maka orang yang diberi jaminan tidak
wajib menerimanya, karena akan sulit baginya menerimanya di
selain tempat tersebut. Bahkan mungkin ada tujuan tertentu
dengan menyerahkannya di tempat tersebut. Apabila seseorang
melakukan Kafalah jiwa untuk menyerahkannya di tempat tertentu
di suatu negeri dengan mengatakan di maijlis hakim atau di
masjidnya, “Serahkan dia kepadanya di negara tersebut di selain
tempat yang telah ditentukan,” apakah dia wajib menerimanya?
Dalam hal ini ada dua pendapat Abu Al Abbas bin Suraij:

Pertama: Dia tidak wajib menerimanya, seperti halnya bila
orang yang melakukan Kafalah menyerahkannya di selain negeri
tersebut.

Kedua: Dia wajib menerimanya, karena secara tradisi tidak
ada biaya untuk memindahkannya dari suatu tempat di negeri
tertentu ke tempat lain di negeri tersebut.
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Asy-Syirazi berkata: Pasal: Tidak sah
melakukan Kafalah jiwa tanpa seizin orang vyang
ditanggung (objek jaminan), karena bila dia
melakukannya tanpa seizinnya, dia tidak bisa
menyerahkannya kepadanya (orang vang dijanjikan
jaminan). Akan tetapi di antara sahabat-sahabat kami
ada yang berkata, “Hukumnya sah, sebagaimana

sahnya menanggung utang tanpa seizin orang yang
berutang.”

Penjelasan Hukum:

Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang (melakukan
Kafalah jiwa) dengan seizin orang yang dijamin, maka
penjaminannya sah. Apabila orang yang dijanjikan tanggungan (A/
Makful Lahy) menanyakan kepada orang yang menjamin agar
menghadirkan orang yang dijamin, maka si penjamin waijib
menghadirkannya dan orang yang dijamin harus hadir, karena si
penjamin melakukannya atas seizinnya. Sedangkan bila orang yang
dijanjikan tanggungan tidak memintanya, lalu si penjamin
mengatakan kepada orang vang dijamin, “Hadirlah bersamaku,
karena aku akan mengembalikanmu kepada orang yang dijanjikan
tanggungan agar tanggunganku berupa penjaminan bebas,” maka
orang vang dijamin akan dihadirkan harus hadir bersamanya,
karena menghadirkan tersebut berkaitan dengan perintahnya
sehingga harus dilaksanakan.

Apabila seorang laki-laki menjamin tubuh seseorang untuk
orang lain tanpa seizin orang vang dijamin (objek jaminan), apakah
hukumnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
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Syafi'iyyah. Menurut mayoritas sahabat-sahabat kami hukumnya
tidak sah, karena tujuan Kafalah jiwa adalah menghadirkan objek
jaminan saat diminta. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa seizin
objek jaminan, maka dia (objek jaminan) tidak wajib hadir bersama
orang Vang menjamin sehingga Kafalahnya tidak berlaku.
Berdasarkan hal ini, apabila seseorang menjamin tubuh anak kecil
atau orang gila, maka hukumnya tidak sah kecuali dengan seizin
walinya, karena anak kecil dan orang tidak memiliki hak memberi
izin.

Abu Al Abbas bin Suraij berkata, “Kafakah jiwa sah
meskipun tanpa seizin objek jaminan, sebagaimana sah melakukan
penjaminan utang tanpa seizin orang vang berutang.”

Dia berkata lebih lanjut, “Berdasarkan hal ini, apabila orang
vang dijanjikan tanggungan mengatakan kepada orang vang
menanggung ‘Hadirkanlah objek jaminannya!’, maka orang yang
menanggung wajib meminta kepada objek jaminan (yang berupa
orang) agar hadir. Apabila orang yang menanggung meminta
kepada objek jaminan, maka sang objek jaminan wajib hadir tanpa
dianggap sebagai Kafalah, tapi karena orang yang memiliki hak
telah mewakilkan kepada orang yang menjamin agar
menghadirkannya.

Apabila orang yang dijanjikan tanggungan mengatakan
kepada orang yang menanggung, ‘Bawa kepadaku apa vyang
engkau jamin!’ atau ‘Kembalikan kepadamu apa yang engkau
jamin!’; apakah sang objek jaminan wajib hadir? Dalam hal ini ada
dua pendapat fugaha Syafi'iyyah.

Pertama: Wajib hadir, karena hal tersebut mengandung
izin untuk menghadirkannya.
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Kedua: Tidak wajib hadir, karena orang yang dijanjikan
tanggungan hanya menagih kepada orang yang menanggung agar
menghadirkan objek jaminan.”

Abu Al Abbas berkata, “Berdasarkan hal ini, orang yang
dijanjikan tanggungan bisa menahan orang yang menanggung.”

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Menurutku ini menunjukkan
bahwa pendapatnya tidak benar, karena orang yang menanggung
ditahan dalam hal yang dia tidak dapat melakukannya.”

Asy-Svirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang
menjamin salah satu anggota tubuh orang yang dijamin
(objek jaminan), dalam hal ini ada tiga pendapat fugaha
Syafi’iyyah.

Pertama, hukumnya sah, karena dengan
menyerahkannya sama saja seperti menyerahkan
seluruh anggota tubuhnya.

Kedua, tidak boleh, karena menyerahkan salah
satu anggota tubuh dengan akad tidak sah, dan
meninggalkan anggota tubuhnya yang lain juga tidak
bisa karena tidak mungkin dilakukan, jadi hukumnya
batal.

Ketiga, apabila anggota tubuhnya tidak
menyisakan badan tanpanya (sangat vital, vyang
seandainya tidak ada maka orangnya akan mati) seperti
kepala dan jantung, maka hukumnya tidak dibolehkan,
karena tidak mungkin menyerahkannya kecuali dengan
menyerahkan tubuhnya. Sedangkan bila anggota
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tubuhnya menyisakan badan tanpanya seperti tangan
dan kaki, maka hukumnya tidak sah, karena bisa
anggota tubuh tersebut harus dipotong dan orang
tersebut akan bebas meskipun masih ada.

Penjelasan Hukum:

Apabila seseorang menanggung anggota tubuh orang lain
seperti tangannya atau kakinya atau kepalanya atau anggota
lainnya yang tak terbagi seperti separuh tubuh atau sepertiganya
atau seperempatnya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat fugaha
Svafi'iyyah:

Pertama: Hukumnya sah; karena tidak mungkin
menyerahkan sebagiannya atau sepertiganya kecuali dengan
menyerahkan seluruh badan. Tangan dan kaki tidak bisa
diserahkan kecuali dalam kondisinya yang demikian (menempel
pada tubuh) pada saat penjaminan. Dan hal ini tidak bisa dilakukan
kecuali dengan menyerahkan seluruhnya.

Kedua: Hukumnya tidak sah, karena anggota tubuh yang
tidak ditinggalkan, apabila ada anggota tubuh yang dikhususkan
atau bagian tertentu darinya, hukumnya tidak sah, seperti menjual
salah satunya, melakukan sewa-menyewa dan wasiat. Pendapat ini
dinyatakan oleh Qadhi Abu Ath-Thayyib dan diriwayatkan oleh
Ibnu Ash-Shabbagh dari Syaikh Abu Hamid. Ini merupakan
pengecualian dari pembebasan budak dan thalak.

Ketiga: Apabila seseorang menjamin anggota tubuh yang
tidak menyisakan tubuh kecuali dengannya (sangat vital yang
seandainya ia tidak ada, maka orangnya akan mati) seperti kepala,
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jantung, limpa, separuh tubuh dan sepertiganya, maka hukumnya
sah, karena tidak mungkin menyerahkannya kecuali dengan
menyerahkan seluruh tubuh. Sedangkan bila seseorang menjamin
anggota tubuh yang masih menyisakan badan tanpanya, seperti
tangan dan kaki, maka hukumnya juga tidak sah, karena anggota
tubuh tersebut harus dipotong dan tubuhnya masih tersisa, dan
juga karena tidak ada manfaatnya menyerahkan anggota tubuh
tersebut. Wallahu A’lam.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila objek
jaminan dihadirkan tidak pada tempatnya atau di selain
tempat yang dijanjikan, apabila dengan menerimanya
akan menimbulkan bahaya atau dengan
menyerahkannya ada tujuan tertentu, maka tidak wajib
menerimanya. Sedangkan bila dengan menerimanya
tidak ada bahayanya dan tidak ada tujuan tertentu di
dalamnya, maka wajib menerimanya. Apabila dia tidak
diserahkan, maka dia harus dihadirkan di hadapan
hakim, dan orang yang menanggung bebas dari
tanggungannya, sebagaimana yang kami katakan
tentang utang Salam.

Apabila orang yang menanggung
menghadirkannya, tapi ada orang yang
menghalanginyga, maka dia tidak bebas dari
tanggungannya, karena penyerahan yang berlaku
adalah yang tidak ada penghalangnya. Oleh karena itu,
seandainya seseorang menyerahkan barang yang dijual,
tapi ada penghalangnya, maka hukumnya tidak sah.
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Sedangkan bila dia menyerahkannya ketika objek
jaminan ditahan oleh hakim maka penyerahan tersebut
sah. Disamping itu penahanan hakim itu bukan
penghalang, dia bisa dihadirkan dan dituntut
kewajibannya.

Apabila objek jaminan datang dengan sendirinya
dan menyerahkan diri, maka orang yang menjamin
bebas dari tanggungannya, sebagaimana orang yang
menjamin bebas dari tanggungannya apabila dia telah
membayar utang orang lain yang dijaminnya. Apabila
objek jaminan pergi ke suatu tempat yang tidak
diketahui, maka dia tidak boleh dituntut. Sedangkan
bila dia pergi ke suatu tempat yang diketahui, maka dia
juga tidak boleh dituntut sampai berlalu waktu dimana
dia bisa pulang dan pergi, karena penyerahan tersebut
tidak wajib, kecuali bila ada kemampuan untuk
menyerahkannya.

Apabila telah berlalu waktu dimana objek jaminan
bisa diserahkan, tapi orang yang menanggung tidak
melakukannya, maka dia harus ditahan agar
menghadirkan objek jaminan tersebut. Apabila orang
vang dijanjikan tanggungan membebaskan tanggungan
tersebut dari si penanggung, maka si penanggung bebas
dari tanggungannya, seperti orang yang menjamin
menjadi bebas bila dibebaskan oleh orang vang
berpiutang.

Apabila seseorang datang lalu berkata, “Bebaskan
si penjamin ini dan akulah yang akan menjamin apa
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vang dijaminnya,” maka dalam hal ini ada dua
pendapat fugaha Svafi’iyyah. Abu Al Abbas berkata,
“Hukumnya sah, karena orang tersebut
memindahkan penjaminan tersebut kepada dirinya,
sehingga dia seperti orang yang menjamin harta
orang lain, lalu dia melimpahkan penjaminan
tersebut kepada orang lain.” Sedangkan menurut
Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib
Ath-Thabari &, hukumnya tidak sah, karena orang
tersebut menjamin dengan syarat agar si penjamin
bebas, dan ini merupakan syarat yang rusak sehingga
menghalangi sahnya akad.

Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang
untuk dua orang, lalu dia menyerahkannya kepada
salah satu dari keduanya, maka dia tidak bebas dari
tanggungan kepada pihak satunya. Karena dia
menjamin dua penyerahan sehingga tidak bebas bila
hanya menyerahkan kepada satu orang saja. Seperti
halnya bila dia menjamin dua utang untuk keduanya,
lalu hanya membayar utang salah satunya. Sedangkan
bila dua orang menjamin tubuh seorang laki-laki untuk
seseorang, lalu yang menghadirkan hanya salah satu
dari keduanya, maka menurut Syaikh kami Al Qadhi
Abu Ath-Thayyib &, pihak satunya tidak bebas dari
tanggungannya, karena bila salah satunya dibebaskan
maka pihak yang satunya lagi tidak bebas. Apabila
salah satu objek jaminan hanya diserahkan oleh salah
seorang dari keduanya, maka pihak satunya lagi tidak
bebas dari tanggungannya. Akan tetapi menurutku
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pihak satunya bebas dari tanggungannya, karena yang
harus dilakukan adalah menghadirkan objek jaminan
tersebut dan itu sudah dilakukan, sehingga keduanya
bebas dari tanggungan tersebut. Seperti halnya bila
seseorang menjamin pembayaran utang orang lain, lalu
salah satu dari keduanya membayarnya. Dalam hal ini
utang berbeda dengan kompensasi. Apabila utang
tersebut dilimpahkan kepada orang yang tidak memiliki
utang, lalu orang yang dilimpahi utang tersebut
menerimanya, sementara kami katakan bahwa hal
tersebut merupakan pembebasan, maka pembebasan
tersebut berbeda dengan pelaksanaan. Adapun
argumentasinya adalah, bahwa dalam penjaminan
harta, apabila salah satu dari dua penjamin dibebaskan,
maka penjamin satunya tidak bebas dari
tanggungannya, sedangkan bila salah satunya
membayar utang tersebut maka penjamin satunya bebas
dari tanggungan tersebut.

Penjelasan Hukum:

Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang untuk
dihadirkan sampai batas waktu tertentu, lalu dia menghadirkannya
sebelum batas waktunya habis, apabila orang yang dijanjikan
tanggungan menerimanya, maka dia (orang yang menjamin) bebas
dari tanggungannya. Sedangkan bila orang vang dijanjikan
tanggungan tidak mau menerimanya, maka harus dilihat dulu.
Apabila ketika dia (orang vyang dijanjikan tanggungan)
menerimanya akan menimbulkan bahaya, misalnya haknya akan
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ditangguhkan, atau haknya akan diberikan secara langsung, hanya
saja saksinya tidak ada (sedang pergi), maka dia tidak wajib
menerimanya karena akan merugikannya.

Sedangkan bila dia tidak mau menerimanya, menurut
- Syaikh Abu Hamid, orang yang menjamin harus mengadukannya
kepada hakim, lalu hakim bisa menyerahkannya kepada orang
vang dijanjikan tanggungan tersebut, agar dia (si penjamin) bebas
dari tanggungannya. Adapun bila dia tidak menemukan seorang
hakim, dia bisa menghadirkan dua saksi untuk bersaksi bahwa dia
telah menyerahkan objek jaminan tersebut atau bersaksi bahwa
orang vang dijanjikan tanggungan tidak mau menerimanya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyatakan bahwa berkenaan
dengan penolakan orang vang dijanjikan tanggungan, dia harus
mendatangkan dua saksi yang bersaksi demikian.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Menurutku pendapat ini lebih
tepat, karena dengan adanya orang yang berhak, objek jaminan
tidak waijib diserahkan kepada wakil si penjamin apakah dia hakim
atau lainnya. Apabila si penjamin telah menghadirkannya,
sementara ada tangan penguasa yang melarangnya sedang dia
tidak mampu menolaknya, maka si penjamin tidak bebas dari
tanggungannya, karena orang vang wajib menerimanya bisa
menerimanya tanpa ada penghalang. Apabila si penjamin
menyerahkannya ketika dia ditahan oleh hakim, maka orang yang
difanjikan tanggungan wajib menerimanya, karena penahanan
hakim tidak menghalanginya untuk melaksanakan haknya.

Apabila kewajiban si penjamin telah berlaku berdasarkan
keterangan saksi, dan hakim meminta menghadirkan objek
jaminan, maka hakim bisa menghadirkannya untuk memutuskan
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kasus keduanya. Apabila terbukti demikian dan dia diminta
ditahan, maka hakim bisa menahannya karenanya dan karena hak
vang pertama.”

Apabila hak salah satu dari keduanya gugur, maka tidak
boleh mengosongkannya kecuali setelah hak lainnya gugur.
Apabila objek jaminan (orang yang dijadikan jaminan) datang
kepada orang yang dijanjikan jaminan dan menyerahkan dirinya
kepadanya, maka si penjamin bebas dari tanggungannya,
sebagaimana orang yang menjamin bebas dari tanggungannya bila
orang yang berutang menyerahkan harta jaminan.

Cabang: Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang,
lalu objek jaminan murtad dan pergi ke negeri konflik (negeri yang
terjadi peperangan), atau dia tahan karena suatu kasus, maka si
penjamin harus menghadirkannya dengan pergi ke negeri konflik
tersebut, dan orang yang ditahan bisa menunaikan haknya dan
dibebaskan dari penahanan.

Cabang: Apabila objek jaminan pergi, maka harus dilihat
dulu; Apabila dia pergi ke tempat yang diketahui, maka si
penjamin harus menghadirkannya. Apabila telah berlalu beberapa
waktu dimana dia bisa pulang dan pergi, tapi dia tidak datang,
maka hakim bisa menahannya. Demikianlah pendapat kami.

Ibnu Syubrumah berkata, “Dia harus ditahan seketika itu
juga, karena haknya telah berlaku.” Akan tetapi pendapat ini tidak
benar, karena meskipun hak tersebut telah jatuh tempo, tetap
harus diperhatikan tentang kemampuan menyerahkannya. Yang
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wajib bagi si penjamin adalah menghadirkan orang vang pergi
ketika dia mampu melakukannya. Apabila kepergiannya terputus-
putus sehingga tidak diketahui tempatnya, maka si penjamin tidak
boleh dituntut untuk menghadirkannya. Apabila objek jaminan
dibebaskan dari hak tersebut, maka dia bebas, sebagaimana yang
telah kami katakan berkenaan dengan orang yang berpiutang yang
membebaskan tanggungan orang yang menanggung utang.

Cabang: Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang,
lalu datang orang lain kepada orang vyang dijanjikan jaminan seraya
berkata, “Aku menjamin tubuh si fulan yang menjadi objek
jaminan untukmu dengan svarat engkau membebaskan orang yang
menjaminnya,” maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha
Svafi'iyyah. Abu Al Abbas berkata, “Penjaminan orang kedua sah
dan penjamin pertama bebas dari tanggungannya,” karena
penjamin kedua telah melimpahkan penjaminan tersebut kepada
dirinya sehingga penjamin pertama bebas, seperti halnya bila dia
memiliki kewajiban lalu memindahkan kewajibannya kepada orang
lain. Sementara menurut Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu
Ath-Thayyib, penjaminan orang kedua sah, tapi penjamin pertama
tidak bebas dari jaminannya, karena penjaminan dan
penanggungan tidak memindahkan hak sehingga penjaminan
orang kedua tidak membebaskan orang pertama dari
penjaminannya. Apabila penjamin pertama tidak bebas, maka
orang kedua tidak melakukan penjaminan kecuali dengan syarat
tersebut. Apabila syaratnya tidak sah maka penjaminannya juga
tidak sah.
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Cabang: Apabila seorang laki-laki melakukan penjaminan
untuk dua laki-laki dengan akad, lalu dia menolak untuk salah satu
dari keduanya, maka dia bebas dari kewajibannya tapi tidak bebas
dari kewajiban terhadap pihak satunya sampai dia menolaknya,
karena akad bersama dua orang seperti dua akad. Hal ini sama
seperti orang yang menjamin untuk salah satu dari keduanya
dengan akad sendiri-sendiri. Sedangkan bila dua laki-laki
melakukan penjaminan jiwa untuk seorang laki-laki, lalu salah satu
dari keduanya menghadirkan objek jaminan tersebut kepada orang
orang vang dijanjikan jaminan, maka orang vyang telah
menghadirkannya bebas dari jaminannya. Lalu apakah si penjamin
lain bebas? Dalam hal ini ada dua pendapat fugaha Svafi'iyyah:

a. Dia bebas dari tanggungannya, sebagaimana bila dua
orang laki-laki menjamin utang seseorang pada orang lain lalu
salah satu dari keduanya membayarnya, maka penjamin satunya
bebas dari tanggungannya. Ini adalah pendapat Al Muzani dan
Syaikh Abu Ishaq yang disebutkan dalam A/ Muhadzdzab.

b. Dia tidak bebas dari tanggungannya, karena hak tersebut
tetap ada dan tidak gugur. Ini adalah pendapat Abu Al Abbas,
Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Tbnu Ash-
Shabbagh. Dua penjamin adalah dua orang yang menetapkan hak,
sehinggga salah satunya tidak lepas meskipun pihak satunya telah
lepas dari tanggungan. Hal ini sama seperti kasus seandainya ada
hak yang digadaikan, lalu salah satunya lepas meskipun hak
tersebut masih ada, maka yang lainnya tidak bebas dari hak
tersebut. Akan tetapi kasus ini berbeda bila salah satu dari dua
penjamin telah memberikan harga yang dijaminnya, maka hak
tersebut menjadi gugur dan penetapan hak tersebut ikut gugur,
sementara disini hak tersebut tidak gugur.
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Cabang: Apabila seorang laki-laki menjamin tubuh
seorang laki-laki kepada orang lain, lalu orang vang dijanjikan
tanggungan mengatakan kepadanya, “Aku tidak memiliki hak pada
objek jaminan tersebut,” maka menurut Abu Al Abbas ada dua
pendapat fugaha Syafi'iyyah dalam hal ini:

a. Objek jaminan bebas dari apa yang wajib atasnya dan
penjaminan tersebut batal, karena perkataan orang tersebut
“Aku tidak memiliki hak pada objek jaminan tersebut”
merupakan peniadaan dalam bentuk nakirah sehingga
bersifat umum.

b. Orang vang ditanggung jaminan harus diklarifikasi. Apabila
dia berkata, “Yang aku maksud adalah bahwa tidak ada
hakku pada dia,” maka penjaminannya batal dan objek
jaminannya bebas. Sedangkan bila dia berkata, “Yang aku
maksud adalah bahwa tidak ada hakku padanya yang
berupa barang pinjaman atau barang titipan,” lalu
perkataan ini dibenarkan oleh orang yang menjamin dan
objek jaminan, maka perkataannya diterima. Sedangkan
bila keduanya, atau salah satunya mendustakannya, maka
vang berlaku adalah perkataannya dengan sumpahnya,
karena dia telah mengetahui niatnya. Sedangkan bila dia
berkata, “Tidak ada hakku padanya dalam tanggungannya
maupun di tangannya,” maka keduanya sama-sama bebas.

Syaikh Abu Hamid pernah ditanya, “Bagaimana apabila
seorang laki-laki memiliki utang pada orang lain, lalu dia berkata,
‘Aku  tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadapnya?’.
Jawabannya, ‘Yang berlaku adalah seperti dua pendapat di atas’.”
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Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang
menjamin tubuh seseorang, lalu orang yang dijadikan
objek jaminan wafat, maka si penjamin bebas dari
tanggungannya. Abu Al Abbas berkata, “Si penjamin
wajib melaksanakan penjaminannya berupa utang yang
dimiliki oleh orang yang dijamin, karena penjaminan
merupakan penetapan hak (sesuatu yang dapat
dijadikan pegangan).” Apabila orang yang memiliki
utang wafat, maka utangnya harus dibayarkan, seperti
gadai. Akan tetapi pendapat yang berlaku dalam
madzhab kami adalah pendapat pertama, karena dia
tidak menanggung utang sehingga tidak wajib baginya
apa vyang dia tanggung.

Pasal: Apabila seseorang menjamin ’Ain (harta
benda seperti uang dan sebagainya), maka harus dilihat
dulu; Apabila ia merupakan amanah seperti barang
titipan, maka hukumnya tidak sah. Karena apabila
orang vang dititipi tidak wajib menjaminnya, maka
tentunya ia juga tidak wajib dijamin oleh orang yang
menjaminnya. Sedangkan bila ia merupakan ‘Ain yang
dijamin seperti barang yang di-ghashab atau barang
pinjaman serta barang vyang dijual yang sebelum
diterima, maka dalam hal ini ada dua pendapat fugaha
Svafi'iyyah berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi’i
tentang Kafalah jiwa.

Apabila kami katakan bahwa hukumnya sah, lalu
’Ain tersebut rusak, maka menurut Abu Al Abbas ada
dua pendapat fugaha Syafi’iyyah.
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a. Wajib menjaminnya,

b. Kedua; tidak wajib. Syaikh Abu Hamid
berkata, “Tidak boleh melandaskannya
dengan pendapat tentang Kafalah jiwa,
karena jika tubuh rusak tidak ditanggung
dengan gantinya, sementara jika ’Ain rusak
harus ditanggung dengannya.”

Penjelasan Hukum:

Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang untuk
seseorang, lalu orang yang dijanjikan jaminan membebaskan orang
yang menjamin, lalu dia melihat objek jaminan senantiasa bersama
orang vang dijanjikan tanggungan, kemudian dia berkata,
“Lepaskan dia dan aku akan kembali menanggungnya atau
sebagaimana yang telah kulakukan sebelumnya,” maka menurut
Abu Al Abbas bin Suraij penjaminannya sah, karena bisa jadi hal
tersebut merupakan pemberitahuan tentang penjaminannya atau
pengakuannya atau permulaan penjaminan pada saat itu, sehingga
hukumnnya bisa menjadi sah.

Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang, lalu ada
orang keempat yang menjamin orang ketiga, maka semuanya sah.
Apabila objek jaminan pertama hadir sendiri atau dihadirkan oleh
penjaminnya, maka semua penjamin bebas dari tanggungannya.
Apabila objek jaminan yang memiliki utang wafat, maka semua
penjamin bebas menurut madzhab kami. Apabila penjamin
pertama bebas, maka seluruh penjamin bebas. Sedangkan bila
penjamin kedua wafat, maka penjamin ketiga dan penjamin
keempat bebas. Apabila penjamin ketiga wafat, maka penjamin
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keempat bebas sementara penjamin-penjamin sebelumnya tidak
bebas. Apabila penjamin keempat wafat, maka penjaminannya
batal, dan hukum pembebasan ini seperti hukum kematian.
Apabila objek jaminan wafat, maka penjaminannya gugur dan si
penjamin tidak wajib menanggung apa-apa. Pendapat ini
dinyatakan oleh Syuraih, Asy-Sya’bi, Hammad bin Abi Sulaiman,
Abu Hanifah dan Ahmad.

Al Hakam, Malik dan Al-Laits berkata, “Si penjamin waijib
membayar utang yang ditanggungnya.”

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Suraij, karena orang
vang menjamin adalah orang yang menetapkan hak. Apabila
orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya, maka yang
harus membayarnya adalah orang yang menetapkan hak tersebut,
seperti gadai. Disamping itu objek jaminan tidak bisa dihadirkan
sehingga penjaminnya harus membayamya, seperti halnya bila dia
pergi.

Adapun argumentasi kami adalah, bahwa orang yang
dijadikan objek jaminan gugur dari kewajiban hadir sehingga orang
vang menjaminnya bebas, seperti halnya bila dia bebas dari utang.
Disamping itu apa yang wajib dibayar gugur dari orang aslinya
sehingga ia juga gugur dari cabangnya (vaitu penjamin), seperti
penjamin yang bebas apabila orang yang berutang telah membayar
utangnya atau dia dibebaskan. Hal ini berbeda bila dia pergi,
karena dia tidak gugur dari kewajiban hadir. Kasus ini juga berbeda
dengan gadai, karena ia berkaitan dengan harga sehingga harus
dibayar.
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Cabang: Apabila seseorang melakukan penjaminan utang
orang lain pada saat dia sakit yang menyebabkan kematiannya,
maka penjaminan tersebut diambil dari sepertiga hartanya, karena
dia melakukan derma dengan perbuatannya tersebut. Hal ini sama
bila dia pergi ke tempat kembali untuk orang lain.

Apabila hal ini telah tetap, apabila seseorang melakukan
penjaminan utang orang lain sebesar 90 Dirham pada saat dia
sakit yang menyebabkan kematiannya dengan seizin orang yang
berutang, lalu dia (si penjamin) wafat, sementara dia hanya
meninggalkan harta 90 Dirham dan tidak meninggalkan harta
lainnya, lalu orang yang berutang juga wafat dan dia hanya
memiliki harta peninggalan sebesar 45 Dirham, apabila orang
vang berpiutang menagih utang tersebut dari harta peninggalan si
penjamin, maka ada beberapa proses dalam penyelesainnya.
Caranya adalah dengan berkata, “Orang vang berpiutang bisa
menagihnya dari 90 Dirham, akan tetapi dia bisa menagih
separuhnya kepada mereka (ahli waris). Karena apa vyang
ditinggalkan orang yang berutang separuh peninggalan orang yang
menjamin, sehingga bisa diketahui bahwa dia tidak menagih dari
mereka kecuali separuhnya. Harus ada penyamaan kecuali pada
separuh vyang tersisa vang sebanding dengan sesuatu yang
sempurna. Dengan demikian 90 Dirham tersebut harus
disempurnakan dengan mengambil separuh yang kurang darinya,
lalu dikembalikan kepada sesuatu yang sempurna, sehingga 90
Dirham sebanding dengan sesuatu dan separuhnya, dua pertiganya
vaitu 60 Dirham. Dengan demikian maka orang vang berpiutang
bisa mengambil 60 Dirham dari harta peninggalan si penjamin,
lalu ahli warisnya berhak menagihnya dari harta peninggalan orang
vang berutang. Karena penjaminan tersebut dilakukan dengan
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seizinnya. Kemudian piutang tersebut tersisa 30 Dirham dan orang
vang berpiutang bisa menagihnya dari harta peninggalan orang
yang berutang, karena harta peninggalannya lebih sedikit dari
harta orang yang menjamin. Kemudian orang yang berpiutang
mengambil bagian dari ahli waris si penjamin dari 45 Dirham
tersebut sesuai nilai hak mereka, lalu ahli waris si penjamin
mendapatkan dua pertiganya yaitu 30 Dirham, sementara orang
vang berpiutang mendapatkan sepertiganya vaitu 15 Dirham.
Dengan demikian maka ahli waris si penjamin mendapatkan 60
Dirham, lalu mereka mengeluarkan penjaminan sebesar 30
Dirham, kemudian pada mereka masih tersisa seperti yang
dikeluarkan.”

Apabila hal ini telah tetap dan telah diketahui hak orang
vang berpiutang vang bisa diambil dari harta peninggalan si
penjamin, maka dia boleh memilih. Apabila dia mau, maka dia
bisa melakukan seperti yang telah kami jelaskan. Dan bila mau dia
juga bisa mengambil 75 Dirham dari harta ahli waris si penjamin,
lalu ahli waris si penjamin bisa menagih seluruh harta peninggalan
orang yang berutang. Apabila kondisinga demikian, hanya saja
orang yang berutang hanya meninggalkan 30 Dirham, maka yang
harus dilakukan adalah mengeluarkan sesuatu dari 90 Dirham
tersebut karena penjaminan, lalu dia bisa menagih kepada mereka
sepertiganya, karena harta peninggalan orang yang berpiutang
sepertiga dari harta peninggalan si penjamin. Dengan demikian
maka yang tersisa pada ahli waris si penjamin adalah 90 Dirham
kecuali dua pertiganya yang sebanding dengan sesuatu dan
sepertiganya.

Apabila yang 90 Dirham telah ditutup, maka ia bisa
disamakan dengan dua sesuatu, vaitu separuhnya berupa 45
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Dirham vang bisa diambil dari harta peninggalan si penjamin, lalu
orang yang berpiutang dan ahli waris si penjamin bisa menagih
dari harta peninggalan orang vang berutang dengan dua
separuhnya, karena hak keduanya sama. Kemudian dia bisa
menagih kepada ahli waris si penjamin 15 Dirham. Dengan
demikian maka terkumpul untuk mereka 60 Dirham dan keluar
dari mereka 30 Dirham; sementara pada orang yang berpiutang
terkumpul 60 Dirham dan piutangnya gugur 30 Dirham. Apabila
dia mau, dia bisa melakukan yang telah kami sebutkan. Dan bila
mau, dia juga bisa mengambil 60 Dirham seluruhnya dari harta
peninggalah si penjamin, lalu ahli waris penjamin bisa menagih
seluruh harta peninggalan orang yang berutang.

Apabila orang yang berpiutang mau, dia bisa mengambil
seluruh harta peninggalan orang yang berutang, yaitu 30 Dirham,
lalu mengambil dari harta peninggalan si penjamin sepertiganya
vaitu 30 Dirham. Kemudian bagi mereka tersisa 60 Dirham seperti
yvang keluar dari mereka. Apabila orang yang berutang
meninggalkan harta 60 Dirham, maka piutang orang yang
berpiutang tidak berkurang sedikit pun, dan yang harus dilakukan
adalah meng-givaskannya dengan apa vang telah kami jelaskan.
Hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan.

Masalah: Apabila seorang laki-laki mengklaim terhadap
orang vang hadir bahwa dia telah membeli darinya sebuah mobil
seharga 1000 Dinar dengan seorang laki-laki yang sedang pergi,
dimana masing-masing dari keduanya menyerahkan 500 Dinar
dan - keduanya telah menerimanya, dan masing-masing saling
menjamin satu sama lain, apabila lakilaki vang hadir
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mengakuinya, maka dia wajib menyerahkan 1000 Dinar kepada
orang yang mengklaim tersebut. Apabila orang yang pergi telah
datang dan membenarkan orang yang hadir, maka orang yang
hadir bisa menagih uang yang telah dibayarmya kepadanya, yaitu
500 Dinar. Sedangkan bila orang yang pergi mendustakan orang

yang hadir, maka vang berlaku adalah ucapannya dengan

sumpahnya. Apabila dia telah bersumpah, maka gugurlah hak
orang vang hadir. Apabila orang yang hadir mengingkari klaim
orang vang mengklaim, apabila orang yang mengklaim tidak
memiliki saksi, maka yang berlaku adalah perkataan orang yang
hadir dengan sumpahnya. Apabila dia telah bersumpah, maka
gugurlah hak menuntut padanya.

Apabila orang yang pergi datang, lalu orang yang menjual
mengklaimnya, apabila dia mengingkarinya  maka dia harus
bersumpah. Sedangkan bila dia mengakui apa yang diklaim
terhadap keduanya, maka orang yang datang harus memberikan
500 Dinar tersebut. Lalu apakah dia wajib membayar 500 Dinar
milik partnernya yang dijaminnya? Dalam hal ini ada dua pendapat
fugaha Syafi’iyyah. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, “Dia tidak
wajib memberikannya, karena telah kami katakan bahwa
pembayaran tersebut gugur dari orang vang hadir dengan
sumpahnya.”

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Orang yang datang waijib
membayarmnya, karena sumpah tidak membebaskannya dari
pembayaran tersebut. Yang gugur hanyalah penagihan secara
zhahir. Apabila dia telah mengakui bahwa dia menjaminnya maka
dia harus membayarmya. Oleh karena itu, apabila ada saksi yang
mendukungnya setelah sumpahnya, maka dia wajib membayarnya.
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Jadi jelaslah bahwa hak tersebut tidak gugur dari orang yang hadir
dan orang vang pergi.” ‘

Apabila orang yang mengklaim memiliki bukti terhadap
orang vang hadir bahwa keduanya telah membeli darinya sebuah
mobil seharga 1000 Dinar dan keduanya telah menerimanya, dan
masing-masing dari keduanya menjamin temannya 500 Dinar,
maka orang yang mengklaim bisa menuntut uang 1000 Dinar
tersebut kepada orang yang hadir, karena bukti telah menunjukkan
demikian. Lalu apakah orang yang hadir bisa menuntut
separuhnya kepada orang yang pergi bila dia telah datang?

Al Muzani mengutip pendapat yang mengatakan bahwa dia
boleh menuntut separuhnya kepada orang vang sedang pergi.
Akan tetapi sahabat-sahabat kami berselisih pendapat dalam hal
ini. Di antara mereka ada yang berkata, “Dia tidak boleh menuntut
apapun.” Ibnu Ash-Shabbagh tidak menyebut pendapat lainnya,
karena orang yang diklaim ingkar ketika ada buktinya dan dia
menyatakan bahwa orang yang mengklaim telah berbuat zhalim
kepadanya, sehingga dia tidak boleh menagihnya kepada orang
vang menzhaliminya. Orang-orang yang berpendapat seperti ini
menafsirkan pendapat yang dikutip Al Muzani menjadi empat
penafsiran:

Pertama: Bisa jadi orang yang hadir membenarkan orang
vang mengklaim atas klaim tersebut, hanya saja orang yang
mengklaim berkata, “Aku juga akan mendatangkan saksi,” lalu dia
mendatangkan saksi tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini orang
vang hadir boleh menuntutnya (kepada orang vang pergi), karena
dalam hal ini tidak ada pendustaan terhadap bukti tersebut.
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Kedua: Orang vang hadir tidak mengakui dan tidak
mengingkari, tapi hanya diam, lalu orang yang mengklaim
mendatangkan saksi. Maka dalam hal ini tidak ada pendustaan.

Ketiga: Orang vang hadir mengingkari bahwa dia telah

_ membelinya dan tidak yakin bahwa parinermya juga membelmya,

lalu didatangkanlah saksi atas kasus ini.

Keempat: Orang vyang hadir mengingkari bahwa dia dan
partnernya membelinya dan masing-masing saling menjamin satu
sama lainnya. Hanya saja ketika ada saksi yang memberikan
kesaksian di hadapan orang yang hadir, dia mengambil 1000
Dinar dari orang yang mengklaim secara zhalim, maka dalam hal
ini orang vang sedang pergi bisa menagih 500 Dinar tersebut
berdasarkan keterangan saksi.

Dalam hal ini orang yang mengklaim telah mengambil 500
Dinar dari orang yang hadir secara zhalim, sehingga orang yang
hadir bisa mengambil yang diberikan orang yang mengklaim pada
orang yang sedang pergi.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang sepakat dengan
Al Muzani dan berkata, “Orang yang hadir bisa menuntut kepada
orang vang sedang pergi 500 Dinar, meskipun dia mengingkari
pembelian dan penjaminan tersebut. Karena dia berkata, ‘Masalah
ini sulit bagiku, tapi saksi telah menguraikan kesulitan ini’. Maka
dalam hal ini dia seperti orang yang membeli sesuatu, lalu barang
tersebut diklaim oleh orang lain bahwa barang tersebut miliknya,
lalu orang yang membeli mengingkarinya, kemudian datanglah
saksi, lalu orang yang membeli mengambil barang tersebut dari
orang vang mengklaim tersebut. Maka dalam hal ini dia boleh
menagih pembayarannya kepada si penjual. Dan tidak boleh
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dikatakan, ‘Sesungguhnya dengan pengakuannya bahwa orang
yang mengklaim telah zhalim, maka gugurlah haknya berupa
penagihan tersebut’.”

Syaikh Abu Hamid berkata dalam A#T7a%ig: Harus dilihat
dulu berkenaan dengan orang vang hadir. Apabila saksinya
didustakan, misalnya dengan berkata, “Siapa yang menjual
kepadamu? Kami tidak berhak atas apapun,” lalu saksinya datang,
maka dalam hal ini orang yang hadir tidak boleh menuntut kepada
orang vang sedang pergi, karena dia mendustakan saksi dan
menganggap bahwa orang yang mengklaim telah menzhaliminya.
Kemudian apabila orang yang pergi datang dan mengakui
kebenaran orang yang mengklaim, lalu berkata, “Janganlah dia
dituntut apa-apa, karena dia mengakui sesuatu yang tidak dia
klaim,” apabila tidak pendustaan dalam kesaksiannya, misalnya
dengan berkata, “Tidak ada milikmu padaku,” maka dia bisa
menagih kepada temannya 500 Dirham, karena orang tersebut
menjamin atas seizinnya. Menututku, “Kemungkinan pemilik
pendapat pertama tidak bertentangan dengan pendapat Syaikh
Abu Hamid tentang jawaban orang vang hadir, dan bahwasanya
hukumnya itu berbeda-beda sesuai perbedaan jawabannya
sebagaimana yang telah disebutkan. Wallahu A’lam.”

Asy-Svirazi ® berkata: Pasal: Apabila seseorang
menjamin utang orang lain, lalu keduanya berselisih
pendapat, lalu si penjamin berkata, “Aku menjaminnya
saat aku masih kecil,” lalu orang yang berpiutang
berkata, “Kamu menjaminnya saat engkau sudah
baligh,” maka yang berlaku adalah ucapan si penjamin,
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karena hukum asalnya belum baligh. Sedangkan bila si
penjamin berkata, “Aku menjaminnya saat aku gila,”
lalu orang yang berpiutang berkata, “Justru engkau
menjaminnya saat dalam keadaan berakal sehat,”
apabila tidak diketahui tanda-tanda gila padanya, maka
vang berlaku adalah ucapan orang yang berpiutang,
karena hukum asalnya berakal sehat dan
penjaminannya sah. Sedangkan bila ada tanda-tanda
gila pada orang yang menjamin, maka yang berlaku
adalah ucapan si penjamin, karena bisa jadi penjaminan
tersebut dilakukan ketika dia sudah waras atau ketika
masih gila. Maka hukum asalnya adalah tidak adanya
penjaminan dan bebas dari tanggungan.

Apabila seseorang menjamin utang orang lain dan
telah membayarnya, lalu dia mengklaim bahwa dia
melakukan penjaminan atas seizin orang yang berutang
dan membayarnya atas seizinnya, agar dia bisa
menagihnya, akan tetapi orang vyang berutang
mengingkari bahwa dia telah memberi izin, maka si
penjamin tidak boleh menagihnya, karena hukum
asalnya tidak ada izin. Apabila seseorang melakukan
Kafalah jiwa terhadap seseorang, lalu dia mengklaim
bahwa dia telah menjaminnya dan tidak ada hak
atasnya, maka vyang berlaku adalah orang vang
dijanjikan jaminan, karena orang yang menjamin telah
mengakui penjaminan tersebut, sedang penjaminan itu
tidak berlaku kecuali pada orang yang memiliki hak,
jadi yang berlaku adalah ucapan orang yang dijanjikan
jaminan. Apabila orang yang menjamin meminta
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sumpah orang yang dijanjikan jaminan, maka dalam hal
ini ada dua pendapat fugaha Syalfi’iyyah:

Pertama: Dia harus bersumpah, karena yang
diklaim si penjamin terhadapnya bisa saja terjadi,
sehingga dia harus bersumpah untuk menghindari
perseteruan.

Kedua: Dia tidak boleh bersumpah, karena
pengakuannya terhadap penjaminan menghendaki
wajibnya hak, dan apa yang diklaimnya mendustakan
pengakuannya, sehingga orang yang diklaim tidak perlu
bersumpah.

Apabila orang yang menjamin mengklaim bahwa
dia telah melaksanakan kewajiban orang yang berutang
dan orang yang berpiutang mengakuinya, tapi orang
vang berutang mengingkarinya, maka dalam hal ini ada
dua pendapat fugaha Syafi’iyyah:

Pertama: Yang berlaku adalah ucapan orang yang
berutang. Karena si penjamin mengklaim telah
membayar utang tersebut agar dia bisa menagihnya,
sehingga ucapannya tidak diterima. Sementara orang
vang berpiutang bersaksi atas perbuatannya bahwa dia
telah menerimanya, sehingga kesaksiannya tidak
diterima. Jadi perkataan keduanya gugur dan orang
yang berutang harus bersumpah.

Kedua: Yang berlaku adalah ucapan si penjamin,
karena penerimaan oleh- orang vyang berpiutang
menetapkan pengakuan satu kali dan kesaksian satu
kali. Apabila terbukti bahwa dia telah menerimanya,
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maka orang yang menjamin bisa menagihnya kepada
orang vyang berutang. Begitu pula bila terbukti
berdasarkan pengakuan.

Penjelasan Hukum:

Apabila seseorang menjamin utang orang lain, lalu
keduanya Dberselisih, dimana si penjamin berkata, “Aku
menjaminnya saat masih kecil,” lalu orang yang berpiutang
berkata, “Justru engkau menjaminnya saat sudah baligh,” apabila
orang yang berpiutang memiliki saksi yang menyatakan bahwa si
penjamin menjaminnya saat sudah baligh, maka penjaminannya
sah. Sedangkan bila tidak ada saksinya, maka yang berlaku adalah
ucapan si penjamin, karena hukum asalnya belum baligh.
Sedangkan bila si penjamin berkata, “Aku menjaminnya ketika
gila,” lalu orang vang berpiutang berkata, “Justru engkau
menjaminnya saat berakal sehat,” apabila orang yang berpiutang
memiliki saksi yang menyatakan bahwa si penjamin menjaminnya
saat berakal sehat, maka penjaminannya sah. Sedangkan bila tidak
ada saksinya, apabila tidak diketahui tanda-tanda gila pada si
penjamin, maka vyang berlaku adalah ucapan orang vang
berpiutang dengan sumpahnya, karena hukum asalnya penjaminan
vang dilakukan si penjamin sah. Sedangkan bila diketahui ada
tanda-tanda gila padanya, maka yang berlaku adalah ucapan si
penjamin deﬁgan sumpahnya, karena bisa jadi dia menjaminnya
saat gila, sehingga yang berlaku adalah ucapan si penjamin dengan
sumpahnya. Karena bisa jadi dia menjaminnya saat gila dan bisa
jadi menjaminnya saat berakal sehat. Dan hukum asalnya adalah
bebas dari tanggungan.
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Cabang: Apabila orang yang menjamin mengklaim bahwa
orang vang berpiutang telah membebaskannya dari tanggungan,
tapi orang vang berpiutang mengingkarinya, kemudian dia (si
penjamin) mendatangkan dua saksi yang salah satunya adalah
orang yang berutang, maka menurut Ash-Shumairi, bila orang
yang berutang tidak menyuruhnya menjamin utangnya, maka
kesaksiannya diterima; sedangkan bila orang yang berutang
menyuruhnya menjamin utangnya, maka kesaksiannya tidak
diterima.

Cabang: Apabila seseorang mengklaim seseorang bahwa
dia memiliki piutang pada orang yang sedang pergi dan orangnya
jelas, tapi si penjamin mengingkarinya, lalu orang yang berpiutang
mendatangkan saksi yang menyatakan adanya penjaminan
tersebut, apabila dia menjelaskan nilai harta yang dijamin dan saksi
mengakuinya maka pernyataannya bisa diterima. Sedangkan bila
dia mengklaim penjaminan dengan harta yang diketahui,
sementara yang dijamin tidak diketahui dan saksi menyatakan
demikian, apakah kesaksian tersebut boleh didengar? Dalam hal
ini ada dua pendapat fugaha Syafi'iyyah:

a. Kesaksiannya tidak perlu didengar dan si penjamin tidak
memiliki kewajiban apa-apa, karena orang yang memiliki
kewajiban apabila tidak diketahui, maka haknya tidak tetap.
Apabila asalnya tidak tetap maka si penjamin juga tidak
tetap.

b. Berlaku kewajiban pada si penjamin, karena saksinya telah
menyatakan demikian. Bukankah bila saksi bersaksi bahwa
si penjamin memiliki tanggungan 1000 Dirham
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kesaksiannya didengar? Maka begitu pula dalam kasus yang
sama.

Cabang: Apabila seseorang menjamin utang orang lain
dan telah membayarnya, lalu si penjamin mengklaim bahwa orang
vang berutang telah mengizinkannya dan dia telah membayarmya
dengan seizinnya sehingga dia bisa menagihnya, akan tetapi orang
vang berutang mengingkarinya; apabila si penjamin memiliki saksi,
maka dia boleh menagihnya kepada orang yang berutang.
Sedangkan bila dia tidak memiliki saksi, maka yang berlaku adalah
ucapan orang yang berutang dengan sumpahnya, karena hukum
asalnya adalah tidak adanya izin.

Cabang: Apabila seseorang berkata, “Aku telah menjamin
untukmu tubuh si fulan secara dicicil (dibayar tempo),” lalu orang
vang dijanjikan jaminan berkata, “Kamu telah menjaminnya secara
Jangsung,” lalu masing-masing dari keduanya mendatangkan saksi
atas ucapannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-
Svyafi’i yang diriwayatkan oleh Ash-Shaidalani.

Pertama, dia tidak wajib memberikannya kecuali secara
tempo (dengan penangguhan), karena dia tidak mengakui lainnya.

Kedua, masing-masing dari keduanya harus bersumpah
dengan saksinya dan menggugurkannya, lalu penjaminan tersebut
dilakukan secara langsung.

Cabang: Apabila orang yang menjamin mengklaim bahwa
orang vang dijamin bebas dari tanggungannya dan penjaminan
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tersebut telah gugur, akan tetapi orang yang dijanjikan jaminan
mengingkarinya dan tidak ada saksinya, maka yang berlaku adalah
ucapan orang vang dijamin tanggungan dengan sumpahnya,
karena hukum asalnya adalah tetapnya hukum tanggungan
tersebut, karena ia tidak bebas dengan sumpah orang lain.
Sedangkan bila orang yang menjamin berkata, “Akulah yang
menjaminnya dan tidak ada hak bagimu atasnya,” maka yang
berlaku adalah ucapan orang yang dijanjikan tanggungan (orang
yang berpiutang), karena secara zhahir penjaminannya sah. Lalu
apakah dia harus bersumpah?

Abu Al Abbas berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat
fugaha Svafi'iyyah.

a. Dia tidak perlu bersumpah, karena klaim si penjamin berbeda
dengan perkataannya secara zhahir.

b. Dia harus bersumpah, karena apa yang diklaim si penjamin
bisa saja terjadi. Apabila dia bersumpah maka dianggap
selesai. Sedangkan bila dia menarik sumpahnya, maka
sumpah tersebut dikembalikan kepada si penjamin, karena
tidak boleh diketahui bahwa tidak ada hak bagi orang yang
dijanjikan tanggungan dengan pengakuannya. Walahu
A’lam.
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Cabang Permasalahan

Pendapat Ulama Tentang Hukum-Hukum yang
Diambil dari Uraian-Uraian Sebelumnya

Telah diketahui berdasarkan uraian sebelumnya bahwa
madzhab kami berkenaan dengan hukum-hukum seputar masalah
ini adalah sebagai berikut:

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwasanya tidak
sah melakukan penjaminan dengan syarat bebasnya orang yang
berutang asli. Apabila seseorang berkata, “Aku menjamin utang
terhadap si fulan dengan syarat orang yang berutang asli bebas
dari tanggungan utangnya.” Apabila seseorang berkata, “Aku
menjamin utang pada si fulan dengan syarat tanggungannya
bebas,” maka hukumnya tidak sah. Karena akad Aafalah yang
berlaku itu bahwa orang yang berutang dan orang yang menjamin
utang itu sama-sama memiliki tanggungan. Apabila seseorang
memiliki seorang penjamin, lalu datang orang lain dengan berkata,
“Aku akan menjamin utangnya dengan syarat si penjamin pertama
bebas dari tanggungannya,” maka hukumnya tidak sah.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah orang vyang
berpiutang atau ahli warisnya bisa menagih piutangnya kepada si
penjamin dan orang yang berutang, atau menagihnya kepada
salah satu dari keduanya, baik seluruh utangnya atau sebagiannya.
Apabila salah satu dari keduanya telah menyerahkannya, maka
pihak satunya bebas dari tanggungan tersebut, sebagaimana yang
telah diuraikan sebelumnya. Karena dua tanggungan tersebut
ditetapkan dengan satu utang. Jadi utang tersebut seperti fardhu
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kifayah yang berhubungan dengan tanggungan yang bermacam-
macam dan bisa gugur dengan dibayar setengahnya.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila orang yang
berutang asli bebas dari tanggungannya, maka orang vyang
menjamin utang juga ikut bebas. Apabila orang yang menjamin
bebas karena telah membayar utang tersebut atau dibebaskan oleh
orang yang berpiutang atau karena hal lainnya, maka tanggungan
orang vang berutang juga ikut bebas.

Adapun bebasnya tanggungan orang yang menjamin tanpa
membayar utang tersebut, maka ini tidak berarti bahwa orang yang
berutang asli bebas dari tanggungannya. Adapun bila orang yang
menjamin bebas dari tanggungannya, apabila kebebasannya
karena dia telah membayar utang tersebut, maka orang yang
berutang asli juga bebas dari tanggungannya. Adapun bila
kebebasannya tanpa membayar utang tersebut, misalnya orang
yang berpiutang membebaskannya, apabila pembebasan tersebut
dari jaminan saja, maka orang yang berutang tidak bebas dari
tanggungannya. Adapun bila pembebasan tersebut dari orang yang
berutang, maka orang vang berutang asli juga bebas dari
tanggungan tersebut bila orang yang berpiutang bermaksud
membebaskannya juga. Akan tetapi bila tidak demikian, maka dia
tidak bebas.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah utang yang dibayar
secara tempo berakhir dengan wafatnya orang yang berutang atau
orang vang menjamin utang. Apabila orang yang berutang asli
wafat, maka orang yang berpiutang bisa menagih piutangnya
dengan mengambil dari harta peninggalannya sebelum batas
waktunya habis. Apabila dia terlambat dalam menagih piutangnya,
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maka orang yang menjamin yang disuruh orang yang berutang
bisa menagihnya dengan mengambilnya dari harta peninggalannya
atau dengan membebaskannya dari penjaminan, karena bisa saja
harta peninggalannya dikacaukan sehingga si penjamin tidak
menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar
utangnya.

Adapun penjamin yang menjamin tanpa perintah orang
yang berutang, dia tidak boleh mendorong orang yang berpiutang
agar mengambil piutangnya dari harta peninggalan orang yang
berutang, karena dia tidak punya hak untuk menagihnya,
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam syarat-syaratnya.

Apabila si penjamin wafat sebelum batas waktunya habis,
maka orang yang berpiutang bisa mengambil piutangnya dari harta
peninggalannya secara langsung, dan ahli warisnya tidak memiliki
hak untuk menagihnya kepada orang yang berutang asli yang
mengizinkan penjaminan tersebut sebelum jatuh temponya habis.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwa apabila
orang yang menjamin utang mengadakan perdamaian dengan
orang yang berpiutang dengan ketentuan bahwa orang yang
berpiutang hanya mengambil piutang dalam jumiah minimal, maka
dia tidak berhak mengambil lebih banyak dari apa vang telah
ditetapkan dalam perjanjian. Apabila dia menjamin 100 Dirham,
lalu berdamai dengan ketentuan akan membayar 70 Dirham, maka
orang vang berpiutang hanya mengambil 70 Dirham saja dari
orang vang berutang. Apabila utang tersebut berupa pakaian-
pakaian bagus, lalu dia berdamai dengan ketentuan akan
memberikan pakaian-pakaian jelek, maka orang yang berpiutang
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hanya berhak mengambil pakaian-pakaian vyang diberikan
kepadanya.

Apabila orang yang berpiutang memiliki piutang 100
Pound -misalnya-, lalu si penjamin menjual beberapa pakaian
~dengannya, maka orang yang.berpiutang hanya boleh menagih
kepada orang yang berutang asli 100 Pound yang dengannya dia
menjualnya, bukan dengan nilai pakaian tersebut, baik nilainya
lebih kecil dari 100 atau lebih besar.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwa
pemindahan utang seperti membayarnya. Apabila si penjamin
memindahkan utangnya kepada orang lain, apabila dia diizinkan
orang yang berutang, maka dia bisa menagihnya. Akan tetapi bila
tidak diizinkan maka tidak boleh.

Adapun pendapat dalam madzhab Hanbali (menurut ulama
Hanabilah), semuanya telah dijelaskan secara rinci. Dan secara
global bisa disimpulkan: Apabila seseorang berkata kepada orang
lain, “Jaminlah utang si fulan,” maka Dhaman dan Kafalah sama-
sama menjadi lazim bagi orang yang melakukannya. Sedangkan
orang vang menyuruhnya tidak wajib melakukan apa-apa. Ada
juga pendapat lain yang telah diuraikan dalam definisi tentang
Dhaman dan syarat-syaratnya.

Adapun pendapat dalam madzhab Hanafi (menurut ulama
Hanafiyyah), hukum-hukum umum yang berkaitan dengan Kafalah
adalah sebagai berikut?:

Di antara hukum-hukum tersebut adalah Kafalah sah tanpa
‘adanya perintah dari orang vang berutang. Apabila seseorang

2-Lih. Al Fighu ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, karya syeikh Abdurrahman Al
Jazini, juz 3.
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menanggung utang orang lain tanpa perintahnya, maka apa yang
dilakukannya merupakan derma (tindakan sukarela) sehingga dia
tidak boleh menagihnya kepada orang yang berutang. Contohnya
adalah bila seseorang menanggung utang seseorang atas perintah
orang lain. Apabila Zaid mengatakan kepada Amr, “Tanggunglah
utang Khalid pada Bakar,” lalu orang yang disuruh tersebut
melakukannya, maka dia dianggap melakukan derma dan tidak
perlu menagihnya baik kepada orang vang berutang maupun
kepada Zaid.

Adapun orang vang berutang ditanggung utangnya atas
perintahnya, maka dia bisa ditagih dengan dua syarat:

Syarat Pertama: Menetapkan bahwa utang yang dijamin
bersifat lazim. Misalnya dengan mengatakan kepadanya,
“Tanggunglah utang si fulan 100 Pound, dan apa yang engkau
tanggung aku yang membayarnya.” Shighat ini menjadikan orang
vang menanggung utang berhak menagih kepada orang yang
berutang, tanpa diperselisihkan lagi. Hukum yang sama juga
berlaku bila seseorang berkata kepadanya, “Tanggunglah utang si
fulan 100 Pound atas namaku,” karena kata “Atas namaku”
adalah melazimkan utang yang diberikan olehnya atas namanya.

Sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya shighat tersebut
diperselisihkan. Akan tetapi yang berlaku adalah bahwa tidak ada

perselisihan bahwa orang yang menanggung utang berhak
menagihnya.”

Adapun shighat yang diperselisihkan adalah bila dia
mengatakan kepadanya, “Tanggunglah utang si fulan 100 Pound”
tanpa mengatakan “Dariku” atau “Atas namaku” dan tanpa
menetapkan bahwa sifatnya lazim. Sebagian ulama berkata,
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“Orang yang menanggung berhak menagihnya secara mutlak,”
sedangkan sebagian lainnya berkata, “Dia tidak boleh menagihnya
kecuali bila penjamin yang mengatakan kepadanya menunda-
nunda. Misalnya dia sebagai ayah atau istri atau tetangga atau
sekutu dalam Syirkah Inan atau lainnya.

Svarat Kedua: Orang yang menyuruh bukan anak kecil
vang dicegah mengelola hartanya atau seorang budak. Apabila
yang menyuruhnya anak kecil agar menanggung utangnya, maka
orang vang disuruh menanggung utang tersebut tidak berhak
menagihnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan
tentang syarat-syarat. Adapun bila orang yang menyuruh seorang
budak, maka orang yang menanggung tidak boleh menagihnya
kecuali ketika budak tersebut merdeka.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila si
penjamin memiliki utang, maka tanggungan orang yang berutang
gugur dan orang vyang berpiutang tidak berhak menagih
kepadanya. Tanggungan tersebut beralih kepada si penjamin yang
membayarmya. Akan tetapi terkadang si penjamin bisa bebas, tapi
orang vang berutang tidak bebas, yaitu bila si penjamin memiliki
utang pada orang lain, lalu dia memindahkan utang tersebut
dengan mensyaratkan pembebasan dirinya saja. Maka si penjamin
bebas dalam kondisi tersebut dan orang yang berpiutang boleh
menagihnya kepada orang yang berutang asli atau orang yang
dilimpahi utang tersebut (yang wajib membayarnya), dengan syarat
orang vang dilimpahi utang tersebut sedang bangkrut atau
mengingkari utang tersebut dan tidak ada saksinya.

Adapun bila orang yang dilimpahi utang tersebut (orang
yang wajib membayar utang tersebut) mengakui utang tersebut dan
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dia dalam kondisi memiliki harta, maka tanggungan orang yang
berutang asli ikut bebas dan yang ditagih hanya orang vang
dilimpahi (pemindahan) utang saja.

Begitu pula bila orang yang berutang asli membayar
utangnya, maka orang yang menanggungnya ikut bebas karena
tanggungan orang yang berutang asli bebas. Contohnya adalah bila
orang vang berpiutang membebaskan utang dari orang vang
berutang atau memperpanjang batas waktu pembayarannya, maka
orang yang menanggungnya mengikutinya dalam hal ini. Kecuali
bila dia menanggungnya dengan syarat agar dibebaskan. Apabila
orang vang menanggung mengatakan kepada orang vang
berpiutang, “Aku akan menjamin piutangmu dengan syarat engkau
membebaskan orang yang berutang darinya,” maka tanggungan
orang vyang berutang bebas dan yang menanggungnya hanya
orang Yang menjamin saja, karena dalam kondisi seperti ini
berubah menjadi Hiwalah (pemindahan utang) dan bukan Kafalah
(penjaminan utang). Apabila orang yang berpiutang wafat,
sementara orang vang berutang ahli warisnya, maka si penjamin
bebas dari tanggungannya.

Apabila orang yang berpiutang membebaskan orang yang
berutang dari tanggungannya, tapi orang yang berutang tidak
menerimanya, maka orang yang berutang tidak bebas dari
tanggungannya, karena penerimaannya merupakan syarat
pembebasan utangnya. Lalu apakah tanggungan orang vang
menjamin ikut bebas dan utang tersebut tidak kembali kepadanya?
Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Adapun bila orang yang berpiutang membebaskan orang
vang menjamin, maka hukumnya sah meskipun orang yang
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menjamin tidak menerimanya, karena dia bukan orang yang
berutang, tapi hanya orang yang ditagih, dan tidak disyaratkan
untuk gugurmya penuntutan adanya penerimaan, sebagaimana
telah diuraikan dalam definisi Kafalah. Apabila penjamin
dibebaskan, maka orang yang berutang tidak wajib dibebaskan.
Akan tetapi orang yang menjamin tidak boleh menagih harta yang
dijaminnya kepadanya setelah itu. Justru orang yang berpiutanglah
yang menagihnya kepada orang yang berutang asli.

Adapun bila orang vang berpiutang menyedekahkan
piutangnya pada orang yang menanggung utang tersebut, maka
dia tidak wajib menangguhkan penagihannya kepada orang yang
berutang asli. Apabila jatuh temponya habis, lalu orang yang
berpiutang memperpanjang masa pembayarannya kepada orang
yang menanggung selama satu bulan, maka dia tidak berhak
menagihnya, tapi dia berhak menagihnya kepada orang yang
berutang asli, karena dia hanya memberi penangguhan penagihan
kepada orang vang menanggung, bukan kepada orang yang
berutang.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila orang yang
menjamin harta tersebut menjamin 1000 Dirham, lalu dia
melakukan kesepakatan damai dengan orang yang berpiutang
bahwa dia akan membayar 500 Dirham, maka dia hanya ditagih
500 Dirham, bukan 1000 Dirham yang dijaminnya.

Adapun bila seseorang menjamin harta baru, lalu
memberikan kepada pemiliknya harta jelek, maka dia bisa
menagih kepada orang yang berpiutang harta yang jelek. Hal ini
karena hukum penjaminan itu bahwa orang yang menjamin
memiliki utang dengan membayamya. Jadi dia menempati posisi
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orang yang berpiutang yang menghutangkan barang bagus dan
bisa menagih yang bagus. Maka begitu pula orang yang menjamin;
dia memiliki utang dengan membayarnya dan menempati posisi
orang yang berpiutang, yang mengutangkan barang bagus dan
bisa menagih yang bagus. Penjamin yang posisinya demikian tidak
apa-apa membayar utang dengan barang yang buruk, asal diridhai
oleh orang yang berpiutang. Misalnya bila seseorang meminjam
kepada orang lain pakaian dari kain bagus, lalu ada orang lain
yang menjaminnya, lalu si penjamin ini memberikan pakaian dari
kain jelek kepada orang yang berpiutang dan orang tersebut rela
dengannya, maka orang yang menjamin berhak menagih kain
yang bagus yang dijaminnya, karena dia telah memiliki utang yang
baru tersebut. Dalam hal ini orang yang berpiutang boleh
mengorbankan sebagian haknya kepada penjamin yang tidak lazim
bagi orang yang berutang asli. Bukankah orang yang berpiutang
boleh mengancam orang yang menjamin, lalu bila dia
menghibahkan piutangnya kepada penjamin, maka si penjamin
bisa memilikinga dan dia bisa menagih kepada orang vyang
berutang asli agar membayar utang tersebut?!.

Adapun bila seseorang menyuruh orang lain agar
mengembalikan barang-barang bagus yang dipinjamnya dari si
fulan, lalu orang yang disuruh tersebut memberikan barang-barang
jelek dan orang yang meminjamkan rela dengannya, maka dia
tidak boleh menagih kepada orang yang berutang asli kecuali
barang yang jelek. Hal ini karena orang yang disuruh menutup
utang tidak memiliki utang tersebut dengan pembayaran
sebagaimana yang dimiliki oleh penjamin, sehingga dia tidak boleh
mengambil kecuali apa yang telah diberikannya.
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Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwa penjamin
tidak berhak menagih kepada orang yang berutang asli sebelum
dia membayarkan utangnya kepada orang yang berpiutang, karena
dia tidak memiliki utang tersebut kecuali setelah membayarnya,
sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Contohnya adalah bila seseorang membayarkan utang
sebelum orang yang berutang asli wajib membayarmya. Apabila
seseorang menyewa rumah dengan membayarnya di akhir bulan,
lalu ada orang lain menjaminnya, kemudian orang yang menjamin
tersebut membayar sewanya, maka si penjamin tidak boleh
menagihnya, karena sewa tersebut tidak wajib atas orang yang
menyewa hanya dengan sekedar akad dan dia juga tidak
memilikinya dengan akad, sebagaimana yang telah diuraikan
dalam pembahasan tentang Jarah. Orang yang menjamin juga
memberikan sesuatu yang tidak dimilki oleh orang vang
berpiutang.

Apabila orang yang berutang telah membayar utangnya tapi
orang vang menjamin tidak mengetahuinya, lalu orang yang
menjamin membayar utang tersebut kepada orang vang
berpiutang untuk kedua kalinya, maka dia tidak boleh menagih
kepada orang yang berutang asli, tapi hanya menagih kepada
orang yang berpiutang yang telah mengambil haknya dua kali.

Hal ini berbeda apabila utang tersebut telah jatuh tempo
pada orang vang berutang sebelum ada orang yang menjamin
utangnya, lalu dia membawa penjamin yang menjamin utangnya
ketika utangnya diperpanjang oleh orang yang berpiutang dan dia
menerimanya, maka dalam kondisi demikian penangguhan
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pembayaran tersebut untuk orang yang berutang asli dan orang
yang menjamin utang.

Perbedaan antara dua kondisi tersebut sangat jelas. Kafalah
dalam kondisi pertama telah diakui sebelumnya, sehingga orang
yang berpiutang berhak menagih kepada penjamin. Akan tetapi
dengan adanya penangguhan penagihan terhadap si penjamin
tidak mengharuskan penangguhan penagihan piutang terhadap
orang vang berutang asli.

Adapun dalam kondisi kedua, Aafalainya tidak ada,
sehingga orang yang berpiutang tidak berhak menagihnya sampai
penangguhannya sah, kecuali pada utang tersebut. Apabila utang
ditangguhkan, maka hukumnya berlaku bagi orang yang berutang
dan orang yang menjamin utang.

Meski demikian, apabila orang vyang berpiutang
mensyaratkan agar penangguhannya hanya khusus untuk orang
yang menjamin utang dan bukan untuk orang vang berutang,
maka syarat tersebut boleh diterapkan dan dia berhak menagih
utang tersebut pada orang yang berutang kapan saja. Contoh yang
sama adalah bila orang yang menjamin utang berkata, “Berilah
aku tempo lagi!” Disini dia menyandarkan penangguhan untuk
dirinya saja.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah utang yang dibayar
secara tempo menjadi berakhir dengan wafatnya orang vang
berutang atau orang yang menjamin utang. Apabila orang yang
menjamin utang wafat dan orang yang berpiutang telah mengambil
haknya dari ahli warisnya, maka dia tidak boleh menagih kepada
orang yang berutang kecuali ketika jatuh temponya habis. Begitu
pula bila orang yang berutang wafat dan utangnya berakhir, orang
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yang berjiutang tidak boleh menagih kepada si penjamin kecuali
ketika jatth temponya sudah habis. Apabila keduanya sama-sama
wafat, maka orang yang berpiutang boleh memilih siapa yang akan
diambil piutangnya dari harta peninggalan keduanya.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila orang yang
menjanin utang berdamai dengan orang yang berpiutang bahwa
utang vang 1000 Dirham hanya ditagh 500 Dirham saja
semenfara sisanya tidak ditagih, maka hukumnya berlaku untuk
orang yang berutang dan wakilnya dalam tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Orang yang Yang menjamin utang
harus mensyaratkan bahwa dia dan orang yang berutang sama-
sama bebas dari tanggungan.

Kondisi Kedua: Dia mensyaratkan agar- orang vyang
berutang bebas dari tanggungannya, tapi tidak mensyaratkan
kebebasan untuk dirinya sendiri.

Kondisi Ketiga: Dia diam dan tidak mensyaratkan apa-
apa. Adapun bila dia mensyaratkan pembebasan dirinya saja,
maka ini merupakan pembatalan terhadap Kafalah dan utang
tersebut tetap ada pada tanggungan orang vang berutang,
sehingga orang yang berpiutang bisa mengambil 500 Dirham yang
tersisa darinya, lalu orang yang menjamin bisa mengambil 500
Dirham yang dia berikan kepada orang yang berpiutang.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila orang yang
berutang telah membayar utang tersebut kepada orang yang
menjamin sebelum orang yang menjamin memberikannya kepada
orang yang berpiutang, maka dalam hal ini ada tiga permasalahan:
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a. Dia memberikan kepadanya agar utangnya segen dibayar.
Misalnya dia mengatakan kepadanya, “Ambillah utangku
vang engkau jamin sebelum engkau membayarmnyd” Dalam
kondisi seperti ini utang tersebut menjadi milik orang yang
menjamin. Oleh karena itu orang yang berutang tidak boleh
memintanya kembali untuk kedua kalinya, meskipun si
penjamin tidak memberikannya kepada orang vang
berpiutang. Karena sebagaimana dijelaskan dalam definisi
Kafalah bahwa Kafalah itu mencakup utang dan penagihan
oleh orang yang berpiutang terhadap orang vang berutang
dengan ditangguhkan, sampai utang tersebut diberikan
kepada orang yang berpiutang. Apabila orang vyang
berutang menyegerakan pembayaran utang kepada si
penjamin, maka si penjamin telah memilikinya dengan
benar. Apabila uang utang tersebut dibisniskan, lalu
mendapat untung maka keuntungannya halal lagi baik. Dan
bila uang utang tersebut rusak di tangannya maka dia harus
menanggungnya dan bertanggungjawab terhadapnya.

b. Dia memberikan kepadanya dengan cara mengutus.
Misalnya dengan mengatakan kepadanya, “Ambillah utang
si fulan yang telah engkau jamin, lalu berikanlah
kepadanya!” maka dalam kondisi seperti ini utang tersebut
menjadi amanah di tangan orang yang menjamin, dan bagi
orang yang berutang boleh memintanya kembali sebelum si
penjamin memberikannya kepada orang yang berpiutang.
Apabila uang utang tersebut dibisniskan lalu mendapat
keuntungan, dia tidak boleh memakan keuntungan tersebut,
tapi dia harus menyedekahkannya seperti orang yang
meng-ghashab. Apabila uang utang tersebut rusak di
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tangannya tanpa melampaui batas, maka dia tidak
menjaminnya dan tidak bertanggungjawab terhadapnya,
karena dia hanya orang yang diberi amanah.

c. Dia memberikannya kepadanya tanpa mengutus atau tanpa
* tujuan menyegerakan pembayaran utang. Dalam kondisi ini
bisa ditafsirkan sebagai pembayaran. Dalam kondisi
apapun, apabila orang yang berutang telah memberikan
utang tersebut kepada orang yang berpiutang setelah dia
memberikannya kepada si penjamin, maka dia bisa

- menagihnya kepada si penjamin.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwa penjaminan
pajak dan sejenisnya dibolehkan, baik yang adil maupun yang
zhalim. Seseorang boleh menjamin orang lain dalam pajak harta
kepemilikan yang waijib dibayar setiap tahun. Begitu pula dengan
Kharaj (upeti) atau lainnya, seperti cukai yang dipungut penguasa
atau lain-lainnya vang digunakan untuk menjaga keamanan dan
melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,
seperti membuat sungai, membangun jembatan, memperbaiki
jalan-jalan, mengangkat polisi, mengusir pencuri, menerapkan had
dan berbagai kepentingan umum lainnya.

Sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya cukai dan
pungutan liar tidak sah dilakukan penjaminan terhadapnya.”

Dua pendapat ini bisa dibenarkan. Akan tetapi yang paling
kuat pendapat pertama. Orang yang menanggung utang bisa
menagih utang yang telah dibayarnya kepada orang yang berutang
bila Kafalah tersebut dilakukan atas perintahnya.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwasanya berita
vang didasarkan atas dugaan kuat seseorang dan ijtihadnya tidak
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menjadi penjaminan yang bersifat lazim bagi orang yang
memberitakannya. Misalnya bila seseorang mengatakan kepada
orang lain, “Tempuhlah jalan itu karena ia aman,” lalu orang yang
diberitahu menempuh jalan tersebut dan ternyata dia dibegal dan
hartanya dirampas, maka orang yang memberitahukan yang
mengatakan bahwa jalan tersebut aman tidak perlu
menanggungnya, Karena pernyataannya tersebut didasarkan pada
dugaannya. Bisa jadi dia memang salah atau karena jalan tersebut
sudah tidak aman sedang dia tidak mengetahuinya.

Apabila dia mengatakan kepadanya, “Tempuhlah jalan itu!
Apabila kamu diancam lalu hartamu dirampas, maka akulah yang
menjaminnya,” kemudian orang vyang disuruh tersebut
melakukannya dan ternyata hartanya dirampas, maka para ulama
berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka berkata,
“Dia harus menjamin harta yang hilang.” Sementara sebagian
lainnya berkata, “Dia tidak perlu menjaminnya.” Hal tersebut
karena syarat sahnya penjaminan adalah barang yang dijamin
diketahui, sedangkan disini keamanan jalan tidak diketahui. Maka
bagaimana bisa penjaminannya sah?

Orang-orang yang berpendapat bahwa penjaminan seperti
ini sah meskipun orang yang dijamin (orang yang berutang) tidak
diketahui memberi jawaban dengan metode pengecualian untuk
melarang manusia  melakukannya, karena  bahayanya
menyebabkan tindakan hati-hati secara khusus. Apabila orang-
orang mengetahui bahwa tidak ada tindakan tegas berkenaan
dengan apa yang mereka ucapkan dalam masalah ini, maka
mereka akan melakukannya tanpa peduli meskipun yang dijamin
tidak diketahui. Akan tetapi penjaminannya sah karena di
dalamnya ada penipuan, dan penipuan menyebabkan orang yang
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ditipu bisa menagih kepada orang yang menipunya apabila
penjaminan tersebut dilakukan dengan syarat. Akan tetapi jawaban
ini tidak tepat, karena penjaminan dengan penipuan pada
hakekatnya adalah penjaminan, sehingga harus ada syarat
sebagaimana yang berlaku padanya.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila Zaid
berkata kepada Amr, “Aku menjamin untukmu utang Khalid
padamu sebagaimana yang diputuskan oleh hakim,” lalu Khalid
vang dijamin utangnya pergi, kemudian Amr yang berpiutang
mengklaim bahwa Zaid yang menjaminnya memiliki tanggungan
Khalid vang harus dibayarnya dengan mengemukakan
argumentasinya, maka klaimnya ini tidak diterima, karena tidak
mungkin membayarkan utang orang yang sedang pergi kecuali bila
tanggungan tersebut tidak bisa ditetapkan kecuali terhadap orang
vang pergi. Orang yang mengklaim tidak memiliki hak terhadap
orang yang menjamin, karena orang yang menjamin hanya
membayarkan utang orang vang sedang pergi berdasarkan
keputusan hakim. Apabila terdapat saksi yang menyatakan bahwa
hakim telah memutuskan tanggungan yang harus dibayar orang
yang berutang sebelum dia pergi dan setelah dilakukan
penjaminan, apabila penjaminan tersebut atas perintah orang yang
sedang pergi, maka hakim bisa memutuskan bahwa utang tersebut
harus dibayar oleh penjaminnya secara langsung dan menjadi
tanggungan orang yang sedang pergi. Apabila orang yang pergi
datang, tapi dia mengingkarinya, maka pengingkarannya tidak
perlu digubris. Adapun bila penjaminan tersebut dilakukan tanpa
perintahnya, maka hakim memutuskan bahwa vyang harus
membayar adalah si penjamin, bukan orang yang sedang pergi.
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Adapun menurut ulama Malikiyyah (madzhab Maliki),
mereka berkata: Ada banyak hukum yang berkaitan dengan
masalah Kafalah (penjaminan);

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwasanya
penjaminan sah tanpa seizin orang yang berutang (A/ Madhmun
‘Anhu). Apabila seseorang memiliki utang pada orang lain, lalu ada
orang ketiga yang menjamin utangnya tanpa seizinnya, maka
hukumnya sah dan menjadi lazim bagi orang yang menjaminnya.
Akan tetapi ada sebagian mereka yang berkata, “Penjaminannya
tidak sah tanpa seizin orang yang berutang. Apabila tidak demikian
maka orang yang menjamin tidak wajib membayarnya. Seseorang
juga boleh membayar utang orang lain tanpa seizin orang yang
berutang dan dia (orang yang berutang) harus dipaksa untuk
menerimanya dengan syarat tujuannya karena kasihan
terhadapnya. Adapun bila tujuannya agar dia bisa menagihnya
atau menjadikannya sebagai utang disebabkan antara keduanya
ada permusuhan, maka hukumnya tidak sah. Karena tidak boleh
membayarkan utang orang lain dengan tujuan melakukan sesuatu
vang membahayakannya secara mutlak.”

Contohnya adalah bila seseorang membeli utang orang lain
dengan tujuan agar dia bisa menagihnya dengan kekerasan atau
supaya utang tersebut diketahui oleh masyarakat (agar orang yang
dibayarkan utangnya malu dan sebagainya) disebabkan adanya
permusuhan antara keduanya, maka penjaminan ini tidak sah.- Dan
dalam hal ini orang vang berpiutang harus mengembalikan uang
yang diberikan oleh si penjamin tersebut. Apabila uang tersebut
hilang -apabila ada yang sama persiss maka dia harus
menggantinya dengannya. Sedangkan bila ada nilainya, apabila dia
wafat sebelum mengembalikannya atau dia pergi ke negeri lain,
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maka orang yang membayarkan utang tersebut tidak boleh
menagihnya kepada orang yang berutang, akan tetapi yang harus
menagihnya adalah hakim, lalu diberikan kepada si penjamin
tersebut. Dalam hal ini si penjual (orang yang berpiutang) tidak
wajib mengembalikan uang yang telah diterimanya, kecuali bila dia
tahu bahwa tujuan pembelian utang tersebut untuk merugikan
orang vang berutang dan mempermalukannya.

Adapun bila si penjual (orang yang berpiutang) tidak
mengetahui hal tersebut, maka jual-belinya sah dan dia tidak wajib
mengembalikan uang tersebut. Dalam kondisi ini si pembeli tidak
berhak menagihnya kepada orang yang berutang, akan tetapi dia
harus menjual utang tersebut kepada orang lain.

Sebagian ulama lainnya berkata, “Utangnya menjadi batal
secara mutlak, baik orang yang menjual (orang yang berpiutang)
mengetahui tujuan si pembeli (orang yang menjamin) atau tidak.”

Akan tetapi pendapat vang lebih kuat adalah pendapat
pertama.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila seseorang
memiliki piutang pada orang vang sedang pergi, lalu ada orang
lain yang berkata, “Akulah yang menjamin utang tersebut,” lalu
orang vang pergi tersebut datang dan mengingkari utangnya tanpa
ada saksi atau bukti lainnya, maka penjaminan tersebut tidak sah
(gugur). Sedangkan bila orang vang pergi tersebut datang dan
mengakui utang tersebut sementara dia dalam kondisi kaya, maka
penjaminannya menjadi berlaku. Adapun bila dia dalam kondisi
miskin, maka penjaminan tersebut gugur, karena bisa saja ada
kemungkinan dia bekerjasama dengan orang yang mengklaim
untuk memakan harta si penjamin.
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Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila orang yang
dijamin (orang yang berutang) bebas dari tanggungannya, maka
orang yang menjamin juga ikut bebas. Akan tetapi bila orang yang
menjamin bebas, maka tidak mesti orang yang dijamin (orang yang
berutang) bebas.

Contohnya: Apabila seseorang menjamin utang orang lain,
lalu orang yang berpiutang membebaskan utang tersebut dari
orang vang berutang atau membebaskannya, atau
melimpahkannya kepada orang ketiga yang bersifat tetap, maka si
penjamin ikut bebas dari tanggungannya. Apabila orang yang
berutang wafat dengan meninggalkan harta, sementara orang yang
berpiutang adalah ahli warisnya, maka tanggungannya bebas dan
tanggungan si penjamin ikut bebas. Berbeda bila orang yang
berutang bangkrut, maka tanggungan si penjamin tidak bebas
dengan kematiannya. Demikianlah contoh-contoh bebasnya si
penjamin dengan bebaskan orang yang berutang.

Adapun bila orang yang menjamin utang bebas, maka
terkadang orang yang dijamin (orang yang berutang) tidak bebas.
Contoh pertama adalah, bila si penjamin membayar utang yang
ditanggungnya, maka keduanya bebas dari tanggungan masing-
masing. Sedangkan contoh kedua adalah, bila orang yang
berpiutang menghibahkan utangnya kepada si penjamin. Kecuali
bila dia menerima pembayaran utang tersebut sebelum orang yang
berpiutang berhalangan menghibahkannya.

Apabila penjaminan dilakukan dengan jangka waktu
tertentu. Misalnya penjamin berkata, “Utang si fulan aku yang
tanggung selama dua bulan. Akan tetapi bila dia wafat atau
bangkrut dalam masa tersebut, maka utang tersebut menjadi wajib
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bagiku,” maka utang tersebut menjadi wajib setelah habisnya masa
dua bulan tersebut, dan tanggungan orang yang berutang asli juga
bebas. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa dibolehkan
melakukan penjaminan dengan jangka waktu tertentu.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah orang vang
berpiutang tidak boleh menagih kepada orang yang menjamin
utang kecuali dalam empat kondisi:

Kondisi Pertama: Orang yang berutang asli sedang
bangkrut.

Kondisi Kedua: Orang yang menjamin dalam kondisi
kaya, akan tetapi dia menunda-nunda pembayarannya dengan
mengucapkan kata-kata kasar dan bersikap tidak bersahabat
(menunjukkan permusuhan).

Kondisi Ketiga: Orang yang berutang asli sedang pergi,
sementara dia tidak memiliki harta untuk membayar utangnya.
Adapun bila dia memiliki harta yang bisa diambil oleh orang yang
berpiutang tanpa kesulitan, maka dalam kondisi demikian dia tidak
boleh menagih orang yang menjamin utang tersebut.

Kondisi Keempat: Orang yang berpiutang mensyaratkan
agar menagih piutangnya pada siapa saja yang dia kehendaki dari
keduanya. Dalam kondisi seperti ini dia bisa menagihnya. Misalnya
adalah bila dia mensyaratkan akan menagih orang yang menjamin
dalam kondisi tertentu ketika orang yang berutang sedang miskin
atau sudah wafat atau kondisi lainnya. Sebagian mereka berkata,
“Orang yang berpiutang boleh memilih, apakah dia akan menagih
kepada si penjamin atau orang yang berutang.”
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Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwa utang yang

dibayar secara tempo (ditangguhkan pembayarannya) hukumnya
sah dalam tiga kondisi:

a. Orang yang menjamin utang wafat dan meninggalkan harta
vang cukup untuk menutupi seluruh utangnya atau
sebagiannya. Apabila dia meninggalkan seluruh utang,
maka orang yang berpiutang boleh memilih, apakah dia
akan mengambil piutangnya dari harta peninggalan orang
yang menjamin atau dari harta orang yang berutang.
Apabila dia mengambil piutangnya dari harta peninggalan
orang yang menjamin, maka ahli warisnya tidak boleh
menagih kepada orang yang berutang kecuali setelah jatuh
temponya habis, meskipun orang yang berutang hadir atau
dalam kondisi kaya. Karena utang dalam kondisi ini boleh
disegerakan untuk si penjamin saja karena wafatnya dalam
kondisi kaya. Apabila orang yang menjamin wafat dalam
kondisi miskin, maka orang yang berpiutang tidak boleh
menagihnya kecuali ketika jatuh temponya habis. Apabila
orang vyang menjamin meninggalkan sebagian utangnya,
maka orang vang berpiutang boleh menagihnya dan
menunggu sebagian lainnya sampai jatuh temponya habis.

b. Orang vang menjamin utang bangkrut. Dalam kondisi
seperti ini orang vang berpiutang boleh memilih untuk
menagih orang vang berutang dan orang yang menjamin
guna membersihkan harta si penjamin, kemudian dia
mengambil bagian yang menjadi haknya. Akan tetapi orang
yang menjamin tidak boleh ditagih kecuali setelah jatuh
temponya habis.
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c. Orang vang berutang wafat dalam kondisi kaya. Dalam
kondisi ini orang yang berpiutang boleh mengambil
piutangnya dari harta peninggalan si mayit meskipun jatuh
temponya belum habis. Adapun bila dia wafat dalam
keadaan miskin, maka orang yarig berpiutang tidak boleh
menagih kepada penjamin kecuali setelah jatuh temponya
habis, karena dengan habisnya jatuh tempo pada orang
vang berutang tidak menyebabkan habisnya jatuh tempo
pada orang yang menjamin.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila penjamin
telah membayarkan utang tersebut, dia bisa menagihnya kepada
orang vang berutang setelah ada bukti bahwa dia telah
memberikannya baik berdasarkan keterangan saksi, atau
pengakuan dari orang yang berpiutang bahwa dia telah menerima-
piutangnya dan lain sebagainya. Apabila pembayaran tersebut
tidak dapat dibuktikan, maka dia tidak berhak menagihnya kepada
orang vang berutang. Kemudian bila utang tersebut merupakan
sesuatu yang bisa ditaksir nilainya, seperti pakaian dan sebagainya,
apabila si penjamin telah membayar utang tersebut berupa pakaian
dari jenis pakaiah vang diambil oleh orang yang berutang, maka
dia bisa menagihnya kepada orang yang berutang dalam bentuk
pakaian yang sama.

Adapun bila dia telah memberikan nilai pakaian tersebut,
maka dia wajib menagihnya dengan nilainya apabila nilainya lebih
kecil dari pakaian tersebut. Sedangkan bila nilainya lebih banyak,
maka vyang wajib diberikan oleh orang yang berutang adalah
pakaian, bukan nilainya. Hal ini apabila penjamin telah
memberikan pakaian di sisinya. Adapun bila dia membelinya dari
orang lain, apabila pembelian tersebut dengan harga standar tanpa
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nepotisme, maka orang yang berutang wajib memberikannya
dalam bentuk demikian, dan para ulama tidak berselisih pendapat
dalam masalah ini.

Adapun bila dia membelinya dengan cara penipuan dan
nepotisme, maka orang vang berutang tidak boleh membayar
kecuali dengan harga standar saja. Apabila dia membeli pakaian
seharga 10 Dirham yang sama dengan 5 Dirham, maka orang
vang berutang hanya wajib membayar 5 Dirham, bukan 10
Dirham.

Adapun penjaminan hidup (asuransi jiwa) dan penjaminan
ganti rugi akibat kecelakaan atau bencana atau musibah yang
terkadang terjadi pada seseorang atau kendaraannya atau
dagangannya, maka semuanya akan kami bahas dalam
Pembahasan Syirkah, insya Allah.

Akad Asuransi yang Merupakan Akad Kafalah
Hukum Syara’ Berkenaan dengan Akad Ini
Perbedaan Antara Asuransi dengan Jaminan
Pensiun Bagi Orang yang Telah Mencapai Usia
Pensiun

Tidak diragukan lagi bahwa akad asuransi tidak ada pada
masa-masa awal Islam. Hal inilah yang menyebabkan para fugaha
dan para peneliti membahas tentang akad ini. Di antara mereka
ada yang membolehkannya secara mutlak, ada yang membolehkan
sebagiannya dan mengingkari sebagian lainnya, dan ada yang
mengingkarinya secara mutlak.
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Para ulama yang menghalalkan asuransi mengerahkan akal
mereka untuk mencari dalil-dalil yang membolehkannya. Dengan
penjelasan yang akan kami paparkan nanti kita dapat melihat
unsur penipuan dan ketidaktahuan (ketidakjelasan) serta kekacauan
dalam asuransi, sehingga seorang vang adil dan obyektif akan
menvatakan bahwa hukumnya haram karena di dalamnya ada
unsur riba dan jual-beli sesuatu yang tidak ada.

Mereka mengklaim bahwa asuransi merupakan tolong-
menolong dalam kebaikan dan takwa, dan dapat mewujudkan
tujuan-tujuan yang dianjurkan oleh syariat. Mereka melandaskan
argumentasi mereka dengan mengacu pada pernyataan, “Akad
asuransi vang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dapat
mewujudkan kerjasama dan tolong-menolong, dimana kedua hal
ini merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Dan apa saja
yang dianjurkan syariat, maka tidak perlu ditentang.”

DR. Husain Hamid Hassan berkata, “Kami sepakat dengan
mereka dalam poin kedua, tapi kami tidak sepakat dengan mereka
dalam poin pertama. Karena legalitas suatu tujuan itu tidak mesti
mengharuskan adanya legalitas suatu sarana tertentu yang
mengantarkan kepadanya.”

Awal mula adanya asuransi yang disebut Sikurtah
dipelopori oleh orang-orang Yahudi di Eropa dan Amerika,
kemudian perusahaan-perusahaan asuransi melebarkan sayapnya
ke Timur melalui penjajahan Barat dengan segala sistem dan
undang-undangnya yang terkenal akan kerusakan dan bahayanya
vang tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Terlebih lagi karena
sistemnya sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.
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Sebagian ulama fikih yang tertarik dengan segala hal yang
modern berpendapat bahwa tidak ada dalil yang mengharamkan
asuransi, karena ia tergolong sistem baru yang tidak ada dalil
pengharamannya dalam syariat. Terlebih lagi karena bagi individu-
individu, asuransi adalah “Aliansi untuk mengadakan kesepakatan
kerjasama yang mengatur suatu aturan tertentu yang berlaku untuk
banyak orang yang semuanya akan menghadapi bahaya.” Dan
bahwasannya setoran yang diberikan kepada perusahaan asuransi
pada hakekatmya adalah harta miliknya yang dipercayakan kepada
perusahaan tersebut. Menurut mereka kontrak komutatif dalam
asuransi adalah antara setoran yang diberikan anggota dengan
jaminan aman yang diperolehnya dengan adanya akad tersebut.
Seorang anggota akan mendapatkan kompensasi tersebut dengan
adanya akad tanpa memperhatikan terjadinya bahaya.

Sebagian ulama yang pro asuransi bahkan ada yang
berlebihan dalam membolehkan dan menghalalkannya dengan
mengatakan bahwa akad vang mengikat antara perusahaan
asuransi dengan peserta asuransi jiwa adalah akad Mudharabah
disamping akad asuransi, dan bahwasanya setoran (angsuran) yang
diberikan oleh anggotanya merupakan harta Mudharabah dan
tidak dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan hanya mengelolanya
lalu keuntungannya dibagi dua antara anggota dengan perusahaan.
Dan bahwasanya biaya asuransi yang diberikan oleh perusahaan
kepada anggota asuransi ketika dia masih hidup dalam jangka
waktu yang disepakati adalah harta pokok Mudharabah yang
ditambahkan keuntungan di dalamnya. Menurut mereka tidak ada
aturan dalam syariat yang melarang keuntungan dalam akad
Mudharabah dibatasi dengan prosentase dari harta pokok, bukan
dari keuntungan. Semuanya merupakan premis-premis yang tidak
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tetap dan tidak ada landasanya baik dari undang-undang maupun
penjelasan para ahli. Oleh karena itulah ia dianggap sebagai
muamalah abstrak ketika hukum ditinggalkan dalam muamalah
tetap yang membutuhkan penjelasan hukum syariat di dalamnya.

Mereka berkata, “Dalam asuransi terdapat unsur tolong-
menolong yang diatur secara rapi di antara banyak orang vang
semuanya rawan terkena musibah. Apabila salah seorang dari
mereka terkena musibah, maka semuanya akan menolongnya
dengan pengorbanan kecil yang diberikan oleh masing-masing dari
mereka. Mereka sama-sama mengganti bahaya dan kerugian
besar, yang seandainya hal ini tidak dilakukan, maka orang yang
terkena bencana akan merana. Jadi asuransi adalah tolong-
menolong vang terpuji dan saling membantu dalam kebaikan dan
takwa. Antara satu dengan lainnya saling berbuat baik dan sama-
sama mencegah bahaya yang mengancam mereka.”

Mereka juga berkata, “Asuransi adalah kesepakatan
kerjasama vang diatur sedemikian rupa untuk banyak orang yang
semuanya rawan terkena bahaya. Apabila salah seorang dari
mereka mendapat bahaya (bencana dan sebagainya), maka
semuanya bekerjasama dalam membantunya untuk
menghilangkannya atau meringankannya dengan memberikan
bantuan yang berasal dari iuran masing-masing mereka. Jadi
mereka sama-sama mengganti kerugian akibat bencana yang
menimpa salah seorang dari mereka.”

Mereka juga berkata, “Pemahaman yang ada dalam pikiran
para pakar hukum adalah bahwa asuransi merupakan sistem
tolong-menolong vang mengurai bagian-bagian bahaya dan
musibah, lalu membagikannya kepada seluruh anggota asuransi
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melalui kompensansi yang diberikan kepada orang yang terkena
musibah berupa harta yang berasal dari premi (setoran) mereka

untuk meringankannya agar dia tidak menanggung beban tersebut
sendirian.”

Mereka berkata, “Sesungguhnya Islam dalam seluruh
ajarannya yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan sosial dan
ekonomi bertujuan mendirikan masyarakat atas dasar tolong-
menolong dan saling membantu satu sama lain dalam hak dan
kewajiban.”

Pernyataan-pernyataan di atas sangat berlebihan, kerena
mereka lalai bahwa sarana yang dilarang dalam rangka mencapai
tujuan tidak sesuai dengan prinsip syariat yang mengajarkan
pembersihan usaha dan jual-beli dari unsur ketidakjelasan, bahaya
dan riba. Orang-orang yang pro dengan sistem asuransi yang telah
kami uraikan di atas berkata, “Sesungguhnya asuransi itu,
disamping ia merupakan ide dan sistem, ia tidak dilihat dari sarana
yang mengantarkan pada realisasi dari ide tersebut. Yang penting
penerapannya sesuai dengan tujuan syariat secara umum dengan
didukung dalil-dalil yang bersifat bagian.”

Kalau memang akad asuransi merupakan akad tolong-
menolong dan kasih sayang (terhadap sesama manusia)
sebagaimana yang mereka klaim, tentunya mereka tidak
diperbolehkan memakan lebih banyak dari apa yang telah mereka
berikan ketika premi asuransi telah dikembalikan kepada mereka
(sebagai uang pertanggungan) untuk membantu musibah yang
menimpa mereka, seperti sakit atau musibah lainnya. Maka di
manakah unsur tolong-menolong dan kasih sayangnya?!.
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Para ulama Ushul Fikih mengatakan: Sesungguhnya
perbuatan itu® ada tiga bagian: Dua sisi dan satu perantara. Untuk
dua sisi, yang pertama adalah akad jual-beli mumi. Dalam hal ini
harus dijauhi adanya ketidakjelasan dan penipuan, bukan sesuatu
vang memang sangat dibutuhkan. Sedang yang kedua adalah
perbuatan baik murni yang tidak bertujuan mengembangkan harta,
seperti sedekah, hibah dan pembebasan. Karena perbuatan-
perbuatan ini tidak bertujuan untuk mengembangkan harta.
Bahkan bila harta tersebut habis di tangan orang vang diberi
sedekah dan sebagainya, maka tidak ada bahaya baginya, karena
dia tidak memberi apa-apa. Berbeda dengan bagian pertama yang
apabila hilang karena ada unsur ketidakjelasan, maka harta
tersebut hilang. Oleh karena itulah syariat melarang adanya
ketidakjelasan di dalamnya. Adapun perbuatan baik murni, maka
ini tidak membahayakan sama sekali. Oleh karena itulah syariat
sangat menganjurkan berbuat baik dengan segala cara, baik
terhadap sesuatu yang diketahui atau yang tidak diketahui, karena
hal ini mudah, mengingat sering terjadi.

| Apabila perbuatan baik mumi ini dilarang maka akan
menyebabkannya jarang dilakukan. Apabila  seseorang
menghibahkan seekor unta yang kabur, maka dia boleh
mencarinya agar bisa mendapatkan manfaat darinya, dan
seandainya tidak ditemukan maka tidak akan berbahaya baginya,
karena dia tidak memberi apa-apa. Apa yang dikatakan oleh imam
Malik ini sangat bagus. Adapun yang dimaksud perantara adalah
nikah.

3- Lih. A/ Furug karya Al Qarafi (hal 150).

Al Majmu* Syarah Al Muhadzdzab || 251



Adapun sahabat-sahabat kami yang menolak akad asuransi,
mereka mengingkari bahwa tujuan akad ini untuk tolong-menolong
dan berbuat baik. Justru ia merupakan praktek bisnis yang
tujuannya mencari keuntungan. la adalah akad Mu'awadhah (akad
jual-beli) dan bukan akad 7abarru’ (sumbangan sukarela) menurut
kesepakatan pakar hukum positif dan ulama; karena anggota-
anggotanya (yang mengikuti asuransi) tidak memiliki hubungan
dengan perusahaan atau tidak ada kesepakatan tolong-menolong
dan berbuat baik. Disamping itu ketentuan ini (akad tolong-
menolong) juga tidak disebutkan dalam kontrak tertulis antara
perusahaan dengan anggota yang bergabung dalam asuransi.

Asuransi Sosial dan Asuransi Ta'awun

Pendapat-pendapat tentang perusahaan asuransi dan akad-
akadnya tidak sama dengan pendapat tentang jaminan sosial yang
diberikan oleh Kementrian Sosial, dimana dalam jaminan sosial
(asuransi sosial) ini pemerintah memberikan tunjangan kepada
para pegawai yang sudah pensiun atau sudah tua atau sakit.
Tunjangan ini diberikan sebagai kompensasi dari pemotongan gaiji
mereka sefiap dbulan. Akan tetapi dalam asuransi ini tidak
bertujuan mencari keuntungan atau menjadikannya sebagai ladang
bisnis. Terkadang pemerintah memberikan bantuan sukarela
kepada pegawai yang tidak bisa dipotong gajinya disebabkan
beban hidup yang dipikulnya. Pemerintah memberikannya kepada
orang-orang vang lemah atau sudah tua, atau yang menderita
penvakit tertentu meskipun mereka tidak membayar premi dengan
memotong gaji mereka.
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Lembaga Fikih Rabithah Alam Islami telah mengeluarkan
fatwanya berkenaan dengan masalah ini sebagai berikut:

Segala puji bagi Allah g. Shalawat dan salam semoga
terlimpahkan kepada Rasulullah &, keluarga, sahabat dan orang-
orang vang mengambil petunjuk dengan petunjuknya. Amma
Ba'du:

Lembaga Fikih Islam dalam seminar pertamanya yang
diselenggarakan pada 10 Sya’ban tahun 1398 H di Makkah
Mukarramah di kantor Rabithah Alam Islami telah mengkaji
tentang asuransi dengan segala jenisnya. Setelah membaca banyak
buku yang dikarang para ulama berkenaan dengan masalah ini dan
setelah membaca keputusan Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi
Arabia dalam seminarnya yang diselenggarakan di kota Riyadh
tanggal 4-4-1397 H yang mengharamkan asuransi dengan segala
jenisnya; setelah mengkaji dengan seksama  dengan
mengumpulkan berbagai pendapat, maka lembaga memutuskan
berdasarkan suara terbanyak bahwa asuransi haram dengan segala
jenisnya, baik asuransi jiwa, asuransi niaga atau asuransi-asuransi
lainnya.

Lembaga juga memutuskan berdasarkan konsensus bahwa
lembaga sepakat dengan keputusan Dewan Ulama Besar yang
membolehkan Asuransi Ta’awun sebagai ganti dari Asuransi Niaga
(Asuransi Bisnis) yang diharamkan. Disampiﬁg itu lembaga akan
membentuk tim khusus untuk mengkaji masalah ini lebih
mendalam.
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Keputusan Tim Lembaga Fikih Islam Berkenaan
dengan Asuransi

Berdasarkan keputusan Dewan Lembaga pada hari Rabu
tanggal 14 Sya’ban tahun 1398 H yang timnya terdiri dari Syaikh
Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad Mahmud Ash-Shawwaf
dan Syaikh Muhammad bin Abdullah As-Subail tentang asuransi
dengan segala jenis dan bentuknya, dan setelah tim mengkaji
dengan mendalam dengan mempertimbangkan berbagai pendapat,
maka tim memutuskan sebagai berikut:

Segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam
semoga terlimpahkan kepada Rasulullah &, keluarga, Sahabat dan

orang-orang yang mengikuti petunjuknya.
Amma ba'du:

Lembaga Fikih Islam dalam seminar pertamanya yang
diselenggarakan pada 10 Sya’ban tahun 1398 H di Makkah
Mukarramah di kantor Rabithah Alam Islami telah mengkaiji
tentang asuransi dengan segala jenisnya. Setelah membaca banyak
buku yang dikarang para ulama berkenaan dengan masalah ini dan
setelah membaca keputusan Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi
Arabia dalam seminarnya yang diselenggarakan di kota Riyadh
tanggal 4-4-1397 H dengan surat keputusan No. 55 vyang
mengharamkan asuransi dengan segala jenisnya; setelah mengkaii
dengan seksama dengan mengumpulkan berbagai pendapat, maka
lembaga memutuskan berdasarkan konsensus selain Syaikh
Mushthafa Az-Zarqa, bahwa asuransi haram dengan segala
jenisnya, baik asuransi jiwa atau asuransi bisnis (Asuransi
Komersial) atau asuransi-asuransi lainnya, berdasarkan dalil-dalil
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berikut:

Pertama: Akad "asuransi komersial" adalah salah satu
bentuk akad tukar-menukar barang yang berdasarkan pada asas
untung-untungan (mengandung” unsur penipuan vang keji),
sehingga sisi ketidakjelasannya/gharar besar, karena nasabah pada
saat akad tidak dapat mengetahui jumlah uang yang harus dia
setorkan dan jumlah klaim yang akan ia terima. Bisa saja dia
menyetor sekali atau dua kali setoran, kemudian terjadi
kecelakaan, sehingga dia berhak mengajukan klaim yang menjadi
komitmen perusahaan asuransi. Dan mungkin juga sama sekali
tidak pemah terjadi kecelakaan, sehingga nasabah membayar
seluruh setoran, tanpa mendapatkan apapun. Demikian juga,
perusahaan asuransi tidak dapat menentukan jumlah klaim yang
harus dia bayarkan dan jumlah setoran yang akan dia terima, bila
dicermati dari setiap akad secara terpisah. Padahal, telah
dinyatakan dalam hadits yang shahih dari Nabi & larangan dari
jual-beli gharar (yang tidak jelas).

Kedua: Akad "asuransi komersial" adalah salah satu
bentuk perjudian, dikarenakan padanya terdapat unsur untung-
untungan dalam hal tukar-menukar harta benda, dan terdapat
kerugian tanpa ada kesalahan atau tindakan apapun, dan padanya
juga terdapat keuntungan tanpa ada timbal baliknya atau dengan
imbal balik yang tidak seimbang. Karena nasabah kadangkala baru
membayarkan beberapa setoran asuransinya, kemudian terjadilah
kecelakaan, sehingga perusahaan asuransi menanggung seluruh
biaya yang menjadi uang pertanggungannya. Dan bisa saja tidak
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terjadi kecelakaan, sehingga saat itu perusahaan berhasil mengeruk
seluruh setoran nasabah tanpa ada imbalan sedikit pun. Dan bila
pada suatu akad unsur ketidakjelasan benar-benar nyata, maka
akad itu termasuk perjudian, dan tercakup dalam keumuman
larangan dari perjudian yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,
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"Hai orang-orang vang beriman, sesungguhnya khamer,
penudian, berkurban untuk berhala, mengundi nasib adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."
(Qs. Al Maa'idah [5}): 90) dan juga tercakup dalam ayat setelah
ayat tersebut.

Ketiga: Akad "asuransi komersial" mengandung unsur riba
fadhl (riba perniagaan) dan riba nasiah (penundaan), karena bila
perusahaan asuransi membayar ke nasabahnya atau ke ahli
warisnya, atau kepada orang yang berhak memanfaatkan suatu
klaim yang lebih besar dari uang setoran (juran) yang dia terima,
maka itu adalah riba fadhl sedangkan perusahaan asuransi akan
membayar klaim tersebut kepada nasabahnya setelah berlalu
tenggat waktu dari saat terjadi akad, maka itu adalah riba nasiah.
Dan bila perusahaan membayar klaim nasabah sebesar uang
setoran yang pernah dia setorkan ke perusahaan, maka itu adalah
riba nasiah saja, dan keduanya diharamkan menurut dalil dan
ijmak (kesepakatan ulama).
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Keempat: Akad "asuransi komersial" termasuk pertaruhan
vang terlarang, karena masing-masing dari asuransi ini dan
pertaruhan terdapat unsur ketidakjelasan, untung-untungan, dan
mengundi nasib. Padahal, syariat tidak membolehkan pertaruhan
selain pertaruhan yang padanya terdapat unsur pembelaan
terhadap agama Islam, dan penegakkan benderanya dengan
hujjah/dalil dan pedang/senjata. Dan Nabi & telah membatasi
rukhshah (keringanan) pertaruhan dengan tebusan hanya pada tiga
hal dengan sabdanya,
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"Tiada hadiah selain pada unta atau kuda atau senjata
tajam."* Dan "asuransi" tidaklah termasuk salah satu darinya, tidak
juga serupa dengannya, sehingga diharamkan.

Kelima: Akad "asuransi komersial" padanya terdapat
praktik pemungutan harta orang lain tanpa imbalan, sedangkan
mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan dalam transaksi
pemiagaan adalah diharamkan, dikarenakan tercakup oleh
keumuman firman Allah Ta'ala,
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“Wahai orang-orang vang beriman, janganlah kamu

4. HR. Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud, At-
Tirmidzi, An-Nasa‘i, Ibnu Majah dan Al Baihaqi.
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memakan harta sesama kamu dengan cara-cara yang bathil
kecuali dengan cara perniagaan dengan asas suka sama suka di
antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).

Keenam: Pada akad "asuransi komersial" terdapat
pengharusan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat, karena
perusahaan asuransi tidak pernah melakukan suatu tindakan yang
merugikan, tidak juga menjadi penyebab terjadinya kerugian.
Perusahaan asuransi hanyalah melakukan akad bersama nasabah
untuk menjamin kerugian bila hal itu terjadi, dengan imbalan
iuran/setoran yang dibayarkan oleh nasabah kepadanya,
sedangkan perusahaan asuransi tidak pernah melakukan pekerjaan
apapun untuk nasabahnya, sehingga akad ini diharamkan.

Adapun dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh orang-
orang yang membolehkan "asuransi komersial" secara mutlak atau
pada sebagian macamnya, maka bantahannya sebagai berikut:

A. Berdalil dengan kaidah "maslahah/kemaslahatan" tidak
dapat dibenarkan, karena kaidah maslahat dalam syariat Islam ada
tiga bagian:

- Bagian pertama: Maslahat yang dibenarkan oleh syariat
penggunaannya, dan bagian ini dapat menjadi dalil.

- Bagian kedua: Maslahat yang tidak diketahui statusnya,
apakah syariat meninggalkannya atau menggunakannya, dan inilah
vang disebut dengan maslahah mursalah, dan maslahah jenis ini
merupakan permasalahan yang menjadi ajang ijtihad para ulama.

- Bagian ketiga: Maslahat yang telah terbukti bahwa syariat
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sengaja meninggalkannya, dan akad "asuransi komersial" padanya
terdapat unsur ketidakjelasan, untung-untungan, perjudian, dan
riba, sehingga termasuk maslahat yang ditinggalkan oleh syariat,
dikarenakan sisi kerusakannya lebih besar dibanding sisi
kemaslahatannya.

B. Hukum asal pemiagaan vaitu "mubah", tidak dapat
dijadikan dalil pada permasalahan ini, karena akad "asuransi
komersial" telah terbukti bertentangan dengan dalil-dalil Al Qur'an
dan As-Sunnah. Sedangkan, pengamalan kaidah "hukum asal
perniagaan vaitu mubah" disyaratkan tidak ada dalil yang
mengubah hukum tersebut, padahal dalil tersebut telah didapatkan,
maka batallah pendalilan dengan kaidah dasar tersebut.

C. Kaidah: "Setiap keterpaksaan (darurat) membolehkan
hal yang dilarang." Tidak dapat dijadikan dalil di sini, karena jalan-
jalan mengais penghasilan yang halal jauh lebih banyak berlipat
ganda dibanding jalan yang diharamkan atas manusia. Sehingga,
tidak ada keadaan darurat yang dibenarkan secara syariat yang
memaksa seseorang untuk melakukan hal yang telah diharamkan
svariat, yaitu berupa asuransi.

D. Tidak dibenarkan berdalil dengan tradisi, karena tradisi
bukan termasuk dalil dalam mensyariatkan hukum. Tradisi hanya
sebagai dasar dalam penerapan hukum, dan memahami maksud
dari teks-teks dalil dan ungkapan manusia dalam persumpahan,
gugatan dan berita masyarakat, serta setiap hal yang memerlukan
kepada penentuan maksud, baik berupa perbuatan atau ucapan.
Sehingga, tradisi tidak memiliki pengaruh dalam hal-hal yang telah
nyata, dan telah jelas maksudnya. Sementara dalil-dalil telah
menunjukkan dengan nyata tentang larangan dari "asuransi,
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sehingga tradisi tidak dapat dijadikan pertimbangan.

A E. Beralasan bahwa akad "asuransi komersial" termasuk
salah satu akad mudharabah/bagi hasil, atau yang serupa
dengannya tidak dapat dibenarkan. Karena, kepemilikan modal
dalam akad mudharabah tidak pernah keluar dari pemiliknya,
sedangkan iuran atau setoran nasabah dalam "asuransi" dengan
akad asuransi berpindah dari kepemilikan pemiliknya kepada
perusahaan asuransi, sebagaimana vyang telah diatur dalam
peraturan asuransi. Modal dalam akad mudharabah akan menjadi
hak ahli waris bila pemodal meninggal dunia, sedangkan dalam
akad asuransi ahli waris -sesuai dengan peraturan perusahaan- bisa
saja memiliki klaim walaupun orang tua mereka belum sempat
membayar selain satu setoran saja, dan bisa saja mereka tidak
mendapatkan apa-apa, bila orémg tua mereka telah menentukan
orang vang berhak menerima klaim (uang pertanggungan) adalah
selain penyetor dan ahli warisnya.

Keuntungan dalam akad mudharabah dibagi antara kedua
belah pihak dengan persentase tertentu, beda halnya dengan
asuransi, keuntungan modal dan kerugiannya murni ditanggung
perusahaan, sedangkan nasabah tidak berhak mendapatkan apa-
apa diluar klaim atau klaim dalam jumlah yang tidak tertentu.

F. Menyamakan akad "asuransi" dengan hubungan loyalitas
(a/l muwalaal) menurut ulama yang membenarkannya, tidak benar;
karena penyamaan itu merupakan suatu givas dengan adanya
perbedaan. Dan di antara perbedaan antara keduanya, bahwa
akad "asuransi" bertujuan mencari keuntungan materi yang sarat
dengan untung-untungan, perjudian dan ketidakjelasan. Beda
halnya dengan hubungan loyalitas (a/ muwalaad), tujuan utamanya
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ialah menjalin persaudaraan dalam agama Islam, saling membela,
dan bahu-membahu dalam kesusahan, kesenangan dan dalam
segala keadaan. Adapun keuntungan berupa materi, maka itu
merupakan tujuan sekunder.

G. Menyamakan akad "asuransi komersial" dengan janji
vang mengikat menurut ulama yang membenarkannya, tidak
benar, karena penyamaan itu merupakan suatu givas dengan
adanya perbedaan. Di antara perbedaan antara keduanya ialah,
bahwa janji memberi piutang atau pinjaman, atau menanggung
kerugian -misalnya- merupakan tindak sosial semata, sehingga
memenubhi janji tersebut merupakan hal yang wajib atau salah satu
sikap terpuji. Beda halnya dengan akad "asuransi’, karena
sesungguhnya asuransi adalah akad tukar-menukar komersial, yang
didasari oleh keinginan mencari keuntungan materi, maka unsur
ketidakjelasan dan untung-untungan padanya tidak dapat
ditoleransi sebagaimana dalam perbuatan sumbangan sosial.

H. Menyamakan akad "asuransi komersial" dengan akad
memberikan jaminan/garansi (dhaman) terhadap sesuatu vyang
belum diketahui, dan menjamin sesuatu yang belum terjadi, tidak
benar; karena itu juga termasuk givas dengan adanya perbedaan.
Di antara perbedaannya ialah, akad jaminan (dhaman) salah satu
bentuk tindak sosial dan bertujuan untuk berbuat baik dan
membantu semata. Beda halnya dengan "asuransi", karena
asuransi merupakan akad tukar-menukar komersial, dan tujuan
utamanya ialah mendapatkan keuntungan materi. Dan bila di
kemudian hari muncul sikap baik, maka itu merupakan hal
sekunder dan tidak disengaja. Padahal hukum-hukum syariat
senantiasa dikaitkan dengan tujuan utama, bukan dengan hal-hal
sekunder, selama hal-hal tersebut bukan merupakan tujuan.
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I. Menyamakan akad "asuransi”" dengan jaminan (dhaman)
terhadap resiko perjalanan, tidaklah benar; karena itu juga
termasuk givas dengan adanya perbedaan, sebagaimana halnya
alasan sebelumnya.

J. Menyamakan akad ‘"asuransi komersial" dengan
peraturan pensiun, juga tidak benar, dan itu juga termasuk givas
dengan adanya perbedaan. Karena uang pensiun adalah suatu hak
vang telah menjadi komitmen pemerintah kepada rakyatnya.
Pemerintah dalam penyalurannya mempertimbangkan jasa setiap
pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan
pemerintah membuat aturan yang mempertimbangkan orang-
orang terdekat kepada setiap pegawai.

Dan karena para penerima uang pensiun biasanya adalah
orang-orang yang membutuhkan, maka aturan uang pensiun
tidaklah termasuk dalam hal tukar-menukar harta antara
pemerintah dan pegawainya. Oleh karena itu, tidak ada kesamaan
antaranya dengan akad "asuransi komersial" yang merupakan
salah satu akad tukar-menukar harta secara komersial, sementara
perusahaan asuransi bertujuan darinya memanfaatkan keberadaan
para nasabah, dan mengeruk keuntungan dari mereka dengan
cara-cara vang tidak diizinkan dalam syariat. Karena, uang pensiun
vang diterima tatkala seorang pegawai telah pensiun merupakan
hak yang telah menjadi komitmen pemerintah kepada rakyatnya,
dan diberikan kepada setiap orang yang telah menjalankan tugas
melayani masyarakat, sebagai balasan atas jasanya, dan dalam
rangka memberikan pertolongan kepadanya sebagai imbalan atas
pertolongan yang pernah ia berikan kepada pemerintah dalam
wujud badan, pikiran, dan banyak waktu luangnya dalam rangka
memajukan masyarakat.
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K. Menyamakan sistem "asuransi komersial" dan akadnya
dengan sistem a/ aqgilah tidak dapat dibenarkan. Karena itu adalah
suatu givas yang disertai dengan adanya perbedaan. Dan di antara
perbedaan antara keduanya ialah, dasar kewajiban kerabat lelaki
untuk ikut andil menanggung beban divat (denda) pembunuhan
vang dilakukan dengan tidak sengeja atau sibhu/ amdi, vaitu
adanya jalinan tali persaudaraan dan kekerabatan vyang
mengharuskan mereka semua untuk saling membela,
berhubungan, bahu-membahu, dan memberikan bantuan, walau
tanpa ada imbalan.

Sedangkan akad "asuransi komersial”" bersifat komersial dan
menggunakan kesempatan dalam kesempitan, yang mumi
berasaskan pada sistem timbal balik, tanpa ada kaitan sedikitpun
dengan kasih sayang dan amal kebaikan.

L. Menyamakan akad "asuransi komersial" dengan akad
"securif’ adalah tidak benar. Karena penyamaan ini juga
merupakan givas dengan adanya perbedaan. Di antara perbedaan
antara keduanya ialah, keamanan bukanlah objek akad pada kedua
permasalahan tersebut. Yang menjadi objek akad pada asuransi
jalah wuang setoran dan wuang asuransi (klaim [uang
pertanggungan]). Sedangkan pada akad sewa securify, vyang
menjadi objek adalah uang sewa dan kerja petugas keamanan.
Adapun keamanan itu sendiri adalah hasil dan cita-cita, sebab bila
keamanan yang menjadi objek akad, niscaya pekerja securify
tidaklah mendapat upah bila ada di antara barang vang ia jaga
vang hilang.

M. Menyamakan akad- "asuransi komersial" dengan akad
"penitipan barang” tidak dapat dibenarkan. Karena itu juga
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merupakan givas dengan adanya perbedaan. Karena, upah dalam
penitipan barang adalah imbalan atas jasa penerima titipan yang
telah menjaga barang di tempatnya yang senantiasa ia rawat. Beda
halnya dengan asuransi, uang setoran yang dibayarkan oleh
nasabah, bukan sebagai imbalan atas jasa dari "perusahaan
asuransi" yang pernah didapatkan oleh nasabah. Uang tersebut
tidaklah lain hanya sebagai jaminan atas rasa keamanan dan
ketentraman. Padahal, mensyaratkan upah pada akad jaminan
tidak dibenarkan (menurut syariat), bahkan menjadikan akad
jaminan terlarang. Dan bila uang klaim (uang pertanggungan)
dianggap sebagai imbalan atas uang setoran, maka jelaslah bahwa
ini merupakan akad tukar-menukar yang bersifat komersial, akan
tetapi jumlah klaim dan masanya tidak dapat diketahui. Dengan
demikian asuransi berbeda dengan akad penitipan dengan upah.

N. Menyamakan akad ‘"asuransi komersial" dengan
pedagang kain katun beserta tenunannya tidak dapat dibenarkan.
Perbedaan antara keduanya adalah bahwa vang di-givaskan
atasnya merupakan Asuransi Ta’awun yang merupakan asuransi
murni. Sedangkan vang di-givaskan adalah asuransi bisnis
(asuransi komersial) yang merupakan akad Muawadhah sehingga
tidak sah givasnya.

Lembaga Fikih Islam berdasarkan konsensus juga sepakat
dengan keputusan Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia No.
51 tanggal 4-4-1397 H yang membolehkan Asuransi Ta’awun
sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan,
berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pertama: Asuransi Ta’awun termasuk akad fabairu’
(sumbangan suka rela) yang bertujuan untuk saling bekerjasama
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dalam mengatasi musibah dan ikut andil di dalam memikul
tanggung jawab ketika terjadi bencana. Caranya adalah bahwa
beberapa orang menyumbang sejumlah uang vang dialokasikan
untuk kompensasi untuk orang yang terkena kerugian. Kelompok
Asuransi Ta’awun ini tidak bertujuan komersil maupun mencari
keuntungan dari harta orang lain, tetapi hanya bertujuan untuk
meringankan ancaman bahaya yang akan menimpa mereka, dan
bekerjasama di dalam menghadapinya.

Kedua: Asuransi Ta’awun ini bebas dari riba, baik riba
fadhal, maupun riba nasi‘ah, karena memang akadnya tidak ada
unsur riba, dan premi vyang dikumpulkan anggota tidak
diinvestasikan pada lembaga yang berbau riba.

Keftiga: Ketidaktahuan para peserta Asuransi Ta’awun
mengenai kepastian jumlah santunan yang akan diterima bukanlah
sesuatu yang berpengaruh, karena pada hakikatnya mereka adalah
para donatur, sehingga di sini tidak mengandung unsur spekulasi,
ketidakjelasan dan perjudian. Berbeda dengan Asuransi Komersial
vang merupakan akad Mu awadhah yang bertujuan bisnis.

Keempat. Beberapa pemegang polis (policy holder) atau
vang selevel mereka mengelola premi yang dikumpulkan untuk
merealisasikan tujuan didirikannya Asuransi Ta’awun, baik secara
Tabarru’ (sukarela) atau mendapatkan imbalan tertentu.

Lembaga berpendapat bahwa Asuransi Ta’awun dalam
bentuk perusahaan Asuransi Ta’awun harus memperhatikan hal-
hal berikut:

a. Menerapkan prinsip ekonomi Islam yang membiarkan
individu-individu bertanggungjawab dalam menjalankan
program-program ekonomi dengan segala bentuknya. Dan
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peran Negara hanya sekedar pendukung, ketika ada
individu yang tidak bisa menjalankannya. Negara hanya
bertindak sebagai pengawas dan pembimbing yang
menjamin Kkesuksesan program-program tersebut dan
penerapannya secara benar.

b. Menerapkan prinsip kerjasama dan tolong-menolong yang
karenanya para anggota Asuransi Ta’awun (pemegang
polis) independen dalam menjalankan seluruh program dari
sisi operasional dan pelaksanaan serta tanggung jawab
mengelola program tersebut.

c. Melatih keluarga untuk . bergabung dengan Asuransi
Ta’awun, menampilkan ide-ide pribadi dan memanfaatkan
potensi-potensi pribadi. Tidak diragukan lagi bahwa dengan
bergabungnya keluarga ke dalam asuransi akan menjadikan
mereka lebih bersemangat dan lebih berhati-hati dalam
menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan musibah, karena
hal ini akan menyebabkan seluruh anggota memberikan
kompensasinya kepadanya. Hal ini akan menimbulkan
kemaslahatan bagi mereka dalam mensukseskan Asuransi
Ta’awun; karena dengan menjauhi bahaya akan
menyebabkan mereka membayar premi yang lebih kecil di
masa mendatang, mengingat bila terjadi musibah pada
mereka akan menyebabkan mereka harus membayar premi
vang lebih besar di masa mendatang.

d. Sesungguhnya bentuk Svirkah Mukhtalithah (persekutuan
yang bercampur) tidak menjadikannya sebagai asuransi,
sebagaimana bila ia merupakan hibah dari negara bagi
orang-orang yang mau memanfaatkannya.
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Lembaga juga berpendapat bahwa harus ditetapkan aturan-
aturan rinci untuk merealisasikan Asuransi Ta’awun atas dasar-
dasar berikut:

Dasar-Dasar Asuransi Ta’awun
vang Ditetapkan Para Fugaha

Pertama: Organisasi Asuransi Ta’awun harus memiliki
kantor pusat dan kantor cabang di seluruh kota. Organisasi ini juga
harus memiliki cabang di seluruh kota. Disamping itu, ia harus
terdiri dari divisi-divisi sesuai dengan daerah yang hendak
ditempati dan sesuai dengan golongan dan anggota-anggotanya
vang bermacam-macam. Misalnya ada divisi Asuransi Kesehatan,
ada Divisi Asuransi Hari Tua.

Kedua: Organisasi Asuransi Ta’awun harus luwes dan
menjauhi cara-cara yang sulit.

Ketiga: Organisasi harus memiliki lembaga tertinggi yang
memutuskan rencana-rencana kerja, kemudian segala rencana
vang telah diputuskan agar dilaksanakan bila sesuai dengan kaidah-
kaidah syariat.

Keempat: Pemerintah memilih orang-orang tertentu untuk
menjadi anggota di lembaga ini, dan para pemegang premi juga
harus memiliki orang-orang tertentu untuk menjadi anggotanya
untuk membantu pengawasan pemerintah terhadapnya agar
mereka tenang, karena ada jaminan bahwa organisasi ini berjalan
normal dan terpelihara dari permainan dan kegagalan.
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Kelima: Apabila musibah yang menimpa para pemegang

polis melebihi dana asuransi (klaim [uang pertanggungan]) sehingga

mengharuskan penambahan premi, maka negara dan para

pemegang polis harus menanggung kelebihan tersebut.

Lembaga Fikih Islam mendukung usul Dewan Ulama Besar
dalam keputusannya agar sekelompok pakar dalam bidang ini
membuat aturan-aturan rinci (AD/ART) perusahaan.

Hanya Allah-lah yang memberi taufik. Semoga Allah
senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Nabi &, keluarga

dan para sahabatnya.

Ketua

Abdullah bin Humaid

Kepala Lembaga Peradilan
Tertinggi

Wakil Ketua
Muhammad Ali Al Harakan

Sekjen Rabithah Alam Islami
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Ketua Umum Komisi Riset llmiah, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan
Kerajaan Saudi Arabia

Anggota
Muhammad Mahmud Ash- Muhammad bin Abdullah As-Subail
Shawwaf Mushthafa Az-Zarqa
Muhammad Rasyid Qabbani Abu Bakar Jaumi
Abdul Quddus Al Hasyimi
Shalih bin Utsaimin
Muhammad Rasyidi
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Pendapat Prof. DR. Mushthafa Az-Zarga yang
Berbeda dengan Pendapat .embaga Fikih Islam

Saudara-saudara sekalian, para anggota Lembaga Fikih
Islam:

Aku berbeda pendapat dengan kalian dalam hal asuransi
komersial dengan segala jenisnya yang kalian haramkan. Kalian
membedakan antara Asuransi Komersial dengan Asuransi
Ta’awun. Aku pribadi berpendapat bahwa mengingat asuransi
merupakan suatu cara untuk tolong-menolong dalam mengatasi
musibah yang menimpa pemegang polis, maka hukumnya secara
svariat dibolehkan dengan tiga bentuknya, vaitu asuransi barang,
asuransi pertanggungan yang juga disebut asuransi terhadap orang
lain dan asuransi jiwa.

Adapun dalil-dalil yang aku miliki adalah dari Al Qur an,
As-Sunnah, kaidah-kaidah syariat dan tujuan-tujuannya secara
umum, dan dalil-dalil penguat dari fikih dengan givas yang benar.
Adalah keliru persepsi yang menyatakan bahwa asuransi komersial
mengandung unsur judi atau taruhan yang diharamkan. Juga keliru
bila dikatakan bahwa ia mengandung unsur riba. Semuanya telah
dijelaskan dengan gamblang dalam bukuku yang berjudul “Akad
Asuransi dan Hukumnya Menurut Syariat Islam.” Tentunya kalian
semua telah membacanya, mengingat seluruh masyarakat di dunia
sangat membutuhkan asuransi.

Aku telah menjelaskan kepada kalian dalam forum ini
bahwa membedakan antara Asuransi Ta’awun dengan Asuransi
Niaga (Asuransi Komersial) tidak berdasar sama sekali, karena
setiap asuransi itu didirikan atas ide tolong-menolong untuk
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mengatasi musibah (bahaya) dan menghilangkannya dari orang
yang terkena musibah, kemudian bebannya ditanggung oleh para
anggota sebanyak mungkin agar menjadi ringan.

Pada awalnya asuransi hanya dilakukan oleh segelintir
orang vang memiliki pekerjaan ringan atau orang-orang yang
bekerja di pasar. Dalam rangka menghadapi kemungkinan
terjadinya musibah, mereka lalu mendirikan semacam kantor kas
penyimpanan dana bersama. Apabila ada salah seorang dari
mereka yang mendapat musibah, mereka memberinya tunjangan
dari kas tersebut yang dananya juga berasal dari setorannya. Jenis
ini dinamakan 7abaduli atau yang kalian sebut 7a‘awun. Akan
tetapi dalam pengelolaannya tidak membutuhkan pegawai dan
tidak membutuhkan biaya administrasi dan lain-lainnya.

Apabila peminat asuransi semakin banyak hingga mencapai
ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu bahkan jutaan orang, sehingga
para pengelolanya menangani  berbagai klaim (uang
pertanggungan) atas musibah yang bermacam-macam, maka pada
saat itu dibutuhkan adanya kantor khusus yang mengurus segala
hal yang berkaitan dengan asuransi dengan membutuhkan dana
besar, seperti ongkos sewa kantor, gaji pegawai, pembelian alat-
alat elektronik dan alat-alat non elektronik. Para pegawai yang
mengurusnya harus mendapatkan gaji yang sesuai dengan
pekerjaan mereka layaknya pedagang atau buruh pabrik atau
kaum profesional atau pegawai.

Oleh karena itulah harus dibedakan antara premi yang
didapat dari nasabah dengan klaim (uang pertanggungan) yang
dikeluarkan untuk orang-orang vyang terkena musibah agar
perusahaan mendapat untung. Jadi kasusnya sama dengan
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pedagang yang mengalami perbedaan harga antara barang yang
dijual dengan barang yang dibeli.

Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, asuransi niaga
(asuransi komersial) harus teliti dalam menentukan premi yang
wajib dibayar oleh pemegang polis untuk semua jenis musibah.
Inilah perbedaan hakiki antara dua jenis tersebut. Adapun arti
Ta’awun (tolong-menolong), maka tidak ada perbedaan antara
keduanya sama sekali dari sisi ini.

Disamping itu seminar pertama yang diadakan Lembaga
Fikih Islam ini hanya dihadiri oleh sebagian anggota saja,
sementara sisanya tidak hadir atau mengundurkan diri dari
keanggotaan karena alasan khusus, sehingga tidak baik terlalu
cepat memutuskan bahwa asuransi komersial haram, mengingat
masalah ini sangat penting di masa-masa sekarang karena
berkaitan dengan kemaslahatan seluruh manusia di penjuru dunia.
Seluruh negara di dunia bahkan mewajibkan asuransi, seperti
asuransi kecelakaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga darah orang-
orang vang menjadi korban kecelakaan sehingga tidak tertumpah
sia-sia apabila sopir atau pemiliknya dalam keadaan bangkrut.

Apabila hendak mengambil keputusan berkenaan dengan
masalah penting ini atau berkenaan dengan masalah-masalah yang
masih diperselisihkan para ulama tentang kehalalan dan
keharamannya, maka menurutku harus diadakan seminar yang di
dalamnya berkumpul seluruh anggota, atau yang tidak hadir hanya
sedikit saja. Kemudian hendaknya para ulama yang berkompeten
vang bukan anggota Lembaga Fikih Islam dikirimi surat, untuk
dimintai pendapat mereka berkenaan dengan masalah ini, dengan
tetap berpijak pada prinsip “Memberi kemudahan kepada
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manusia” ketika terjadi perbedaan pendapat, bukan menyulitkan
mereka.

Akhirmnya, aku katakan bahwa apabila perusahaan asuransi
menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai syariat dalam
kontraknya dengan calon pemegang polis, atau menetapkan harta
premi yang tinggi untuk semua jenis musibah demi mendapat
untung besar, maka dalam hal ini pemerintah atau pihak-pihak
vang berwenang harus turun tangan untuk menentukan harga,
agar tidak terjadi monopoli.

Disamping itu para ulama fikih juga harus menentukan
harga dan menasehati orang-orang yang melakukan monopoli
dalam kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat prinsipil. Jadi
solusinya bukan dengan mengharamkan asuransi.

Aku berharap agar pendapatku yang berseberangan ini
tetap dicatat, tanpa mengurangi rasa hormatku terhadap
pendapat-pendapat kalian.

DR. Mushthafa Az-Zarqa
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Kerajaan Saudi Arabia
Komisi Riset llmiah, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan
Sekretariat Jendral Dewan Ulama Besar
Keputusan Dewan Ulama Besar

Tentang Bolehnya Asuransi Ta’awun

Setelah mengkaji, mempelajari dan berdiskusi, lembaga
menetapkan bahwa hukum Asuransi Ta’awun dibolehkan. Oleh
karena itu tidak perlu bergabung dalam asuransi niaga (asuransi
komersial) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka
tolong-menolong yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun alasan
pembolehannya adalah sebagai berikut:

Pertama: Asuransi Ta’awun termasuk akad fabarru’
(sumbangan suka rela) yang bertujuan untuk saling bekerjasama
dalam mengatasi musibah dan ikut andil di dalam memikul
tanggung jawab ketika terjadi bencana. Caranya adalah bahwa
beberapa orang menyumbang sejumlah uang yang dialokasikan
untuk kompensasi untuk orang yang terkena kerugian. Kelompok
Asuransi Ta’awun ini tidak bertujuan komersil maupun mencari
keuntungan dari harta orang lain, tetapi hanya bertujuan untuk
meringankan ancaman bahaya yang akan menimpa mereka, dan
bekerjasama di dalam menghadapinya.

Kedua: Asuransi Ta’awun ini bebas dari riba, baik riba
fadhal, maupun riba nasi’ah, karena memang akadnya tidak ada
unsur riba, dan premi vyang dikumpulkan anggota tidak
diinvestasikan pada lembaga yang berbau riba.
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Ketiga: Ketidaktahuan para peserta asuransi mengenai
* kepastian jumlah santunan yang akan diterima bukanlah sesuatu
vang berpengaruh, karena pada hakikatnya mereka adalah para
donatur, sehingga di sini tidak mengandung unsur spekulasi,
ketidakjelasan dan perjudian. Berbeda dengan Asuransi Komersial
yang merupakan akad Mu awadhah yang bertujuan bisnis.

Keempat: Beberapa pemegang polis (policy holder) atau
vang selevel merecka mengelola premi yang dikumpulkan untuk
merealisasikan tujuan didirikannya Asuransi Ta’awun, baik secara
Tabarru’ (sukarela) atau mendapatkan imbalan tertentu.

Lembaga berpendapat bahwa Asuransi Ta’awun dalam
bentuk perusahaan Asuransi Ta’awun harus memperhatikan hal-

hal berikut:

A. Menerapkan prinsip ekonomi Islam yang membiarkan
individu-individu bertanggungjawab dalam menjalankan program-
program ekonomi dengan segala bentuknya. Dan peran Negara
hanya sekedar pendukung ketika ada individu yang tidak bisa
menjalankannya. Negara hanya bertindak sebagai pengawas dan
pembimbing yang menjamin kesuksesan program-program
tersebut dan penerapannya secara benar.

B. Menerapkan prinsip kerjasama dan tolong-menolong
yang karenanya para anggota Asuransi Ta’awun (pemegang polis)
independen dalam menjalankan seluruh program dari sisi
operasional dan pelaksanaan serta tanggung jawab mengelola
program tersebut.

C. Melatih keluarga untuk bergabung dengan Asuransi
Ta’awun, menampilkan ide-ide pribadi dan memanfaatkan potensi-
potensi pribadi. Tidak diragukan lagi bahwa dengan bergabungnya
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keluarga ke dalam asuransi akan menjadikan mereka lebih
bersemangat dan lebih berhati-hati dalam menjauhi hal-hal yang
bisa menimbulkan musibah, karena hal ini akan menyebabkan
seluruh anggota memberikan kompensasinya kepadanya. Hal ini
akan menimbulkan kemaslahatan bagi mereka dalam
mensukseskan Asuransi Ta’awun; karena dengan menjauhi bahaya
akan menyebabkan mereka membayar premi yang lebih kecil di
masa mendatang, mengingat bila terjadi musibah pada mereka
akan menyebabkan mereka harus membayar premi yang lebih
besar di masa mendatang.

D. Sesungguhnya bentuk Syirkah Mukhtalithah tidak
menjadikannya sebagai asuransi, sebagaimana bila ia merupakan
hibah dari negara bagi orang-orang yang mau memanfaatkannya,
akan tetapi asuransi bisa dilakukan dengan adanya kerjasama
antara negara dengan mereka untuk melindungi mereka sebagai
orang-orang vang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini tentunya
sangat positif agar para pemegang polis merasakan peran negara,
dan hal ini tidak akan menghilangkan tanggung jawab mereka.

Lembaga telah menetapkan agar hendaknya sekelompok
ahli dalam masalah ini yang dipilih oleh negara menetapkan point-
point rinci untuk perusahaan Asuransi Ta’awun ini. Setelah
mereka selesai melakukan hal itu, apa yang mereka tulis
disampaikan kepada Majlis Haiah Kibar Ulama (Dewan Ulama
Besar) untuk dipelajari dan dikaji berdasarkan kaidah-kaidah
syariah.
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Asuransi Jiwa

Telah kita ketahui berdasarkan uraian yang kami paparkan
bahwa akad asuransi adalah, bahwa nasabah memberi premi
kepada perusahaan dalam jumlah tertentu untuk masa tertentu.
Apabila nasabah wafat dalam masa tersebut, maka perusahaan
akan memberikan klaim (uang pertanggungan) kepada ahli
warisnya sesuai jumlah yang disepakati antara nasabah yang wafat
dengan perusahaan, dan preminya berhenti bila nasabah tersebut
wafat. Dengan demikian maka kematian merupakan sebab
diberikannya klaim (uang pertanggungan) kepada nasabah
tersebut.

Seandainya dia tidak membayar premi kecuali hanya satu
kali, sementara dalam akad ditetapkan bahwa apabila dia berhenti
membayar premi baik karena berhalangan atau tidak mampu
membayar sewaktu dia masih hidup, maka dia mendapat kerugian
~dari seluruh premi yang disetorkan atau sebagiannya. Jadi
pemegang polis mengalami kerugian dalam akad ini. Sedangkan
bila dia terus membayar premi selama hidupnya sampai batas
waktu yang ditentukan, maka dia bisa mengambil klaimnya sesuai
jumlah yang disepakati bersama atau mengambil sesuai jumlah
yang dibayarnya dengan ditambah keuntungan yang dihitung
berdasarkan syarat-syarat yang disepakati dalam akad (kontrak).

Tidak diragukan lagi bahwa akad ini batal dan haram,
dengan alasan sebagai berikut:

Pertama: la merupakan akad judi baik secara hakikat
maupun maknanya.
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Kedua: la merupakan pembayaran angsuran untuk
mendapatkan uang yang lebih besar darinya secara tempo, dimana
terkadang dia bisa mendapatkannya dan terkadang tidak
mendapatkannya.

Ketiga: Tidak ada hal yang mendesak untuk bergabung
dengan asuransi ini, dan memang ia tidak diperlukan karena tidak
ada maslahatnya. Bahkan seandainya diperlukan atau ada
maslahat tertentu di dalamnya, kami tetap menyatakan bahwa
hukumnya haram.

Dalil-Dalil Kelompok yang Membolehkan Asuransi

Pertama: Akad asuransi merupakan akad tolong-
menolong dan kesetiakawanan sosial, karena prinsip dasamya
adalah tolong-menolong untuk mengatasi musibah yang terjadi
pada manusia, baikk pada dirinya atau hartanya melalui
pembayaran premi yang kemudian dibagikan kepada seluruh
nasabah, agar musibah tersebut tidak ditanggung oleh satu orang
saja. Landasan utamanya adalah tolong-menolong dalam kebaikan
yang diajarkan oleh syariat.

Kedua: Akad asuransi memberi rasa aman dan
ketenangan pada nasabah, baik rasa aman terhadap hartanya
maupun masa depan hidupnya. Rasa aman ini termasuk salah satu
nikmat Allah yang terbesar, dan inilah yang diberikan Allah kepada
kaum Quraisy dalam firmanNya, ’
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“Maka hendaknya mereka menyembah Tuhan Pemilik

rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka
untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari

ketakutan.” (Qs. Quraisy [106]: 3-4).

Ketiga: Akad-akad dalam syariat itu tidak terbatas,
sehingga dibolehkan membuat akad baru apabila dibutuhkan.
Hukum asal akad adalah boleh menurut mayoritas ulama, selama
tidak ada dalil yang melarangnya dan selama tidak bertentangan
dengan kaidah-kaidah syariat yang bersifat umum dan gathi
Dalam hal ini tidak ada dalil yang melarang akad asuransi.
Disamping itu ia juga tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah
svariat; terlebih lagi karena masyarakat sangat membutuhkannya,
sehingga hukumnya dibolehkan.

Keempat: Dalam hukum syariat, Ushul Fikih dan
pendapat para fugaha, ada dalil-dalil yang bisa dijadikan acuan
berupa givas yang jelas yang membolehkan asuransi. Di antaranya

adalah:

A. Akad Muawalat.

Menurut Abu Hanifah &, akad ini dilakukan antara orang
non Arab yang nasabnya tidak diketahui dengan orang Arab,
dimana orang pertama mengatakan kepada orang kedua, “Engkau
adalah Maulaku yang akan menjadi ahli warisku bila aku wafat
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dan menjadi agilafrku bila aku melakukan tindak pidana,” lalu
pihak kedua menerimanya, maka dia menjadi wali bagi pihak
pertama yang akan mewarisi hartanya bila pihak pertama wafat
tanpa meninggalkan ahli waris. Dia juga harus menanggung divaf
pihak pertama, sehingga bila pihak pertama melukan perbuatan
tindak pidana vang terbukti tidak disengaja, maka pihak kedua
wajib membayar divatnya. Inilah arti “Dan menjadi agilahku bila
aku melakukan tindak pidana.”

Mereka (ulama madzhab Hanafi) berkata, “Akad Muwalat
(hubungan loyalitas) yang dibolehkan ulama Hanafiyah sangat
mirip dengan akad asuransi dilihat dari tanggung jawab sipil, yakni
jaminan harta yang ditanggung oleh majikan angkat, karena tindak
pidana yang dilakukan tidak sengaja oleh pihak pertama. Hal ini
disebabkan karena ada akad, meskipun wali yang melakukan akad
tidak melakukan tindak pidana apapun. Berkenaan dengan adanya
tanggung jawab ini —yang bersifat tidak pasti-, maka walinya bisa
mendapat warisan dari pihak pertama bila dia wafat tanpa
meninggalkan ahli waris. Ini juga termasuk kompensasi yang
bersifat tidak pasti.”

Mereka berkata, “Dilihat dari sisi tanggung jawab asuransi
mirip dengan akad Muwalat secara total. Pemilik kendaraan atau
sopimya bertanggungjawab secara materil terhadap kecelakaan
yang menimpa orang lain (korban kecelakaan). Dan perusahaan
asuransi menempati posisinya yang bertanggung jawab atas hal
tersebut. Begitu pula wali yang menempati posisi pihak pertama
(yvang mengangkatnya menjadi wali), dimana dia mendapat warisan
darinya bila dia (pihak pertama) wafat tanpa meninggalkan ahli
waris.”
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B. Sistem Agqilah

Aturan ini telah ditetapkan dalam hadits Shahih dan
diterapkan oleh imam-imam madzhab. Intinya adalah bahwa
apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan membunuh
orang lain secara tidak sengaja, maka syariat Islam menetapkan
divat {uang tebusan) yang harus dibayar oleh anggota aqilah
(keluarga si pembunuh) vang biasanya membelanya. Mereka
(Aqgilah) terdiri dari laki-laki baligh dari keluarga (kerabat) si
pembunuh. Denda tersebut bisa dibayar dengan diangsur selama
tiga tahun dengan tidak membebankan anggotanya sesuatu yang
diluar kemampuannya.

Pada masa pra Islam divat yang diberikan oleh agilah si
pembunuh bersifat sukarela, kemudian setelah Islam datang
hukumnya menjadi wajib.

Mereka mengatakan: Sistem agilah dalam Islam memiliki
dua tujuan:

Pertama: Meringankan musibah yang menimpa pelaku
tindak pidana yang dilakukan tidak sengaja.

Kedua: Menjaga darah korban vyang dibunuh karena
kesalahan (tidak sengaja) agar tidak hilang sia-sia; karena bisa jadi
pelaku yang melakukannya karena tidak sengaja merupakan orang
miskin vang tidak mampu membayar divat tersebut (sehingga
harus ditanggung oleh Agilah).

Apabila syariat telah menetapkan aturan ini sejak awal,
bukankah boleh bila diterapkan aturan yang sama dalam bentuk
akad seperti yang terdapat dalam akad asuransi untuk
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meringankan efek musibah dengan membaginya kepada orang
banyak?

Apakah maslahat yang ditetapkan oleh syariat akan
menjadi bencana bila diterapkan oleh masyarakat dalam skala yang
lebih luas melalui cara kontrak dan akad Mu'awadhah yang
diberikan oleh segelintir orang untuk menjaga kepentingan orang
banyak?! Kita senantiasa mengutip pendapat orang-orang yang
membolehkan masalah ini.

C. Aturan Pensiun

Cara ini adalah dengan memotong gaji pegawai setiap
bulan, kemudian bila dia telah mencapai usia pensiun resmi, maka
dia bisa mengambil gaji pensiun tersebut setiap bulan yang
jumlahnya berkali-kali lipat dari uang vang dipotong setiap
bulannya dari gajinya (saat masih aktif). Gaji pensiun ini tetap
berlaku selama dia masih hidup meskipun umurnya panjang,
kemudian berpindah kepada keluarganya seperti istri atau anaknya
atau lainnya dengan syarat-syarat tertentu setelah wafatnya. Lalu
apakah bedanya antara aturan ini dengan asuransi jiwa?

Dalam sistem tersebut (ada kemiripan), seseorang diberi
tunjangan kecil secara rutin pada masa pensiun, sementara dalam
asuransi jiwa seseorang diberi dana asuransi secara kontan yang
jumlahnya melebihi jumlah total juran yang dibayarnya. Jumlah
tersebut (dalam dana pensiun) tidak diketahui nilainya sampai
haknya berakhir, sementara dalam asuransi jiwa jumlah yang
diberikan itu diketahui nilainya.
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Aturan pensiun dibolehkan oleh ulama dan diterapkan.
Mereka menganggapnya sebagai landasan penting dalam sistem
kepegawaian negara, sementara dalam kasus yang sama tidak
boleh disamakan dengan dana pensiun yang wajib diberikan
kepada masyarakat.

D. Kaidah “dJanji yang Mengikat” Menurut Ulama
Madzhab Maliki

Intinya adalah, bahwa apabila seseorang berjanji kepada
orang lain, apakah dia harus melaksanakan janjinya atau tidak?

Pendapat yang kuat menurut madzhab Maliki —dari empat
pendapat- adalah bahwa orang yang berjanji tidak wajib
menunaikan janjinya kecuali bila dia mengaitkan janjinya dengan
syarat tertentu dan sesuatu yang dijanjikan masuk dalam sebab
tersebut, seperti laki-laki yang menjanjikan mahar kepada laki-laki
lain bila dia menikah, kemudian laki-laki yang dijanjikan mahar itu
menikah.

Adapun menurut ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah,
janji itu tidak mesti harus dilakukan secara langsung (tidak mesti
bersifat mengikat). Mereka berkata, “Berdasarkan pendapat yang
kuat dalam madzhab Maliki, akad asuransi itu bisa disimpulkan
sebagai kewajiban perusahaan untuk memberikan klaim (uang
pertanggungan) kepada pemegang polis (policy holder) meskipun
tanpa kompensasi, sebagai bentuk janji. Yaitu bahwa perusahaan
harus menanggung kerugian yang terjadi akibat kasus tertentu
dengan memberi kompensasinya.”
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E. Jaminan Kecelakaan yang Terjadi di Jalan Raya
Menurut Ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyah menyatakan dalam Bab Kafalah bahwa
apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, “Lewatilah jalan
ini karena ia aman!. Apabila kamu mengalami sesuatu di jalan ini
maka aku yang bertanggung jawab,” kemudian orang yang disuruh
melewati jalan tersebut dan ternyata hartanya dicuri, maka orang
yang menanggung harus melaksanakan apa yang ditanggungnya
dan mengganti harta yang dicuri. Menurut penjelasan Prof.
Mushthafa Az-Zarqga, pendapat ulama Hanafiyyah ini merupakan
dalil ekspesional yang kuat, yang membolehkan penjaminan harta
dari segala kerugian yang menimpanya.

F. Akad Sewa Jasa Security

Dengan membandingkan antara akad sewa jasa securify
dengan akad asuransi, Prof. Mushthafa Az-Zarga menyatakan
bahwa antara keduanya terdapat kemiripan besar. Karena
meskipun petugas security bekerja dalam bidang keamanan, akan
tetapi pekerjaannya itu tidak memiliki hasil selain mewujudkan
keamanan dari bahaya yang ditakutkan.

Akan tetapi Syaikh Faishal Maulawi membantah pendapat-
pendapat di atas dalam tulisannya di Shahifah Al Aman. Dia
‘mengatakan:

Pertama: Syaikh Mushthafa Az-Zarga berkata, “Akad
asuransi adalah akad tolong-menolong dan kesetiakawanan sosial,
dan tolong-menolong merupakan sesuatu vyang diakui dan
diajarkan oleh syariat.”
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Ada beberapa point yang perlu kami sampaikan disini:

a. Apabila dikatakan bahwa dalam asuransi niaga (asuransi
komersial) terdapat prinsip tolong-menolong dan kerjasama, maka
kami tidak yakin bahwa ia merupakan tujuan utama dari pendirian
asuransi ini. Dalam pandangan kami tujuan utama pendirian
asuransi niaga adalah untuk mencari keuntungan dengan cara yang
sesederhana mungkin. Kemudian mayoritas orang-orang miskin
(kalangan bawah) dan kalangan menengah sepakat bergabung
dengan asuransi niaga tanpa berpikir untuk tolong-menolong dan
saling membantu. Bahkan mungkin salah seorang dari mereka ada
vang berkeinginan bahwa dengan menyetorkan sedikit uang akan
memperoleh uang pertanggungan yang banyak ketika terjadi suatu
musibah padanya. Ini adalah keuntungan, disamping pula dapat
menjamin ketenangan akan masa depan. Padahal Allah & telah
berfirman tentang khamer dan judi

s
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“Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan
beberapa manfaat bagi manusia’” (Qs. Al Baqgarah [2]: 219).

Kalau  memang prinsip tolong-menolong  dan
kesetiakawanan sosial merupakan landasan dasar dalam
pendiriannya, tentunya mereka akan mendirikan perusahaan yang
mengacu pada prinsip tolong-menolong yang tidak mengharapkan
keuntungan, dimana salah seorang dari mereka tidak
mengharapkan keuntungan dari bagian anggota lain. Dan tentunya
mereka akan bekerjasama dengan mendirikan lembaga vang
bertujuan memberikan bantuan tertentu dalam kasus musibah yang
menimpa salah seorang dari mereka.

284 ” Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



b. Sesungguhnya tolong-menolong dalam kebaikan
merupakan sesuatu yang diajarkan syariat Islam dan dianjurkan
olehnya. Hal ini tidak diragukan lagi. Akan tetapi kebaikan itu
hanya pada tujuannya saja, melainkan juga pada sarana yang
mengantarkan kepada tujuan. Perbedaan pendapat tentang
asuransi bukanlah dalam hal tolong-menolong antar sesama
manusia dalam menghadapi musibah, akan tetapi dalam hal sarana
vyang mengantarkan kepadanya apabila sarana tersebut tidak
disyariatkan. Contohnya adalah asuransi niaga (asuransi komersial)
vang digunakan sebagai sarana yang mengantarkan kepada tujuan,
akan tetapi sarana tersebut syarat dengan syubhat-syubhat yang
menghasilkan kemungkaran-kemungkaran. Oleh karena itulah
kaum muslimin wajib mencari alternatif lain berkenaan dengan
sarana tersebut yang bisa mengantarkan kepada tujuan tanpa jatuh
ke dalam hal-hal syubhat atau hal-hal yang mungkar.

Apabila ada cara yang sesuai syariat yang bisa mewujudkan
tolong-menolong dan bisa meringankan musibah yang menimpa
mereka dengan cara membaginya kepada seluruh anggota dan
cara tersebut bebas dari syubhat, tapi sulit diterapkan karena
keterbatasan kaum muslimin, apakah boleh dalam kondisi tersebut
mencari alternatif baru yang bisa menghilangkan syubhatnya tapi
akan menimbulkan keburukan baru? Terlebih lagi dalam
melegalkannya dengan mencari dalil-dalil syariat yang bisa menjadi
justifikasi terhadapnya?!

Kemudian Prof.  Mushthafa  Az-Zarga  berkata,
“Sesungguhnya hukum asal akad adalah mubah (boleh) selama
tidak ada dalil yang melarangnya atau tidak bertentangan dengan
kaidah-kaidah syariat secara umum. Dalam hal ini tidak ada dalil
yang secara khusus mengharamkan akad asuransi. la juga tidak
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bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat; dan disamping itu
masyarakat juga sangat membutuhkannya, sehingga hukumnya
dibolehkan secara syariat.”

Memang kami sepakat bahwa hukum asal suatu akad
mubah (boleh), meskipun hal ini masih ditentang oleh banyak
fugaha. Kami juga sepakat bahwa tidak ada dalil syariat yang
mengharamkan asuransi secara khusus, karena ia memang tidak
ada pada waktu turunnya syariat. Akan tetapi kami akan
membahas dua masalah berkenaan dengan hal ini, yaitu:

Pertama: Permyataan bahwa akad asuransi tidak

bertentangan dengan syariat secara umum. Hal ini akan kami
bahas nanti.

Kedua: Pendapat bahwa kebutuhan masyarakat
menyebabkan perlu ditemukan solusi tepat untuk mengatasi
masalah musibah yang terjadi secara tiba-tiba, baik solusi tersebut
berupa asuransi atau lainnya, apabila solusinya adalah asuransi
niaga (asuransi komersial), maka tidak dibolehkan. Meskipun
masyarakat sangat membutuhkannya, tapi hukum-hukum Jahiliyah
menjadi pijakan utama bagi para pemilik asuransi yang terdiri dari
kaum kapitalis yang suka melakukan monopoli. Sistem tersebut
sangat jauh dari nilai-nilai Islam dalam mengatasi masalah ini.
Disamping itu sistem tersebut mengebiri ide Asuransi Ta’awun dan
hanya memberikan opsi asuransi komersial kepada masyarakat.
Oleh sebab itulah masyarakat bergabung dengan asuransi
komersial karena tidak-adanya alternatif lain.

Mungkin kondisi tersebut menjadi dalil bahwa dalam kondisi
darurat masyarakat dibolehkan terjun ke dalam hal-hal syubhat
atau haram sesuai syarat-syarat darurat yang diperbolehkan
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syariat. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil prinsipil
untuk membolehkan asuransi, karena kebutuhan masyarakat tidak
pada hal tersebut, akan tetapi pada cara tertentu yang bisa
meringankan beban mereka ketika terjadi musibah mendadak.

Akad Muwalat dan Asuransi

Prof. Mushthafa Az-Zarga berpendapat bahwa ada
kemiripan besar antara akad Muwalat (akad lovalitas) —menurut
madzhab Hanafi- dengan akad asuransi dari sisi tanggung jawab
dan harta vang dikeluarkan akibat kesalahan orang vyang
mengangkat orang lain sebagai wala‘nya yang disebabkan adanya
akad. Sebagaimana perusahaan juga bertanggung jawab secara
materil terhadap pemilik kendaraan yang mengalami kecelakaan,
sesuai kontrak yang telah dibuat. Meskipun wali tidak melakukan
kesalahan dan perusahaan tidak melakukan kesalahan. Kemudian
sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, wali berhak
mendapatkan warisan dari orang yang mengangkatnya sebagai
wala‘nya bila dia wafat tanpa meninggalkan ahli waris, dan dia
juga berhak mendapatkan klaim (uang pertanggungan) yang
diberikan untuknya.

Terhadap pendapat tersebut, kami menyanggahnya dengan
alasan-alasan berikut:

Pertama: Akad Muwalat itu masih diperselisihkan oleh
para ulama. Dan mayoritas ulama dari berbagai madzhab
berpendapat bahwa hukumnya tidak dibolehkan, kecuali fugaha -
Hanafiyyah saja yang membolehkan.
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Kedua: Akad Muwalat hanya dianggap sebagai solusi
alternatif untuk mengatasi masalah orang non Arab yang masuk
Islam. Tujuannya adalah untuk menggabungkannya dengan
masvarakat Islam, mengingat dia tidak memiliki agilah (kerabat
seseorang vang menanggung divatnya ketika dia melakukan
tindak pidana secara tersalah) dalam masyarakat Islam. Apabila
kondisinya demikian, menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya
dibolehkan melakukan akad Muwalat, dimana seorang muslim
dengan muslim lain sepakat untuk melakukannya. Caranya adalah
pihak pertama mengatakan kepada pihak kedua dalam akad
“Engkau adalah mau/a-ku; engkau akan menjadi ahli warisku bila
aku wafat dan menjadi agilahrku bila aku melakukan tindak
pidana.”

Mereka mensyaratkan agar salah satu pihaknya bukan
orang Arab dan tidak memiliki agilah. Oleh karena itu tidak boleh
dua orang Arab melakukan akad Muwalaf, sebagaimana orang
Arab juga tidak dibolehkan melakukan akad Muwalat dengan
orang non Arab apabila orang non Arab tersebut memiliki agilah
vang ikut masuk Islam bersamanya.

Svarat-syarat ini menjadikan akad Muwalat sebagai solusi
alternatif yang berbeda dengan givas, sehingga yang lain tidak bisa
di-givaskan dengannya, sebagaimana disebutkan dalam kaidah
yang masyhur, “Sesuatu yang tidak berdasarkan givas, maka
sesuatu yang lainnya tidak bisa di-giyaskan dengannya.”

Aku katakan, “Bahkan sesuatu yang di-giyaskan dengan
vang lain, maka ia bukan tempat untuk meng-givaskan yang lain

. dengannya. givas itu hanya dibolehkan dengan pokok yang di-

givaskan, bukan dengan cabang vang tidak ada nashnya dan
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berkumpul bersama pokok dalam alasannya. Oleh karena itu tidak
boleh menjadikan cabang yang tidak ada nashnya sebagai pokok
yang di-givaskan.”

Ketiga: Terdapat perbedaan mendasar antara akad
Muwalat dengan akad asuransi dari sisi tanggung jawab. Bahkan
perbedaan tersebut lebih kuat dari keserupaannya. Perbedaan
tersebut adalah:

a. Akad Muwalat landasannya adalah saling meﬁolong antara
dua pihak yang seimbang, sementara akad asuransi dari sisi
tanggung jawab adalah usaha bisnis antara dua pihak yang
tidak seimbang.

b. Akad Muwalat bertujuan memasukkan orang muslim asing
ke dalam komunitas masyarakat muslim dan kewajiban
materil berlaku akibat penisbatan (penggabunganj ini.
Sementara tujuan utama dalam akad asuransi adalah harta
(keuntungan), dan perusahaan tidak membutuhkan
anggotanya melebur ke dalam perusahaan, kecuali untuk
tujuan ini.

c. Dalam akad Muwalat, tanggung jawab wali dalam hal materi
yang disebabkan perbuatan pidana tersalah (tidak sengaja),
vang dilakukan orang yang mengangkatnya menjadi wali
bersifat kemungkinan (tidak pasti}, sebagaimana perolehan
harta warisan juga bersifat kemungkinan, sehingga tidak
ada keseimbangan antara dua pihak.
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Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka akad Muwalat
tidak bisa dijadikan dalil givas dan dahl pokok untuk membolehkan
akad asuransi.

Sistem Agqilah dalam Islam

Agqilah adalah kerabat seseorang vang semuanya sudah
baligh, yang mana antara orang tersebut dengan mereka biasa
saling tolong-menolong, sebagaimana yang akan diuraikan nanti
dalam pembahasan tindak pidana (Jinayal). Merckalah vang
menanggung draf tindak pidana dalam pembunuhan tersalah
(tidak sengaja).

Aturan ini memiliki dua tujuan:

Pertama: Meringankan musibah vang dialami pelaku
tindak pidana tersalah (tidak sengaja).

Kedua: Tidak menghilangkan diaf untuk keluarga korban
bila pelakunya orang miskin. Dan diatitu tetap waijib dibayar oleh
aqilah baik pelaku tindak pidanarmya orang kaya atau orang miskin.
Dengan demikian pembayaran diaf pada saat pelaku miskin
merupakan jarminan terhadap keluarga korban agar darahnya tidak
sia-sia.

Prof. Mushthafa Az-Zarqa berkata, “Apabila syariat telah
menetapkan aturan tolongmenolong, bukankah boleh
menerapkan aturan ini dengan cara akad sebagaimana yang
terdapat dalam akad asuransi? Apakah maslahat yang ditetapkan
oleh syariat yang menjadikannya wajib akan menjadi bencana bila
diterapkan oleh masyarakat dalam skala yang lebih luas melalui
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cara kontrak dan akad Muawadhah yang diberikan oleh segelintir
orang untuk menjaga kepentingan orang banyak?!”

Syaikh Faishal Maulawi mengomentari pendapat ~Prof.
Mushthafa Az-Zarga dalam A/ Aman sebagai berikut:

Pertama: Sistem -agilah adalah sistem tolong-menoclong
mumni. Boleh juga menetapkan sistem yang sama melalui akad
yang bersifat tolong-menolong. Apabila akadnya bersifat komersil
(mencari keuntungan), maka tidak boleh dilakukan. Menjadikan
sistem agilah sebagai landasan untuk membolehkan Asuransi
Ta’awun adalah benar, karena keduanya mirip sekali dan tidak
berbeda kecuali dari sisi bahwa sistem agilah bersifat tetap dengan
hukum syariat, sementara sistem Asuransi Ta’awun tidak bisa
dilakukan kecuali dengan kerelaan dan kesepakatan sekelompok
orang, dan setelah terjadi akad, maka sifatnya menjadi tetap.

Adapun meng-givaskan asuransi komersial dengan sistem
agilah adalah giyas dengan adanya perbedaan dalam semua
rukunnya pada pokoknya dan sesuatu yang di-givaskan serta
sesuatu yang di-givaskan dengannya. Kemudian bila sistem agilah
merupakan sistem yang sesuai syariat tanpa diperselisihkan lagi,
mengapa kita tidak menerapkannya secara tetap dalam batas-
batasnya yang syari sebagai alternatif bagi akad-akad yang kita
lakukan? Ini lebih baik daripada kita menggunakan sistem baru
yang tidak lebih utama dari sistem agilah dan tidak lebih mudah
dalam penerapannya. Bahkan sistem baru tersebut tidak memiliki
~ keistimewaan selain bahwa ia merupakan sistem Barat yang
diimpor bersama sistem-sistem lainnya.

Kedua: Maslahat vang telah ditetapkan sang pembuat
syariat (Allah $) dan dijadikan sebagai sesuatu yang bersifat tetap
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(bersifat memaksa) tidak akan berubah menjadi mafsadat
(kerusakan) bila ia diterapkan oleh manusia dengan cara akad dan
Muawadhah.

Kemudian Syaikh Maulawi menambahkan dengan berkata,
“Akan tetapi manusia dalam sistern asuransi niaga (asuransi
komersial) tidak bisa mewujudkan maslahat yang tersebut kecuali
dengan dicampur bersama mafsadat yang bisa merusaknya. Oleh
karena itulah kita harus berhenti membolehkan sarana vang
digunakan manusia apabila dapat menimbulkan bahaya dan
kezhaliman, sebagaimana yang kami uraikan nanti.”

Adapun maslahat yang berdiri di atas prinsip tolong-
menolong untuk mencegah efek-efek musibah adalah sesuatu yang
tidak diperselisihkan para ulama. Dan tidak ada seorang pun yang
akan menganggapnya sebagai mafsadat.

Peraturan Pensiun

Orangorang vang membolehkan asuransi jiwa
menyamakan asuransi ini dengan peraturan pensiun. Bahkan
mereka menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya.
Dalam dua sistem ini seseorang sama-sama membayar iuran dalam
jumlah kecil secara rutin (setiap bulan) tanpa diketahui kapan akan
terus berlanjut dan berapa jumilah yang akan diterima saat pensiun
atau wafat. Dalam dua sistemn ini seseorang atau keluarganya akan
mengambil uang vang telah disetorkannya. Bedanya dalam sistem
pensiun, seseorang atau keluarganya mengambilnya dalam jumlah
besar secara berkala (setiap bulan), sedangkan dalam asuransi jiwa
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seseorang mengarhbilnya dalam jmmnlah besar yang melebihi jumlah

preminya.

Perbedaan antara dua sistem ini —sebagaimana yang
dijelaskan oleh ulama yang membolehkannya- adalah bahwa
jurnlah yang diambil dalam sistem pensiun tidak diketahui nilainya
sampai hak yang bersangkutan habis, sementara dalam asuransi
jiwa jumlah yang diambil diketahui nilainya. Jadi bahaya dan
ketidakjelasan dalam sistem pensiun lebih besar daripada yang
terdapat dalam asuransi jiwa.

Menurut kami, perbedaan satusatunya antara dua sistem
ini adalah bahwa dalam sistemn pensiun yang menanggung negara,

sementara dalam asuransi jwa yang menanggung perusahaan
asuransi komersial. Perbedaan ini menurut kami membatalkan

asuransi jiwa secara total, karena landasan dalam sistem pensiun
adalah bahwa negara merasa wajib melindungi pegawainya yang
bekerja menjadi abdi negara sampai usia tua, kemudian ketika
pegawai tersebut telah mencapai usia yang sudah tidak bisa lagi
bekerja (tidak produktif), bagaimana dia bisa hidup? Disamping
tanggung jawabnya terhadap kehuarganya akan bertambah besar,
bagaimana dia bisa melakukanmya?

Menurut Islam, kewajban negara dalam hal ini adalah
memberikan kebutuhan pegewai tersebut baik kebutuhan
pribadinya maupun keluarganga, baik itu dengan cara memotong
gajinya pada saat dia masih akfif atau tidak. Akan tetapi, ketika
negara tidak mampu memumaikan kewajibannya, khususnya pada
masa-masa sekarang ini, terlebih lagi ketika banyak beban yang
harus ditanggung negara, maka dalam hal ini para ulama
membolehkan agar gaji pegawai dipotong dalam jumlah kecil agar
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negara bisa melaksanakan kewajiban tersebut (menjamin
kebutuhan pegawai negeri). Prinsip Mu'awadhah (bisnis dalam
rangka mencari keuntungan) tidak ada disini, akan tetapi hanya
sekedar donasi yang diberikan pegawai dan negara akan
memberikannya kepadanya setelah masa kerjanya habis.
Kewajiban negara melaksanakan tugasnya terhadap pegawainya
dan seluruh rakyatnya adalah sesuatu yang waijib dan tidak boleh
dialpakan. Disamping itu ketika negara melakukan ini, tujuannya
tidak mencari keuntungan, akan tetapi hanya sekedar menunaikan
kewajibannya.

Akan tetapi mungkin kita masih bertarwa-tanya berkenaan
dengan hal ini, “Apabila sistem pensiun merupakan aturan yang
sesuai syariat, mengapa kita tidak meminta agar ia dijadikan
bersifat umum untuk seluruh masyarakat? Apakah perusahaan-
perusahaan asuransi komersial lebih mampu menjamin masyarakat
daripada pemerintah? Apakah potensi negara dalam memberi
jaminan kepada masyarakat lebih kecll daripada potensi
perusahaan asuransi komersial? Apabila kaum kapitalis di negara-
negara Barat melarang pemerintah menerapkan sistem tersebut
agar mereka tetap bisa menghisap darah masyarakat dan
menguasai mereka dengan kemampuan finansial dan ekonomi
layaknya negara, apakah kita kaum muslimin boleh mengikuti
mereka dalam segala hal, meskipun mereka masuk ke dalam
lubang biawak sekalipun?”
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Kaidah “Janji yang Mengikat” Menurut Imam Malik

Para ulama yang membolehkan asuransi komersial berdalih
bahwa ia mirip dengan janji yang mengikat bagi pelakunya, karena
perusahaan memberi jaminan kepada pemegang polis tanpa
kompensasi dan ia akan menanggung resiko musibah yang terjadi
dan mengganti kerugiannya. Apabila terjadi sesuatu, maka kita
wajib menunaikan janji kita, berdasarkan pendapat salah satu
dalam madzhab Maliki. Dan hal ini menurut kami ada dalam
penjaminan sebagaimana vang telah kami bahas sebelumnya.
Akan tetapi kami tidak tahu sisi persamaan antara janji yang
mengikat dengan akad asuransi. Karena penjaminan itu didasarkan
pada prinsip tolong-menolong, kasih sayang dan berbuat baik,
tanpa ada tujuan mencari keuntungan atau mencari kekayaan
melalui janji berbuat baik. Dalam hal mereka lebih mirip dengan
orang yang melakukan sedekah dalam akad jual-beli.

Akad Menyewa Untuk Security (Keamanan)

Para ulama yang membolehkan asuransi komersial berdalih
bahwa ada kemiripan besar antara akad asuransi dengan akad
menyewa untuk security (keamanan), dimana tugas seorang
penjaga keamanan hanya mewujudkan rasa aman bagi pemilik
barang vang dijaga, sementara dalam akad asuransi seorang
pemegang polis akan mendapatkan keamanan dari akibat musibah
vang ditakutkannya sebagai kompensasi dengan premi yang
disetorkannya (setiap bulan).
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Dalam hal ini kami ingin memberikan beberapa komentar
sebagai berikut:

Pertama: Pekerjaan petugas security tidak hanya
mengamankan barang vang dijaga, akan tetapi terkadang dia
masuk dalam perkelahian untuk membela sesuatu yang dijaga
tersebut. Bahkan karena resiko bahaya tersebut dia bisa celaka
atau mati.

Adapun dalam akad asuransi, perusahaan tidak melakukan
apapun untuk mencegah bahaya tersebut, akan tetapi ia hanya
menunggu terjadinya musibah, lalu memberikan klaim (uang
pertanggungan) kepada nasabah sesuai kesepakatan.

Kedua: Jadi dalam akad jasa security petugasnya
melakukan pekerjaan tertentu, sementara dalam akad asuransi
tidak melakukan kerja apapun. Apabila rasa aman dan ketenangan
merupakan tujuan mendasar atau mungkin tujuan satu-satunya
dalam akad asuransi, maka ia hanya merupakan salah satu tujuan
dalam jasa security. -

Asuransi Bukanlah Akad Mu’awadhah

Al Maghfur Lah DR. Abdurrazzaq As-Sanhuri Basya
mengatakan dalam A/ Wasith juz 7 halaman 1413, “Asuransi
pribadi bukan akad Mu'awadhah (Commutative Contracl), dalam
artian bahwa ia tidak bertujuan mendapatkan kompensasi dari
musibah, baik asuransi jiwa atau asuransi kesehatan atau asuransi
kecelakaan. Terkadang pemegang polis tidak mengalami musibah
dalam sebagian bentuk asuransi jiwa, seperti asuransi selama
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hidup, dimana pemegang polis mengamankan dirinya dari kejadian
yang tidak berbahaya, bahkan disukai, dan asuransi ini berlaku
selama hidup. Contohnya adalah sebagian jenis asuransi pribadi,
seperti asuransi pernikahan dan asuransi anak. Oleh karena itulah
para pakar undang-undang berpendapat bahwa dalam asuransi
pribadi, perusahaan tidak disyaratkan mencari masiahat dalam
asuransi, yakni maslahat tidak terjadinya musibah pada pemegang
polis.”

Pernyataan ini menyanggah pendapat yang mengatakan
bahwa Mu'awadhah dalam asuransi dengan premi adalah antara
premi yang disetorkan pemegang polis dengan jaminan aman yang
diperolehnya. Karena jaminan aman akan diperoleh pemegang
polis dengan adanya akad, tanpa bergantung pada bahaya yang
menimpanya. Karena dengan adanya jaminan aman yang
diperolehnya, maka tidak ada bedanya antara terjadinya musibah
dengan tidak terjadinya musibah. Apabila tidak terjadi musibah,
maka hartanya dan kepentingannya serta haknya tetap aman.
Sedangkan bila dia terkena musibah, maka dia akan mendapatkan
kompensasi. Jadi terjadinya bahaya atau tidak terjadinya bahaya
sama saja setelah dilakukan akad asuransi. Inilah hasil jaminan
aman vang diberikan kepada pemegang polis oleh perusahaan
asuransi sebagai konsekuensi dari kontrak yang dilakukan sebagai
kompensasi dari premi. Inilah yang disebut Mu’awadhah vang
sesun va. Dikutip dari makalah Prof. Mushthafa Az-Zarga.

Aku sependapat dengan DR. Husain Al Hamid yang
menyatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa
Mu’awadhah terjadi antara premi yang diberikan pemegang polis
dengan jaminan aman vyang diberikan perusahaan asuransi.
Setelah pemegang polis mendapatkan jaminan aman, tidak ada
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bedanya antara terjadinya musibah dengan tidak terjadinya
musibah. Disamping itu ia hanya asumsi dan khayalan yang
bertentangan dengan apa wyang telah kami uraikan bahwa
terjadinga musibah akan menyebabkan pemegang polis
mendapatkan klaim (uang pertanggungan) —dalam asuransi pribadi-
vang terkadang disukainya, karena perusahaan memberikan klaim
kepada pemegang polis meskipun klaim tersebut tidak wajib
diberikan untuk meringankan musibah yang menimpanya,
mengingat apa vang terjadi disukainya, sebagaimana yang telah
kami uraikan. Sementara tidak terjadinya musibah adalah sesuatu
vang ftidak disukai, karena pemegang polis tidak akan
mendapatkan klaim dari premi yang telah disetorkannya agar dia
mendapatkan jurmlah klaim yang lebih besar. Oleh karena itu tidak
bisa dikatakan bahwa tidak terjadinyga musibah dalam kondisi
tersebut merupakan maslahat bagi pemegang polis karena
hartanya tetap, kepentingannya tetap dan haknya tetap utuh.
Akan tetapi hal ini tidak benar, karena yang berlaku adalah bahwa
terjadinga musibah tidak mengakibatkan bahaya terhadap harta
dan hak tersebut. Jadi terjadinya musibah atau tidak terjadinya
musibah, dia tetap mendapatkan klaim (uang pertanggungan)
sebagai bentuk konsekuensi dari premi vang disetorkannya, dan
memang dia menyetorkannya karena mengharap agar
mendapatkannya. Apabila musibah tidak terjadi, maka dia akan
kehilangan klaim tersebut dan setoran yang telah dibayarnya sia-sia
belaka. Berdasarkan pandangan yang benar ini, maka terjadinya
musibah dan tidak terjadinya musibah sama saja, sehingga tidak
bisa dikatakan bahwa kompensasi yang diperoleh pemegang polis
dalam kondisi tersebut sebagai jaminan aman dari tidak terjadinya
musibah, karena musibah tersebut sebaliknya, bisa jadi ia tidak
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diharapkan terjadi, sebagaimana yang telah kami uraikan. Inilah
sebagian hasil dari imajinasi dan pandangan kabur ketika
menerapkan hukum syariat dalam akad asuransi.

Di antara yang menguatkan batalnya pendapat tersebut
adalah bahwa jaminan aman merupakan kompensasi yang
diberikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
bahwasannya dalam pandangan pemegang polis, terjadinya
musibah atau tidak terjadinya musibah setelah menerima jaminan
aman tersebut sama saja. Inilah yang menyebabkan para pakar
hukum berpendapat bahwa tujuan asuransi pribadi adalah dalam
rangka menabung dan mengatur harta pokok, karena pemegang
polis dalam kondisi tersebut tidak akan aman dari bahaya musibah
yang menimpa diri dan hartanya, dan dia ingin mendapatkan klaim
untuk menghilangkan efelnya. Karena kalau dia melakukannya,
maka klaim yang diperolehnya harus sama dengan musibah yang
menimpanya tanpa ada penambahan. Sebagaimana yang berlaku
dalam Klaim sesuatu, dimana dia tidak bergabung dengan asuransi
untuk menabung atau memupuk hartanya.
dengan keinginan untuk memperoleh klaim (uang pertanggungan)
atas peristiwa yang bersifat spekulatif (belum tentu terjadi). Apabila
musibah terjadi padanya, maka dia akan mendapatkan klaim
dalam jumlah besar bila dibandingkan dengan premi yang
disetorkannya. Sedangkan bila musibah tidak terjadi padanya,
maka dia akan kehilangan premi vang disetorkannya tanpa
mendapat jaminan aman. Karena yang terjadi adalah bahwa tidak
ada sesuatu yang membuatnya takut dan gelisah selama dia
membayar premi sebagai kompensasi dari jaminan aman yang
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akan dia peroleh dan dia tetap merasa tenang bila musibah
tersebut tidak terjadi.

Akad Asuransi Adalah Akad gharar

Undang-Undang Perdata Mesir membahas akad asuransi
dalam bab khusus berkenaan dengan akad gharar setelah akad
judi, akad taruhan dan pendapatan rutin selama hidup. Semuanya
merupakan akad gharar (akad yang di dalamnya ada unsur
ketidakjelasan [spekulatif]). Yang dimaksud bahwa akad asuransi
bersifat spekulatif adalah bahwa masing-masing dari dua pihak,
vaitu perusahaan asuransi dan nasabah (pemegang polis) tidak
mengetahui nilai yang harus diberikan dan nilai yang harus diambil
pada waktu berlangsungnya akad, karena hal tersebut tergantung
terjadinya musibah yang menimpa nasabah atau tidak terjadinya
musibah yang menimpanya. Dan hal ini tidak ada vang
mengetahuinya selain Allah £&. Unsur gharar (spekulatif) ini bisa
diketahui dari ketidakjelasan akan musibah tersebut, apakah akan
terjadi atau tidak terjadi. '

Kalaupun dinyatakan bahwa perusahaan asuransi akan
memberikan klaim (uang pertanggungan) atas musibah yang
menimpa nasabah dan nasabah berhak mendapatkan uang
pertanggungan tersebut, maka pada saat akad nasabah tetap tidak
tahu nilai yang akan diperoleh sebagai kompensasi dari musibah
yang menimpanya, dan dia juga tidak mengetahui berupa jumlah
premi yang akan disetorkannya kepada perusahaan sebelum
terjadinga musibah. Karena bisa jadi dia baru menyetorkan satu
kali premi, lalu terjadi musibah dan dia berhak mendapatkan klaim
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(uang pertanggungan) tersebut. Dan bisa jadi dia telah
menyetorkan premi yang nilainya lebih besar dari jumlah uang
pertanggungan yang diterimanya.

Kemudian berkenaan dengan perusahaan asuransi, pada
waktu akad, ia tidak. mengetahui jumlah premi yang akan
didapatkan sebelum terjadinyga musibah. Bisa jadi musibah terjadi
pada nasabah setelah dia menyetorkan premi satu kali, lalu
perusahaan memberikan uang pertanggungan kepadanya. Bisa
jadi pihak perusahaan mengambil semua premi sementara
musibah tidak terjadi. Semua ini adalah bentuk gharar
(ketidakjelasan ([sesuatu yang bersifat spekulatif]) yang tidak
diketahui dua orang vang melakukan akad asuransi pada saat
terjadinya akad.

Semua unsur gharar terdapat dalam akad Asuransi Niaga
(Asuransi Komersial), tanpa diperselisihkan lagi oleh para ulama.

Al Hafizh Tonu Hajar mendefinisikan gharar dalam A/ Fath
sebagai berikut, “Segala sesuatu yang bisa terjadi dan bisa tidak
terjadi. Begitu pula segala sesuatu yang tidak sah secara umum.”

Abdul Karim Ar-Rafi'i mendefinisikan gharar sebagai
berikut, “Keraguan pada dua pihak, dimana yang paling dominan
adalah yang paling ditakutkan.” Atau “Sesuatu yang dimiliki itu di
hadapan sesuatu yang diterima.”

Al Qalyubi mendefinisikan gharar dalam Hasyivahnya atas
Al Mabhalli terhadap Al Minhaj, “Sesuatu yang tidak ada kepastian
akan mendapatkan kompensasi di dalamnya.”

Dalam asuransi ada beberapa bahaya (hathal negatif)
sebagai berikut:
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Pertama: Penjaminan di dalamnya merupakan
pertanggungjawaban terhadap sesuatu vyang tidak waijib
ditanggung.

Kedua: Memakan harta orang kain secara batil.

Ketiga: Ada unsur taruhan, judi atata minimal mirip judi.

Keempat: Ada unsur gharar dan ketidakjelasan, yang

Kelima: Bertentangan dengan aturan-aturan warisan dan
wasiat.

Keenam: Mengandung Riba.

Ketujuh: Syarat-syaratrwa diperbesar (dipersulit).

Kedelapan: Tidak ada kepentingan ekonomi mendesak
vang mengharuskan bergabung di dalamawa.

Asuransi Pertukaran (Tabadul} Sebagai Ganti dari
Asuransi Niaga (Asuransi Komersial)

Asuransi ini bisa dikkukan dengan kesepakatan
sekelompok orang untuk saling tolongmenolong dalam
menghadapi musibah yang menimpa salah seorang dari mereka.
Caranya adalah mereka memberikan sepmmlah uang yang bersifat
lazim untuk menangani musibah tersebut, dimana uang tersebut
memberikan sejumlah uang, dan apabila dana yang harus
diberikan lebih besar dari kas yang mereka miliki, maka mereka
bisa menyumbang sesuai kemampuan masing-masing. Hal ini akan
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meringankan beban orang vang terkena musibah. Mereka
membantunya untuk memulai lagi kehidupannya dari uang setoran
yang diberikan mereka atas dasar Tabarru’ (sumbangan sukarela).
Dan bisa jadi dia akan diberi uang lebih sebagai bentuk
kesetiakawanan mereka.

Beberapa orang yang memiliki profesi sama atau
kepentingan yang sama seperti pemilik kendaraan pribadi atau
pemilik kendaraan sewaan atau serikat pekerja bisa melakukan
bentuk asuransi ini, dimana sekelompok orang tersebut atau
serikat pekerja tersebut menanggung musibah yang dialami salah
seorang dari mereka. Definisinya adalah bahwa ia merupakan
persatuan (kesepakatan) para nasabah, yang mana mereka
berkewajiban menyetorkan iuran secara berkala sesuai jadwal yang
disepakati, kemudian hasilnya digunakan untuk menutup kerugian
yang menimpa salah seorang dari mereka.

Maksudnya adalah bahwa dalam asuransi ini seorang
nasabah mengamankan orang lain dan dirinya sendiri, sementara
nasabah lain juga melakukan seperti yang dilakukannya. Oleh
karena itulah ia dinamakan asuransi pertukaran kerjasama, dimana
seluruh anggota merupakan lembaga atau organisasi atau
perusahaan sehingga setiap anggota harus menjaganya dan
bekerja untuk menguatkannya. Terkadang ada nasabah vyang
secara sukarela bekerja mengatur pembukuan dan akuntansi.
Sistem ini bisa mencegah terjadinya manipulasi dan tindakan
mengambil harta orang lain yang bukan hak pribadi, mengingat hal
ini bisa terjadi dalam asuransi komersial.

DR. Al Jamal mengatakan dalam bukunya “Asuransi
Antara Svariat dan Undang-Undang™:
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Garis yang jelas dalam asuransi pertukaran adalah bahwa
nasabah dianggap sebagai orang yang mengutamakan maslahat
dari sistem pertukaran tersebut. Oleh karena itulah dia
mengerahkan segala kemampuannya untuk mensukseskan sistem
ini dan menjauhkan orangorang yang tidak punya nurani, anti
musyawarah dan suka berpura-pura mendapat celaka agar tidak
bergabung di dalamnya.

Asuransi ini bisa diterapkan dalam setiap pekerjaan
apapun, atau bisa menggabungkan para petani dengan orang-
orang vyang memiliki pabrik (perusahaan), atau bisa
menggabungkan buruh atau pedagang, atau pemilik harta tidak
bergerak, dan hin sebagainya, dimana setiap kelompok bersatu
untuk memberi jaminan terhadap anggota mereka dengan
penjaminan yang sempurma sesuai aturan yang mereka sepakati.

Lembaga atau organisasi asuransi pertukaran bisa bekerja
dengan hanya fokus pada pengumpulan premi dan memberikan
uang perfanggungan Kemudian harta yang terkumpul bisa
diinvestasikan untuk program-program yang menghasilkan
keuntungan, lalu keuntungannya bisa digunakan untuk
mengembangkan lembaga dalam semua lini yang membutuhkan
asuransi. Dengan demikian, maka tidak perlu lagi bergabung
dengan perusahaan asuransi komersial. Negara-negara non muslim
telah merasakan manfaat dari Asuransi Ta’awun, dengan indikasi
bahwa 70 persen sistem asuransi di negara Swiss, Jerman dan
USA telah menerapkan sistermn ini.

Hanya Allahlah yang memberi taufik kepada kebenaran,
dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan dan pahala
yang baik.
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Syaikh Faishal Maulawi sependapat dengan Prof.

Yusuf Kamal dalam hal ini. Beliau mengemukakan
dalam kitabnya “Adhwa“ ‘Ala Al Igtishad Al Islami”:

Pertama: Keistimewaan Asuransi Islami

1.

Pihak yang melindungi asuransi dan memberi jaminan
aman dalam Islam adalah Baitul Mal (kas negara). Fungsi
Baitul Mal adalah memberi jaminan, dengan cara
mengambil harta dari orang kaya untuk diberikan kepada
orang-orang miskin tanpa bertujuan mencari keuntungan
dengan rasa sakit dan musibah yang menimpa
masyarakat. :

Salah satu perbedaan besar antara Asuransi Islami yang
dilindungi Baitul Mal dengan Asuransi Komersial (Asuransi
Niaga) vang dikendalikan oleh perusahaan komersial
adalah bahwa dalam Asuransi Islami seluruh warga
negara sama, baik dia muslim maupun non muslim yang
hidup di bawah naungan negara Islam. Termasuk di
dalamnya adalah kelompok masyarakat yang tidak
mampu membayar premi asuransi. Kelompok seperti ini
tentu lebih membutuhkan asuransi daripada orang-orang
yang mampu membayar premi. Sementara dalam
asuransi komersial, anggotanya hanya terbatas pada
orang-orang vyang bergabung dengan perusahaan,
sedangkan selain mereka tidak, meskipun mereka yang
bukan anggota (nasabah) lebih membutuhkan. Hal karena
tujuan pertama perusahaan antara mencari keuntungan,
sementara tujuan Baitul Mal adalah memberi jaminan
secara merata dan melayani kebutuhan masyarakat.
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3. Di antara perbedaan penting lainnya adalah, bahwa
Asuransi Islami bertujuan mengatasi musibah, bukan
mencari keuntungan. Sesungguhnya prinsip-prinsip Islam
menolak asuransi jiwa yang diterapkan sebagian kalangan
untuk mencari keuntungan harta yang besar, bukan dalam
rangka menghilangkan musibah yang menimpa mereka.
Adapun mengumpulkan harta dan mencari keuntungan,
ada cara lain yang sesuai syariat yang bisa dilakukan, yaitu
dengan cara berbisnis (berniaga), bekerja di bidang
industri, pertanian atau jasa, atau bidang-bidang lainnya
vang disyariatkan.

4. Salah satu keistimewaan Asuransi Islami adalah bahwa ia
menjamin Kkebutuhan masyarakat pada masa tua dan
menanggung keperluan mereka bila mereka tidak mampu
bekerja karena suatu sebab tertentu. Jadi fungsinya jauh
lebih sempurna daripada Asuransi Komersial yang hanya
terbatas pada sebagian harta atau sebagian musibah.
Apabila harta yang disepakati kompensasinya, maka
nasabahnya akan mendapatkan uang pertanggungannya.
Sementara bila harta tersebut selamat tapi harta lainnya
rusak, maka dia tidak mendapatkan uang pertanggungan
apapun. Apabila terjadi musibah tertentu dengan syarat-
syarat tertentu, maka seseorang akan memperoleh
kompensasinya, sementara bila terjadi musibah yang tidak
sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati maka dia
tidak akan mendapatkan kompensasi apapun. Berbeda
dengan Asuransi Islami yang kita bisa temukan
penjaminan yang sempurna, yang mencakup seluruh jenis
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harta dan semua jenis musibah ketika orang vang
mengalami musibah tidak mampu menanggungnya.

Di antara keistimewaan Asuransi Islami adalah bahwa ia
mencakup jaminan terhadap kebutuhan anak dan
keluarga setelah wafatnya orang yang menanggungnya
(suami). Asuransi Islami menjamin semuanya tanpa ada
kewajiban membayar iuran bagi orang vang dijamin. Ia
menjamin dalam batas-batas kebutuhan yang pokok saja.
Adapun untuk orang kaya, yang harus dilakukannya
adalah bekerja secara produktif agar dia bisa memenuhi
kebutuhannya.

Kedua: Dalil-Dalil Abadi

Agar tidak ada asumsi bahwa apa yang telah kami uraikan

ini tidak ada dasamya dalam Islam, kami akan menjelaskan sedikit

sebagian ajaran Islam yang menguatkan apa vang telah kami
uraikan tentang keistimewaan Asuransi Islami:

1-

Zakat: la adalah salah satu rukun Islam yang lima vang
disyariatkan untuk menjamin kebutuhan orang-orang
miskin. Allah & telah menjelaskan orang-orang vang
berhak menerima zakat dalam Al Qur*an Al Karim, vaitu,
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“Untuk orangorang fakir, orang-orang miskin,
pengurus-penqurus Zzakal, para muallaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
benjiang, untuk jalan Allah dan untuk mereka vang
sedang dalam perjalanan.” (Qs. At-Taubah [9]): 60). Jadi
tujuan zakat mencakup:

- Membantu orang-orang fakir dan orang-orang
miskin, tanpa memandang sebab kefakiran mereka.

- Memerdekakan budak dan membantu orang-orang
yang membutuhkan bantuan.

- Membantu orang-orang yang memiliki utang banyak
karena suatu sebab (musibah, bangkrut, kecelakaan
dan lain-lain). ‘

- Membantu orang-orang yang berada di jalan Allah
secara mutlak tanpa ada pembatasan. Meskipun
mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud
di jalan Allah adalah orang-orang yang berjihad.

Disamping itu Baitul Mal juga berkewajiban memberi

tunjangan kepada para pegawai yang memungut upeti dan
mendistribusikannya. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam,
mereka tidak masuk dalam pembahasan khusus tentang asuransi.

2-

Agar pembaca mendapat gambaran lebih jelas tentang
peran dan tanggung jawab Baitul Mal terhadap setiap
anggota masyarakat, kami akan menceritakan kisah
seorang wanita Badui yang datang untuk menemui Umar
bin Al Khaththab. Saat itu Umar sedang tidur siang di
bawah pohon, sementara wanita tersebut tidak
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mengenalnya. Lalu dia berkata kepada Umar, “Aku
seorang wanita miskin yang memiliki beberapa anak laki-
laki. Amirul Mukminin Umar telah mengirim Muhammad
bin Maslamah sebagai petugas pemungut zakat, akan
tetapi dia tidak memberi zakat tersebut kepada kami.
Barangkali engkau bisa membantuku untuk bertemu
dengan Amirul Mukminin.”

Wanita tersebut mengetahui haknya yang ada di
Baitul Mal dan meminta kepada Umar yang belum
dikenalnya agar membantunya untuk meminta haknya
kepada Muhammad bin Maslamah. Maka Umar pun
langsung berteriak kepada pelayannya dan memintanya
agar memanggil Muhammad bin Maslamah. Karena
wanita Badui tersebut tidak mengetahui bahwa orang
vang di hadapannya adalah Umar, maka dia pun berkata
kepadanya, “Akan lebih efektif bila engkau yang langsung
pergi menemui Muhammad bin Maslamah.” Maka Umar
pun berkata, “Dia akan melakukannya, insya Allah.”
Setelah Muhammad bin Maslamah datang, dia pun
mengucapkan, “Assalamu ’Alaika, wahai Amirul
Mukminin.” Maka wanita itu pun malu. Lalu Umar
berkata, “Demi Allah, aku sudah biasa mengangkat
orang-orang terbaik di antara kalian. Apa yang akan
kamu katakan bila Allah & menanyakan kepadamu
tentang hal ini?” Maka kedua mata Muhammad
meneteskan air mata. Lalu Umar berkata, “Berikan
kepadanya zakat tahun ini dan tahun pertama. Aku tidak
tahu, mungkin aku tidak akan mengirimmu lagi.” Lalu
Umar meminta agar dibawakan seekor unta untuk wanita
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tersebut, kemudian dia memberinya tepung dan minyak
zaitun dan menyuruhnya agar membawanya ke Khaibar.
Umar juga memberinya dua unta lain. Sejak saat itu
Muhammad bin Maslamah senantiasa mendatanginya dan
memberikan zakatnya.®

Wanita tersebut adalah seorang janda miskin yang
memiliki banyak anak laki-laki. Suaminya wafat sehingga
dia tidak lagi memiliki orang yang menjadi tulang
punggung keluarga. Akan tetapi dia tidak menjadi orang
yang terlantar karena haknya di Baitul Mal tetap ada. Ini
tidak hanya sekedar ijtihad Umar, akan tetapi merupakan
praktek yang benar, berdasarkan sabda Rasulullah 2,
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“Aku lebih berhak terhadap setiap muslim
daripada dirinva. Barangsiapa meninggalkan harta, maka
ja untuk ahli warisnva. Dan barangsiapa meninggalkan
utang atau anak-anak terlantar yang tidak memiliki harta,
maka ia menjadi tanggung jawabku.” (HR. Al Bukhari dan
Muslim).

Apakah asuransi jiwa untuk maslahat anak yang
diterapkan perusahaan asuransi komersial dapat

5. Lih. Kitab Al Amwal, karya Abu "Ubaid.
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mengatasi problem anak-anak tersebut sebagaimana yang
diatasi oleh Islam?!

Ketika Khalid bin Al Walid memasuki Hirah di Irak, dia
berdamai dengan penduduknya yang merupakan orang-
orang Nashrani yang tetap dalam agama mereka. Lalu dia
menulis piagam politik untuk mereka vang isinya
menjamin sejenis asuransi yang dianggap sebagai asuransi
sosial pertama dalam sejarah, dan dia tetap dianggap
sebagai jenis asuransi yang paling lengkap. Khalid
berkata, “Aku menetapkan untuk mereka: Siapa saja
orang tua vang sudah tidak mampu bekerja atau
mendapat musibah, atau orang kaya vang jatuh miskin,
sehingga orang-orang vyang berpiutang kepadanya
menyedekahkan piutangnya kepadanya, maka aku akan
menghilangkan jizvaAnya (tidak perlu membayar jizyah)
dan aku akan menanggung kebutuhannya dan kebutuhan
keluarganya dengan menggunakan dana Baitul Mal (Kas
Negara), selama dia tetap tinggal di negeri hijrah dan
negeri Islam. Apabila mereka telah keluar (pindah) menuju
negeri yang bukan negeri hijrah dan bukan negeri Islam,
maka kaum muslimin tidak Wajib memberi tunjangan
kepada mereka.”®

Adakah asuransi komersial yang seperti asuransi
Islami?

Dalam asuransi Islami orang tua dijamin hidupnya
ketika dia tidak mampu lagi bekerja. Asuransi Islami juga
menjamin musibah yang menimpa masyarakat secara

6- Lih. Kitab Al Kharaj, karya Abu Yusuf.
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tiba-tiba, apabila musibah tersebut menyebabkan mereka
tidak mampu lagi bekerja.

Asuransi Islami memberi jaminan terhadap orang-
orang miskin, apapun sebab kemiskinannya. Dalam hal
ini Baitul Mal wajib menanggung kehidupan orang miskin
dan keluarganya, dan orang tersebut tetap boleh memeluk
agamanya.

Sungguh asuransi Islami merupakan potret dari
asuransi terbaik, karena seseorang akan senantiasa
melihatnya, lalu membandingkannya dengan melihat
kondisi kaum muslimin yang sibuk bergabung dengan
asuransi komersial, sehingga dia pun akan terheran-heran
karenanya. Mental yang telah rusak memang telah
menjadikan kita buta terhadapnya.

4- Para Sejarawan meriwayatkan Umar bin Abdul Aziz &:
Bahwa suatu hari istrinya, Fatimah, masuk menemuinya
ketika dia sedang duduk di tempat shalatnya dengan
menyandarkan pipinya di atas tangannya dan air mata
mengalir di kedua pipinya. Lalu Fatimah bertanya, “Ada
apa denganmu?” Umar bin Abdul Aziz menjawab,
“Celaka kamu, wahai Fatimah. Aku telah diberi tugas
untuk mengurus masalah umat. Aku memikirkan tentang
nasib orang miskin yang kelaparan, orang sakit yang
merana, penderita kusta yang berjuang dengan
penyakitnya, anak vatim yang tersia-sia, janda yang
kesusahan, orang teraniaya vang tertekan, orang asing
yang ditawan, orang tua yang telah pikun, orang vang
memiliki banyak anak sementara hartanya sedikit, dan
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masih banyak lagi orangorang menderita hinnva di
berbagai pelosok negeri. Aku sadar bahwa Allah & akan
bertanya padaku tentang mereka pada Hari Kiamat Dan
selain mereka yang akan mendebatku adalth Nabi
Muhammad g&. Aku takut tidak bisa berargumen di
hadapan mereka ketika terjadi perselisihan. Maka aku
pun kasihan terhadap diriku sendiri hingga aku
menangis.”?

Asuransi adalah tugas penguasa mushim dan tugas
Baitul Mal. Asuransi harus diberikan oleh Baitul Mal
kepada semua orang yang membutuhkan Demikianlah
vang diajarkan oleh Rasulullah £ dan diterapkan setelah
beliau oleh para sahabat ;.

Ketiga: Dasar-Dasar Asuransi Islami

Dari uraian sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa dasar-

dasar asuransi Islami yang kita sebut “At-7a ‘min Al Klami® adalah
sebagai berikut:

1-

2-

Penguasa muslim atau Baitul Mal merupakan pihak yang
wajib mengatur asuransi ini.

Ketika Baitul Mal melakukan tugas ini, tujuannya
hanyalah mengatur asuransi terhadap masyarakat sebaik
mungkin, bukan untuk mencari keuntungan.

Asuransi Islam mencakup semua kondisi yang harus
dibantu saat dibutuhkan. Jadi ia mencakup asuransi

Lih. A/ Bidayah Wa An-Nihayah, karya Tonu Katsir.
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kecelakaan, asuransi harta dan asuransi jiwa sesuai poin-
poin khususnya.

4- Asuransi Islami bertujuan menghilangkan musibah yang
menimpa manusia, bukan untuk mewujudkan kekayaan.
Jadi ia merupakan sarana untuk tolong-menolong, bukan
sarana untuk mencari penghasilan.

Keempat: Asuransi Ta’awun

Apabila Baitul Mal kaum muslimin tidak ada, atau ada tapi
tidak bisa menjalankan tugasnya dalam bidang asuransi
sebagaimana vang telah kami uraikan, apakah yang harus
dilakukan seorang muslim? Apakah dia harus tetap hidup di bawah
tekanan ketakutan dari hal-hal yang tak terduga? Apakah seorang
muslim yang ingin konsisten dengan ajaran Islam harus senantiasa
hidup dalam keresahan sehingga ketika datang musibah yang
menimpanya dia tidak bisa mengatasinya dan mengalami stres
berat? Bahkan mungkin bisa menyebabkannya lalai dalam
beribadah dan tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya
yang diajarkan oleh Islam.

Kami tidak ingin menghakimi seorang muslim yang hidup di
tengah-tengah masyarakat Jahiliyyah kemudian menanggung
semua keburukannya, mengingat dia tidak mampu menghindar
darinya dan tidak bisa memanfaatkan kebaikan-kebaikannya
karena diharamkan, sehingga hal ini akan menyebabkan hidupnya
mende